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UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, 
rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan 
Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  
Di tengah situasi penuh keterbatasan karena 
pandemi global Covid-19, karya buku “Fikih Gender Berbasis 
Maqāṣid Al-Syarī’ah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah 
Siri)” yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat 
apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan 
sebagai bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap 
penulis yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu 
menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga 
bagi khazanah ilmu pengetahuan. 
Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang 
Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu 
lingkungan akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan 
khazanah keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari 
proses upgrading kapasitas dan updating perkembangan 
ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas. 
Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 




dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 
Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia. 
Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. 
Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 
 
Makassar, 17 Agustus 2020 
 
 





PENGANTAR PENULIS  
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 Alhamdulilla>hi rabbil ‘a>lami>n was}s}ala>tu wassala>mu 
‘ala> Rasulilla>h. Puji syukur kepada Allah swt. yang telah 
memberikan petunjuk, bimbingan dan rahmat-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan buku ini yang pada awalnya 
merupakan disertasi penulis pada program Pascasarjana (S3) 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tahun 2018.  
Buku ini dapat terselesaikan dengan baik berkat usaha 
keras penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas dari para 
promotor dan kopromotor, juga supervisor penulis pada The 
Australian National University (ANU) Canberra-Australia, Dr. 
Sally Jane White dan Prof. Greg Fealy yang dengan telaten dan 
penuh perhatian memberikan masukan secara kritis terhadap 
penulis pada saat penulisan disertasi (ketika penulis ‘nyantri’ di 
ANU selama setahun, sepanjang tahun 2015) yang kemudian 
penulis terbitkan menjadi sebuah buku agar dapat menjadi 
sumbangsih pemikiran bagi umat Islam di Indonesia dan di mana 
saja. Bagi penulis hal ini sebagai wujud tanggung jawab moral 
sebagai insan akademik untuk mempresentasikan sebuah 
pemikiran atas problematika kehidupan keluarga yang dihadapi 
umat Islam saat ini.   
Sabda Rasulullah saw: ”Man lam yasykurinna>s, lam 
yasykurilla>h” Barang siapa yang tidak pintar berterima kasih 
kepada sesamanya, dipastikan bahwa dia juga tidak pintar 
berterima kasih kepada Allah. Karenanya, saya sampaikan 
terima kasih yang sebesar-besarnya disertai penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada mereka, juga kepada; Suami tercinta, 
Mayor CAJ. Mirwan Embas, S.Ag., M.Si. Terima kasih atas 
kebersamaan selama ini sekaligus menjadi inspirator dan 
motivator dalam berbagai hal dan selalu memberikan dukungan 
psikologis khususnya dalam proses penyelesaian buku ini. Begitu 




insya Allah menjadi qurrata a’yun dalam kehidupan keluarga 
kami. Kedua orang tua saya tercinta, H. Arsyad Saidi (Ayah) 
(almarhum, yang menghadap kepada Allah, sehari setelah 
penulis promosi doktor) dan (almarhumah) Hj. Tupa Dg. Mone 
(Ibu) yang telah mengorbankan sebahagian besar kesenangannya 
demi kami anak-anaknya. Semoga Allah swt. senantiasa 
mencurahkan kasih sayang-Nya kepada keduanya sebagaimana 
mereka sangat menyayangi kami dan semoga Allah Swt 
senantiasa memberikan ampunan atas segala kealpaan dan 
khilafnya. Keduanya adalah sosok orangtua yang penuh cinta 
dan menjadi figur bagi putera-puterinya, serta sangat kuat 
memegang prinsip yang diyakininya dalam membesarkan 
puteraputerinya dalam suasana religius. Begitu pula kepada 
mertua; Ayahanda H. Mansjur Embas dan Ibunda Hj. Hatifah, 
serta seluruh kerabat, sahabat dan pihak yang telah membantu 
secara moril dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini bisa 
menjadi referensi dan sekaligus menambah perbendaharaan 
khazanah keilmuan Islam di Indonesia, penulis berharap ada 
masukan dan kritikan konstruktif dari berbagai pihak demi 
pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut dari buku ini.   
 
ق  والسداد ت 
وف   والله ولي  الت 
 
Makassar, 17 Agustus 2020  
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su kesetaraan gender merupakan isu yang terus berkembang 
dan menjadi salah satu alat untuk menganalisa berbagai 
fenomena kehidupan sosial kemasyarakatan yang 
berkembang.  
Fenomena kekerasan dalam rumah tangga misalnya tidak 
bisa lagi dianggap sebagai area yang tabu diperbincangkan 
seiring dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(domestic violence) baik terhadap perempuan maupun anak 
bahkan tidak menutup kemungkinan juga terhadap kaum lakilaki 
itu sendiri. Penyebab terjadinya kekerasan itu sangat kompleks 
dan bervariasi. Hampir setiap hari pemberitaan tentang adanya 
kekerasan domestik (domestic violence) ditayangkan di 
berbagai media massa dan elektronik. Kekerasan domestik bukan 
lagi persoalan yang bersifat individu dan privat tetapi telah 
menjadi fenomena yang bersifat global termasuk di Makassar.1 
Hal tersebut tentu saja perlu mendapatkan perhatian yang serius 
dari berbagai pihak termasuk oleh para akademisi. 
 
Problematika Kesataraan Gender dalam Keluarga 
Dalam persoalan mengurus rumah tangga misalnya dalam 
pandangan mayoritas ulama (maza>hib al-arba’ah) seorang 
suami tidak boleh memaksa isterinya untuk melakukan urusan-
urusan rumah tangga, sehingga urusan domestik dalam keluarga 
bukanlah semata-mata kewajiban isteri melainkan harus ada 
                                                 
1 Siti Aisyah Kara, Islam and Domestic Violence (Makassar: 
Alauddin Press University 2012), h. 217. 
I 




kerja sama dari kedua belah pihak.2 Filosofi dalam perkawinan 
adalah istimta’ (saling menyenangkan/memberikan 
kesenangan). Namun demikian dalam kenyataannya, tatanan 
sosial masyarakat mengonstruksi bahwa persoalan rumah tangga 
menjadi tanggung jawab perempuan (isteri), terutama dalam hal 
urusan yang biasa dianggap ‘kecil’ seperti memasak, mencuci 
piring, menyediakan minuman jika ada tamu dan lain-lain 
bahkan yang lebih parah bahwa maskulinitas (domain laki-laki) 
diukur dengan tidak terlibatnya laki-laki dalam pekerjaan rumah 
tangga seperti di atas. Hegemoni atas perempuan berawal dari 
sektor domestik yang kemudian meluas sampai ke ranah publik.   
Persoalan di atas berakar pada konsep peran laki-laki dan 
perempuan dalam rumah tangga dan dalam kehidupan nyata. 
Siapa melakukan apa menjadi dialektika yang terus menerus 
dikonstruksi oleh dua jenis kelamin tersebut. Hal itu terjadi 
karena adanya ketimpangan yang dialami oleh salah satu pihak 
(baca:perempuan). Identitas diri pun menjadi pembicaraan yang 
tak berujung yang dikonsepsi melalui maskulinitas dan 
feminitas, sampai kepada persoalan perkawinan dan urusan 
rumah tangga. Maka kesetaraan gender pun menjadi tujuan akhir 
dari perdebatan-perdebatan tersebut.  
Ketidaksetaraan gender telah mengkristal dalam bentuk 
institusi sosial yaitu perkawinan, seperti kasus nikah siri yang 
fenomenal beberapa tahun belakangan ini karena banyaknya 
kasus kekerasan yang merugikan pihak perempuan bahkan 
berujung pada pembunuhan. Di Aceh misalnya pada 18 
September 2016, seorang isteri siri anggota DPRD Nanggroe 
                                                 
2 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut 
Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali (Jakarta: Hidakarya Agung, 
1996), h. 64. Dalam kaitan dengan ini ayat al-Qur’an dengan tegas 
menyatakan bahwa jangankan masih hidup dalam biduk mahligai rumah 
tangga, sudah bercerai pun perempuan yang ditalak berhak mendapatkan 
kesenangan, karena asas perkawinan adalah saling menyenangkan dalam arti 
tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan (merasakan ketidakadilan). Lihat 
misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 241.   




Aceh Darussalam (NAD) menjadi dalang pembunuhan terhadap 
keluarga istri sah (pertama) suaminya dengan cara melempari 
bom mobil yang sedang melaju yang mengakibatkan tewasnya 
anak dari anggota dewan tersebut. 3  Di jajaran selebriti dan 
menjadi konsumsi publik karena senantiasa menjadi pemberitaan 
di media pernikahan siri pengacara asal Makassar, Farhat Abbas 
dengan Regina, yang dengan mudahnya kawin-cerai.4 Nikah siri 
seakan sebagai ‘tameng’ dan telah menjadi justifikasi teologis 
atau alasan pembenaran atas hubungan yang tidak jelas.   
Hal itu juga dapat dilihat dengan fenomena sosial nikah siri 
yang didiskusikan secara nasional dalam acara Indonesia Lawyer 
Club (ILC) misalnya pada tanggal 18 Desember 2012 dan 26 
September 2017. Topik yang senantiasa menjadi pembahasan 
dalam acara ILC adalah topik yang sedang aktual dan 
problematik. Dengan demikian sepanjang lima tahun terakhir ini 
persoalan nikah siri tak kunjung ditemukan gerakan yang 
sifatnya progresif sementara dampaknya secara sosial sangat 
konkrit.   
Membincang mengenai kesetaraan gender tidak dapat 
terlepas dari pembahasan tentang konsep patriarki, karena 
sistem inilah yang dianggap sebagai sistem yang semakin 
mengukuhkan terjadinya ketimpangan gender. Hal itu dapat 
dilihat pada kritik yang dituai secara terus menerus. Patriarki 
telah beroperasi dari  
private patriarchy (individu) menjadi state patriarchy (negara)  
yang menunjukkan bahwa sistem ini telah melalui sebuah proses 
yang panjang.5   
                                                 
3www.merdeka.com.(19 September 2016)  
4 Dikutip dari berbagai sumber antara lain; ILC TV One 18 
Desember 2012 dan ILC TV One pada tanggal 26 September 2017.   
5Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy (Oxford UK dan Cambridge 
USA: Blackwell Publishers, 1994), h. 173  




Namun demikian berbagai penafsiran dan respon yang 
tidak proporsional dan profesional bermunculan seiring dengan 
permasalahan gender yang bersifat kontemporer dalam berbagai 
dimensinya. Termasuk penafsiran terhadap wahyu sebagai teks 
yang otoritatif sehingga dianggap bahwa agama turut serta 
memperkuat justifikasi tersebut. Seperti penafsiran terhadap 
ayat 34 dari Surah al-Nisa> (QS al-Nisa/4: 34) 
َِّسا   ُموَن لََعَ ٱلن  َِّجاُل قَو َّٰ ُ َبۡعَض ٱلر  َل ٱَّلل  َِّما فَض  نءِّ ب
َ
َِّما  أ َّٰ َبۡعٖض َوب
َفُقواْ مِّۡن ُهۡم لََعَ
ِّهِّۡمۚۡ  َّٰل ۡمَو
َ
   ... أ
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."6  
Demikian halnya dengan penerapan beberapa hadis Nabi 
yang dianggap sebagai hadis misoginis seperti hadis tentang 










رََج َرُسوُل ّللَاِ :ى 
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“Dari Abi Sa’i>d al-Khud}ri> berkata: “Rasulullah pergi keluar 
menuju tempat shalat (lapangan) untuk melakukan salat hari 
                                                 
6Kementerian Agama  Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI, 2010), h. 109.  
7Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur sanad Sa’id bin Maryam 
dari Muhammad bin Ja’far sebagaimana diberitakan dari Zaid bin Aslam dari 
‘Iya>d} bin ‘Abdillah dari Sa’i>d al-Khud}ri>. Lihat dalam Imam Bukhari, Shahih 
Bukhari, Bab tark al-haidh as-shaum, Juz 1. H. 116. Dan Bab al-Zaka>h ‘ala> 
alAqa>rib, juz 2 h. 531. CD Maktabah Syamilah.  




raya Idul Fitri atau Idul Adha (keragu-raguan dari periwayat). 
Di jalan beliau berjumpa dengan beberapa perempuan. Maka 
beliau bersabda:“wahai kaum perempuan, bersedekahlah, 
karena aku melihat kamu menjadi sebagian besar penghuni 
neraka.” Mereka bertanya: “apa sebabnya wahai Rasulullah?” 
beliau menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat dan tidak 
berterima kasih atas kebaikan suami. Saya tidak mengetahui 
ada wanita yang kurang akal dan agamanya yang bisa 
menghilangkan akal laki-laki yang sabar, selain salah seorang 
di antara kamu.” Mereka bertanya: wahai Rasulullah, apa 
kekurangan akal dan agama kami?” beliau menjawab: 
“tidakkah kesaksian seorang perempuan itu sama dengan 
separoh kesaksian seorang laki-laki?” mereka menjawab:”ya!” 
Beliau bersabda: “itulah kekurangan akalnya! Tidakkah jika 
perempuan itu menstruasi, dia tidak shalat dan tidak 
berpuasa?” mereka menjawab: “ya!”beliau bersabda: “itulah 
kekurangan agamanya.”   
Interpretasi terhadap teks otoritatif seperti di atas sering 
menjadi argumen yang kuat dan mendominasi beberapa sikap 
dan tindakan yang diskriminatif. Padahal penting digali secara 
mendalam konteks dari sebuah teks.  
Di lain pihak, kritik para feminis terhadap ketidakadilan 
gender dengan menggugat bidang domestik misalnya, juga tidak 
serta merta mengatasi problematika kesetaraan gender. Seperti 
yang dikemukakan oleh salah satu pemikir feminis teoretis awal,  
John Stuart Mill, dalam bukunya The Subjection of Women 
(1969), mengkritik pekerjaan perempuan di bidang domestik, 
sebagai pekerjaan irasional, emosional dan tiranis. Melalui 
doktrin utilitarianism; “the greatest good for the greatest  
number” (kekayaan dan kepuasan optimum) diraih melalui 
rasionalitas dan self interest yang kemudian menciptakan 
“common values” (nilai-nilai yang dianggap normal). Mill 
menyuruh juga wanita untuk menekan dan menghilangkan segala 




aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik agar 
kebahagiaan tertinggi dapat dicapai.8 
Menurut feminisme liberal, agar persamaan hak antara pria 
dan wanita dapat terjamin pelaksanananya, maka perlu ditunjang 
oleh dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminisme liberal 
lebih menfokuskan perjuangan mereka pada perubahan segala 
undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan 
institusi keluarga yang patriarkal. Misalnya mengubah 
undangundang yang menempatkan suami sebagai kepala 
keluarga. Di Amerika Serikat misalnya ada yang disebut 
marriage contract, yaitu kontrak perjanjian perkawinan yang 
dibuat oleh kedua pasangan yang bersangkutan melalui 
pengacara yang dipilih. Kontrak perjanjian ini merupakan salah 
satu cara untuk menghindari hukum perkawinan negara di 
Amerika Serikat yang dianggap merugikan perempuan.9   
Seperti halnya di Indonesia, regulasi berupa undangundang 
dibuat untuk mengatasi problem sosial seperti undangundang 
yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK, yang pada saat itu 
dijabat oleh Mahfud MD) pada tahun 2012 terkait perlindungan 
terhadap anak yang lahir di luar nikah. Karena selama ini anak 
yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak yang sama dengan 
anak hasil perkawinan resmi (diakui oleh pemerintah karena 
tercatat). Bahkan berdasarkan UUP No. 1 Tahun 1974 (Pasal 43 
Ayat 1) dan dipertegas juga oleh KHI (Pasal 100) bahwa anak 
tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya. Lagi-lagi negara telah 
melegitimasi kekerasan secara politik terhadap perempuan.   
Sedangkan feminisme liberal percaya bahwa untuk 
menyejajarkan perempuan dengan laki-laki, semua tatanan 
                                                 
8 John Stuart Mills, Utilitarianism (Reprinted From ‘Fraser’s 
Magazine’, Seventh Edition; London: Longmans, Green, And Co., 1879), h. 
13. 
9Riant Nugroho, Gender dan Pengarusutamaannya di Indonesia 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 64. 




ataupun sistem yang membatasi aktualisasi diri perempuan harus 
dihapuskan. Dengan kata lain, menurut feminisme liberal jika 
ada suatu perubahan dalam suatu sistem budaya dan hukum yang 
menghambat kemajuan perempuan, maka perempuan akan 
terbebaskan.10  
Permasalahan lain dengan feminisme adalah kenyataan 
bahwa ketika suatu sistem yang dianggap diskriminatif dicabut, 
atau peraturan yang mendorong terciptanya keadilan gender 
diundangkan, tidak ada jaminan akan adanya kemajuan bagi 
perempuan. Dari keseluruhan realitas itu, yang paling 
menyedihkan adalah karena feminisme liberal tampaknya lebih 
mengacu pada elemen-elemen di luar perempuan, tanpa melihat 
lebih dalam tentang dinamika di dalam diri perempuan itu 
sendiri. Kungkungan bagi seorang perempuan tidak selamanya 
dalam bentuk peraturan opresif atau bahkan represif, tetapi dan 
terutama dalam bentuk cara mempersepsi diri yang dibangun 
sejak seseorang masih sangat muda dan konstruk sosialnya di 
mana seseorang hidup dan bersosialisasi dalam jangka waktu 
yang cukup lama.  
Permasalahan dan pandangan seperti di atas muncul 
sebagai akibat dari adanya perubahan sosial yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat dewasa ini.11 Perubahan sosial ada yang 
direncanakan (planned change) baik waktunya, pola biayanya, 
manusia-manusianya dan ada juga yang tidak direncanakan 
(unplanned change) seperti karena terjadinya penjajahan atau 
karena bencana alam. Perubahan sosial pada dasarnya terjadi 
karena adanya perubahan-perubahan kondisi sosial primer yang 
menjadi unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, 
                                                 
10 Sebagaimana dikutip oleh Riant Nugroho dari buku The 
Subjection of Women. Lihat: Riant Nugroho, Gender dan Pengarusutamaan-
nya di Indonesia, h. 64  
11 Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought (A More 
Comprehensive Introduction). (Cet. III; Philadelphia: Westview Press, 2009), 
h. 11-13.  




seperti unsur geografis, biologis, ekonomi, teknologi, politik dan 
agama.12  
  Kompleksitas yang ditimbulkan oleh perubahan sosial 
tersebut mendorong para fukaha menerapkan metode penetapan 
hukum yang pas dan tepat yang mencerminkan esensi wahyu 
pada sebuah realitas yang ada dibalik makna wahyu tersebut. 
Realitas tersebut menjadi dasar yang penting dalam penetapan 
hukum Islam karena tujuannya yang jelas, yaitu menjadikan 
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat sebagai 
tujuan utama. Untuk itu, seorang mujtahid harus memiliki dua 
kriteria dalam memahami kemaslahatan tersebut, yaitu dapat 
memahami maqa>s}id al-syari>’ah secara sempurna dan memiliki 
kemampuan untuk menarik kandungan hukum atas dasar 
pengetahuan dan pemahaman maqasid syariah dengan bantuan 
pengetahuan bahasa Arab serta al-Qur’an dan hadis.13  
Untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan 
pendekatan dan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam 
setiap taklif yang diturunkan Allah dapat ditempuh dengan 
pendekatan maqashid al-syari’ah. Konsep maqashid al-syari’ah 
ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu 
Ishaq Asy-Syatibi (730 H-790 H). Menurut al-Sya>ti}bi> 
berdasarkan konsep ini bahwa segenap syariat yang diturunkan 
oleh Allah swt senantiasa mengandung kemaslahatan bagi 
hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan masa yang akan 
                                                 
12Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak berubah, baik 
masyarakat yang masih terbelakang maupun yang modern selalu mengalami 
perubahan-perubahan, hanya saja perubahan-perubahan yang dialami oleh 
masing-masing masyarakat tidak sama, ada yang cepat dan menyolok, ada 
pula yang lambat. Lihat Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif 
Sosio Kultural (Cet. 3; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 11.  
13Kedua kriteria ini menurut Syatibi saling terkait karena kriteria 
kedua sebagai alat bantu dan kriteria pertama sebagai tujuan. Abū Ishāq al-
Syatibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah (Beirūt: Dār al Maārifah, t, th), Jilid 
IV, h. 105-107.  




datang (di akhirat). 14  Tidak satupun hukum yang tidak 
mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut berujung pada 
kemaslahatan umat manusia.                                              
Dalam perkembangan gelombang feminisme yang 
menggugat kemapanan termasuk interpretasi teks-teks 
keagamaan yang bersifat baku karena adanya ketidak adilan bagi 
kebanyakan kaum perempuan dalam berbagai dimensi tentu 
menggiring kita pada sebuah opini yang paradoksal. Sumber 
hukum Islam yang bersifat absolut dan kemaslahatan umat yang 
merupakan tujuan dari adanya syariat namun tidak tercapai tentu 
harus menjadi fokus perhatian para mujtahid dalam penafsiran 
hukum yang dapat memberikan rasa keadilan.   
Selain itu yang perlu juga dilihat dalam konteks agama 
adalah bahwa syariat dibuat bukan untuk kepentingan manusia 
itu sendiri. Dalam bahasa al-Sya>t}ibi> (730-790 M), kepentingan 
manusia itu disebutnya sebagai kemaslahatan manusia. 
Demikian pula bagi Najmuddin al-T}ufi (1257 M/ 657 H- 1316 
M/ 716 H), bahkan kemaslahatan tersebut merupakan inti dari 
syariat Islam. Kemaslahatan yang dimaksud oleh al-Syat> }ibi> 
dalam pengertian d}aru>ri (mendesak/tidak boleh tidak), yaitu 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Ini 
berarti syariat bisa diukur berdasarkan rasionalitas kemaslahatan 
tersebut. Lagi pula, meski tidak dalam semua hal, pada 
prinsipnya, pola keagamaan yang baik dalam Islam adalah pola 
keagamaan yang rasional, karena pola keagamaan yang tidak 
rasional akan rapuh.   
Berbicara tentang kemaslahatan sebagai dasar 
rasionalitas publik dalam syariah, Ibnu Rusyd (1127-1198 M) 
dari mazhab Maliki dan Najmuddin al-T{u>fi dari mazhab Hanbali 
bahkan berpendapat bahwa ketika syariat dan kemaslahatan sulit 
dikompromikan, maka kemaslahatan manusia (menghindari 
kemudaratan) harus didahulukan. Bagi al-T{u>fi, kemaslahatan 
                                                 
14Al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Usu}>l al-Syari>’ah, Jilid IV, h. 105.  




harus didahulukan ketimbang ijma’ (kesepakatan) ulama dengan 
cara takhs}is} (mengkhususkan berlakunya teks) dan menurut Ibnu 
Rusyd, lewat proses takwil atau hermeneutika (memahami teks 
dari makna zahirnya menuju makna batin yang juga dikandung 
teks berdasarkan makna-makna teks dan konteks lahirnya teks.15  
Jika dilacak lebih jauh, sesungguhnya pandangan Ibnu 
Rusyd di atas bukanlah sesuatu yang baru, mengingat 
kemaslahatan sebagai dasar rasionalitas syariat telah digunakan 
dalam ijtihad Umar Bin Khattab (berkuasa 13-23 H/ 634-644 M) 
dalam hal hukuman bagi pelaku pencurian. Dalam al-Qur’an (QS 
al-Ma>idah/Hidangan (5):38) secara tegas dinyatakan bahwa 
pencuri (laki-laki maupun perempuan) diperintahkan untuk 
potong tangan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Umar 
ketika itu tidak melihat masalah tersebut sebagai sebuah 
pencurian murni, melainkan karena dilatarbelakangi motif sosial 
yang menyebabkan pencurian sebagai alternatif sementara. 
Penting untuk dipahami bahwa Umar hidup pada masa-masa 
sulit di mana warganya pada saat itu ditimpa musibah wabah 
yang mematikan dan musim kemarau yang berkepanjangan 
sehingga menyebabkan kelaparan merajalela hampir di setiap 
sudut kota dan desa. Karena itulah Umar kemudian berinisiatif 
bahwa para pencuri tidak memenuhi syarat untuk dipotong 
tangannya karena mereka adalah orang miskin yang justru perlu 
disantuni. Hal ini dianggap sebagai ijtihad yang progresif. 16 
Dengan begitu, Umar telah menakwil ayat-ayat yang dianggap 
qat}’i> (jelas maksudnya atau tidak multi tafsir) berdasarkan 
                                                 
15Lihat: Sukron Kamil (Epilog) dalam Aan Rukmana dkk (Ed.), 
Perempuan, Ruang Publik dan Islam (Jakarta:Universitas Paramadina, 2014), 
h. 134.  
16Ijtihadnya yang lain adalah misalnya perihal hak-hak bagi muallaf 
untuk tidak mendapatkan zakat yang juga tidak menerapkan ayat yang 
bersifat qat}’i > karena para muallaf adalah orang yang sudah mapan 
ekonominya (QS al-Taubah/Pengampunan (9):60). Lihat: Zuhairi Misrawi, 
Al-Qur’an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil’a>lamin >, 
(Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), h. 30-32. 




alasan yang kuat. Ijtihad Umar itu kemudian didukung oleh 
Utsman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah 
setelahnya.17 
 
Embrio Ketidakadilan Dan Ketidaksetaraan Gender  
Persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender 
(inequality) berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 
Untuk memahami dan menganalisis apa yang adil dan tidak adil 
serta bagaimana mekanisme mencapai keadilan tentu 
membutuhkan pisau analisis dimana salah satu pisau analisis 
tersebut adalah analisis gender. Dengan demikian penafsiran 
terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang banyak mengungkap tentang 
kesetaraan laki-laki dan perempuan 18 perlu terus dilakukan. 
Implikasi dari penafsiran tersebut adalah kemungkinan 
dilakukannya rekonstruksi fikih yang merupakan landasan 
perilaku keseharian umat Islam.19  
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas perlu diingat 
bahwa dalam kajian-kajian kontemporer, perbedaan antara pria 
dan wanita tidak terbatas hanya pada ciri-ciri fisik dan 
reproduksi saja. Namun, perbedaan tersebut juga berimplikasi 
pada perbedaan peran dan fungsi atau dengan kata lain bahwa 
adanya perbedaan secara biologis juga memberikan indikasi 
adanya perbedaan secara gender. Sebagai contoh, anak laki-laki 
dan anak perempuan sedang sama-sama bermain. Anak laki-laki 
                                                 
17 Lihat: Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Tafsir 
Tematik Islam Rahmatan lil’a>lamin >, h. 30-32.  
18Ayat-ayat tersebut dapat dilihat dalam beberapa surah antara 
lain: QS 3:61 QS 4: 32, QS. 4: 124; QS.15: 97; QS.33: 35. Ayat-ayat tentang 
kesetaraan gender dapat ditemukan dalam 28 surah. Lihat: Aisyah Arsyad, 
Tafsir Gender (Telaah terhadap Ayat-ayat Bernuansa Gender), (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 225-278.  
19Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet. 
XIV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 136.  




biasanya cenderung pada adu kekuatan, balapan, sepak bola, dan 
jenis olahraga lainnya yang menuntut pada kekuatan fisik. 
Berbeda dengan anak perempuan yang cenderung pada 
ketenangan, ketenteraman, dan praktik olahraga ringan lainnya. 
Anak perempuan yang baru lahir-berbeda dengan anak laki-laki 
mendongakkan matanya ke arah muka lebih tajam daripada 
mengarahkan pandangan ke arah pelataran yang bergerak. Ketika 
usianya mencapai tiga tahun, anak perempuan lebih sensitif 
dalam memahami berbagai perasaan dibandingkan anak lakilaki.   
Banyak kajian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
bahwa perilaku, keturunan, dan hormon untuk mengetahui 
pengaruh susunan biologis yang dimiliki oleh gender pria dan 
wanita, terhadap otak dan perilakunya. Anak laki-laki lebih 
unggul dalam penguasaan materi problems solving yang 
menuntut kemampuan akal secara konsepsi atau imajinasi, 
sedangkan anak-anak perempuan unggul dalam penguasaan 
materi pelafalan kata dan bahasa.20 
Kimura Doreen21 mengutarakan tentang adanya overlap 
dalam sebagian besar tes kognitif pada pria dan wanita. Wanita 
misalnya, melebihi pria dalam mengingat sesuatu yang berkaitan 
dengan bahasa verbal memory. Maksudnya, ia mampu 
mengingat kalimat-kalimat yang ada dalam daftar bacaan. Ia 
juga cerdas dalam mengutak atik bahasa/verbal fluency juga 
membuat kalimat yang diawali oleh huruf tertentu. Namun, 
Kimura mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada pada 
pria dan wanita secara umum dianggap lebih kecil jumlahnya 
dibandingkan perbedaan-perbedaan yang ada pada bagian dalam 
                                                 
20Hisham Thalbah dkk (ed. al), Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur’an 
dan Hadis (PT.Sapta Sentosa, 2009), Jilid 2, h. 142-153.  
21ebagaimana diutarakan dalam makalahnya yang dipublikasikan 
lewat internet dalam Scientific American, Mei 2002.  




setiap jenis masing-masing secara khusus. 22  Salah satu fakta 
yang harus diyakini bahwa hubungan antara pria dan wanita 
sesuai hak dan kewajibannya, pasti akan mendatangkan pada 
ketetapan jiwa dan ketenangan hidup yang dibingkai dalam 
sebuah perkawinan. Tetapi perkawinan, sebagai institusi sosial 
juga dapat menjadi legitimasi untuk terjadinya kekerasan yang 
kemudian menimbulkan ketidaksetaraan terutama di negara-
negara Islam. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya berbagai 
macam model pernikahan seperti nikah mut’ah (Iran), nikah 
misyar (Saudi Arabia), nikah ‘Urfi (Mesir) dan nikah siri 
(Indonesia). Karena prinsip hubungan seks pranikah sama sekali 
tidak dibenarkan sehingga perkawinan menjadi satu-satunya 
pintu penghalalan antara seorang pria dan wanita. Dengan 
beragam model pernikahan tersebut tentu akan menimbulkan 
dampak sosial yang akhirnya menjadi problem evolusi sosial.  
Dalam paradigma seperti di atas, maka mengkritisi fikih, 
sebagai peraturan perundangan agama yang tingkat 
relativitasnya tentu lebih tinggi, bukanlah sesuatu yang dilarang 
oleh agama bahkan hal tersebut justru penting dilakukan seiring 
dengan perubahan zaman. Hal ini karena sisi relativitas fikih 
yang dipengaruhi ruang, waktu, dan kompleksitas teks, serta 
karakter fikih yang dinamis dan kontekstual yang didasarkan 
pada rasionalitas kemaslahatan untuk manusia. Karena itu, 
dimungkinkan untuk dilakukan pengkritisan, apalagi 
perundangan bersumber atau bernuansa syariah, berdasarkan 
rasionalitas kemaslahatan modern yang pada masa sebelumnya, 
tidak menjadi diskursus. Misalnya dengan alat ukur analisis 
gender yang saat ini telah menjadi hukum dan etika 
internasional.  
Rekonstruksi Kesetaraan Gender yang dimaksud dalam 
kajian ini adalah adanya upaya membangun kembali relasi yang 
seimbang atau setara antara laki-laki dan perempuan, dimana isu 
                                                 
22Hisham Thalbah dkk (ed. al), Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur’an 
dan Hadis, Jilid 2, h. 142-153.  




tentang perempuan tidak seharusnya diletakkan dalam grand 
narrative (cerita besar) laki-laki atau tidak dibaca dari sudut 
pusat laki-laki tetapi harus diletakkan keluar dari apa saja 
kecenderungan yang meletakkan laki-laki sebagai pusat 
kehidupan sosial perempuan. Karena perubahan zaman semakin 
menuntut adanya perubahan cara pandang relasi antara laki-laki 
dan perempuan. Isu-isu tersebut akan dilihat dalam hukum 
perkawinan dalam hal ini dengan menganalisa kasus Nikah Siri 
yang telah berevolusi menjadi beberapa problem sosial seperti 
nikah siri online dan beberapa tindak pidana seperti pemalsuan 
buku nikah, trafficking dan lain-lain. Kemudian merekonstruksi 
atau membangun kembali fikih yang respon gender dengan 
melakukan reinterpetasi terhadap hukum perkawinan.   
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berdasar pada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam tahun 2004. Beberapa pasal yang dianggap bias gender 
dalam kedua sumber hukum tersebut merupakan obyek analisa 
dalam tulisan ini seperti pasal tentang rukun dan syarat 
perkawinan, pencatatan perkawinan dan penisbatan anak kepada 
ibunya bagi anak yang lahir di luar nikah.  
Mas}lah}ah dalam tulisan ini dipahami sebagai dasar 
dalam maqa>s}id al-syari>’ah. Dalam tataran terminologi, Abu > Ha} 
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ل   23 َوَعقم
“Maslahah adalah sebuah ungkapan yang pada intinya 
merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan 
                                                 
23 Abu> H}a>mid bin Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li> al-T}u>si>, 
Al-Mustas}fa> Min ‘Ilm al-Usu}>l, Juz I (Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 
1997), h. 416-417.  




menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan dengan 
maqashid al-syariah sebenarnya bukan ini, karena 
mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian 
adalah tujuan dari makhluk dan kebaikan makhluk itu adalah 
ketika mereka mampu menggapai tujuan-tujuannya. Yang 
kami maksudkan dengan maslahah di sini adalah menjaga 
tujuan syara. Tujuan syara untuk makhluk ada lima yaitu 
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.”   
Apa yang dikemukakan oleh Abu > Ha} >mid al-Gaza>li> 
tersebut disistematisasi oleh Abu > Ish}aq> al-Sya>t}ibi> dengan 







































































   24. ت
“Beban-beban syariat kembali pada penjagaan atau 
pemeliharaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Maqashid ini 
tidak lebih dari tiga macam yaitu: daru>riya>t (kepentingan 
primer), h}a>jiya>t (kepentingan sekunder), dan tah}siniya>t 
(kepentingan tertier).”  
Lebih lanjut al-Syat> }ibi> menyatakan bahwa Allah sebagai  
Syar>i’ (pembuat syariat) memiliki tujuan dan hikmah dalam 
setiap penentuan hukum yang ditetapkan kepada hamba-
hambaNya, yaitu untuk kemaslahatan hidup mereka baik di 
dunia maupun di akhirat.25  
Mas}lahah atau manfaat keduanya berarti kebaikan, 
sehingga setiap aksi yang mendatangkan kemanfaatan maupun 
menolak bahaya bisa disebut maslahat dan biasa dijamakkan 
dengan frase mas}a>lih. Sedangkan mas}lah}ah yang diistilahkan 
ahli hukum syariah sebagai ”Kemanfaatan yang dituju oleh 
                                                 
24Abu> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t, Jilid IV, h. 7.  
25Abu> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t., Jilid IV, h. 4.  




pembuat syariat yang diperuntukkan bagi hamba-Nya dalam 
bentuk penjagaan atas agama, nyawa, akal dan keturunan dan 
hartanya secara berurutan sesuai penyebutannya.”26   
Istilah maqa>s}id al-syari>’ah dianggap perlu untuk 
dipaparkan karena berbicara tentang mas}lah}ah tidak mungkin 
terlepas dari maqa>s}id al-syari>’ah karena substansi mas}lah}ah 
merupakan domain pokok dari maqa>s}id al-syari>’ah. Berdasarkan 
penelusuran terhadap definisi yang dikemukakan oleh pakar Usul 
Fikih, maqa>s}id al-syari>’ah mengalami pengembangan makna 
dari makna yang paling sederhana hingga makna yang holistik 
yaitu bukan hanya bermakna tujuan, melainkan bisa bermakna 
hikmah, ilat, kemaslahatan dan sebagainya. Di kalangan ulama 
klasik sebelum al-Syat> }ibi>, belum ditemukan definisi yang 
komprehensif tentang term itu sehingga tampak bahwa mereka 
hanya mengikuti makna linguistik dengan cara menyebutkan 
sinonim maknanya.27   
Dalam pandangan Muhammad Khalid Masud, mas}lah}ah 
dalam pengertian Al-Syatibi identik dengan perlindungan 
kepentingan. Misalnya ketika demi memelihara eksistensi 
mas}a>lih, syariah mengambil tindakan-tindakan untuk menopang 
landasan-landasan mas}a>lih tersebut, atau dengan cara preventif 
untuk mencegah hilangnya mas}a>lih, syariat mengambil 
tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apa saja yang 
secara aktual atau potensial merusak mas}alih> }.28   
Nikah Siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang 
bersifat rahasia atau dirahasiakan sesuai dengan defenisi 
                                                 
26 Sa’i>d Ramad{a>n al-Bu>t}i>, D}awa>bit al Mas}lahah fi> al-Syari>’ah 
alIsla>miyyah (Cet. III; Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1987), h. 27.  
27‘Abd al-Rah}ma>n Ibra>hi>m al-Kayla>ni>, Qawa>’id al-Maqa>s}id ‘Inda 
alIma>m al-Sya>t}ibi>; ‘Aradan wa Dira>satan wa Tah}li>lan (Cet. I; Damaskus: Da>r 
al-Fikr, 2000), h. 45.  
28 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.49.   




etimologisnya yang marak terjadi di Indonesia. Dikatakan 
sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan 
semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai 
alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas 
keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi 
walimatul ‘ursy secara terbuka untuk umum. Pernikahan model 
seperti ini sering juga disebut dengan nikah di bawah tangan.  
Secara umum, setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model 
nikah sirri yang berkembang dalam masyarakat 
Indonesia,29yaitu: Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan 
semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak 
wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah 
pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan 
nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-
ketentuan syariat. Kedua, pernikahan yang sah secara agama 
namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. 
Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan 
pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang 
karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi 
pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan 
melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari 
satu, dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan 
karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena 
takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang 
terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena 
                                                 
29Dikutip dari beberapa hasil penelitian di Indonesia tentang nikah 
siri. Lihat misalnya hasil penelitian Sri Hilmi Pujiastati dengan judul 
Fenomena Nikah Siri di kalangan Mahasiswa dan Dampaknya terhadap 
Perempuan dalam Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 24. No.1 Tahun 2010, Syukri 
dan Vita, tulisan Nafilah Abdullah dengan judul Menyoal Kembali 
Perkawinan di Bawah tangan (Nikah Siri) di Indonesia dalam Jurnal Musawa, 
Vol. 12 No. 1 Tahun 2013. Lihat juga pembahasan nikah siri dalam Abdul 
Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid al-Syari’ah Konstruksi 
Ijtihad Berbasis Maqa>sid al-Syari>’ah, (Cet. I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2014), h. 180-186.  




pertimbanganpertimbangan rumit yang memaksa seseorang 
untuk merahasiakan pernikahannya.  
Dalam kaitannya dengan tulisan ini yang berjudul “Fikih  
Gender Berbasis Maqa>s}id al-Syari>’ah” adalah upaya untuk 
menformulasi hukum-hukum yang terkait dengan isu-isu gender 
terutama hukum perkawinan (nikah siri sebagai obyek analisis 
kesetaraan gender) sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh 
syari’ atau paling tidak mendekati maksud dan tujuan dari 
adanya syariat dengan berlandaskan pada asas maslahah sebagai 
dasar pijakan dalam maqa>s}id al-syari>’ah demi tercapainya 
keadilan dan kesetaraan di antara seluruh umat manusia tanpa 
memandang jenis kelamin. Karena fitrah manusia terlahir ke 
dunia adalah mendapatkan keadilan dalam relasi yang terbangun 
dalam level apapun.  
 
Beberapa Karya Akademik Tentang Kesetaraan Gender  
Beberapa literatur yang menjadi basis pemikiran dalam 
buku ini antara lain: Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqashid 
alSyari’ah sebuah disertasi yang ditulis oleh Abdul Wahid 
Haddade pada tahun 2013. Tulisan ini merupakan kajian tokoh 
dengan menganalisa secara mendalam metode ijtihad yang 
digunakan oleh Ibnu ‘A<shu>r sebagai tokoh dalam bidang 
maqa>s}id al-syari>’ah lalu mencoba mengimplementasikannya 
dalam berbagai wacana fikih kontemporer. Salah satu wacana 
yang diuraikan adalah persoalan nikah siri, namun belum fokus 
secara mendalam dengan mengaitkannya dengan analisis gender. 
Islam and Domestic Violence, 2012 (Makassar: Alauddin 
Press University) karya Siti Aisyah Kara. Buku ini secara 
spesifik menyoroti tentang kekerasan domestik baik secara 
teoritis maupun praktis, lalu bagaimana peran agama dan stake 
holder dalam mengeliminir berbagai bentuk kekerasan domestik. 
Kekerasan yang terjadi khususnya pada perempuan tidak 
terlepas dari konteks kultural secara global. Buku ini juga 
mencoba untuk mengidentifikasi akar permasalahan berbagai 
kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai pihak 




yang sering menjadi korban pada ketidakadilan gender. 
Konstruksi sosial budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam 
membentuk persepsi tentang ketidakadilan gender. Hal-Hal 
Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam 
Islam, 2001 karya Syafiq Hasyim. Buku ini cukup diminati oleh 
para peminat isu-isu gender, hal tersebut dapat dilihat dengan 
diterjemahknannya buku tersebut ke dalam bahasa Inggeris 
dengan judul The Understanding Woman. Secara mendalam 
buku ini mengupas tentang berbagai macam problematika dalam 
hukum perkawinan yang bias gender seperti ketika membahas 
tentang bagaimana dominasi laki-laki yang sangat kuat dalam 
sejarah perkembangan fikih sehingga kecenderungan patriarki 
sulit dihindari. Dalam buku tersebut pula Syafiq Hasyim 
menggunakan istilah fikih patriarki yang diadopsi dari Riffat 
Hassan yang menggunakan term ‘teologi patriarki’. Islam 
Agama Ramah Perempuan (Pembelaan Kiai Pesantren, 2004) 
karya KH>. Husein Muhammad. Hussein Muhammad dikenal 
sebagai ulama pembela perempuan karena karya-karyanya yang 
eksis pada dinamika perkembangan pemikiran tentang 
perempuan dalam alQur’an yaitu bukunya yang berjudul Tafsir 
Perempuan. Namun dalam buku ini, secara khusus Hussein 
Muhammad menganalisa secara mendalam bagaimana fikih 
mengonstruksi tentang perempuan yang dalam beberapa hal bias 
gender seperti kritiknya pada kitab ‘Uqu>d al-Lujjayn dan 
menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang sarat dengan 
kekerasan terutama pada perempuan. Argumen Kesetaraan 
Gender Perspektif AlQur’an, 2010 (Jakarta: Dian Rakyat) 
karya Nasaruddin Umar. Buku ini secara apik mengupas tentang 
kajian historis-teologis perspektif Al-Qur’an tentang 
kompleksitas dan lika-liku hubungan antara laki-laki dan 
perempuan baik secara individual maupun secara kelompok. 
Buku ini juga menitikberatkan pada pendekatan imajinasi 
historis-sosiologis dengan asumsi bahwa gagasan Tuhan yang 
bersifat azali, universal dan transhistoris ketika harus 
dikomunikasikan pada manusia yang hidup menyejarah maka 
kandungan dasar al-Qur’an itu harus meminjam serta beradaptasi 




dengan karakter bahasa dan kultur Arab yang merupakan 
fenomena dan realitas historis. Gender dan Strategi Pengarus-
utamaannya di Indonesia, 2011 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 
karya Riant Nugroho. Buku ini membahas tentang gender 
sebagai isu yang banyak dibincangkan di Indonesia, gerakan 
perempuan dan gerakan gender yang merupakan transformasi 
dalam melihat hubungan antara lakilaki dan perempuan, 
kemudian buku ini juga mengupas secara mendalam tentang 
aliran-aliran feminism dalam menyoal tentang gender. 
Theorizing Patriarchy, 1994 (Oxford UK dan Cambridge 
USA:Blackwell) karya Sylvia Walby. Buku ini membahas 
secara mendalam tentang berbagai macam aliran feminisme 
(ekofeminism) dalam kaitannya dengan patriarki. Bagaimana 
patriarki beroperasi dari private sampai menjadi state 
patriarchy, dengan menguraikan enam (6) struktur dasar dalam 
membangun patriarki. Beberapa hasil penelitian tentang nikah 
siri di Indonesia, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syukri 
dan Vita (Dosen UMY) di Yogyakarta tahun 2008, Sri Hilmi 
Pujiastuti meneliti tentang maraknya pernikahan siri di kalangan 
mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (Solo-Jawa Tengah) 
pada tahun 2010.  
Literatur-literatur tersebut di atas telah mengupas 
banyak tentang berbagai persoalan gender dan mas}lahah sebagai 
basis pembaruan dalam hukum perkawinan termasuk yang 
terkait dengan nikah siri, namun mengaitkan analisa gender 
dengan mas}lah}ah khususnya dengan fenomena nikah siri yang 
terus memunculkan problem baru seperti nikah siri online belum 
dibahas secara detail. Terutama dengan pendekatan 
ekofeminisme belum banyak digunakan oleh para peneliti 
khususnya yang terkait dengan hukum Islam.  
Dalam pandangan kaum ekofeminisme tentang 
kesetaraan gender sedikit berbeda dengan kaum feminis lainnya. 
Ekofeminisme memandang pada adanya hubungan antara 
identitas manusia dan percakapan antara manusia, binatang dan 
alam. Sebelumnya dan masih hidup secara permanen dalam 




pandangan dunia masyarakat modern bahwa binatang dan alam 
adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan instrumentalisasi 
perikehidupan manusia. Perikehidupan selalu dikaitkan dengan 
kemanusiaan.30 Jadi relasi tidak hanya dilihat antara laki-laki 
dengan perempuan, tetapi laki-laki, perempuan dan alam 
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain.  
Dengan mempercakapkan alam dan binatang secara 
setara, manusia memiliki penghormatan yang otentik kepada 
mereka. Dan mereka kembali kepada komunalisme alam yang 
saling sensitif satu sama lain. Di mana manusia tak lagi 
memperlakukan tubuhnya, binatang, alam sebagai piaraan, 
sebagai perkakas, sebagai mesin-mesin untuk memenuhi ego dan 
kebutuhan-kebutuhannya. Politik atas posisi-posisi non hirarkis 
ini memiliki makna penting dalam memahami opresi, eksploitasi 
dan kapitalisasi elemen-elemen tersebut. Dan inilah yang 
dianggap sebagai kesetaraan dalam pandangan ekofeminisme. 
Kesetaraan gender tidak bisa dipisahkan dengan ekosistem, 
dengan demikian ini merupakan keberangkatan dari 
membongkar esensialisme dalam ekofeminisme yang tak melulu 
harus perempuan secara wadag, tetapi sebagai metafora dalam 
hubungannya dengan alam. 31  Pengertian tentang kesetaraan 
yang dibangun oleh kaum ekofeminisme ini semakin memperluas 
lagi tentang makna equality atau kesetaraan yang tidak hanya 
didefinisikan secara konkrit tetapi juga secara simbolik. Dalam 
filsafat ekofeminisme diungkapkan bahwa terdapat hubungan 
langsung antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap 
alam dan untuk pembebasan atas penindasan salah satu dari 
keduanya tidak dapat terjadi secara terpisah. Maka ketika 
perempuan dinaturalisasi, mereka digambarkan dengan acuan 
                                                 
30 Dewi Chandraningrum (ed.), Ekofeminisme (Dalam Tafsir 
Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya), (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h. 
5.   
31 Dewi Chandraningrum (ed.), Ekofeminisme (Dalam Tafsir 
Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya), h. 6.  




sebagai binatang, misalnya: sapi, serigala, babi, anjing, kuda 
binal, otak udang dan lain-lain.32  Demikian pula ketika alam 
difeminisasi seperti penggunaan istilah alam diperkosa, dikuasai, 
ditaklukkan, dikendalikan, dipenetrasi dan sebagainya, dimana 
dalam situasi ini laki-laki dikondisikan menjadi tuan dari alam 
dan diberi kekuasaan atas alam, mempunyai kendali atas alam 
dan juga tubuh perempuan. Mengapa penting mempercakapkan 
alam karena perempuan dalam berbagai literatur sering 
diidentikkan dengan ke-alam-an. Bahkan dalam al-Qur’an fakta 
tentang perempuan dan alam sebagai yang setara pun dapat kita 




ْ ِلِّ ُموا ِّ ۡئُتۡمۖۡ َوقَد  َّٰ شِّ َّن 
َ
ْ َحۡرثَُكۡم أ تُوا
ۡ
َِّسا ؤُُكۡم َحۡرٞث ل ُكۡم فَأ ُكۡمۚۡ َوٱت ُقواْ ن
ِّ ٱلُۡمۡؤمِّنِّنَي   ِّ ُۗ َوبَّش  َلَُّٰقوهُ ن ُكم مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمو اْ أ  ٱَّلل 
“Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu 
kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan 
utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertaqwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan menjumpai-
Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang 
beriman”.33   
Pemahaman fundamental tentang alam adalah bahwa 
alam dapat bercakap dengan manusia, bahwa alam dapat 
membangun diskursus dengan manusia andaikan manusia dapat 
menaruh akunya dalam relasinya yang setara dengan alam. 34 
Sebuah percakapan yang demokratis antara manusia dan alam 
akan banyak membantu manusia membangun diskursus baru 
                                                 
32 Hasil diskusi dengan perempuan yang sering mendapatkan 
perlakuan kasar dengan mendapatkan makian seperti anjing, babi dan lain-
lain.  
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bogor: 
Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2010), h. 45.  
34 Dewi Chandraningrum (ed.), Ekofeminisme (Dalam Tafsir 
Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya), h. 5..   




untuk melawan episteme yang selama ini sewenang-wenang 
terhadap alam. Pengalaman otentik manusia dengan alam dapat 
membantu manusia membuat pertimbangan, kebijakan, dan 
penemuan yang sensitif terhadap swara-swara alam. Manusia 
dengan ini juga mengeluarkan dirinya dari akunya dan 
menyatukannya dalam relasinya yang organik dengan alam 
untuk menghindari hirarki dan eksploitasi atau hubungan yang 
sewenang-wenang.  
Sedangkan, dalam upaya untuk membangun konstruksi 
hukum perkawinan yang berkeadilan dan tanggap gender maka 
pendekatan maslahah sebagai upaya pendekatan yang  
konstruktif, karena substansi dari bangunan maqa>s{id al-syari>’ah 
itu sendiri yang senantiasa dinamis dan fleksibel. Seperti 
diketahui, upaya untuk membangun dan merumuskan berbagai 
ketetapan dalam hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi 
dan situasi tertentu sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan 
selalu tampak di dalamnya. Joachim Wach mengemukakan 
bahwa pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak 
bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya di antaranya 
yaitu: konteks waktu, konteks ruang, konteks historis, konteks 
sosial, konteks budaya, konteks psikologi dan konteks agama.35 
Karena hukum Islam adalah hasil olah pikir seseorang, maka 
setidaknya banyak merefleksikan dimensi ruang dan waktu.   
Dengan demikian, kerangka teoritis yang akan dijadikan 
sebagai panduan dalam tulisan ini adalah perumusan 
kaidahkaidah yang terdapat dalam konsep maslahah dan 
penelusuran terhadap berbagai isu gender yang memerlukan 
interpretasi hukum Islam dengan metode penetapan hukum 
dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip maqa>s}id al-syari>’ah. 
Sedangkan kerangka konseptual adalah penelusuran 
konsepkonsep mas}lah}ah untuk merumuskan sebuah tatanan 
                                                 
35Joachim Wach, Comparative Religion, Terj. Jam’annuri dengan 
judul: Ilmu Perbandingan Agama (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 83.  




fikih gender yang dinamis (al-fiqh al-h>ayy) sebagai esensi 
pemikiran dalam metodologi hukum Islam dalam merespon 
berbagai persoalan gender berbasis mas}lah}ah.  
Adapun pendekatan yang digunakan untuk membedah 
persoalan tersebut adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi 
sebagai ilmu pengetahuan dikenal memiliki perhatian besar 
dalam memahami hubungan timbal balik antara pemikiran 
dengan konteks sosial yang mengitarinya, termasuk kepentingan 
dominasi dan hegemoni yang akan disokongnya. Selain itu, 
pendekatan ini ingin melihat fenomena kesetaraan gender dalam 
nikah siri sebagai fakta sosial dalam dunia ilmu pengetahuan 
tanpa ada pretensi untuk menyatakan salah atau benar. Sebagai 
fakta sosial, problematika sosial (termasuk di dalamnya nilai 
patriarki) yang terdapat dalam nikah siri dalam kaitannya dengan 
kesetaraan gender akan diamati, dipahami, dideskripsikan, 
dianalisis dan disimpulkan berdasarkan konsep patriarki menurut 
ekofeminisme sedangkan problematika dalam hukum 
perkawinan itu sendiri dengan menggunakan konsep maslahah 
yang dikembangkan oleh Ibnu ‘As> hu>r36.   
Untuk menelaah persoalan yang terdapat dalam kasus 
nikah siri yang berkembang di Indonesia, maka data 
dikumpulkan melalui media baik cetak maupun elektronik 
mengenai fenomena nikah siri yang terjadi antara tahun 2010 
sampai dengan tahun 2015. Media eletronik dan cetak yang 
digunakan adalah media televisi nasional yaitu TV One dan 
Metro TV, website internet yang resmi, koran nasional seperti; 
Republika, Kompas, Tribun dan lain-lain. Demikian halnya 
dengan hasil-hasil penelitian tentang nikah siri di Indonesia. 
Sedangkan konsep patriarki akan dianalisis dengan 
                                                 
36Heru Nugroho, Menumbuhkan Ide-Ide Kritis (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2003), h. 85. Andre Kukla, Konstruktivisme Sosial dan 
Filsafat Ilmu (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 15. Muhyar Fanani, Fiqh 
Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern (Cet. I; Yogyakarta: 
LKiS, 2010), h. 25-26.  




menggunakan bahan kepustakaan. Adapun bahan kepustakaan 
tersebut dibagi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber 
primer kajian ini antara lain Theorizing of Patriarchy karya 
Sylvia Walby, Ecofeminism karya Karren G. Warren dan  
Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyah karya T{a>hir bin ‘A<syu>r (lebih 
dikenal dengan Ibnu ‘A<syu>r) dan beberapa buku lainnya yang 
memfokuskan kajian tentang kesetaraan gender dan konsep 
mas}lahah. Sedangkan sumber sekunder meliputi sejumlah karya 
yang ditulis terkait dengan pembahasan dalam disertasi ini baik 
dalam bentuk buku, jurnal, dan makalah-makalah yang telah 
diseminarkan baik dalam skala nasional maupun internasional.  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan buku ini 
adalah untuk merumuskan berbagai pemahaman terkait isu 
kesetaraan gender yang terdapat dalam kasus nikah siri dengan 
berdasarkan pada asas kemaslahatan. Sementara kegunaan yang 
diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian disertasi ini 



















A. Konsep Tentang Kesetaraan Gender  
1. Pengertian dan Konsep tentang Kesetaraan Gender  
a. Definisi Kesetaraan Gender (Gender Equality)  
Secara literal, istilah ‘gender’ (menurut kamus bahasa 
Inggris) dimaknai dengan ‘jenis kelamin’, namun jenis kelamin 
yang dimaksud adalah jenis kelamin sosial, politik, budaya serta 
keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan 
lakilaki. 37  Secara terminologis pun defenisi gender banyak 
ditemukan dengan berbagai versi. Secara umum, konsep gender 
dipahami sebagai konsep yang membicarakan relasi antara 
perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu 
dibangun dan didukung oleh masyarakat. 38  Seperti halnya 
konsep kelas, ras, dan suku, gender merupakan alat analisis 
untuk memahami relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-
                                                 
37Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam (Cet. I; Depok: 
Kata Kita, 2010), h. 35-37.  
38 Definisi gender telah banyak dikemukakan oleh para peneliti 
sebelumnya antara lain seperti yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar 
bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 
perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya 
sebagaimana dikutip dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para 
feminis. Lebih lanjut dikemukakan bahwa studi gender lebih menekankan 
perkembangan aspek maskulinitas (ruju>li>yah) atau feminitas (nisa>iyyah) 
seseorang. Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Perspektif 
Al-Qur’an), (Cet. I; Jakarta:Paramadina, 1999), h. 33-37.  




laki, dari sudut non biologis atau dengan kata lain secara umum 
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 
perempuan dari segi sosial budaya.  
Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan lakilaki 
menikmati status yang setara dan memiliki kesempatan yang 
sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan 
potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. 39 
Dalam artikulasi yang lain Kesetaraan Gender adalah kesamaan 
kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh 
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu 
berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan sosial 
budaya, politik, ekonomi dan pendidikan. 40  Senada dengan 
kedua pengertian tersebut di atas, United Nation (PBB) 
memberikan defenisi tentang Kesetaraan Gender bahwa:  
“Like race and etnicity, Gender Equality is a social 
construct. It defines and differentiates the roles, rights, 
responsibilities and obligations of women and men. The 
innate biological differences between females and males form 
the basis of social norms that define appropriate behaviors for 
women and  
men and determine the differential social, economic and 
political power between the sexes.” 41  (Kesetaraan gender 
merupakan konstruksi sosial. Hal itu memberikan penjelasan dan 
                                                 
39Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di 
Indonesia (Bogor: PT. IPB Press. 2012), h. 5.  
40 Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia (Konsep dan 
Implementasinya), (Cet. I; Yogyakarta:Naufan Pustaka), h. 139.   
41 Sebagaimana dituangkan dalam Goals yang ke-3 dalam 
Millenium Development Goals (MDGs) yang kemudian diperkuat lagi dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga mengacu pada 
pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang. Lihat penjelasan lebih 
lengkap dalam Caren Grown et.al. Taking Action: Achieving Gender Equality 
and Empowering Women, (London: Earthscan (UN Millenium Project), 
2005), h.30-35.  




membedakan adanya peran, hak, kesempatan dan kewajiban 
yang berbeda bagi perempuan maupun laki-laki. Perbedaan 
biologis secara mendasar (bawaan) antara perempuan dan 
lakilaki membentuk basis norma sosial yang kemudian 
menentukan adanya perbedaan secara sosial, ekonomi dan politik 
di antara jenis kelamin tersebut. Kesetaraan Gender telah lama 
digaungkan sebagai sebuah diskursus, sebagaimana dituangkan 
dalam salah satu tujuan utama dari Millenium Development 
Goals. 42 Kemudian program MDGs diperkuat lagi dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs)43 yang juga mengacu 
pada pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.  
                                                 
42 Millenium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi 
Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 
2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya 
adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 
dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala 
pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Milenium di New York pada bulan September 2000. Pemerintah Indonesia 
melaksanakannya di bawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok 
Kerja PBB. Tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal 
pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang 
terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisis 
kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini 
menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali 
kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan 
untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah 
orang dengan pendapatan di bawah upah minimum regional antara tahun 1990 
dan 2015. Lihat: www.wikipedia.com (dirujuk dari Badan PBB untuk 
Program Pembangunan: Informasi Dasar Tujuan Pembangunan Milenium)  
43 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan atau pengganti dari 
Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-
pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB 
pada tahun 2000. Program SDGs ini memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian 
yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda 
dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini 
dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi 




Dalam upaya pencapaian Millenium Development 
Goals tersebut dimana pada tujuan yang ketiga ditegaskan 
bahwa implementasi dari Promote gender equality and 
empower women (Goal 3)44 paling tidak ada 3 domain pokok 
yang harus diidentifikasi dalam upaya untuk memahami 
kesetaraan gender, yakni;  
1) Potensi Sumber Daya Manusia (The capabilities 
domain).   
Domain ini mengacu pada kemampuan atau potensi dasar 
manusia yang diindikasikan melalui pendidikan, kesehatan dan 
nutrisi (gizi). Dalam kaitan dengan kemampuan atau potensi 
dasar manusia sebagai pijakan utama dalam menganalisa 
kesetaraan gender, maka hal tersebut tidak dapat terlepas dari 
perbincangan tentang hak-hak asasi manusia (human right). 
Dimana esensi dari konsep hak asasi manusia adalah 
penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali 
dan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apapun dan demi 
alasan apapun. 45  Dalam deklarasi yang disebut Universal 
Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia) disingkat DUHAM pada 10 Januari tahun 1948 dimana 
isi deklarasi tersebut diklasifikasi ke dalam 4 hal pokok dimana 
butir pertama adalah tentang hak individual atau hak-hak yang 
dimiliki setiap orang. 46  Pada butir inilah ditegaskan tentang 
                                                 
PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan 
bersama hingga tahun 2030. Lihat: www.wikipedia.com (dirujuk dari Badan 
PBB untuk Program Pembangunan: Informasi Dasar Tujuan Pembangunan 
Milenium)  
44Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Caren Grown et.al. Taking 
Action: Achieving Gender Equality and Empowering Women, h.30-35.  
45Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia, h.17.  
46Hak-hak yang dicakup dalam Deklarasi DUHAM adalah: hak 
persamaan dan kebebasan dari diskriminasi; hak untuk kehidupan, 
kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak bebas dari penganiayaan dan 
perlakuan yang melecehkan; hak persamaan di depan hukum dan hak untuk 




hakhak yang ada pada setiap orang tanpa melihat jenis 
kelaminnya. Pemahaman tentang hak asasi manusia penting 
dicanangkan dalam rangka memahami tentang kesetaraan 
gender. Kesetaraan gender dan HAM adalah dua hal yang tidak 
terpisahkan satu sama lain.   
2) Akses Terhadap Sumber Daya Dan Peluang (The acces 
to resources and opportunities domain)   
Domain ini merujuk terutama kepada kesetaraan dalam 
menggunakan potensi dasar yang dimiliki agar dapat mengakses 
berbagai aset yang bersifat ekonomis seperti akses untuk 
memiliki lahan atau tanah, properti ataupun infrastrukur dan 
sumber daya ekonomi seperti memiliki penghasilan (income) 
dan bekerja. Demikian halnya dalam hal mengakses peluang di 
bidang pendidikan dan politik. Sebagai contoh, memberi 
kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk 
melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, 
dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi dan tercapainya 
representase perempuan di parlemen. Tanpa adanya akses 
terhadap beberapa sumber daya dan peluang yang ada, baik 
secara politik maupun ekonomi, perempuan tidak akan mampu 
untuk menggunakan kemampuan mereka untuk kesejahteraan 
mereka dan keluarga mereka, komunitas dan masyarakatnya. 
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas tidak hanya peluang 
untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada tetapi juga 
bagaimana ikut berpatisispasi secara aktif dan produktif dalam 
masyarakat. Dalam istilah yang sering digunakan “Who does  
                                                 
mendapatkan peradilan yang adil; hak untuk ikut serta dalam pemerintahan 
negara, akses yang sama terhadap layanan umum dan ikut dalam 
pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat; hak untuk bebas dalam 
memilih keyakinan dan agama; hak untuk bekerja; hak untuk memiliki standar 
kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan; hak untuk 
pendidikan. Kemudian hak-hak tersebut diklasifikasi ke dalam 4 hak pokok 
yaitu: hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang; hak kolektif; 
hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya. Lihat: Musdah Mulia, 
Islam dan Hak Asasi Manusia, h.17-19.  




what?” (Siapa melakukan apa). Artinya suami dan istri memiliki 
partisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas 
penggunaan sumber daya keluarga secara demokratis dan bila 
perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. 47   
Sementara itu terkait dengan domain yang kedua tentang 
akses, Herien mengartikulasikannya sebagai wujud kesetaraan 
gender terutama dalam kaitannya dengan keluarga, dengan 
menambahkan point manfaat dan kontrol yang diartikan sebagai 
”Who has what?” (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki 
mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya 
keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama 
keluarga. Sedangkan Manfaat berarti semua aktivitas keluarga 
harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota 
keluarga.  
3) Adanya Jaminan Keamanan (The security domain)   
Hal ini dimaksudkan sebagai mengurangi kerentanan 
terhadap kekerasan dan konflik karena dapat berakibat pada 
kerusakan fisik dan psikologis serta mengurangi kemampuan 
individu, rumah tangga, masyarakat dan untuk memenuhi 
potensi mereka. Sedangkan pada domain yang ketiga tentang 
makna yang tercakup dalam kesetaraan gender (gender equality) 
tentang stabilitas keamanan yang berarti bahwa menjaga 
kerentanan dari kekerasan dan konflik. Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT) dalam satu dekade ini menjadi kajian yang 
mendapatkan perhatian yang serius saat ini oleh berbagai pihak, 
meskipun secara yuridis masih belum maksimal. Data dari 
Komnas Perempuan menunjukkan bahwa berdasarkan catatan 
tahunan terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan 
yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2012, dan 42% dari 
                                                 
47Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di 
Indonesia, h. 6.  




keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi dalam ranah personal 
dimana pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban.48   
b. Problematika Pengertian Kesetaraan Gender  
Pengertian tentang Kesetaraan Gender mengalami 
kesulitan dalam implementasinya terhadap beberapa persoalan 
yang krusial. Hal tersebut disebabkan karena defenisi kesetaraan 
gender itu sendiri ketika diaplikasikan secara teknis maka 
pemaknaan tentang kesetaraan itu akan dikonstruksi oleh 
kelompok tertentu dan dipengaruhi oleh latar belakang yang 
mereka miliki. Seperti dalam sebuah penelitian di Thailand 
tentang komersialisasi sex, untuk menguji pemahaman para 
anggota parlemen dalam mendefenisikan gender equality dalam 
merancang undang-undang tentang seksualitas. Sekelompok 
anggota parlemen berkeinginan untuk memberikan sanksi 
kepada para pria yang memperjualbelikan seksualitas dari para 
perempuan muda, sementara itu fakta juga menunjukkan bahwa 
ada beberapa bentuk seksualitas di luar pernikahan yang bersifat 
normal di antara para pria Thailand. Perdebatan yang muncul di 
parlemen tersebut adalah bagaimana merefleksikan tentang 
kesetaraan gender yang baku dengan adanya standar ganda 
tentang seksualitas. Kedua hal tersebut terus menerus 
dikontestasikan dan dinegosiasikan dalam kancah perpolitikan di 
Thailand.49  
Sehingga pengertian kesetaraan gender akan terus 
mengalami perkembangan dan akan terus dikonstruksi sesuai 
dengan perubahan sosial yang terjadi pada setiap kultur atau 
sistem sosial yang ada dalam suatu 
                                                 
48www.kemenpppa.go.id (11 Juni 2014).  
49 Chalidaporn Songsamphan, Contestation on Gender and 
Sexuality, (Journal Gender, Technology and Development, Sage 
Publications), h. 386. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan 
bagaimana dalam sebuah sistem perpolitikan yang demokratis dapat 
menjembatani adanya nilai-nilai yang tidak setara khususnya yang terkait 
dengan seksualitas antara laki-laki dan perempuan.  




komunitas/masyarakat/negara. Maka, pendefenisian konsep 
kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang 
sangat rumit dan mengundang kontroversial. Bahkan, hingga 
saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari 
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 50  Beberapa 
pengertian yang dikemukakan di atas adalah bersifat individu, 
kelompok, institusional dan bersifat politis.   
2. Interpretasi tentang Kesetaraan Gender  
a. Kesetaraan Gender di kalangan Feminis  
Di kalangan kaum feminis sendiri, kesetaraan gender 
adalah wacana yang terus menerus dikontestasikan. Makna 
tentang kesetaraan gender akan selalu diperdebatkan dalam 
teori-teori sampai hari ini, karena berdasar pada konsep gender 
itu sendiri yang mana merupakan sebagai hasil konstruksi sosial 
yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, waktu, 
kultur, kondisi geografis dan tempat sehingga akan terus 
menerus berkembang sesuai perubahan sosial yang ada. Oleh 
para feminis pun mereka memiliki perbedaan visi dalam 
mendefinisikan tentang hakekat dari gender equality tersebut.51 
Seperti yang diungkapkan oleh Judith Squires (1999) bahwa 
pemikiran para feminis bergerak dari sekedar membedakan 
antara laki-laki dan perempuan menjadi pembedaan gender yang 
disebabkan oleh kebijakan yang dibuat, jadi bukan hanya faktor 
human (men-women) an sich tetapi perbedaan gender 
dikonstruk oleh sosial politik. Lain halnya dengan Nancy Fraser 
(1997) yang mencoba untuk merekonstruksi kesetaraan gender 
dengan berdasar pada sejarah perdebatan tentang pembedaan di 
antara perempuan itu sendiri dengan berbagai macam perbedaan 
                                                 
50Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaan-nya di 
Indonesia, h. 28.  
51 lin Peterson, “The Invisible Careers (Framing Domestic 
Work(ers) in Gender Equality Policies in Spain” European Journal of 
Women’s Studies, Sage Publications, 2007), Vol. 14(3), h. 267.   




yang terkait dengan dunia perempuan itu sendiri (multiple 
intersecting  
differences). Sementara itu Chandra Mohanty (1994) lebih 
menganalisa pemikiran feminis Barat yang menitikberatkan 
pada perempuan di dunia ketiga yang mengalami kekerasan, 
masih pasif dibandingkan dengan perempuan barat yang modern, 
lebih teredukasi dan liberal, yang disebut bahwa perempuan di 
dunia ketiga lebih kepada ‘the others’ dari pada sebagai subyek 
yang menjadi agen perubahan.  
Secara detail perbedaan pandangan para feminis tentang 
makna dari “equality” setidaknya terbagi kepada tiga visi yang 
berbeda-beda, yaitu:52  
1) Equality berarti sameness yang berarti “persamaan”. 
Para feminis yang berpendapat bahwa kesetaraan itu 
diartikan dengan persamaan, karena mereka melihat 
bahwa secara politis perempuan tidak dilibatkan atau 
diikut sertakan dalam beberapa kebijakan dan tidak 
mendapatkan kesempatan dan peluang seperti yang 
dialami oleh kaum laki-laki. Olehnya itu mereka 
mengusulkan agar supaya, tanpa melihat gendernya, 
seharusnya setiap individu mendapatkan akses untuk 
memanfaatkan hak dan peluang yang ada dengan 
berdasar pada prinsip-prinsip, norma dan standar yang 
sama. Pengertian ini dianut oleh Feminis Liberal 
tradisional. Dasar pemikiran dari kelompok ini adalah 
bahwa semua manusia diciptakan sama dalam arti 
seimbang dan serasi baik laki-laki maupun perempuan. 
Meskipun kesetaraan ini dimaknai dengan “persamaan” 
namun kelompok ini menolak persamaan secara 
menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam 
                                                 
52Mieke Verloo and Emanuela Lombardo dalam Multiple Meaning 
of Gender Equality, h. 22-24. Lihat penjelasannya lebih rinci dalam Rosemarie 
Tong, Feminist Thought (A More Comprehensive Introduction), h. 27-34.  




beberapa hal terutama yang berhubungan dengan fungsi 
reproduksi. Mereka menghendaki agar perempuan 
diintegrasikan secara total di dalam semua peran, namun 
demikian mereka masih menganggap bahwa 
ketertindasan perempuan disebabkan oleh mereka 
sendiri, karena aliran ini berprinsip bahwa “equalitas 
berakar pada rasionalitas”. 53  Oleh karena itu mereka 
menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap 
individu termasuk perempuan tanpa mempersoalkan 
struktur penindasan dari ideologi patriarki sampai ke 
struktur politik ekonomi yang didominasi kaum laki-laki.  
2) Sebaliknya dari makna yang pertama, bahwa equality 
diartikan sebagai “affirming difference from the male 
norm (positive actions fit with this approach)” 
(menegaskan adanya perbedaan dari norma-norma yang 
berlaku bagi laki-laki), termasuk di dalamnya mereduksi 
hubungan gender pada perbedaan natural dan biologi. 
Pandangan ini diasosiasikan dengan Feminis Radikal atau 
Kultural. Kelompok ini mengangkat isu besar untuk 
mencapai kesetaraan dengan menggugat semua lembaga 
yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga 
patriarki yang dinilai merugikan perempuan karena 
sistem ini jelas-jelas menguntungkan sepihak (laki-laki). 
Dan yang lebih ekstrim dari makna yang mereka pahami 
dari “kesetaraan” ini adalah adanya hak yang setara 
dalam arti kepuasan seksual yang juga bisa diperoleh dari 
sesama jenis sesama perempuan sehingga menolerir 
praktek lesbian.5455  
                                                 
53 Mansour Fakih, Membincang Feminisme, (Cet. I; Surabaya: 
Risalah Gusti, 1996), h. 39.  
54 Sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar dari Caroline 
Ramazanoglu, Feminism and Contradiction, (London: Routledge, 1989), h. 
12. 
55Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 66-67.  




3) Equality berarti “transforming all established norms 
and standards of what is/should be female and male” 
(mentransformasikan segala hal norma dan standar yang 
sudah baku terhadap apa yang seharusnya laki-laki dan 
perempuan lakukan. Pengertian ini dianggap tepat dalam 
mencapai strategi dalam gender mainstreaming 
(pengarusutamaan gender). Namun yang menjadi 
problematika dalam kaitannya dengan makna ini adalah 
adanya sesuatu yang dilematis tentang kesetaraan itu 
sendiri ketika diperhadapkan dengan adanya 
perbedaanperbedaan yang telah dikonstruksi secara 
politis.   
Istilah kesetaraan gender secara teknis, sering diartikan 
dengan kondisi “ketidak setaraan” yang dialami oleh para 
perempuan. Maka istilah kesetaraan gender kerap dikaitkan 
dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti ; 
subordinasi, penindasan, kekerasan dan semacamnya. 56  Jadi 
untuk memahami kesetaraan gender adalah dengan melakukan 
pengkajian terhadap berbagai bentuk ketidaksetaraan yang 
terjadi pada perempuan.  
b. Kesetaraan Gender dalam Islam   
Sementara itu dalam kajian keislaman, secara etimologi 
tidak ditemukan istilah yang secara tepat berarti “setara” atau 
‘equal’ dalam al-Qur’an maupun hadis, namun makna tersebut 
dipahami dari ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki 
dan perempuan.57 Al-Qur’an memberikan gambaran mengenai 
perempuan bersifat kontekstual, misalnya dalam kaitan dengan 
                                                 
56Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru 
tentang Relasi Gender, (Bandung: Mizan, 1999), h. 199.  
57Ayat-ayat tentang kesetaraan gender lainnya dapat dilihat dalam 
QS. 3: 61, 195, QS. 4: 15, 16, 32, 75, 98, 124, QS. 9: 67, 68, 71, 72, 108, QS. 
33: 35, QS.40: 40, QS. 48: 5, 25. Lihat dalam Aisyah Arsyad, Tafsir Gender, 
(Cet. I; Makassar: Alauddin Press University, 2014), h. 11-12.  




persoalan nusyu>z yaitu pembangkangan dari pihak istri maka 
ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Sehingga dengan 
adanya ayat seperti ini kesan bias gender dari ayat al-Qur’an 
tidak bisa dihindari. Namun demikian di sisi lain Al-Qur’an 
menggambarkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak 
yang setara dengan laki-laki. Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an 
yang secara kontekstual dapat dipahami sebagai makna dari 
kesetaraan, dan dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama dan 
peneliti gender yaitu antara lain QS al-Ahza>b (berkelompok)/33: 
35 berikut:  
إِّن  ٱلُۡمۡسلِّمِّنَي َوٱلُۡمۡسلَِّمَّٰتِّ َوٱلُۡمۡؤمِّنِّنَي َوٱلُۡمۡؤمَِّنَّٰتِّ َوٱلَۡقَّٰنِّتِّنَي َوٱۡلَقَّٰنَِّتَّٰتِّ 
 َّٰ َق دِّ َّٰ قِّنَي َوٱلص  دِّ َّٰ َعَّٰتِّ َوٱلص  عِّنَي َوٱلَۡخَّٰشِّ بَِّرَّٰتِّ َوٱلَۡخَّٰشِّ َّٰ ِّيَن َوٱلص  ِبِّ َّٰ ئِّمِّنيَ تِّ َوٱلص  َّٰٓ َّٰتِّ َوٱلص  َق ِّ قِّنَي َوٱلُۡمَتَصد  ِّ نَي فُُروَجُهۡم  َوٱلُۡمَتَصد  َحَّٰفِّظِّ
ئَِّمَّٰتِّ َوٱلۡ َّٰٓ يٗما  َوٱلص  ۡجًرا َعظِّ
َ
ۡغفَِّرةٗ َوأ ُ لَُهم م  َعد  ٱَّلل 
َ
كَِّرَّٰتِّ أ َ َكثِّرٗيا َوٱل َّٰ كِّرِّيَن ٱَّلل 
 َوٱۡلَحَّٰفَِّظَّٰتِّ َوٱل َّٰ
"Laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah 
(muslim-muslimah), laki-laki dan perempuan yang beriman, 
lakilaki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan 
yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang taat kepada 
Allah, lakilaki dan perempuanyang bersedekah, laki-laki dan 
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 
menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berzikir 
kepada Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan 
ampunan dan pahala yang besar."58  
Jika kita melihat ayat di atas secara tepat sesuai dengan 
dimensi waktu jelaslah bahwa Allah tidak membeda-bedakan 
jenis kelamin dan kodrat yang dibawa sejak lahir. Karenanya, 
konseptualisasi al-Qur’an atas perempuan dapat dilihat dalam 
bentuk; pertama, konseptualisasi yang berwatak kesetaraan 
yang biasanya disinggung oleh ayat yang menyangkut hal-hal 
umum seperti ibadah, identitas kemanusiaan, kejadian manusia, 
                                                 
58Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI), h. 422.  




keadilan dan lain-lain. Kedua, konseptualisasi yang bersifat 
ketidaksetaraan yang biasanya berkaitan dengan hal-hal khusus 
seperti kehidupan rumah tangga, perkawinan dan sebagainya, 
demikian halnya dengan hadis.59 Sorotan terhadap agama yang 
diklaim sebagai sumber otoritas yang sering dianggap 
mendiskriminasikan perempuan semakin sulit untuk dibantah. 
Hal tersebut disebabkan oleh model pembacaan terhadap 
sumber-sumber otoritas tersebut yang bersifat literal/tekstual 
(lafziyyah), pembacaan yang bersifat isolatif yaitu dengan 
mengkarantinakan al-Qur’an dan hadis dari hal-hal yang 
kontekstual dan cara pembacaan ideologis yang membaca 
alQur’an dengan pemenuhan kebutuhan ideologi tertentu. 60 
Sekalipun demikian penting kiranya dalam pembahasan ini 
untuk menggali lebih jauh konseptualisasi yang berwatak 
kesetaraan gender terutama dalam hukum Islam. 
Dalam kehidupan sehari-hari  Rasulullah, praktek 
kesetaraan gender dapat dilihat baik dalam kehidupan berumah 
tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang 
terdokumentasikan melalui beberapa riwayat, antara lain; dalam 
banyak kisah disebutkan bahwa Rasulullah tidak segan-segan 
melakukan pekerjaan domestik yang dianggap sebagai 
“kewajiban” perempuan seperti menyapu, menjahit baju yang 
sobek, memeras susu dan mengasuh anak cucunya.  
Demikian pula sebaliknya para istri Rasulullah diberikan 
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan mengembangkan 
daya kreasinya sesuai dengan minatnya. Bahkan Aisyah ra 
berada dalam jajaran sebagai yang terbanyak meriwayatkan 
hadis, bahkan banyak sahabat (laki-laki) yang meriwayatkan 
hadis darinya (guru bagi beberapa sahabat), ahli ilmu agama, 
                                                 
59Sebagaimana digambarkan oleh Syafiq Hasyim ketika membahas 
bagaimana penggambaran perempuan dalm al-Qur’an maupun hadis. Lihat 
dalam Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam, h. 44-46.   
60Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam, h. 46-47.  




pemimpin perang Jamal. Itu berarti ada relasi yang kuat yang 
terjalin antara laki-laki dan perempuan pada masa itu khususnya 
dalam transformasi pengetahuan dan intelektual dan jelas bahwa 
hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan 
kemitraan yang sejajar. Rasulullah pernah mengatakan tentang 
Aisyah ra: “Ambil setengah dari agamamu pada perempuan 
bermuka segar kemerahan ini”. Ketika mereka dililit kehidupan 
yang sulit maka Rasulullah memberinya pilihan untuk tetap setia 
mendampinginya atau bercerai (QS al-Ahzab/33: 28-29). 
Khadijah sebagai seorang saudagar, bisa dikatakan kala itu 
berperan sebagai pencari nafkah utama (penopang ekonomi), 
karena berbagai kesibukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal 
ini menandakan bahwa perempuan di masa Nabi sangat maju dan 
dapat mengembangkan kreatifitasnya (QS Ali ‘Imran/3: 195). 
Keterlibatan perempuan dalam peperangan, seperti kisah Ummi 
Athiyah yang telah ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 
tujuh kali (HR. Muslim). Demikian pula dengan Ummu Umarah 
yang terlibat dalam perang Uhud bersama suami dan 
anakanaknya. Asma binti Yazid al-Anshariyah yang berhasil 
membunuh 9 tentara dalam beberapa peperangan dengan prajurit 
perempuan bernama Naseebah al-Maziniah dan Azdah binti al- 
Harits.61   
Prinsip-prinsip atau semangat yang mengandung makna 
persamaan dan kesetaraan yang dibingkai dengan ketauhidan 
disebutkan dalam banyak ayat al-Qur’an dengan mengarah 
kepada upaya-upaya penegakan keadilan di antara manusia 
sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an. 62 
Kesetaraan selalu diidentikkan dengan keadilan. Sedangkan 
                                                 
61  Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet. III; Bandung: 
Mizan Pustaka, 2009), h.425-436.   
62  Lihat: QS Al-Nisa(4):135, QS Al-Maidah(5): 8, QS 
AlMumtahanah (68):8. Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah 
Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. (Cet. I; Yogyakarta: LkiS 
bekerjasama dengan Fahmina Institute, 2004), h.21.  




prinsip keadilan dalam agama tauhid berlaku universal yang 
tidak hanya berlaku bagi orang-orang mukmin tetapi juga 
terhadap non muslim dan kepada seluruh umat manusia, bahkan 
kepada seluruh isi alam raya ini. Dari beberapa literatur yang 
membahas tentang makna kesetaraan dalam Islam (al-Qur’an 
dan Hadis) dapat dilihat sebagai berikut:  
1) Kesetaraan berarti keadilan. Keadilan memiliki arti 
menempatkan sesuatu secara proporsional dan juga 
keadilan berarti lawan dari kezaliman, segala bentuk 
tirani dan penindasan.63  
2) Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama 
dengan laki-laki, yaitu dari hakikat kemanusiaannya (QS 
al-Nisa>/Perempuan (4):11) seperti persaksian  
(QS al-Baqarah (Sapi Betina)/2: 282), aqiqah (QS al-
Taubah/Pengampunan (9):21), pahala yang sama (QS Ali 
Imran/Keluarga Imran (3):195) dan tidak mentolerir 
adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat 
manusia dalam Islam (QS al-Hujurat/Kamar-kamar  
(49):13).   
3) Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada 
prinsip-prinsip yang memosisikan laki-laki dan 
perempuan dapat dilihat pada posisi mereka yang setara 
sebagai:64   
a) Hamba Allah.65   
                                                 
63Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, h. 19-22.  
64Departemen Agama RI, Keadilan dan Kesetaraan Gender, h.73-
77  
65 Adapun kekhususan yang diberikan kepada laki-laki seperti 
derajat suami yang setingkat lebih tinggi dari istri (QS al-Baqarah (2):228), 
laki-laki pelindung bagi perempuan (QS al-Nisa> (4):34), menjadi saksi yang 
efektif (QS al-Baqarah (2):282) dan diperkenankannya berpoligami bagi yang 
memenuhi syarat (QS al-Nisa>(4):3) bukan kemudian menyebabkan laki-laki 
menjadi lebih utama dari perempuan. Sebagai hamba Allah laki-laki dan 




b) Khalifah di Bumi.66   
c) Penerima perjanjian primordial.67   
d) Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam Drama  
Kosmis.67  
e) Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama 
untuk meraih prestasi.68   
Ayat-ayat yang membahas tentang posisi tersebut di atas 
mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta 
memberi ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang 
spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli 
oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan 
memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi yang 
optimal. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, 
yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga 
sampai turun ke bumi, selalu menekankan pada kedua belah 
pihak secara aktif dengan menggunakan bentuk mutsanna>  
(menunjukkan untuk dua orang) yaitu dengan lafaz “huma>” 
yakni Adam dan Hawa. Seperti pada penjelasan al-Qur’an 
tentang diciptakannya mereka di surga dan menikmati fasilitas 
yang ada di surga (QS al-Baqarah (Sapi Betina)/2: 35), keduanya 
mendapat kualitas godaan yang sama dari syetan (QS al-
A’ra>f/Tempat Yang Tinggi (7): 20), sama-sama memakan buah 
                                                 
perempuan mendapatkan penghargaan yang sama sesuai dengan 
pengabdiannya kepada Allah (QS al-Nahl (16):97).  
66 Kata “khalifah” dalam QS al-A’ra>f (7):165 tidak menunjuk 
kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu.   
67Menurut Fakhr al-Ra>zi> (sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin 
Umar) bahwa tidak ada seorang pun anak manusia yang keluar dari rahim 
ibunya tanpa menerima perjanjian dengan Tuhannya dengan disaksikan oleh 
para malaikat dan tidak seorang pun yang mengatakan “tidak” (QS al-A’ra>f 
(7):172). Dalam ayat tersebut kata “bani Adam” menunjuk kepada seluruh 
anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, suku dan warna kulit. 
Lihat: Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 255.   
68 QS Ali Imra>n/Keluarga Imran/3: 195, (QS al-Nisa>/Perempuan/4: 
124), (QS al-Nahl (Lebah)/16: 97, (QS Gha>fir (Pengampun)/40: 40).  




khuldi yang berakibat dikeluarkannya mereka dari surga (QS al-
A’ra>f/ Tempat Yang Tinggi (7): 22), sama-sama memohon 
ampun dan diampuni oleh Allah swt (QS al-A’ra>f/ Tempat Yang 
Tinggi (7): 23), keduanya mengembangkan keturunan untuk 
saling melengkapi dan saling membutuhkan (QS al-Baqarah 
(Sapi Betina)/2: 187). Dalam ayat-ayat tersebut Adam dan Hawa 
sama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap 
drama kosmis tersebut.  
Namun dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini 
membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat 
sejumlah kendala khususnya persoalan kultur yang masih 
mendominasi dalam menjelaskan relasi laki-laki dengan 
perempuan. Salah satu obsesi al-Qur’an ialah terwujudnya 
keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam masyarakat 
mencakup segala sendi kehidupan baik secara individual maupun 
sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur’an tidak 
menolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok 
etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis 
kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran 
yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur 
kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut 
terbuka untuk diperdebatkan.   
Dari ketiga poin tentang makna kesetaraan dalam Islam 
yang dikemukakan para pemikir Islam (para peneliti yang 
konsisten dalam mengkaji persoalan gender) dengan menggali 
tentang konsep kesetaraaan gender dalam al-Qur’an, pada 
umumnya bersifat universal dan normatif yang dapat 
mengakomodir laki-laki dan perempuan. Pemaknaan yang ada 
belum bersifat spesifik yang hanya diperuntukkan kepada salah 
satu pihak atau jenis kelamin tertentu. Oleh sebab itu jika terjadi 
ketidak adilan apalagi jika itu dialami oleh salah satu jenis 
kelamin yang mana merupakan separuh dari jumlah penghuni 
bumi ini adalah makhluk yang bernama “perempuan”, tentu ini 
bukan sesuatu yang dapat dianggap alamiah (baca:sepele) 
apalagi jika persoalan ini diabaikan begitu saja.   




Demikian halnya dengan kesetaraan gender di Indonesia, 
defenisi gender equality selama ini masih sangat universal jika 
dihubungkan dengan implementasinya dengan pluralitas budaya 
dan sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga kesetaraan 
gender sangat mungkin sebetulnya berbeda antara satu dengan 
yang lain. Berbicara tentang kesetaraan gender di Indonesia 
tidak bisa dipisahkan dari berdirinya organisasi-organisasi 
perempuan baik yang bersifat keagamaan maupun non 
keagamaan. Hal itu dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan 
perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas mereka. 
Sebagai hasil dari perkembangan organisasi perempuan di 
Indonesia, bahwa peran perempuan masih lebih kepada menjadi 
‘supporter’ dari pada sebagai ‘leader’. 69  Sehingga kesetaraan 
pun masih tetap bias sekalipun dengan menjamurnya organisasi-
organisasi tersebut.  
Beragamnya makna dari kesetaraan gender yang telah 
dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan fundamental 
dalam menginterpretasikan tentang gender sangat dipengaruhi 
oleh faktor internal dari sebuah masyarakat. Agama, kondisi 
sosial politik, budaya atau kultur bahkan perkembangan ilmu 
pengetahuan di suatu masyarakat sangat memengaruhi dalam 
menjabarkan indikator maskulinitas dan feminitas yang menjadi 
akar perdebatan dalam gender differences (pembedaan laki-laki 
dan perempuan). Kondisi inilah yang menjadi sumber perdebatan 
panjang dua teori besar dalam gender yaitu nature dan nurture  
yang akan dibahas dalam sub bahasan berikut. Karena 
pemahaman terhadap dua teori tersebut sangat urgen untuk 
dapat mengaplikasikan kesetaraan gender sesuai dengan 
konteksnya.  
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B. Perdebatan Tentang Nature and Nurture  
1. Konsep Nature dan Nurture  
Konsep Nature (kodrati) dan Nurture (non kodrati) ini 
merupakan konsep yang menjadi dasar terbentuknya beberapa 
teori gender seperti teori psikoanalisa, fungsionalis struktural, 
konflik, feminisme dan sosio-biologis sebagaimana yang 
dipaparkan secara gamblang oleh para peneliti gender di 
Indonesia seperti Nasaruddin Umar dan lain-lain. Dari hasil 
evaluasi yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar terkait teoriteori 
yang berkembang dalam kaitannya dengan kedua konsep dasar 
tersebut, bahwa masing-masing teori memiliki plusminus. 70 
Misalnya teori struktural fungsional walaupun karakternya 
memiliki sistem yang terintegrasi dari berbagai unsur yang 
menjadikan masyarakat menjadi stabil, karena setiap unsur 
berfungsi menurut fungsinya masing-masing (laki-laki maupun 
perempuan), namun sistem ini dianggap mentolerir sistem 
patriarki dan dinilai merugikan perempuan dimana masyarakat 
sudah jauh berubah sehingga fungsi setiap unsur sulit 
dipertahankan. Demikian halnya dengan teori feminis dinilai 
kurang realistis karena tidak didukung oleh kekuatan politik 
yang didominasi oleh kaum laki-laki.  
Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat 
diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. 
Perbedaan jenis kelamin mengacu kepada perbedaan fisik dan 
biologis, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi, sementara 
gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Perbedaan pertama 
yang sering dikenal dengan istilah “perbedaan kodrati”. 
Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengacu kepada hal-hal yang 
bersifat mutlak dan relatif. Pendapat ini pertama kali 
diketengahkan oleh kalangan ahli sosial dan ekonomi pada tahun 
1960-an, guna memahami adanya relasi sosial antara laki-laki 
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dan perempuan. 71  Laki-laki dan perempuan secara kodrati 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin dengan segala kemampuan 
yang dimiliki masing-masing. Haid, hamil, melahirkan dan 
menyusui merupakan kodrat biologis perempuan. Kemampuan 
ini merupakan karunia dan anugerah Tuhan yang ditakdirkan 
Allah kepada perempuan dan inilah yang kemudian dikenal 
dengan “kodrat wanita” yang kemudian menjadi sesuatu yang 
bersifat kodrati. Sementara kaum laki-laki memiliki penis 
dilengkapi dengan zakar (scortum) dan sperma untuk 
pembuahan sebagai kodratnya. Perbedaan tingkat pertama ini 
merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat nature, tak berubah 
dari masa ke masa, berlaku untuk semua manusia di segala 
zaman, tak pandang kaya dan miskin, kulit putih atau berwarna, 
beragama atau pun tidak, manusia modern di perkotaan atau 
suku asli di pedalaman. Artinya kodrat (perbedaan) ini bersifat 
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Namun dalam 
perkembangannya perbedaan kodrati ini mejalar pada berbagai 
peran yang merupakan konstruksi dari masyarakat yang 
kemudian menimbulkan perbedaan yang kedua yaitu perbedaan 
gender (bukan kodrati). Persoalannya adalah bahwa peran yang 
dikonstruk oleh masyarakat ini menimbulkan beberapa bentuk 
ketidak adilan yang dirasakan khususnya oleh kaum perempuan 
sehingga perlu dikaji secara mendalam. Karenanya kedua konsep 
ini akan terus mengalami perkembangan penafsiran sesuai 
dengan kultur dan perubahan-perubahan yang terjadi di 
masyarakat dan karena kedua konsep ini pulalah sehingga 
muncul pandangan stereotip terhadap kodrat perempuan yang 
kemudian melahirkan polemik dalam berbagai bidang.  
a. Konsep Nature   
Konsep ini beranggapan bahwa ketimpangan peran sosial 
antara laki-laki dan perempuan bersumber dari kekhususan 
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komposisi kimiawi dalam tubuh (body chemistry) dan struktur 
anatomi biologi kedua jenis makhluk tersebut, seperti hormon 
dalam darah laki-laki mempunyai lebih banyak hormon 
testosteron sedangkan perempuan mempunyai lebih banyak 
hormon estrogen; laki-laki disebut heterogametic sex karena ia 
mempunyai kromosom heterogen yaitu kromosom XY dan 
perempuan disebut homogametic sex karena ia mempunyai 
kromosom XX. Dalam kaitan dengan hal tersebut, dalam teori 
nature ada tiga perbedaan biologis mendasar antara laki-laki dan  
perempuan:72  
1) Hormon  
Pada diri laki-laki terkandung hormon androgen dan 
testosteron yang menghasilkan maskulinitas pada seseorang, 
sedangkan pada perempuan mengandung hormon estrogen dan 
progestogens yang menghasilkan sifat feminin. Sebuah 
penelitian terhadap sekelompok anak-anak perempuan dengan 
Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) yang tinggi yaitu 
sebuah kondisi yang memproduksi hormon androgen dalam 
jumlah banyak, menunjukkan prilaku anak laki-laki yang lebih 
tomboi sejak masa kanak-kanak, lebih menyenangi aktivitas 
fisik, lebih suka bermain dengan mainan yang menunjukkan 
kemaskulinan, dibandingkan dengan anak perempuan yang 
mempunyai hormon androgen yang normal. 73  Perbedaan 
kandungan hormon ini juga menghasilkan pola perilaku yang 
berbeda bagi laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal 
kemampuan bahasa dan matematika. Demikian halnya dengan 
perbedaan secara fisik yang sangat tampak yang dapat dilihat 
                                                 
72 Michelle K Ryan, A Gendered Self or A Gendered Context? A 
Social Identity Approach to Gender Differences. Thesis, (Canberra: 
Australian National University, 2003), h.20-24.  
73 Sebagaimana dikutip Michelle dalam disertasinya dari 
Berrenbaum dan Hines, 1992, Resnick, Berenbaum, Gottesman & Bouchard, 
1986. Berenbaum, S. A., & Hines, M. (1992). Early androgens are related to 
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pada perbedaan seperti kulit, pita suara, susunan tulang bahkan 
perbedaan darah dimana darah laki-laki lebih tebal dari pada 
perempuan yang mencapai 20 % sehingga laki-laki menghasilkan 
oksigen lebih banyak dari pada perempuan.74 Perbedaan lainnya 
lagi adalah otot pada laki-laki perimbangannya lebih banyak dari 
pada kandungan lemaknya. Dengan komposisi seperti ini laki-
laki akan lebih cepat dalam melakukan pengurangan berat badan. 
Pada tubuh perempuan ada lapisan lemak yang langsung berada 
di bawah kulit, dan lapisan lemak inilah yang membantu tubuh 
perempuan tetap panas ketika musim dingin melebihi yang 
dimiliki laki-laki. Ketika musim panas akan membantu tubuh 
agar tetap dingin. Lapisan ini juga membantu perempuan bisa 
menjaga kondisi tubuhnya melebihi kemampuan laki-laki.  
2) Brain (Otak)  
Perbedaan pokok lainnya adalah terletak pada anatomi 
otak. Otak laki-laki dan perempuan dapat diidentifikasi dalam 
tiga hal, bahwa: pertama; secara fisik otak laki-laki dan 
perempuan merupakan dua tipe otak yang sama sekali berbeda,  
kedua, dua tipe otak tersebut yang kemudian membedakan 
lakilaki dengan perempuan dan tidak pernah tumpang tindih 
(overlap), ketiga; kedua struktur otak tersebut telah diatur 
sedemikian rupa secara permanen dan senantiasa tetap stabil.75 
Secara fisik otak laki-laki memiliki ukuran 100 gram lebih besar 
dari otak perempuan. Terkait dengan perbedaan otak antara 
lakilaki dengan perempuan, Moir dan Jessel mengemukakan 
bahwa: “The sexes are different because their brains are 
different. The brain, the chief administrative and emotional 
organ of life, is differently constructed in men and women; it 
                                                 
74 Thariq Kamal an-Nu’aimi, Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar’ah 
(Terj. Muhaimin, dengan judul Psikologi Suami Istri, (Cet.Ke-19; 
Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), h.16-17   
75Michelle K Ryan, A Gendered Self or A Gendered Context? h. 
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processes information in a different way, which results in 
different perceptions, priorities and behaviour” (Mereka 
berbeda dalam hal jenis kelamin karena otak mereka pun 
berbeda. Otak sebagai pengendali secara administratif dan 
merupakan organ yang hidup secara emosional dikonstruksi 
secara berbeda dalam diri laki-laki dan perempuan, maka hal 
tersebut juga menyebabkan penyampaian proses informasi 
dengan cara yang berbeda yang menghasilkan persepsi, prioritas 
dan perilaku yang berbeda pula) 76 . Berdasarkan penelitian 
Michael Gurian77 yang mengurai struktur otak dengan sangat 
detail, menyatakan bahwa otak lakilaki dan perempuan memiliki 
sistem belajar yang berbeda satu sama lain. Menurutnya 
perbedaan itu berlaku di seluruh dunia kendati ras dan budaya 
berbeda. Pengaruh kultur pun tak cukup kuat mengalahkan 
struktur alami otak.78   
Struktur alami tersebut berpengaruh sampai pada 
susunan dan tugas-tugasnya. Pertumbuhan otak bagian kanan 
pada anak kecil laki-laki lebih cepat dari pada bagian kiri. Oleh 
karena itu kemahiran anak kecil laki-laki dalam masalah 
pengucapan terlihat lebih rendah daripada anak kecil perempuan. 
Sementara dalam hal melaksanakan pekerjaan dan olah raga anak 
laki-laki lebih baik. Bagian kanan bertanggung jawab atas halhal 
yang berkaitan dengan penglihatan mata seperti melaksanakan 
permainan olahraga. Sementara bagian otak kiri menguasai 
                                                 
76 Michelle K Ryan, A Gendered Self or A Gendered Context? h. 
26.  
77 Michael Gurian adalah seorang penulis buku yang konsern pada 
perkembangan anak laki-laki dan perempuan secara detail dan telah 
melahirkan beberapa buku terkait dengan hal tersebut antara lain; The 
Wonder of Boys, The Wonder of Girls, Boys and Girls Learn Differently!, dan 
lain-lain. Penelitian yang dilakukannya terhadap otak dengan menggunakan 
Positron Emission Tomography (PET) dan Magnetic Resonance Imaging 
(MRI).  
78 www.gurianinstitute.com./19 Oktober 2010.  




kemahiran dan hal-hal yang bersifat pengucapan. Seperti 
mengungkapkan perasaan, pemahaman, dan merespon suatu 
permasalahan. Sementara itu, otak perempuan meskipun terdiri 
dari dua bagian seperti otak laki-laki, namun bagian tersebut 
berbeda ukuran dengan laki-laki. Kedua bagian otak perempuan 
sama besar. Maksudnya, ukuran bagian kiri dan kanan sama, dan 
setiap bagian memiliki pekerjaan dan kemampuan yang sama. 
Tidak ada kekhususan pada salah satu bagian seperti otak laki-
laki.79 Jane Barn Stump menjelaskan perbedaan antara otak laki-
laki dan perempuan. Ia mengatakan:  
“…. Karena adanya perbedaan otak laki-laki dan perempuan 
ini, banyak orang yang berkeyakinan bahwa penyebab 
perempuan lebih baik kekuatan pengamatan dan 
penelitiannya –luas wawasannya– daripada laki-laki adalah 
berdasar pada hal tersebut. Karena itu ketika salah satu 
bagian otak perempuan terjadi kerusakan (seperti geger 
otak) hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kegiatannya 
karena bagian otak kedua yang sama ukurannya dengan 
bagian pertama yang rusak akan menggantikan tugas 
memahami sesuatu. Sementara laki-laki, apabila terjadi 
kerusakan pada bagian kiri karena geger, seringkali 
menghilangkan kemampuannya berbicara. Karena itu tidak 
mungkin bagian yang kanan menggantikan bagian yang kiri. 
Berarti otak kanan tidak bisa melakukan tugas otak kiri. 
Susunan alami otak laki-laki dan perempuan ini kadang 
berhubungan secara langsung pada kemampuan perempuan 
berpindah secara cepat dalam cara berpikirnya, sementara 
laki-laki sulit melakukan tersebut.”80   
                                                 
79Thariq Kamal an-Nu’aimi, Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar’ah 
(Psikologi Suami Istri), h. 19.  
80Thariq Kamal an-Nu’aimi, Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar’ah 
yang diterjemahkan oleh Muhaimin, M.Ag dengan judul Psikologi Suami 
Istri, h.18.   




Menarik untuk dihubungkan penjelasan di atas dengan 
penafsiran dari para ulama terhadap QS al-Nisa>’/Perempuan (4): 
34 (yang selama ini sering menjadi pangkal perdebatan tentang 
gender karena dianggap sebagai basis teologis mengenai 
keunggulan laki-laki atas perempuan). Keunggulan tersebut ada 
yang disebut dengan faktual-haqi>qiyyah (keunggulan dalam hal 
kemampuan akal, pengetahuan, jiwa laki-laki yang lebih kuat, 
begitupun kekuatan yang bersifat fisik), dan ada yang disebut 
dengan legal-syar’iyyah (keunggulan laki-laki karena memberi 
mahar, nafkah dan sejenisnya).81  
 3) Evolutionary Psychology (Evolusi Psikologi)  
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya 
terjadi pada organ tubuh saja. Tetapi juga terjadi pada aspek 
psikologisnya. 82  Teori ini menggunakan pengetahuan dan 
prinsip teori evolusi untuk menjelaskan secara psikis tentang 
adanya gender differences secara biologis sehingga laki-laki dan 
perempuan berbeda satu sama lain. Laki-laki dan perempuan 
memiliki perbedaan secara psikis ataupun karena lingkungan 
sosial karena adanya proses adaptasi. Karena perbedaan dalam 
mekanisme adaptasi sehingga di mana laki-laki kemudian 
                                                 
81Lihat dalam Faqihuddin Abdul Qodir, Konsep Qat }’i> dan Z}anni> 
dalam Fiqh Relasi Perempuan dan Laki-Laki:Kasus Pembacaan ulang 
terhadap Kitab ‘Uqu>d al-Lujjayn, h.199-200 (sebagaimana dikutip dari Ibn 
Hajar dalam Al-Zawa>jir)  
82 Sebagai contoh, orang yang mengamati secara biasa bisa 
membandingkan antara laki-laki dan perempuan dengan melihat gerak intuisi 
perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Tabiat perempuan untuk 
memperkuat dan meningkatkan hubungan dengan orang lain lebih besar 
dibandingkan laki-laki. Titik lain adalah respon perempuan ketika 
menghadapi kelelahan dan kesukaran berbeda dengan laki-laki. Sampai pada 
kebiasaan mengeluh dan menggerutu ketika terjadi interaksi antara laki-laki 
dan perempuan, keduanya juga berbeda. Kebiasaan keluhan perempuan 
berbeda dengan kebiasaan keluhan laki-laki. Lihat dalam: Dr. Thariq Kamal 
an-Nu’aimi, Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar’ah yang diterjemahkan oleh 
Muhaimin, M.Ag dengan judul Psikologi Suami Istri, h.19.  




bersifat hunting (pemburu) yang kemudian laki-laki memiliki 
sifat superior spatial ability sedangkan perempuan cenderung 
bersifat gathering (peramu). Dalam kaitan dengan evolutionary  
psychology ini David Buss dan Schmitt83 menyatakan bahwa: 
that evolutionary psychology can explain men’s greater level 
of promiscuity through their need to devote at larger 
proportion of their total mating effort to short term mating 
than do woman.84 (Perkembangan psikologi dapat menjelaskan 
bahwa pria memiliki level yang lebih tinggi melalui kebutuhan 
mereka untuk menyediakan porsi yang lebih besar dalam upaya 
mereka untuk kawin dalam waktu yang singkat daripada 
perempuan). Sedangkan Daly dan Wilson menyatakan bahwa: 
men’s higher level of sexual jealousy and dominance are 
adaptive to combat paternity uncertainties, while woman’s 
higher level of romantic jealousy is adaptive for their need for 
a stable, committed mate. 85  (Laki-laki memiliki sifat 
kecemburuan secara seksual dan dominan yang lebih tinggi 
untuk beradaptasi dalam rangka mengatasi sifat kebapakan yang 
tidak menentu, sementara tingkat kecemburuan perempuan yang 
bersifat romantisme disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan 
pasangan yang stabil dan ingin berkomitmen).  
Sementara itu juga secara genetika, komposisi kimiawi 
tubuh seorang anak terdiri dari 46 kromosom yang terdiri dari 23 
kromosom berasal dari sang ibu dan 23 kromosom berasal dari 
                                                 
83 David Buss (lahir pada 14 April 1953) adalah salah seorang 
professor psikologi di University of Texas di Austin yang terkenal dalam 
penelitiannya tentang evolusi psikologi manusia. www.wikipedia.com  
84Sebagaimana dikutip Michelle K.Ryan dari Buss, D. M., dan 
Schmitt, D. P. (1993). Sexual Strategies Theory: An Evolutionary Perspective 
On Human Mating. Psychological Review, 100, 204-232.  
85 Daly, M., dan Wilson, M. I. (1998). The evolutionary social 
psychology of family violence. In C. Crawford & D. Krebs (Eds.), Handbook 
of evolutionary psychology: Ideas, issues and applications (pp. 431-456). 
Mahwah NJ: Erlbaum.  




sang ayah, hanya saja laki-laki mengandung kromosom yang 
lebih komplex karena kehadiran kromosom Y yang 
memungkinkan terjadinya tambahan kontrol pada berbagai 
jaringan sel dalam tubuh laki-laki. Kekhususan ini dijadikan 
alasan di kalangan ilmuwan untuk menyatakan bahwa laki-laki 
secara biologis memiliki kekhususan dan sekaligus memberikan 
pengaruh secara psikologis dan sosiologis.86   
Namun di sisi lain perbedaan anatomi biologi dan 
komposisi kimia tersebut dinilai menumbuhkan perbedaan 
suasana psikologis dan intelektual antara keduanya. Seperti 
dijelaskan oleh Broverman, dibanding perempuan laki-laki lebih 
agresif, lebih rasional, lebih independen, lebih percaya diri (self  
confident), lebih dominan, dan tidak suka menggambarkan 
perasaan.87 Perempuan harus mengalami beberapa hal yang tidak 
dialami laki-laki seperti haid, menopause, hamil, melahirkan, 
dan menyusui anak. Faktor-faktor ini menurut teori ini yang 
menyebabkan terjadinya problem ketergantungan (inferiority  
complex) bagi kaum perempuan kepada lawan jenisnya. Teori 
ini dipegang oleh para penganut psikoanalisis seperti Sigmund 
Freud dan umumnya penganut aliran teori fungsional seperti 
Talcott Parsons.88   
Hal menarik yang dikemukakan oleh para ahli biologi 
bahwa secara biologis komposisi yang dimiliki baik oleh lakilaki 
maupun perempuan tidak ada yang sama dan saling melengkapi 
satu sama lain tanpa ada yang overlap seperti pada struktur otak 
misalnya. Hanya saja dalam perkembangannya perbedaan 
anatomi biologi ini melahirkan serangkaian perbedaan dan 
problem ketergantungan yang kemudian berkembang menjadi 
bias gender. Padahal dengan adanya perbedaan secara natural 
                                                 
86Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 41  
87Michelle K Ryan, A Gendered Self or A Gendered Context, h. 74.  
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tersebut di atas tampaknya tidak menjadikan antara dua jenis 
kelamin tersebut menunjukkan kelebihan satu atas yang lain, 
namun kedua komposisi tersebut saling mengisi dan melengkapi 
satu sama lain, dimana kedua elemen tersebut sangat dibutuhkan 
dalam sendi-sendi kehidupan. Lebih lanjut Nasaruddin Umar 
menyatakan bahwa perbedaan anatomi dan genetika didramatisir 
dan dipolitisir terlalu jauh sehingga seolaholah secara substansial 
perempuan lebih rendah daripada lakilaki. Anggapan seperti ini 
lebih diperkuat oleh berbagai mitos dan pernyataan kitab suci 
(Alkitab) yang menyatakan bahwa perempuan merupakan 
makhluk ciptaan kedua. Persepsi seperti ini mengendap dalam 
alam bawah sadar kaum perempuan sehingga mereka “rela” 
untuk menerima perbedaan peran gender yang dinilai kurang 
adil.89 Dengan demikian perbedaan laki-laki dengan perempuan 
secara biologis; hormon, otak (brain) dan psikis yang melahirkan 
serangkaian fungsi dan peran yang dinilai bias gender tentu harus 
dikaji secara mendalam dengan berbagai perspektif. Karena 
perbedaan secara biologis sejatinya merupakan hal yang alamiah, 
potensi dasar yang “terberi” dari Sang Pencipta yang tidak 
mungkin akan merugikan salah satu pihak.   
b. Konsep Nurture (Konstruksi Sosial dan Budaya)  
Konsep mendasar berikutnya yang menjadi polemik 
dalam gender differences adalah konsep nurture atau konstruksi 
sosial budaya ini menyatakan bahwa kekhususan komposisi 
kimia dan struktur biologi perempuan berbeda dengan laki-laki 
bukan sebagai faktor yang menentukan (determinant factor) 
dalam status dan peran sosial dalam masyarakat tetapi lebih 
ditentukan oleh lingkungan budaya. Penganut teori ini menunjuk 
beberapa contoh dalam sejarah bahwa status dan peran 
perempuan dalam beberapa kelompok masyarakat tidak 
selamanya lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Menurut teori 
ini, yang terpenting adalah seberapa jauh dukungan kultur, 
struktur dan aspek-aspek ekologis memberi peluang kepada 
                                                 
89Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 34-37. 




kaum perempuan dalam mewujudkan perannya secara optimal 
dalam hidup bermasyarakat.   
Salah satu penganut teori ini adalah John Locke yang 
dikenal dengan teori Tabula Rasa, kemudian salah satu statemen 
yang sangat terkenal terkait dengan pandangan ini datang dari 
pakar behaviour, John B. Watson90:  
“Give me a dozen healthy infants....and I’ll guarantee to 
take any one at random and train him to become any type 
of specialist I might select – doctor, lawyer, artist, 
merchantchief and yes, even beggar man and thief, 
regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, 
vocations, race of his ancestors”.91 
“Berikan saya beberapa anak yang sehat....dan saya akan 
ambil secara acak/random dan melatihnya menjadi 
seseorang yang ahli sesuai dengan keinginan saya –dokter, 
pengacara, artis, wirausaha, bahkan menjadi pengemis atau 
perampok terlepas dari talenta yang dimilikinya, 
kecenderungannya, tendensi, kemampuan dan ras nenek 
moyangnya).   
Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa 
lingkungan sangat menentukan kehidupan seseorang termasuk 
dalam hal keahlian (profesi) seseorang. John B. Watson ingin 
memberikan suatu garansi bahwa peran sosial sangat 
menentukan dalam pembentukan watak dan memengaruhi 
kecenderungan profesi seseorang.  
                                                 
90John B. Watson (lahir 18 januari 1878-wafat 25 September 1958) 
adalah salah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan teori 
Physycological school of behaviorism, di mana mempopulerkan perlunya 
penggunaan teori ilmu pengetahuan dengan pola tingkah laku. Lihat dalam: 
www.wikipedia.com. 
91Sebagaimana dikutip oleh Michelle K Ryan, A Gendered Self or 
A Gendered Context? h. 33.  




Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam 
melihat teori nurture sebagai gender differences, antara lain:92  
1) Parenting (pengasuhan)  
Beberapa bentuk dalam pengasuhan yang dapat 
memengaruhi perilaku anak dapat dilihat sejak anak baru lahir, 
dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan 
perlakuan yang berbeda. Kemudian dalam perkembangan 
berikutnya dalam teori pembelajaran sosial ada dua (2) 
komponen utama yang berkembang, yaitu (a) Gender congruent  
behaviour berupa kecenderungan yang harus dilakukan dan (b) 
Gender incongruent behaviour yang bisa berupa larangan atau 
hukuman atau kecenderungan yang tidak boleh/pantas dilakukan 
baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal tersebut 
dapat dilihat pada kecenderungan orang tua untuk mendorong 
anak perempuan dan anak laki untuk mendalami skill yang 
berbeda; anak perempuan diarahkan untuk menari, memasak dan 
lain-lain sementara itu anak laki-laki dianjurkan untuk 
beraktivitas seperti bermain mobil-mobil, memanjat dan lainlain 
sedangkan anak perempuan tidak diarahkan untuk seperti itu. 
Hal ini kemudian ditegaskan oleh Rheingold dan Cook bahwa: 
Boys were provided objects that encouraged activities 
directed away from the home – toward sports, cars, animals, 
and the military – and the girls, objects that encouraged 
activities directed toward the home – keeping house and 
caring for children (Anak laki-laki diarahkan untuk melakukan 
aktivitas yang jauh dari rumah –publik- sedangkan anak 
perempuan diarahkan untuk melakukan aktivitas yang terkait 
dengan rumah-domestik). Boleh jadi dari sinilah awal atau bibit 
adanya dikotomi publik dan privat.   
2) Teman (Peers)  
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Sebuah alternatif lain dalam teori pengasuhan seperti apa 
yang dikemukakan oleh Judith Rich Harris 93  tentang teori 
sosialisasi grup, dimana dia menegaskan bahwa parental 
behaviours have little psychological affect on their children as 
adults, to the extent that children would develop into the same 
sort of adults if we left them in their homes, their schools, 
their neighbourhoods, and their cultural or subcultural groups, 
but switched all the parents around. Lebih lanjut Harris 
menyatakan bahwa peer groups memberikan kontribusi dalam 
bersosialisasi di kalangan anak-anak melalui kreativitas yang 
mereka bangun  
sesuai dengan norma-norma yang mereka anut, dimana 
normanorma tersebut dalam perkembangannya terjadi proses 
seleksi yang juga dipengaruhi oleh norma atau kultur yang 
berlaku pada orang dewasa.  
3) Struktur Sosial  
Berbeda dengan kedua pendekatan di atas yang 
dipengaruhi oleh sistem pengasuhan (parenting and peers). 
Karena adanya peran gender yang berbeda sehingga muncul 
kemudian stereotipe tentang laki-laki dan perempuan, dimana 
perempuan lebih bersifat communal (berkumpul) dan laki-laki 
bersifat being agentic (perantara). 94  Komunal ini dapat 
diidentifikasi melalui karakter yang friendly/bersahabat, 
memiliki rasa empati dan komunikatif, sedangkan kualitas 
agentic dapat diidentifikasi melalui sifat yang independen, tegas 
                                                 
93 Judith Rich Harris (10 Pebruari 1938) adalah salah seorang 
peneliti psikologi yang menulis buku yang berjudul The Nurture Assumption 
yang mengkritisi tentang keyakinan bahwa orang tua yang paling berperan 
dalam perkembangan anak dan mengemukakan fakta-fakta untuk 
membuktikan hal tersebut. www.wikipedia.com  
94Sebagaimana dikutip Michelle K. Ryan dari Chodorow (seorang 
feminis sosiologi dan psikoanalisa yang telah menulis beberapa buku yang 
sangat berpengaruh antara lain The Reproduction of Mothering: 
Psycoanalysis and the Sociology of Gender, tahun1978). www.wikipedia.com  




dan kompetensi. Muhammad Hussain95 dan kawan-kawan dalam 
salah satu penelitiannya di Pakistan menemukan bahwa gender  
stereotype dan gender role formation bukanlah bentukan karena 
faktor biologis tetapi lebih kepada faktor sosio-kultural sebagai 
akibat dari proses sosialisasi gender yang terbentuk dalam 
keluarga, pembagian kerja, lingkungan tempat tinggal dan 
lainlain.96  Stereotipe gender merupakan sebuah proses dalam 
merefleksikan makna jati diri sebagai laki-laki atau perempuan 
dan apa yang seharusnya diperbuat dengan identitas tersebut 
dalam berbagai lingkup kehidupan seperti dalam keluarga, 
teman, tempat kerja dan sebagainya. Keluarga memiliki 
kontribusi yang besar dalam mengkonstruk stereotipe gender di 
antara struktur sosial lainnya.  
 
2. Memosisikan Nature and Nurture  
a. Mengubah dan Melestarikan Nature  
Perdebatan panjang khususnya dengan konsep nature 
terjadi di kalangan feminis yaitu apa yang menjadi batasan dari 
nature karena ini yang merupakan starting point dalam 
membincang persoalan gender. Terkait dengan konsep nature, 
menurut Herien Puspitawati sebagaimana dikutip dari 
Megawangi bahwa aliran feminisme terbagi dalam dua (2) 
                                                 
95Muhammad Hussain, Ph.D adalah dosen pada Departement of 
Sociology, University of Malakand, Cakhdara, Dir Lower, KP, Pakistan. 
Penelitian tersebut dilakukan bersama dengan Arab Naz (Associate Professor 
and Chairman Departement of Sociology, University of Malakand), Waseem 
Khan dan Umar Daraz (keduanya adalah dosen pada Departement of 
Sociology, University of Malakand, Pakistan).  
96Muhammad Hussain at.al. Gender Stereotyping in Family: An 
Institutionalized and Normative Mechanism in Pakhtun Society of Pakistan, 
(Sage Open Publication, July-September 2015, I-II), h. 9.  




kluster yaitu kluster yang ingin mengubah nature dan kluster 
yang ingin melestarikan nature.97   
Kluster yang ingin mengubah nature perempuan terdiri 
atas aliran-aliran Feminisme Eksistensialisme, 98  Feminisme 
Liberal,99 Feminisme Sosialis/Marxis100 dan Teologi Feminis.101 
Feminisme Sosialis misalnya berkeinginan untuk mencapai 
masyarakat sosialis yang dilakukan mulai dari tingkat keluarga. 
Apabila sistem egaliter dapat tercipta dalam keluarga, maka hal 
ini akan tercermin pula dalam kehidupan sosial keluarga. 
Keluarga tradisional dikenal sebagai institusi pertama yang 
                                                 
97Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di 
Indonesia, h. 7.  
98 Feminisme Eksistensialisme bergerak pada tataran individu 
tentang pentingnya sosialisasi androgini (persamaan pengasuhan dan 
perlakuan antara laki-laki dan perempuan) dan Eksistensi diri bukan 
merupakan kodrati bawaaan, namun dibentuk oleh lingkungan sosial (Simone 
De Beauvoir: The Second Sex 1949).  
99Feminisme Liberal: Tujuannya adalah transformasi sosial melalui 
perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah 
naturenya sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki, dan doktrin 
John Locke tentang hak asasi manusia untuk hidup, mendapatkan kebebasan 
dan mencari kebahagiaan.   
100Feminisme Sosialis/ Marxist: Yang termasuk dalam aliran ini 
pula adalah Karl Marx dan Friedrich Engels, memformulasikan kaum 
perempuan yang kedudukannya sebagai kaum proletar pada masyarakat 
kapitalis Barat dengan tujuan untuk menghilangkan kelas termasuk institusi 
keluarga.   
101 Teologi Feminis adalah pendekatan Marxis yang telah 
dimodifikasi melalui pendekatan agama dengan memakai agama untuk 
membebaskan perempuan dari belenggu keluarga dan laki-laki. Ide ini berasal 
dari pendekatan laki-laki dalam memakai agama untuk meligitimasi 
kekuasaannya. Oleh karena itu, kaum perempuan mengadopsi pendekatan 
agama agar dapat diubah bukan untuk melegitimasi pihak penguasa tetapi 
untuk melegitimasi pembebasan. Gerakan ini juga merupakan sebuah praksis 
yaitu bergerak dalam tataran konseptual dengan mengubah penafsiran dan 
perubahan hukum-hukum agama.  




melahirkan kapitalisme dengan sistem patriarkinya. Oleh karena 
itu, institusi keluarga inti harus digantikan dengan keluarga 
kolektif, termasuk dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga 
yang didominasi oleh kaum perempuan. Konkritnya adalah 
adanya proses penyadaran kepada para perempuan bahwa mereka 
adalah kelas yang tidak diabaikan. Di samping itu mulai ada 
propaganda negatif tentang eksistensi keluarga dan tentang 
status dan peran ibu sebagai “budak” dan “mengalami alienasi”. 
Tujuan propaganda ini adalah untuk menggalang emosi yang 
tinggi pada perempuan agar mendorongnya untuk mengubah 
keadaan. Jadi pemberdayaan perempuan dalam hal ini adalah 
untuk memperkuat basis material perempuan untuk mengadopsi 
kualitas maskulin. 102  Aliran-aliran tersebut bertujuan untuk 
melakukan transformasi sosial dengan mengajak perempuan 
masuk ke dunia maskulin. Dunia maskulin dapat direbut apabila 
para perempuan melepaskan kualitas femininnya dan 
mengadopsi kualitas maskulin.  
Adapun kluster yang kedua adalah kluster yang ingin 
melestarikan nature yang bertujuan untuk meruntuhkan sistem 
patrtiarki tetapi bukan dengan menghilangkan nature, 
melainkan dengan menonjolkan kekuatan kualitas feminin. 
Apabila perempuan masuk ke dunia maskulin dengan cara 
mempertahankan kualitas femininnya, maka dunia dapat diubah 
dari struktur hirarkis (patriarkis) menjadi egaliter (matriarkis). 
Kluster ini terdiri atas aliran; Feminisme Radikal, 103  dan 
Ekofeminisme. 104  Feminisme Radikal berargumen bahwa 
                                                 
102 Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita 
di Indonesia, h. 12.  
103 Aliran ini berkembang di Amerika Serikat pada kurun 
1960an1970an.  
104Gerakan yang ingin mengembalikan kesadaran manusia akan 
pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminin dalam masyarakat. Tidak 
anti keluarga, melainkan mendukung peran keibuan, tetapi masih 
menganggap bahwa sistem patriarki adalah sistem yang merusak.  




ketidakadilan gender bersumber pada perbedaan biologis antara 
laki-laki dan perempuan yang hanya dapat termanifestasi dalam 
institusi keluarga. Lembaga perkawinan adalah lembaga 
formalisasi untuk menindas perempuan sehingga tujuannya 
adalah untuk mengakhiri “the tyranny of the biological 
family”. Aliran ini cenderung membenci makhluk laki-laki 
sebagai individu dan kolektif. Lesbian adalah salah satu 
pembebasan dari dominasi laki-laki. Sedangkan Ekofeminisme; 
Mereka juga mengkritik para feminis yang menyuruh perempuan 
membuang nature. Dengan semakin banyaknya para perempuan 
yang mengadopsi kualitas maskulin, maka dunia tetap 
berstruktur maskulin yaitu identik dengan penindasan. Sangat 
peduli dengan kerusakan lingkungan hidup karena 
menghilangnya kualitas pengasuhan dan pemeliharaan (Kualitas 
feminin). Mereka juga mengajak para perempuan untuk bangkit 
melestarikan kualitas feminin agar dominasi sistem maskulin 
dapat diimbangi sehingga kerusakan alam, degradasi moral yang 
semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi.  
b. Maskulin dan Feminin  
Problematika dalam konsep nature dan nurture yang 
kemudian menjadikan istilah maskulin dan feminin menjadi bias 
interpretasi. Sebagaimana diketahui bahwa konsep gender yang 
mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, 
fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan 
perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat 
tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan, yang kemudian 
menimbulkan dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin 
(perempuan).105 Namun yang menjadi persoalan adalah apakah 
maskulin dan feminin itu merupakan semata-mata terkonstruksi 
oleh lingkungan atau karakter tersebut terbentuk sejak manusia 
itu sendiri diciptakan?   
                                                 
105Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 151-153  




Di masyarakat, laki-laki selalu digambarkan dengan 
sifat-sifat maskulin, seperti perkasa, berani, rasional, keras dan 
tegar. Sebaliknya, perempuan digambarkan dengan sifat-sifat 
feminin seperti lembut, pemalu, penakut, emosional, rapuh dan 
penyayang. Sayangnya sifat-sifat maskulin selalu dinilai lebih 
baik dari pada sifat-sifat feminin. Lebih fatal lagi, bahwa 
maskulinitas dan feminitas tersebut dianggap sebagai hal yang 
kodrati, padahal sesungguhnya masih merupakan misteri yang 
harus diungkap lebih dalam karena dikonstruksi secara alamiah 
dan sosial.   
Dalam hal inilah pembentukan sifat maskulin dan 
feminin diperdebatkan. Pembentukan sifat maskulin dan feminin 
adalah karena adanya sosialisasi dan kulturisasi (nurture) 
sedangkan dalam konsep nature dikatakan bahwa perbedaan 
sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan pengaruh 
perbedaan biologis (sex) laki-laki dan perempuan. Perbedaan 
biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu juga 
dengan sifat maskulin dan feminin. Sintesis dari kedua konsep 
ini adalah konsep sosio-biologis yang menganggap pembentukan 
sifat maskulin dan feminin merupakan percampuran dari faktor 
biologis dan sosiologis. Konsep ini dikenal dengan “bio-sosial” 
karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan 
relasi gender. Namun demikian, konsep ini disinyalir sebagai 
konsep untuk melanggengkan sistem patriarki.106   
Dalam teori psikologi diajarkan bahwa setiap manusia 
dalam dirinya memiliki unsur-unsur maskulinitas dan 
feminitas. 107  Pertumbuhan unsur-unsur tersebut dalam diri 
manusia sangat dipengaruhi oleh pola asuh di masa kecil, 
nilainilai tradisi yang dianut di masyarakat, sistem pendidikan di 
sekolah formal dan juga dari interpretasi ajaran agama. Gender 
bukan kodrat. Buktinya, dalam realitas sosial di masyarakat 
                                                 
106Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 68-70.   
107Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 151-153.  




ditemukan tidak sedikit laki-laki yang memiliki sifat feminin, 
seperti penakut, emosional, pemalu, lemah lembut. Sebaliknya 
cukup banyak perempuan yang maskulin, dia kuat, berani, 
perkasa, pantang menyerah, rasional dan sangat tegar. Dalam 
ungkapan lain, sifat-sifat tersebut bukanlah kodrati melainkan 
dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga berbeda antara suatu 
daerah dengan daerah lain.  
 Lebih lanjut Musdah Mulia menyatakan bahwa, 
masyarakatlah yang membentuk laki-laki menjadi maskulin dan 
perempuan menjadi feminin. Sejak masih dalam kandungan 
sampai tua renta, bahkan sampai ke liang kubur laki-laki 
diperlakukan sedemikian rupa agar mereka terbentuk menjadi 
makhluk yang superior, hal yang sebaliknya diperlakukan pada 
perempuan sehingga mereka menjadi inferior. Bentukan ini 
dibakukan sedemikian rupa melalui berbagai norma tradisi, adat, 
budaya dan hukum, bahkan juga agama sehingga seolah-olah 
semuanya itu merupakan kodrat atau pemberian Tuhan yang 
harus diterima apa adanya dan tidak boleh dipertanyakan lagi. 
Jika mengacu kepada dua teori besar yang menjadi dasar 
perdebatan dalam gender, tampaknya Musdah Mulia 
menitikberatkan pada nurture sebagai penentu dalam 
menentukan peran gender yang dimainkan oleh setiap jenis 
kelamin.  
c. Term-term yang Terkait dengan Nature dan Nurture   
Ada beberapa istilah yang sering kita jumpai dalam 
beberapa literatur keagamaan yang terkait dengan konsep nature 
dan nurture tersebut di atas, antara lain kata “kodrat” dan  
“fitrah”. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) bahwa kodrat antara lain berarti “sifat yang 
asli, sifat bawaan”sedangkan “fitrah” berarti “sifat asal, 
kesucian, bakat dan pembawaan”.108 Kedua makna ini hampir 
                                                 
108Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2008, h. 416.  




sama hanya saja fitrah menekankan adanya kesucian. Namun 
dalam percakapan sehari-hari kedua terma ini dianggap sama di 
mana sering kita mendengar “Kita harus bersikap dan bertindak 
sesuai dengan kodrat (fitrah) kita masing-masing”. 109  Kata 
“kodrat” berasal dari kata “qadar” yang berarti ukuran atau 
takaran tentang sesuatu. Dalam Al-Qur’an dijelaskan (QS al-
Qamar/54:49) bahwa kata “qadar” dalam ayat tersebut diartikan 
sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi 
segala sesuatu” dan itulah kodrat. Namun yang menjadi 
persoalan manakah di antara karakteristik, sifat ataupun peran 
yang dianggap sebagai yang kodrati dan bukan kodrati.   
Quraish Shihab dalam pembahasannya mengenai kodrat 
manusia kemudian menghubungkannya dengan asal muasal 
penciptaan manusia (baik laki-laki maupun perempuan) yang 
menjadi salah satu perdebatan dan polemik di kalangan mufassir 
maupun para penggiat gender terutama pada lafal “nafs  
wahidah”. Polemik yang berkepanjangan adalah apa yang 
dianggap sebagai sesuatu yang kodrati, tidak ada yang dapat 
membantah bahwa seks/jenis kelamin bersifat kodrati sedangkan 
gender merupakan konstruksi sosial dan kultural, namun 
seberapa jauh seks atau jenis kelamin dianggap sebagai kodrat. 
Batasan tentang hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai 
pendapat. Sebagai contoh dapat dilihat pada karakteristik 
tentang seks dan gender sebagai berikut110:  
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110Ery Iswari, Perempuan Makassar: Relasi Gender dalam Folklor, 
(Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010)., sebagaimana diadaptasi dari 
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Berdasarkan deskripsi tabel di atas, diperoleh 
karakteristik bahwa seks itu adalah bersifat kodrati dan biologis 
karena merupakan pemberian Tuhan dan tidak dapat berubah, 
namun pada karakteristik tentang sifat dan hanya disebutkan 
‘kodrat tertentu yang tidak dapat dipertukarkan sehingga yang 
menjadi persoalan adalah (sifat-sifat mana saja yang masuk 
dalam kategori yang tidak dapat dipertukarkan), sehingga itulah 
yang dianggap sebagai kodrati. Klaim tentang sifat-sifat yang 
kodrati pun tidak ada konsensus tentang hal ini, sehingga setiap 
orang bisa memberikan identifikasi tentang apa saja yang 
dianggap kodrati dan tidak dapat dipertukarkan) tanpa 
disebutkan indikator-indikatornya sehingga pada point ini pun 
terbuka untuk diperdebatkan. Demikian pula tentang dampak 
yang ditimbulkan dikatakan ‘terciptanya nilai-nilai 
kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan lain-lain sehingga 
menguntungkan kedua belah pihak’. Statemen ini masih sangat 
universal dan abstrak apalagi dihadapkan dengan dampak dari 
gender itu sendiri yaitu “terciptanya norma-norma/ketentuan 
tentang “pantas” dan “tidak pantas” yang sering merugikan salah 
satu pihak (misalnya pemimpin)”. Tentu soal pantas dan tidak 
pantas tidak bisa digeneralisir dan harus disesuaikan dengan 
kultur dan perubahan sosial yang terjadi dalam setiap 
masyarakat.   
Teknologi, kondisi sosial politik, akulturasi budaya akan 
turut membingkai soal pantas dan tidak pantas tersebut. Maka 
dalam analisa gender sifat dan dampak itu akan terus berevolusi 
dan bereproduksi tetapi dengan satu catatan bahwa tidak 
merugikan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.  
Jika kita mengamati tabel tersebut terutama pada karakteristik 
tentang sifat bahwa ada sifat-sifat tertentu yang tidak dapat 
dipertukarkan, sedangkan harkat dan martabat adalah sesuatu 
yang dapat dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan hasil 
konstruksi manusia (masyarakat) secara sosial budaya sehingga 
dapat berubah-ubah dari masyarakat satu dengan masyarakat 
lainnya.   




Quraish Shihab mengutip pendapat Mahmud Syaltut, 
lebih jauh tentang penjelasan kodrat: “Tabiat kemanusiaan 
antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. 
Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana 
menganugerahkan kepada laki-laki kepada mereka berdua 
dianugerahkan oleh Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup 
untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua 
jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang 
bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum 
syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini 
(lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, 
melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang 
itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, 
mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta 
menuntut dan menyaksikan”.111   
Dari apa yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut di atas 
tampak bahwa kodrat jika dipahami sebagai potensi dan 
kemampuan maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan. Tetapi dalam perkembangannya terutama yang 
terkait dengan beberapa praktek peran dan fungsi keagamaan ada 
beberapa hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika 
menggunakan analisa publik dan privat dalam kerangka agama 
maka perbedaan tersebut tampak dalam beberapa hal, antara 
lain; wali (laki-laki bisa bertindak sebagai wali-perempuan tidak 
bisa), nikah, saksi, talak, ‘iddah, akikah (kelahiran), nafkah, 
kewarisan, imam shalat, azan, kewajiban shalat, puasa, aurat, 
dan lain-lain. Perbedaan tersebut harus dapat dilihat sebagai 
sebuah hasil konstruksi sosial ataukah hasil pembacaan atas 
teks-teks keagamaan untuk dapat memberikan penilaian 
berdasarkan analisis gender. Karena dalam salah satu riwayat 
hadis dikemukakan tentang perempuan yang kurang akal dan 
agama.  
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Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan 
ketimpangan gender atas dasar justifikasi teologis. Oleh sebab 
itu perlu mengkaji term lain seperti term ‘fitrah’ yang sering 
menjadi jawaban atas differensiasi gender tersebut.  
Istilah lain yang sering digunakan juga adalah kata 
‘fitrah’ sebagaimana telah diungkapkan di awal pembahasan 
tentang term yang terkait dengan nature dan nurture. Kata ini 
sering digunakan sebagai kata kunci untuk ‘membungkam’ 
protes-protes yang menggugat sistem yang sudah baku, seperti 
sistem patriarki. Maka kata ini sering sekali digunakan sebagai 
justifikasi teologis. Selain itu kata “fitrah” sering dikaitkan juga 
dengan asal muasal terciptanya manusia yang dalam beberapa 
hal semakna dengan “kodrat”. Namun bagaimana sesungguhnya 
fitrah sebagai dasar dalam teori Maslahah sebagaimana yang 
diletakkan oleh Ibnu Asyur sebagai fundamen utama untuk 
membangun kerangka maqa>si}d al-syari>’ah. Tidak hanya konsep 
nature dan nurture yang sering tumpang tindih, perbincangan 
tentang fitrah atau pun kodrat ini juga masih sangat abstrak dan 
bersifat normatif dan juga sering mengalami overlap. Sehingga 
dibutuhkan kajian yang mendalam untuk melihat sejauh mana 
konsep tentang fitrah ini sebagai konsep dasar dalam 
mengartikulasikan gender dalam Islam.  
 
C. Melacak Sistem Patriarki dalam Ranah Domestik  
Secara umum, patriarki dapat didefenisikan sebagai 
suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, 
lakilaki yang berkuasa untuk menentukan. Sistem ini dianggap 
wajar sebab disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan 
seks.112 Sejarah mencatat bahwa sejak manusia mulai berpikir 
tentang kehidupan di mana kemudian mereka membutuhkan 
pembagian kerja untuk kelangsungan hidup maka dimulailah 
pada saat itu pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Dari 
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sini muncul perbedaan jenis pekerjaan luar (publik) dan 
pekerjaan dalam (domestik) yang kemudian menjadi ideologi 
patriarki. Secara historis, munculnya ideologi patriarki berasal 
dari mesopotamia kuno pada zaman Neolitikum. Antara tahun 
3500-3000 SM, di Mesopotamia bermunculan negara-negara 
kota. Kondisi ini mengakibatkan adanya peranan militer dan 
politik terhadap hegemoni. Hal ini memperkuat dominasi laki-
laki atas perempuan, sehingga menimbulkan adanya stratifikasi 
sosial pada masyarakat.  
Kondisi pengontrolan dan pembatasan gerak perempuan 
dalam konteks masyarakat Mesopotamia, semakin ditopang oleh 
aturan negara, berupa Undang-undang Hammurabi (1750 SM). 
Tidak berbeda dengan Hammurabi, Assyiria juga menyatakan 
bahwa bila seorang suami memperkosa perempuan lain maka 
perbuatan itu akan mengotori istrinya. Karena itu ia harus 
menceraikan istrinya jika terjadi pemerkosaan atas gadis oleh 
laki-laki lajang, maka laki-laki terus harus membayar harga gadis 
tersebut kepada ayahnya dan mengawininya. Dengan demikian, 
perempuan sama sekali tidak memiliki otonomi dan 
independensi atas dirinya. Lalu muncul pula pendapat 
Aristoteles bahwa perempuan adalah laki-laki yang kurang dan 
kepercayaan bahwa Hawa bertanggung jawab atas dosa warisan 
dan pengusiran Adam dari surga, juga semakin mendukung 
pelembagaan patriarki, metafora dasar dan simbol-simbol 
peradaban bahwa perempuan dianggap lebih rendah dari laki-
laki. Implikasinya lebih jauh adalah munculnya dua konsep 
mengenai manusia, yakni: konsep laki-laki dan konsep 
perempuan yang secara hirarki berbeda bentuk, fungsi dan 
potensinya. 113  Sistem keluarga patriarki yang memastikan 
penyampaian warisan dari ayah kepada anak laki-laki, dan 
pengontrolan seksualitas perempuan menjadi melembaga. Hal 
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ini kemudian terekam ke dalam hukum dan mendapat legitimasi 
dan dukungan dari institusi politik maupun negara.  
Dalam konteks di atas, seksualitas perempuan menjadi 
aset dan kekayaan laki-laki, pertama milik ayah dan kedua milik 
suami. 114  Kesucian seksualitas perempuan memperoleh nilai 
ekonomi, yang bisa dijadikan modal tawar menawar. Tampaknya 
budaya seperti ini juga terserap dalam praktek keagamaan di 
dunia Islam, misalnya tradisi uang panai’ dalam kasus 
peminangan perempuan Makassar atau uang jemputan pada 
perempuan Aceh merupakan contoh konkrit ketika harga 
perawan ditentukan oleh status sosial ayahnya.   
 
1. Patriarki dan Konflik Keluarga  
Budaya patriarki terjadi karena adanya dominasi 
kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Kelompok 
pertama tidak saja berkuasa secara fisik terhadap kelompok 
kedua, tetapi juga menentukan ideologi budaya yang 
melanggengkan kekuasaannya. Mereka mengonstruksi nilai, 
norma dan moralitas yang mempertinggi kedudukan yang 
mereka kuasai. Pada mulanya kekuasaan ini ditegakkan pada 
kekuasaan fisik, misalnya laki-laki terhadap perempuan dan 
orang dewasa terhadap anak-anak. Selanjutnya laki-laki 
mengonstruksi kekuasaaan tersebut dalam bentuk relasi dan 
interaksi kolektif sehingga perbudakan di antara mereka yang 
memiliki kekuatan fisik seimbang dan menjadi niscaya. Max 
Weber mengklasifikasikan masyarakat semacam ini sebagai 
masyarakat patriarki dengan dominasi kekuasaan laki-laki 
dewasa. Lalu, kekuasaan ini jauh melampaui batasan dinding 
rumah tangga sehingga membentuk pola-pola relasi dan 
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menetapkan posisi-posisi hirarkis dalam konstruk budaya. 115 
Budaya patriarki yang berawal dari keluargalah yang kemudian 
menjadi penyebab adanya ketimpangan gender di tingkat 
keluarga yang kemudian mengakibatkan ketimpangan gender di 
tingkat masyarakat.116 Laki-laki yang diberi hak istimewa oleh 
budaya patriarki menjadi sentral dari kekuasaan di tingkat 
keluarga. Hal inilah yang menjadikan ketidaksetaraan dan 
ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam kepemilikan properti, 
akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan akhirnya kurang 
memberikan manfaat secara utuh bagi eksistensi perempuan. 
Penghapusan sistem patriarki atau struktur vertikal adalah 
tujuan utama dari semua gerakan feminisme,117 karena sistem ini 
yang dilegitimasi oleh model struktural-fungsionalis, 
memberikan keuntungan laki-laki dari pada perempuan. 
Sehingga, kesetaraan gender tidak akan pernah tercapai kalau 
sistem patriarki ini masih terus mendominasi. Persoalan krusial 
dalam keluarga adalah adanya domestikasi perempuan yang 
berwujud dikotomi publik vs privat dan subordinasi perempuan.  
  
a. Dikotomi Publik Vs Privat118  
Dikotomi publik dan privat merupakan pembagian kerja 
secara seksual yang kemudian menempatkan laki-laki sebagai 
pihak yang berperan di dunia publik selaku pencari nafkah 
                                                 
115Lihat tulisan Siti Ruhaini Dzuhayatun, Pergulatan Pemikiran 
Feminis dalam Wacana Islam, dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana 
Kesetaraan Gender dalam Islam, hal.10  
116 Lihat juga dalam Muhammad Hussain at.al. Gender 
Stereotyping in Family: An Institutionalized and Normative Mechanism in 
Pakhtun Society of Pakistan, (Sage Open Publication, July-September 2015, 
I-II), h. 9.  
117Herien Puspitawati, Konsep Teori dan Analisis Gender, h. 5.  
118Bagi Sylvia Walby dikotomi publik dan privat ini merupakan 
bentuk atau wujud dari patriarki, Lihat dalam bukunya: Teorizing Patriarchy, 
h. 24.  




sementara istri di sektor domestik. Pada dasarnya 
mempersoalkan masalah ketidakadilan dalam bidang publik dan 
privat adalah mempersoalkan masalah kehidupan keluarga dan 
telah menjadi bahan perbincangan dan perdebatan panjang. Di 
kalangan feminis sendiri pun terjadi perdebatan yang cukup 
tajam tentang dikotomi publik dan privat ini, sebagaimana 
dikatakan oleh John Stuart Mill (tokoh Feminisme Liberal 
Klasik) bahwa pembagian kerja secara seksual sangat ditentukan 
oleh kesepakatan bersama yang bersandar pada “kebiasaan 
umum”.119 Jika dibawa ke dalam konsep fikih Islam hal ini biasa 
disebut dengan ‘Urf atau istilah yang saat ini lagi populer adalah  
local wisdom.120  
Karena hal tersebut menunjukkan adanya pembongkaran 
relasi-relasi hubungan individu dalam keluarga yang selama 
berabad-abad diterima sebagai hubungan yang alamiah. Posisi 
yang diambil oleh para pemerhati perjuangan hak-hak 
perempuan adalah pembagian secara seksual ini, yakni laki-laki 
berkiprah di dunia publik dan perempuan berkiprah di dunia 
domestik, pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi 
masyarakat patriarki. 121  Ini artinya secara langsung ataupun 
tidak langsung mereka merasa perlu mempertanyakan secara 
kritis konsep keluarga dan dinamikanya. Di kalangan pemikir 
Islam sendiri seperti Hussein Muhammad menganggap bahwa 
                                                 
119Lihat dalam Suara Ibu Peduli, h. 9-11. J.S. Mill “Seperti seorang 
laki-laki ketika ia memilih sebuah profesi, demikian pula halnya bila seorang 
perempuan memilih untuk menikah. Dapat dikatakan bahwa ia telah membuat 
pilihan untuk mengurus rumah tangga, keluarga, yang merupakan panggilan 
tugasnya dalam sebagian besar hidupnya dan ia akan menolak segala 
pekerjaan lainnya yang tidak konsisten dengan tugasnya”  
120Tentang ‘Urf atau local wisdom akan dibahas secara terperinci 
pada bab selanjutnya (Bab IV pembahasan Maslahah)  
121Jurnal Perempuan, untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Suara Ibu 
Peduli. Jakarta: Divisi Penerbitan dan Kajian, 1999), h. 9. 
https://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html  




sistem yang berdasarkan patriarki, biasanya mengasingkan 
perempuan di rumah: dengan demikian laki-laki lebih bisa 
menguasai kaum perempuan. Sementara itu, pengasingan 
perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak mandiri 
secara ekonomi, dan selanjutnya tergantung secara psikologis.122 
Ketergantungan perempuan berlanjut juga pada tataran sosial 
kultural dengan melibatkan hampir seluruh waktu yang dimiliki 
perempuan untuk menunjang karir sang suami (seperti 
‘keharusan’ untuk aktif dalam dharma wanita misalnya).   
Kadang-kadang sistem patriarki ini membolehkan 
perempuan aktif di ruang publik tetapi dengan satu catatan 
ideologis, “jangan lupa dengan kodratmu sebagai perempuan 
yang di rumah: mengurus anak, suami dan keluarga”. Semua ini 
menurut Fatima Mernissi distruktur melalui pandangan stereotip 
tentang hijab, yang menjadi pembatas yang tegas antara laki-laki 
dan perempuan dalam dunia publik dan domestik. Dunia publik 
adalah dunia laki-laki, sedangkan dunia domestik adalah dunia 
perempuan.123   
Sementara itu Rosemarie Tong124, mengatakan bahwa: 
“Sepanjang masa pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung 
jawab perempuan. Ketika mereka bekerja di luar rumah mereka 
harus berusaha untuk sekaligus menyelesaikan baik pekerjaan di 
luar dan di dalam rumah (mengawasi orang yang menggantikan 
pekerjaan rumah seperti pembantu). Perempuan yang sudah 
menikah sebenarnya sudah mempunyai dua pekerjaan sekaligus, 
partisipasi mereka di dunia kerja hanya bisa mereka lakukan jika 
                                                 
122Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, h. 245  
123Budhy Munawar, Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender 
dan Feminisme, dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender 
dalam Islam, h. 42. 
124 Rosemarie Tong adalah seorang feminis Amerika yang 
merupakan koordinator penulisan buku mengenai teori-teori feminis yang 
berjudul A Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. Buku 
tersebut telah terbit dalam lima edisi, edisi kelima (2017).   




mereka dapat memenuhi tanggung jawab sebagai istri. Ini 
terlihat di negara Rusia dan Eropa Timur di mana kesempatan 
kerja tidak membawa kebebasan bagi perempuan juga. Sebab 
walaupuan mereka bekerja di luar rumah tetap tanggung jawab 
di dalam rumah tidak dapat dibebankan pada orang lain oleh 
sebab itu perempuan mempunyai beban ganda”. 125  Bahkan 
perempuan sekarang ini dianggap memikul triple burden bukan 
hanya beban ganda tetapi tiga beban, yaitu di rumah, dunia kerja 
dan di masyarakat atau organisasi sosial.   
Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang menyatakan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan 
istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dianggap turut 
memperkuat domestifikasi perempuan. Pembakuan pola suami 
berhak dan berkewajiban berada di ruang publik sedangkan istri 
sebaliknya, berada di ranah domestik. Jadi, sebenarnya dikotomi 
publik dan privat merupakan persoalan politis dimana negara 
punya peran yang besar dalam mempertajam perbedaan 
tersebut.126 Jika demikian halnya maka reformulasi yuridis perlu 
dilakukan dalam upaya untuk mengurangi dampak dari 
kebijakan-kebijakan yang dapat semakin mempersulit 
perempuan baik di publik maupun dalam dunia domestik. Karena 
pada saat diberikannya akses pendidikan kepada kaum 
perempuan maka sebagai konsekuensinya adalah berimbas 
kepada dunia kerja. Hal ini yang perlu disadari sejak dini oleh 
berbagai kalangan terutama pengambil kebijakan yang akan 
                                                 
125Sebagaimana dikutip oleh Gadis Arivia (mantan Direktur Jurnal 
Perempuan) dalam Suara Ibu Peduli, h. 11.  
126Hal lain yang memperkuat “kodrat perempuan harus di rumah” 
adalah perempuan merupakan salah satu barang milik laki-laki yang sudah 
menjadi suaminya atau juga ayahnya seperti adagium orang Jawa bahwa lelaki 
dianggap sukses jika memiliki 5 hal, yakni curiga (senjata/ilmu pertahanan 
diri lainnya), wisma (rumah tinggal), garwa (istri atau bisa jadi banyak 
wanita), turangga (kuda/kendaraan tunggangan) dan kukila (burung/sumber 
klangenan atau hiburan) Lihat dalam Happy Budi Febriasih dkk, Gender dan 
Demokrasi, h. 12.  




memengaruhi sistem atau tatanan masyarakat terutama dalam 
kaitannya dengan relasi laki-laki dengan perempuan.  
b. Posisi Subordinat Perempuan  
Ketika terjadi dikotomi publik dan privat, hal ini 
kemudian semakin memperkuat sekunderisasi perempuan 
dengan klaim yang bersifat justifikasi baik secara politis, 
ideologis maupun teologis. Dalam pandangan Hussein 
Muhammad 127 , perspektif diskriminatif dan subordinatif 
terhadap perempuan terus terjadi dalam wacana keagamaan yang 
antara lain disebabkan oleh:   
1) Boleh jadi karena kekeliruan dalam 
menginterpretasi teks.  
2) Cara penafsiran yang dilakukan secara eklektik dan 
partikulatif, sebuah cara penafsiran yang 
sepotongsepotong, tidak holistik, dan mengabaikan 
pandangan visi dunia Islam.  
3) Boleh jadi karena didasarkan pada hadis-hadis yang 
lemah dan palsu.  
Persoalan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap 
perempuan berujung pada problematika metodologi penafsiran 
pada teks-teks agama dan kemandegan kaum muslimin dalam 
melakukan analisis secara kritis terhadap teks-teks tersebut 
dalam suasana dan sejarah yang berubah. Pengamatan secara 
cerdas terhadap pernyataan-pernyataan al-Qur’an yang 
mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif 
dan misoginis sebelum al-Qur’an diturunkan, seharusnya 
menjadi dasar dalam metodologi kita untuk melangkah ke arah 
perwujudan cita-cita al-Qur’an, yaitu kesetaraan manusia dan 
kebebasannya dalam menentukan pilihan-pilihan hidup tanpa 
adanya paksaan dan kekerasan dari siapapun. Teks-teks suci 
yang diturunkan perlu dipahami sebagai upaya transformasi 
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kultural menuju arah pembebasan manusia dari tradisi-tradisi 
yang tiranik yang menindas. Cita-cita tersebut tidak mungkin 
terwujud seketika karena ia berhadapan dengan ruang 
keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik yang sangat 
kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini kebijakan yang 
diambil al-Qur’an dan Nabi adalah melancarkan reformasi yang 
evolutif.128 Dari kemungkinan-kemungkinan ini pada akhirnya 
bermuara pada satu hal, yaitu cara penafsiran yang tidak 
menempatkan teks-teks itu pada setting sosio kultural dimana 
dan kapan ia diturunkan. Sedangkan kemungkinan yang terakhir 
merupakan cara penafsiran dengan memanipulasi hadis-hadis 
untuk kepentingan tertentu.  
Di belahan dunia ini perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi tidak dengan sendirinya menunjukkan 
perkembangan relasi antar manusia yang masih saja berada 
dalam konstruksi sosial masyarakat yang bias gender. Situasi 
semacam ini membutuhkan pisau analisis yang tajam untuk 
membedah persoalan sehingga menjadi jelas. Posisi subordinat 
yang diciptakan atas perempuan secara permanen bahkan seolah 
mengesahkan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan dan 
dengan sendirinya kekerasan serta perampasan hak asasi 
perempuan. Bagi siapa saja yang terpanggil untuk 
memperjuangkan kebenaran, keadilan dan perdamaian 
mempunyai kewajiban untuk melihat akar persoalan secara 
kritis.129  
Menurut Rosemarie Tong, bahwa subordinasi perempuan 
terjadi karena ada sekumpulan budaya dan hukum yang 
membatasi akses dan sukses perempuan dalam sektor publik. 
Pembatasan ini terjadi karena adanya keyakinan yang salah 
bahwa perempuan tidak secerdas dan sekuat laki-laki. 
Feminisme liberal percaya bahwa untuk menyejajarkan 
                                                 
128Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, h. 99.  
129Nunuk P. Murniati, Getar Gender, h. 227  




perempuan dengan laki-laki, semua tatanan ataupun sistem yang 
membatasi aktualisasi diri perempuan harus dihapuskan. Dengan 
kata lain, menurut feminism liberal jika ada suatu perubahan 
dalam suatu sistem budaya dan hukum yang menghambat 
kemajuan perempuan, perempuan akan terbebaskan.130  
Perempuan dan anak-anak sering diposisikan dari unsur 
seks dan umur. Posisi subordinat inilah yang menyebabkan 
perempuan dan anak-anak menerima segala macam akibat dari 
keputusan kelompok masyarakat yang menguasainya. Oleh 
karena itu, untuk menggali apa yang menjadi sebab, perlu 
menggunakan teori feminisme. Teori ini menawarkan berbagai 
tinjauan kritis, mengapa perempuan di seluruh dunia 
mendapatkan posisi subordinat. Posisi ini secara struktural 
mengarah kepada anak, dan lebih spesifik lagi kepada anak-anak 
perempuan yang akan mengalami subordinasi ganda.131  
Secara sosiologis, perilaku seseorang tidak terlepas dari 
faktor sosial di sekelilingnya. Saat seorang perempuan 
memutuskan mengorbankan peluang pengembangan diri demi 
keluarga, di permukaan tindakan tersebut seolah tindakan 
pribadi yang dilakukan secara sukarela. Pada kenyataannya bisa 
jadi tindakan tersebut adalah akibat tekanan sosial yang 
menempatkan perempuan di ranah domestik dan membuatnya 
tidak memiliki banyak pilihan. Bagaimana dengan perempuan 
berstatus menikah yang memutuskan untuk tetap aktif di sektor 
publik? Situasinya tidak selalu lebih baik karena ia dituntut 
bertanggung jawab terhadap sebagian besar atau seluruh urusan 
domestik. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki.   
Dalam pandangan umum pekerjaan domestik dipandang 
sebagai kewajiban moral perempuan yang dikemas dalam 
balutan ideologi. Jarang muncul ke permukaan pemahaman 
                                                 
130Riant Nugroho, Gender dan Pengarusutamaannya di Indonesia, 
h. 64  
131Nunuk P. Murniati, Getar Gender, h. 232.  




bahwa pekerjaan domestik adalah aktivitas bernilai ekonomi 
yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan 
perempuan, sekalipun penelitian tentang nilai ekonomis 
pekerjaan rumah tangga sudah dilakukan. 132  Tanpa dukungan 
sektor domestik, akan banyak sendi kehidupan di sektor publik 
yang tidak akan berfungsi secara optimal. Namun sektor 
domestik sama sekali tidak memperoleh penghargaan 
sebagaimana sektor publik. Sehingga boleh jadi mengapa banyak 
kaum perempuan yang bekerja di publik, disadari atau tidak 
karena ingin mendapatkan eksistensi tentang jati dirinya yang 
melakukan aktivitas dan mendapatkan apresiasi baik dari 
keluarga maupun dari masyarakatnya.   
 Dalam rumah tangga seorang suami biasanya 
mengandalkan istrinya untuk menangani pekerjaan domestik 
namun tidak sebaliknya. Pola yang lazim terjadi adalah saat istri 
(apakah ibu rumah tangga atau istri pekerja) merasa terbebani 
dengan pekerjaan domestik, ia cenderung meminta bantuan 
perempuan lain seperti anak perempuannya, ibunya atau asisten 
rumah tangga, bukan suaminya. Akhirnya terselenggaranya 
pekerjaan domestik adalah hasil kolaborasi antara sesama 
perempuan dengan keterlibatan minimal atau tanpa keterlibatan 
laki-laki. Bagi perempuan semua situasi diatas sangat 
melelahkan, tidak membahagiakan, tidak adil bahkan melahirkan 
perasaan bersalah yang tidak perlu.   
Jika memang pernyataan seperti yang dikemukakan oleh 
Tong bahwa sepanjang masa pekerjaan rumah tangga akan 
senantiasa menjadi tanggung jawab perempuan, maka kawasan 
domestik harus mendapatkan apresiasi yang bernilai ekonomis 
oleh berbagai kalangan untuk memberikan penilaian yang tidak 
hanya “sebagai pekerjaan tanpa tanda jasa” terutama secara 
                                                 
132Lihat misalnya penelitian yang dilakukan Herien Puspitawati 
pada tahun 2008 dengan judul Pengaruh Nilai Ekonomi Pekerjaan Ibu Rumah 
Tangga, (Jurnal Ilmu Komunikasi dan Konseling, Vol. 2, No. 9, 2009), h. 
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politis. Padahal peran gender di sektor domestik melibatkan 
peran reproduktif atau domestik yang menyangkut aktivitas 
manajemen sumber daya keluarga (materi, nonmateri, waktu, 
pekerjaan dan keuangan), pengasuhan dan pendidikan anak serta 
pekerjaan dalam rumah tangga.133  
Glorifikasi terhadap ibu yang serba bisa tidak bisa lagi 
dijadikan sebagai statemen yang bertujuan untuk memuliakan 
tetapi pada dasarnya hal tersebut sangat melelahkan bagi 
kalangan perempuan mana saja. Dalam kaitan dengan hal ini 
menarik apa yang dikemukakan oleh Tong bahwa yang perlu 
dilakukan adalah mensosialisasikan pekerjaan domestik 
sehingga pekerjaan domestik dapat diterima sebagai pekerjaan 
yang penting dan perlu mendapat penghargaan.  
Mensosialisasikan pekerjaan domestik di sini bukan dengan 
tujuan untuk membuat perempuan terbebas dari pekerjaan 
domestik. Tujuannya agar masyarakat melihat pentingnya 
pekerjaan domestik sehingga tidak terjadi penyepelean terhadap 
perempuan dan mulai melihat, sekalipun ia seorang ibu rumah 
tangga, sebagai orang yang patut dihargai dan sejajar dengan 
penghargaan yang didapatkan di dunia publik. Pentingnya 
pengeksposan bidang privat kepada publik memperlihatkan 
bahwa dikotomi publik dan privat merugikan perempuan. 
Argumentasi ini membawa kita pada persoalan yang sering 
didengungkan oleh kaum feminis bahwa “yang pribadi adalah 
politis (The personal is political)”.134 The personal is political 
                                                 
133 Herien Puspitawati, Pengintegrasian Isu Gender dalam 
Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan. 
(Prosiding Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan. ISBN 978-
97915786-1-5. Kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).  
134 Ungkapan tersebut dipopulerkan oleh Carol Hanish (seorang 
feminis radikal) pada tahun 1970 dengan mempublikasikannya dalam sebuah 
artikel.   




merupakan akar dari kritik feminis terhadap pandangan 
konvensional pihak liberal dalam memandang keterpisahan 
antara publik dan domestik.135 Apalagi dalam era globalisasi dan 
teknologi sekarang ini antara publik dan privat sudah sulit 
ditemukan batasannya, karena apa yang selama ini dianggap 
sebagai privat juga sudah menjadi konsumsi publik.  
 
2. Patriarki: Sosiologi – Ideologi - Teologi  
Historisitas adanya pembedaan gender ini terjadi melalui 
proses yang sangat panjang dan beragam. Di antaranya adalah 
karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan bahkan 
dikonstruksi secara sosial maupun kultural baik melalui 
interpretasi teks-teks keagamaan ataupun oleh negara. Disinilah 
sebenarnya akar penyebab utama dianggapnya perbedaan gender 
sebagai kodrat Tuhan yang tidak bisa diubah dan dipertukarkan 
antara kedua jenis makhluk tersebut, sehingga melahirkan 
ketidakadilan gender (gender inequalities), baik bagi kaum 
lakilaki maupun perempuan. Perbedaan gender tidak menjadi 
masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, tetapi 
ternyata yang menjadi persoalan adalah karena seringkali 
perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan. Perjuangan 
melawan ketidak adilan inilah yang menjadi nafas perjuangan 
baik oleh kaum feminisme maupun oleh umat Islam bahkan oleh 
seluruh umat manusia karena hal tersebut merupakan hak asasi 
dari setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan hal tersebut 
merupakan suatu keharusan sejarah yang akan terus berubah 
seiring dengan perkembangan pemikiran dan perubahan yang 
terjadi pada kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh 
perkembangan pengetahuan dan teknologi yang kemudian 
mempengaruhi kultur maupun ideologi setiap masyarakat.   
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a. Ideologi Patriarki  
Negara sebagai sebuah lembaga politik dan hukum, 
seringkali dilihat sebagai suatu sistem yang natural, terberi dan 
terjadi dengan sendirinya. Negara diterima seakan-akan terlepas 
dari kepentingan serta tidak mewakili seks tertentu, laki-laki dan 
perempuan. Negara adalah gender netral, artinya secara sosial 
tidak berjenis kelamin. Namun sesungguhnya, negara sebagai 
suatu sistem masyarakat tidak bisa terlepas dari lokalitas budaya 
dan sistem kemasyarakatannya, yang telah lebih dahulu ada 
bahkan sebelum terbentuknya negara itu sendiri. Negara 
menerjemahkan fakta kekuasaan patriarki itu ke dalam sistem 
dan ideologi. Akibatnya yang terjadi adalah hukum menjadi alat 
legitimasi dan dengan demikian membuat dominasi sosial 
(lakilaki) menjadi tidak terlihat. Dengan kata lain, kebijakan 
negara yang ditujukan bagi semua orang, laki-laki dan 
perempuan, nyata atau tidak sesungguhnya mewakili satu 
kepentingan saja yang berakibat pada ketimpangan gender dalam 
berbagai sendi kehidupan. Karena itu para feminis menyadari 
perlunya suatu analisis tentang hubungan perempuan dengan 
negara untuk melihat ketimpangan gender secara kritis.   
Negara patriarkis dapat dimaknai sebagai negara yang 
mempromosikan dan memelihara praktek-praktek yang secara 
sistematis menindas perempuan. Penindasan perempuan dapat 
dilihat dari struktur keluarga dan rumah tangga serta 
kebijaksanaan yang diterapkan pada kedua bidang tersebut. 
Sementara itu, kebijaksanaan diskriminatif adalah kebijaksanaan 
yang menghambat status kebebasan dan ekonomi perempuan. 
Contoh: (1) kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang seharusnya 
menguntungkan perempuan. Karena perempuan lebih 
dibebankan untuk merawat anak-anaknya dibandingkan dengan 
kalangan laki-laki. Atas dasar itu kesejahteraan sosial sudah 
selayaknya diberikan kepada kaum perempuan. (2) Dalam dunia 
pendidikan negara seharusnya memberikan perhatian yang lebih 
besar kepada kaum perempuan karena mereka yang tertinggal 
jauh dibandingkan dengan anak-anak laki-laki. Bantuan 




pendidikan yang ditawarkan seperti beasiswa maupun akses ke 
sekolah/perguruan tinggi, hendaknya memberikan prioritas 
kepada kaum perempuan agar dapat menikmati jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. Perempuan selama berabad-abad 
lamanya tertinggal jauh sehingga sangat naif rasanya jika ada 
yang mengandaikan perempuan dan laki berpijak pada posisi 
atau mempunyai “start” yang sama. Tuduhan pada negara 
sebagai pihak yang melestarikan budaya patriarki harus 
dipahami dalam belum maksimalnya berbagai keputusan 
kebijaksanaan yang menguntungkan perempuan. Persoalannya 
adalah bukan pada seberapa besar jumlah perempuan yang duduk 
di dalam struktur kekuasaan negara, tetapi lebih pada apakah 
kebijakan-kebijakan yang dibuat negara berdimensi tanggap 
gender atau tidak. Hal tersebut juga dapat dilihat pada 
keberadaan hakim perempuan pada Pengadilan Agama. Meski 
para hakim perempuan memiliki kompetensi yang sama dalam 
memutus perkara seperti para hakim laki-laki dan dalam batas 
tertentu memiliki sensitifitas gender yang lebih kuat ketimbang 
laki-laki, peran mereka masih terlihat belum maksimal terutama 
dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak 
perempuan.136  
Di negara-negara seperti Srilanka dan India, keterlibatan 
perempuan di dunia politik belakangan ini sangat mencolok 
dimana mereka menduduki posisi strategis dalam struktur 
kekuasaan. Namun kondisi masyarakatnya masih diwarnai 
dengan persoalan diskriminasi yang sebagian besar masih tidak 
menguntungkan pihak perempuan. Demikian halnya dengan 
negara maju seperti Norwegia, negara dimana setengah anggota 
kabinetnya adalah perempuan tetapi pada kenyataannya 
berbanding terbalik dengan keadaan perempuan secara umum 
yang tetap tidak mengalami kemajuan yang berarti dibandingkan 
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dengan negara-negara lain yang sekelas. Artinya, representasi 
perempuan tidak cukup hanya dengan banyaknya jumlah 
perempuan dalam jajaran kabinet atau yang bermain di arena 
politik, tetapi yang paling penting adalah adanya kesadaran 
gender baik oleh laki-laki maupun perempuan di berbagai tingkat 
kehidupan masyarakat. Karena sesungguhnya Patriarki adalah 
representasi dari identitas maskulin yang memiliki kehendak 
atas kekuasaan. Kekuasaan ini tidak serta merta dioperasikan 
oleh laki-laki pada perempuan, tetapi paling utama adalah 
membangun sistem kekuasaan yang dapat dipakai oleh siapapun 
baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan 
penindasan.137 Hal inilah yang menjadi titik simpul yang harus 
disadari oleh semua pihak jika memang taruhannya adalah 
persamaan dan keadilan bagi semua orang. Dominasi patriarki 
dapat dilihat misalnya dalam dunia pendidikan di mana dengan 
potensi nature yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, 
maka seharusnya kebijakan bagi keduanya tidak disamaratakan. 
Hal ini dapat dilihat dalam hal pembatasan usia dalam 
memperoleh beasiswa, padahal fungsi reproduksi bagi 
perempuan memberikan konsekuensi dalam menempuh 
pendidikan yang membutuhkan waktu lebih lama. Pada 
kebanyakan beasiswa yang ditawarkan tidak membedakan 
persyaratan dalam hal usia yang tidak dibedakan antara laki-laki 
dan perempuan, demikian pula dalam dunia kerja.   
 
b. Teologi Patriarki  
Dalam wacana keislaman, patriarki semakin populer 
ketika istilah tersebut mulai dikaitkan dengan wacana 
keagamaan Islam yang cenderung didominasi oleh cara pandang 
laki-laki. Rif’at Hasan dalam salah satu tulisannya misalnya 
menggunakan istilah ini bergandengan istilah teologi yaitu 
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“teologi patriarki”. 138  Penggunaan istilah ini bukannya tanpa 
tujuan tetapi digunakan untuk mendeskripsikan teologi yang 
penafsirannya didominasi oleh wacana laki-laki sehingga 
mengakibatkan struktur kehidupan yang tidak seimbang. Dalam 
hal ini istilah patriarki tidak hanya dikaitkan dengan istilah 
teologi namun dengan istilah “fikih” karena dampak dari 
patriarki ini dalam kaitannya dengan fikih lebih luas, karena 
menggugat sebuah tradisi yang agung yang sangat dijunjung 
tinggi oleh umat Islam. Sebagaimana kita ketahui selama 
berabad-abad lamanya fikih tidak pernah mendapat gugatan 
yang serius seperti gugatan yang pernah dilakukan terhadap 
teologi. Oleh karena itu tidak heran apabila dalam fikih terkesan 
lambat dibandingkan dengan disiplin ilmu keislaman lainnya. 
Berbicara tentang teologi patriarki maka wacana yang paling 
krusial adalah ketika sampai pada pembicaraan tentang fikih 
patriarki.   
Dalam kajian fikih misalnya persoalan kekuasaan dalam 
rumah tangga sangat rawan akan nilai-nilai patriarki namun juga 
sangat sensitif membicarakannya. Kekuasaan dan penguasaan 
dalam rumah tangga berada di tangan suami. Asumsi ini 
merupakan isu agama dalam memahami QS al-Nisa>/Perempuan 
(4): 34. Isu hubungan laki-laki dan perempuan khususnya dalam 
konteks kehidupan keluarga, memperoleh sorotan yang tajam 
dan luas dari golongan yang mendesak kemutlakan suatu 
perubahan pola konvensional maupun dari golongan yang 
cenderung mempertahankannya. Tarik-menarik antara kedua 
pandangan ini semakin pelik dan sensitif, karena pada akhirnya 
masing-masing pihak melibatkan logika dan argumentasi 
keagamaan yang cenderung mengklaim kemutlakan tersebut. 
Masyarakat memandang rendah kaum perempuan karena ada 2 
asumsi yang berbeda; 1) asumsi materialistik masyarakat 
Makkah yang menempatkan kaum perempuan pada posisi rendah 
karena peran mereka dalam produksi sangat kecil, dimana 
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mayarakat Arab pada saat itu sangat mengagumi materi. 
Semakin besar potensi seseorang dalam proses akumulasi 
kekayaan semakin penting kedudukannya dalam masyarakat, 2) 
asumsi teologis yang dianut masyarakat Madinah yang dikenal 
sebagai masyarakat yang taat pada ajaran agama sehingga sangat 
mudah dipengaruhi oleh ajaran agama. Kaum perempuan 
dipandang sebagai pelengkap dari kaum pria. Hal itu diperkuat 
dengan informasi dari perjanjian lama yang menyatakan bahwa 
perempuan tercipta dari tulung rusuk yang paling bengkok.139  
Tokoh Feminisme Liberal klasik seperti John Stuart Mill, 
misalnya mengatakan bahwa meskipun perempuan juga 
memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan laki-laki 
namun pada akhirnya ia kembali pada argumentasi bahwa 
pembagian kerja secara seksual sangat ditentukan oleh 
kesepakatan bersama yang bersandar pada “kebiasaan umum” 
atau tradisi yang berlaku. Dia mengatakan: “Seperti seorang 
laki-laki ketika ia memilih profesi, demikian pula halnya bila 
seorang perempuan memilih untuk menikah. Dapat dikatakan 
bahwa ia telah membuat pilihan untuk mengurus rumah tangga, 
keluarga, yang merupakan panggilan tugasnya dalam sebagian 
besar hidupnya dan ia akan menolak segala pekerjaan lainnya 
yang tidak konsisten dengan tugasnya”. Pemikiran Mills ini 
sesungguhnya telah mempengaruhi masyarakat bahkan dapat 
dikatakan telah menjadi semacam adagium bahkan di kalangan 
umat Islam sekalipun. Sebenarnya disadari atau tidak ada 
beberapa pemikiran feminisme yang telah mendarah daging 
dalam kultur masyarakat Indonesia (termasuk Islam), 
diantaranya tentang patriarki. Seperti halnya dengan John 
Rawls, ia mengusulkan untuk meninjau ulang permasalahan 
institusi keluarga, namun hanya terbatas pada peninjauannya 
atas distribusi pemasukan (ekonomi) dalam suatu keluarga. 
Kelihatannya ia tidak mempermasalahkan pembagian kerja 
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secara seksual. Dengan demikian sama dengan yang lainnya 
bahwa berbicara soal keadilan adalah perdebatan di sekitar ruang 
publik.140 Mills maupun Rawls sama sekali tidak melihat bahwa 
permasalahan sebenarnya bukan semata-mata pada soal ekonomi 
ketika perempuan dihadapkan pada ketidak adilan pilihan antara 
karier dan keluarga.141 Ketika Mills memberikan perbandingan 
antara laki-laki dan perempuan seperti antara profesi dan 
keluarga, maka sebenarnya perbandingan seperti ini sama sekali 
tidak adil dan tidak berdasar karena pada saat perempuan 
memasuki dunia kerja maka dia akan dihadapkan pada beban 
ganda (double burden) karena pada saat yang sama dia tetap 
harus memikirkan pengasuhan dan pendidikan anaknya. Bahkan 
bisa menjadi triple burden (keluarga, pekerjaan dan organisasi 
sosial) yakni sebagai orang yang juga harus terlibat dalam 
organisasi sosial yang merupakan konsekuensi logis dari 
kehidupan bermasyarakat.  
 
3. Tinjauan Ekofeminisme142tentang Patriarki  
Ekofeminisme tidak hanya mengaitkan perempuan dan 
lingkungan, tapi juga spiritualitas. Krisis dan kehancuran bumi 
merupakan swara dari devaluasi bumi sekaligus devaluasi 
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perempuan. 143  Perempuan mulai melihat hubungan antara 
konstruksi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan, 
paralel dengan eksploitasi tanpa henti terhadap bumi oleh sistem 
ekonomi kapitalisme yang masih berada dalam kontrol sistem 
besar patriarki. Dalam patriarki, perempuan dan bumi adalah 
objek properti yang layak dieksploitasi.  
Dominasi manusia atas alam adalah salah satu isu 
penting dalam ekofeminisme karena dia paralel dengan dominasi 
kemanusiaan atas tubuh perempuan. Politik seksualisasi 
perempuan dan politik daging untuk konsumsi manusia 
merupakan dua hal yang dalam sistem ekonomi kapitalisme 
merupakan sumber keuntungan yang luar biasa. Sementara dia 
menegasikan resiko lingkungan yang dilahirkan dari budaya 
konsumsi yang tanpa batas itu. Dalam menghadapi dualisme 
eksploitasi kategori tersebut, ekofeminisme memperkenalkan 
kekuatan diversifikasi biologis dan menekankan keunikan dan 
perbedaan pada setiap makhluk.  
Menurut ekofeminisme, patriarki telah menyusun 
strategi kategori untuk menjustifikasi eksploitasi, yaitu 
langit/bumi, pikiran/tubuh, lelaki/perempuan, manusia/binatang, 
ruh/barang, budaya/alam, putih/berwarna dan lain-lain dimana 
yang berada pada posisi akhir merupakan objek yang boleh 
dengan arbiter dan semena-mena dieksploitasi, diatur dan ditarik 
profit darinya. Produk dari kategori tersebut melahirkan 
kapitalisasi tubuh perempuan, kapitalisasi bumi bahwasanya 
alam dan seisinya bukan dilihat sebagai makhluk hidup tetapi 
sebagai sumber kapital dan fundamen investasi. Dualisme inilah 
yang selama ini melayani patriarki dengan setianya. Dualisme 
dan posisi binner seharusnya dipecahkan agar kemanusiaan 
manusia bukan sebagai kemanusiaan yang terbelah dan saling 
berseberangan atau bermusuhan.  
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Karakteristik yang paling jelas dari kerangka berpikir 
patriarki menurut Warren adalah sebagai berikut: 1) pola berpikir 
yang berdasarkan nilai hierarkis, yaitu pola pikir yang merujuk 
pada hubungan “atas-bawah” yang memberikan nilai, status, 
ataupun prestise yang lebih tinggi pada segala sesuatu yang 
berada “di atas” terhadap segala sesuatu yang “di bawah”; 2) 
Dualisme nilai, misalnya pasangan yang berbeda yang dipandang 
sebagai oposisi (dan bukannya saling melengkapi) dan eksklusif 
(bukannya inklusif), dan yang menempatkan nilai atau status 
yang tinggi kepada apa yang secara historis diidentifikasi 
sebagai “tubuh”, “perasaan” dan “perempuan”; 3) logika 
dominasi, yaitu struktur argumentasi yang menuju kepada 
pembenaran subordinasi. Konsep berpikir patriarki yang hirarkis, 
dualistik dan opresif tersebut merusak perempuan dan alam. 
Dalam pandangan Warren, karena perempuan telah 
dinaturalisasikan (natural=alamiah) dan alam telah difeminisasi, 
tidak mudah untuk mengetahui kapan opresi atas perempuan 
berakhir dan opresi terhadap alam dimulai, demikian juga 
sebaliknya.144   
Haraway (salah seorang penganut ekofeminisme) 
mensyaratkan sebuah konstruksi keilmuan yang dibangun 
berdasarkan totalitas dan entitas yang memiliki hubungan 
ekosistem yang saling mendukung dan saling menghargai. Bukan 
relasi subjek-obyek yang selama ini menjadi fundamen struktur 
sains modern. Ekofeminisme dibangun berdasarkan akta 
mengasuh, memelihara dan membangun keberlanjutan planet 
bumi. Ideologi demokratis dibangun dalam kaitannya dengan 
relasi antar manusia dan lingkungan.145    
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Selain itu simbol yang sering diasosiasikan kepada 
perempuan adalah penggunaan kata ‘bulan dan bintang’. Kata 
bulan biasanya digunakan untuk menggambarkan kecantikan 
perempuan. Pada hakikatnya bulan berasosiasi dengan malam, 
gelap, hawa yang dingin dan cahayanya bukan berasal dari 
dirinya sendiri tetapi dari hasil refleksi matahari. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jika perempuan disimbolkan sebagai 
bulan maka berasosiasi dengan perempuan yang mempunyai 
sifat ketergantungan meskipun tetap dijunjung tinggi. 
Penggunaan nama atau penggambaran kecantikan bagi kaum 
perempuan yang mengambil simbol-simbol alam khususnya 
benda langit sebagai lapisan atas karena langit dikaitkan dengan 
rahmat, aktivitas atau permulaan. Langit dalam konteks teologis 
merupakan gudang perbekalan, sumber dari segala sesuatu yang 
muncul di bumi atau sumber dari apa yang diturunkan ke bumi. 
Oleh karena itu, tanda-tanda Tuhan datang dari langit apakah 
berupa wahyu, gejala alam, kemurkaan maupun hukuman. Secara 
kualitatif, langit bermakna tinggi, aktif, kreatif dan sumber 
cahaya. Sedangkan bumi berasosiasi dengan sifat rendah, 
reseptif (menerima), fertilitas (kesuburan).146 Dengan demikian 
nampak sekali bagaimana perempuan diasosiasikan sebagai bumi 
menggiring pada adanya superior-inferior yang menjadi embrio 
ketidaksetaraan gender.  
 
a. Hirarki dalam sistem patriarki   
Biasanya secara tradisional dikatakan-seperti termuat 
dalam banyak kitab fikih dan tafsir klasik- pembagian kerja laki-
laki dan perempuan disusun atas dasar hirarki. Penafsiran 
tentang adanya hirarki berarti: ada satu lebih tinggi-misalnya 
laki-laki yang bekerja di sektor publik dianggap lebih tinggi dari 
perempuan yang bekerja di sektor domestik. Argumen tentang 
“lebih tinggi” secara ontologis ini biasanya didasarkan pada 
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penafsiran QS al-Nisa>/Perempuan (4): 34. Berdasarkan dari 
penafsiran tersebut, kaum laki-laki muncul tugas-tugas besar, 
seperti sebagai Nabi, ulama, imam, guru sufi, dan lain-lain. Laki-
laki pula yang berperan dalam jihad, azan, shalat jumat, khutbah, 
takbir, persaksian, wali dalam menikahkan anak perempuannya 
sampai kepada perceraian dan rujuk. Sedangkan pada diri 
perempuan tidak punya otoritas untuk itu. Dengan begitu, ada 
keabsahan teologis superioritas laki-laki atas perempuan. 
Terjadinya keabsahan teologis superioritas karena penafsiran 
dalam fikih yang tidak mengalami perkembangan secara 
signifikan misalnya dengan adanya konsep tentang mazahib al-
arba’ah, di mana dunia islam hanya dihadapkan keempat mazhab 
tersebut, artinya siapa yang tidak menganut salah satu dari 
keempat mazhab tersebut dianggap sebagai Islam yang 
“nyeleneh”.  
Hirarki dan argumen superioritas atas perempuan ini, 
setelah mendapatkan pengesahan teologis, selanjutnya juga 
muncul kuat dalam keilmuan. Misalnya dalam psikologi dan 
sosiobiologi. Maka, stereotip perempuan dalam psikologi 
adalah: pasif, masokis, emosional, penurut dan penyayang. Inilah 
sebuah argumen mendasar yang nantinya akan membenarkan 
peran tradisional perempuan di sektor domestik, yang anehnya 
justru dianggap sebagai nature perempuan. Hirarki dikukuhkan 
oleh ilmu pengetahuan. Dan sayangnya, sifat yang dilabelkan 
kepada perempuan tersebut sering dianggap sebagai sesuatu 
yang berkonotasi negatif, lemah, dan pantas berada di bawah 
atau lebih rendah posisinya dibandingkan dengan sifat-sifat yang 
selama ini dilekatkan kepada laki-laki. Anggapan di atas sering 
dijustifikasi dengan statement bahwa “itulah kodratnya atau 
fitrahnya sebagai perempuan” yang seakan-akan mengatakan 
bahwa perempuan memang diciptakan dengan keadaan seperti 
itu.  
Dalam ilmu sosio-biologi, sering dikemukakan argumen yang 
menjelaskan perilaku sosial berdasarkan perilaku genetis. 
Misalnya, penekanan pada aspek perbedaan fisiologis dan 




anatomi antara laki-laki dan perempuan; struktur otak laki-laki 
berbeda dengan perempuan, karena ukuran otak laki-laki yang 
lebih besar. Implikasinya adalah pada kecerdasan, kelebihan 
penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam 
perencanaan dan penilaiannya yang lebih akurat. 
Pandanganpandangan psikologi dan sosiobiologi ini, jelas 
memberi dukungan ilmiah kepada pandangan-pandangan 
teologis yang – dari sudut pandang feminis terlihat – mempunyai 
bias kepentingan laki-laki. Hal ini menjadi bukti dukungan 
ilmiah terhadap superioritas laki-laki.  
Sebagai konsekuensi terakhir –melalui argumen teologis, 
psikologis dan sosiobiologis- maka dibenarkanlah bahwa 
pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan 
memang merupakan kodrat, bukan buatan manusia melalui 
bentukan budaya. Pembagian kerja seksual karena dianggap 
sebagai kodrat, dari sinilah muncul adanya hirarki, sehingga 
klaim laki-laki lebih mulia dari perempuan dilegitimasi. Nasib 
telah menentukan perempuan sebagai “pelengkap” penciptaan 
laki-laki. Di sinilah penilaian laki-laki lebih tinggi –secara 
hirarkis dilegitimasikan. Tidak ada kesetaraan (equality) antara 
peran laki-laki dan perempuan, yang ada hanyalah hirarki.   
Dengan  keadaan  perempuan  yang tidak 
setara (inequality) dengan laki-laki, jelas perempuan tidak 
mempunyai kebebasan (freedom) di hadapan laki-laki. Tidak 
adanya inequal dan freedom ini memang merupakan hal yang 
logis dari seluruh cara berpikir yang konservatif. Karena dalam 
hirarki ini, disahkan bahwa laki-laki memang “lebih mulia” 
dibanding perempuan. Di Jawa, status amatlah penting. Hirarki 
sosial di Jawa seringkali mengharuskan seseorang untuk sadar 
akan siapa mereka dan dengan siapa mereka berbicara. Dalam 
masyarakat yang hirarkis seperti ini, menjadi orang yang 
terhormat dan menonjol, penting sekali. Namun standar 
Indonesia begitu juga di Jawa, masih ditentukan oleh lelaki 
sedangkan status perempuan dianggap tergantung pada 
lelakinya. Perbedaan kesempatan yang didapatkan oleh laki-laki 




dan perempuan membuat sebagian perempuan lebih sadar akan 
masalah sosial di sekitarnya, namun hal tersebut tidak 
membuatnya surut hati atau minder menjadi perempuan 
sehingga ada perlawanan terhadap diskriminasi tersebut. 
Biasanya perlawanan tersebut merupakan pernyataan yang 
melawan; yaitu sifat paradoks dari ideologi itu sendiri. 
Perempuan lebih dihargai karena kecantikan fisiknya, namun 
penghargaan ini juga yang merendahkan perempuan. Fisik 
perempuan menjadi hal yang dinikmati tapi sekaligus 
ditertawakan oleh masyarakat karena dinilai lebih rendah dari 
standar harga laki-laki. Inilah paradoksnya ; perempuan 
diharuskan mempertahankan harga yang tidak selayaknya demi 
ego laki-laki. 147  Hirarki merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam 
hal ini terhadap istri, dimana posisi perempuan sebagai yang 
lebih rendah dari pada laki-laki atau paling tidak berada di bawah 
otoritas atau kendali laki-laki. Hubungan (perempuan-laki) 
seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga 
patriarkal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan 
politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem yang religius, 
yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil 
secara moral dan suci.148 Lemahnya posisi perempuan sebagai 
konsekuensi nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses 
sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh 
masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-
laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk 
mempertahankan diri.  
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b. Dualisme Nilai: Ideologi gender yang bersifat Biner  
Perbedaan psikologis yang ada antara laki-laki dan 
perempuan disebabkan oleh perbedaan fisiologis dan biologis 
keduanya. Ideologi ini diperkuat beberapa pendapat filosof 
seperti Immanuel Kant dan Bruno Bettelheim yang menganggap 
bahwa perempuan lebih lemah dari pada laki-laki secara fisik 
maupun psikologis, maka akan sangat wajar sekali bila 
perempuan dikuasai laki-laki. Bahkan Aristoteles mengatakan 
bahwa “wanita adalah pria yang tidak lengkap”149   
 Berdasarkan teori ini maka terbentuklah suatu ideologi 
gender yang bersifat ‘biner’. Laki-laki digambarkan sebagai 
manusia yang sempurna, rasional, aktif, eksploratif dan agresif 
sedangkan perempuan adalah manusia lemah, emosional, pasif, 
submisif dan tergantung. Konsekuensinya, perempuan hanya 
pantas diserahi tugas-tugas yang ada di lingkungannya saja yang 
tidak terlalu membutuhkan nalar dan sikap eksploratifnya. Pada 
tahun 1975 Wilson mengembangkan teori “socio-biology” yang 
mengatakan bahwa pembagian tugas dalam masyarakat 
didasarkan pada perbedaan struktur genetik laki-laki dan 
perempuan.150 Ideologi gender yang bersifat biner inipun tidak 
terlepas dari interpretasi dari maskulinitas dan feminitas yang 
dalam beberapa situasi menjadi bias. Bias interpretasi ini pun 
sebetulnya sedikit banyak dipengaruhi oleh sejarah dari 
munculnya dualisme konseptualisasi alam.   
Dalam filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa 
alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang 
kembar, misalnya: siang-malam, baik-buruk, 
keseimbanganperubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, 
tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-
perempuan dan seterusnya. Dengan demikian ada 2 entitas yang 
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selalu berlawanan yang berada pada titik eksistensial yang 
asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini kelompok pertama 
selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-
laki sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu 
dikaitkan dengan perempuan. Menguatkan konsep nature  
tentang laki-laki dan perempuan Aristoteles juga mendukung 
adanya dikotomi jiwa-raga dengan anggapan bahwa 
ketidaksetaraan di antara manusia sebagai sesuatu hal yang 
alami dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Dia 
juga berpendapat bahwa dualisme hirarki, yakni oposisi kembar 
mengharuskan adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya. 
Jiwa mendominasi tubuh, akal mendominasi perasaan, laki-laki 
mendominasi perempuan dan seterusnya. Perempuan yang 
didefinisikan sebagai suatu yang ganjil, menyimpang dari 
prototipe manusia generik adalah budak-budak dari fungsi tubuh 
yang pasif dan emosional. Akibatnya perempuan lebih rendah 
dari laki-laki yang memiliki pikiran aktif dan cakap.151   
Biner patriarki yang dimulai dari relasi gender, berlanjut 
ke relasi umur, relasi kelas ekonomi, relasi kelas sosial, ras, 
warna kulit, jumlah masyarakat, relasi antar negara, relasi 
pemerintah-rakyat dan berbagai bentuk relasi lain dalam 
kehidupan. Dalam situasi global, negara adikuasa dominan 
dalam mengambil keputusan yang bersifat global, sehingga 
posisi subordinat pada negara miskin atau sedang berkembang. 
Pendek kata, ideologi gender patriarkis telah menciptakan relasi 
yang timpang berdasarkan kategori kuat-lemah, yang kuat 
menguasai yang lemah dan disitulah letak ketidakadilan beserta 
implikasinya seperti berlakunya kekerasan terhadap perempuan. 
Menurut Nunuk P. Murniati, agama adalah benteng paling 
ampuh untuk membentengi kekuasaan ideologi gender ini 
sehingga masyarakat tertindas dan perempuan tidak akan berani 
mempersoalkannya. Namun menurutnya dugaan itu keliru 
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karena justru dengan mempersoalkan agama dengan segala 
ajarannya akan lebih bisa dipahami duduk persoalan yang 
sebenarnya. 152  Pengungkapan rahasia agama perlu dilakukan 
karena formulasi biner patriarki yang dikotomis ini dalam proses 
budaya patriarki yang telah menghasilkan pasangan dikotomis 
pada berbagai unsur kehidupan.  
 
c. Logika Dominasi (Highest Opression)  
Penindasan terhadap perempuan dan anak terjadi 
bermula dari kontrol budaya terhadap alam yang diproyeksikan 
pada kontrol laki-laki atas perempuan (kaitkan dengan 
pandangan ekofeminisme). Relasi timpang ini dalam proses 
kehidupan manusia menghasilkan berbagai macam bentuk 
dominasi atau penguasaan yang memosisikan si kuat atas si 
lemah. Keadaan ini telah terbukti menyengsarakan manusia dan 
lingkungan hidup, baik lingkungan sosial maupun lingkungan 
alam. Jika saja ketimpangan ini didiamkan terus, tentu akan 
berlanjut dan semakin parah. Oleh karena itu dibutuhkan segera 
pemikiran bersama untuk memperjuangkan pola relasi antar 
manusia yang lebih adil dan seimbang sehingga dengan demikian 
peluang terciptanya dominasi dan kooptasi yang akhirnya 
melahirkan kekerasan itu akan segera berakhir. 153  Kemudian 
dalam beberapa kasus perempuan itu sendiri sadar atau tidak 
sadar menerima posisi subordinasi karena tetap merasa bersalah 
ketika meninggalkan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga 
misalnya, walaupun memiliki aktivitas yang menuntut 
keberadaannya secara fisik di luar rumah, dan hal ini sering 
menjadi dilema bagi kalangan perempuan. Hal lain misalnya 
dalam beberapa studi dinyatakan bahwa penganiayaan istri oleh 
suami berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum 
perempuan di dalam masyarakat. Kedudukan subordinatif 
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perempuan antara lain disebabkan oleh relasi gender yang tidak 
seimbang antara suami istri. Di masyarakat masih kuat anggapan 
bahwa suami mempunyai kekuasaan dan memiliki kedudukan 
yang lebih tinggi dari istri dan karenanya suami mempunyai 
kekuasaan yang penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga. 
Karenanya, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu 
mekanisme krusial yang menempatkan kaum perempuan dalam 
posisi subordinasi laki-laki.   
Perempuan dihantui oleh pesan-pesan yang 
mengaktifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh 
seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kemurnian 
laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal 
dan fisik terhadapnya. Perempuan mengalami tubuhnya sebagai 
sasaran yang sangat mudah dieksploitasi. Parahnya lagi bahwa 
pada saat yang sama mereka pun diberitahu bahwa tubuh mereka 
yang seksi memang pantas dieksploitasi. Dengan ungkapan lain, 
segala bentuk eksploitasi atas tubuh mereka adalah karena 
mereka sendirilah penyebabnya. Dengan demikian perempuan 
mengalami dua kali serangan, sebagai korban dan sekaligus 
sebagai penyebab kekerasan. Contoh lain dari logika dominasi 
dapat dipahami bahwa dominasi struktur dan ideologi patriarki 
telah melahirkan sikap “laki-laki isme” pada banyak aspek 
kehidupan. Misalnya kebijakan pemerintah yang menggunakan 
teknologi canggih sehingga menggantikan peran-peran 
perempuan di sektor produksi yang selama ini diakses secara 
ekonomis. Digantikannya tenaga manusia dengan mesin pada 
produksi pertanian misalnya telah “merampas” akses produksi 
perempuan yang selama ini mereka perankan.   
Namun hal yang sedikit berbeda dingkapkan oleh Irwan 
Abdullah bahwa melihat kenyataan tentang mobilitas wanita 
yang sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru, kita perlu 
memikirkan kembali keabsahan wacana tentang wanita sebagai 
makhluk yang lemah, pasif dan mempunyai orientasi lokal. 
Wanita dalam berbagai kasus lebih mobile dibandingkan 
lakilaki, lebih aktif dalam berbagai aktivitas, dan terlibat 




langsung dalam proses pengambilan keputusan. Subordinasi 
wanita jangan-jangan hanya merupakan retorika karena 
kesalahan representasi bahwa wanita tersubordinasi dalam suatu 
mode representasi yang telah mengalami proses decoding oleh 
suatu struktur yang patriarkal.154 Sejalan dengan ini kita dapat 
juga melihat kesalahan yang terjadi dalam wacana yang 
dibangun oleh kaum feminis. Kaum feminis pun cenderung tidak 
dapat memahami wanita, meskipun mereka berusaha mewakili 
wanita. Kaum feminis yang memiliki “kesadaran sejati” yang 
berusaha mentransformasikan “kesadaran semu” para wanita 
kebanyakan, sesungguhnya telah menjadi laki-laki. Mereka 
berkaca pada kekuatan-kekuatan mereka sendiri yang merupakan 
kekuatan “segelintir” orang yang memiliki kapital sosial dan 
kapital ekonomi untuk menjadi wanita seperti yang diinginkan 
oleh mereka sendiri.  
 Wacana “wanita yang lemah” begitu dominan dalam 
kehidupan sehari-hari dan hal ini telah diproduksi demikian 
intensif dalam proses subordinasi wanita, termasuk oleh kaum 
feminis. Dominasi dan subordinasi memang merupakan proses 
penting bahwa hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita 
ditegaskan terus menerus. Namun disini kecenderungan kita 
menempatkan wanita sebagai pihak yang tersubordinasi 
menyebabkan kita kehilangan dimensi lain dalam menjelaskan 
realitas kehidupan wanita. Dominasi dan subordinasi 
sesungguhnya adalah proses konstruksi (aktif) yang berlangsung 
terus menerus, sehingga seharusnya bukan status dominan atau 
subordinat yang perlu dibicarakan, melainkan proses-proses 
yang menyebabkan perlu adanya dominasi. Mengapa laki-laki 
merasa perlu dominan.   
 Dalam struktur yang hegemonik sekalipun, sesungguhnya 
wanita melakukan pilihan bagi hidupnya. Wanita bukan pihak 
yang menerima begitu saja suatu kenyataan hidup. Struktur yang 
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hegemonik tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang 
juga tidak hanya melibatkan laki-laki dan wanita, melainkan 
juga terikat pada suatu struktur kepentingan. Dalam 
pembentukan hegemoni telah terjadi interaksi, negosiasi dan 
pengambilan keputusan yang kemudian menempatkan wanita 
pada struktur hubungan tertentu. Disini dapat saja dikatakan 
bahwa wanita dikalahkan dalam struktur yang hegemonik 
tersebut, namun yang penting mengapa wanita mau dikalahkan 
atau mengapa wanita mengalah? Bukankah “mengalah” belum 
tentu berarti “kalah”? Perempuan memiliki beberapa pilihan 
dalam hidupnya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan 
tertentu, sehingga subordinasi bukanlah suatu persoalan. Yang 
dipersoalkan oleh Irwan Abdullah adalah bukan pada persoalan 
tersubordinasinya perempuan tetapi menekankan pada proses-
proses yang menyebabkan perlunya dominasi, mengapa laki-laki 
merasa perlu mendominasi atau dengan kata lain mengapa 
perempuan mau dikalahkan/mengalah (tersubordinasi) lalu 
beliau menekankan bahwa bukankah mengalah belum tentu 
berarti kalah?  
Pada  saat  membicarakan  dimensi semacam 
ini sesungguhnya kita mulai membicarakan perspektif, bahwa 
kita berdiri memandang realitas kehidupan wanita. Dalam sudut 
pandang ini, apakah kita sudah berdiri pada sudut pandangan 
yang tepat atau apakah kita sudah melihat dari beberapa sudut 
pandang? Kecenderungan yang dapat diamati bahwa perspektif 
wanita sendiri tidak digunakan dalam menjelaskan “apa 
maunya” wanita itu, sehingga kita tidak mengetahui secara 
mendalam keinginan-keinginan wanita.155   
Pada situasi seperti inilah perlunya pendekatan secara 
feminin dengan menggunakan sudut pandang perempuan, 
pendekatan seperti yang lebih dikedepankan oleh ekofeminisme 
dalam merespon berbagai bentuk diskriminasi. Dalam masalah 
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nusyuz misalnya argumentasi teologis seringkali hanya 
diinterpretasikan secara satu arah tanpa menggunakan feminine 
approach. Padahal (sebagaimana kritik yang dikemukakan Irwan 
Abdullah di atas) penting kiranya perspektif perempuan itu 
sendiri seperti apa dalam menyikapi berbabagi bentuk perlakuan 
yang dianggap diskriminatif. Berbicara tentang perspektif, maka 
selama ini perspektif yang sering digunakan adalah perspektif 
lakilaki yang dalam bahasa ekofeminisme alam dilihat dengan 
pandangan maskulinitas, padahal seharusnya alam ini harus 
dilihat secara feminin.  
Untuk menguatkan argumen tersebut Irwan Abdullah 
mengutip keluhan yang pernah ditulis Marilyn Monroe dalam 
sebuah memorinya.156  
“Waspadalah terhadap kemasyhuran, waspadalah 
terhadap pujian yang disampaikan orang atas 
permainanmu di film. Saya adalah wanita yang paling 
malang di atas bumi ini. Karena saya tidak dapat menjadi 
seorang ibu, saya rindu pada rumah tangga yang bahagia. 
Kehidupan bersuamiistri itulah lambang kebahagiaan 
seorang wanita. Bahkan, kebahagiaan bagi segenap umat 
manusia. Bekerja sebagai artis bagi wanita ibarat barang 
dagangan yang murah. Ia tidak mempunyai nilai yang 
luhur. Meski ia mendapatkan kejayaan dan kemasyhuran 
yang gemilang.”  
Pernyataan Marilyn Monroe di atas seakan 
‘mematahkan’ berbagai argumen para feminis yang seperti 
mewakili perempuan secara universal tentang kesan domestikasi 
perempuan karena adanya subordinasi dan sikap diskriminatif. 
Namun demikian perlu juga digaris bawahi bahwa apa yang 
dialami oleh Marilyn Monroe belum tentu mewakili kebanyakan 
perempuan.  
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Jika demikian, apa yang dianggap sebagai kesetaraan 
gender masih sangat subyektif, tidak hanya kondisi obyektif 
yang menjadi dasar pertimbangan namun sudut pandang, cara 
pembacaan dan konteks sosio kultural memberikan pengaruh 
yang signifikan dalam mencapai keadilan gender yang diidamkan 
oleh semua jenis kelamin.  
  





PROBLEMATIKA NIKAH SIRI  
DI INDONESIA  
 
  
A. Evolusi Problem Sosial Nikah Siri  
Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia akan disorot 
dalam buku ini dengan menganalisa salah satu bentuk 
perkawinan yang sudah marak terjadi di Indonesia, yaitu tentang 
Nikah Siri yang masih memiliki status quo, dianggap sah oleh 
agama namun dianggap illegal oleh negara. Perkawinan 
merupakan puncak ekspresi manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat dari seluruh tradisi dalam hidup yang dialami 
setiap orang, sehingga upacara perkawinan menjadi semacam 
miniatur dari peradaban suatu masyarakat. Jika ingin dilihat 
cerimanan suatu kelompok masyarakat (komunitas, suku 
ataupun agama) maka dapat dijumpai dalam perhelatan 
perkawinan. Dengan demikian munculnya nikah siri semacam 
anomali dalam sebuah tatanan yang sudah mapan. Fenomena ini 
pun berimplikasi pada berbagai problem sosial yang 
berkepanjangan.  
 
1. Nikah Siri dan problematikanya  
a. Perkawinan dan Seksualitas  
Perkawinan merupakan wadah untuk mewujudkan 
ekspresi rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia 
yang suci karena berlandaskan nilai-nilai ilahiah (ketuhanan), 
karenanya terikat oleh hukum-hukum teologis normatif maupun 
secara sosio-politik. Walaupun hukum yang mengikat 
perkawinan berbeda satu sama lain (yang disebabkan karena 
perbedaan agama, tradisi, sosial budaya, ekonomi dan politik) 




namun kesemuanya bermuara pada ikatan yang kuat dan suci 
serta tujuan hidup bersama tanpa batas waktu (sampai maut 
memisahkan) yang dalam bahasa al-Qur’an disebut dengan 
mi>s}aqan gali>z}a atau ikatan yang kuat. Di samping itu 
perkawinan merupakan media untuk mengekspresikan 
kebutuhan primitif (baca: seksualitas) manusia yang asasi. Iklan 
dan film yang mengeksploitasi daya seksualitas bagi 
kepentingan pemasaran berbagai produk industri bersamaan 
pengetahuan hubungan seksual merupakan situasi yang tidak 
menawarkan banyak alternatif. Manusia kemudian mengalami 
dehumanisasi seksualitas. Karena itu muncul gagasan 
pembebasan manusia terhadap sistem-sistem sosial yang bersifat 
eksternal yang sebagian mendorong perilaku sosial menyimpang. 
Suatu perspektif baru humanitas yang berusaha melakukan 
emansipasi terhadap sistem-sistem sosial yang koersif dan juga 
terhadap teologi transendental.  
Prinsip monogami dalam perkawinan misalnya, dianggap 
sebagian kalangan sebagai pembatasan dan tidak sesuai dengan 
syariat Islam yang membolehkan poligami, sementara itu 
perzinaan atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan 
pun merupakan hal yang jelas dilarang oleh agama. Akibatnya, 
pemenuhan hasrat seksual dianggap dipersulit, dan dibatasi 
secara ketat, sehingga pemenuhannya hampir tidak mungkin 
kecuali dengan pelanggaran, baik itu terhadap hukum agama 
maupun terhadap hukum normatif. Ditambah lagi dengan kultur 
masyarakat yang begitu memberatkan dalam pelaksanaan 
pernikahan, “harga sosial perkawinan yang harus dibayar mahal” 
menjadikan pemenuhan hasrat primitif manusia semakin 
terbelenggu dengan sistem sosial yang rumit dan bertele-tele.  
Misalnya, dalam tradisi perkawinan uang belanja, pesta, 
persyaratan administratif dan lain-lain. Padahal pemenuhan 
hasrat seksualitas ibarat kebutuhan manusia akan makan dan 
minum artinya hasrat tersebut harus terpenuhi, jika tidak maka 
akan menimbulkan efek, baik itu secara psikologi maupun sosial 




yang sangat mungkin akan melanggar norma sosial, hukum dan 
agama.   
Dalam perspektif demikian inilah ketika mobilitas 
manusia semakin tinggi dan ruang gerak sosial hampir tanpa 
batas dalam tuntutan ekonomi yang eksploitatif, kriminalitas 
dan kesusilaan seksual seperti perkosaan dan pelecehan serta 
perzinaan menjadi fenomena umum, maka Nikah Siri menjadi 
semacam solusi yang bersifat temporal dan tidak rumit.   
b. Sekelumit tentang Nikah Siri  
Nikah Siri merupakan istilah yang sudah cukup lama 
dikenal di masyarakat Indonesia, sehingga sejarah awal 
keberadaannya dan kapan muncul istilah tersebut tidak bisa 
disebutkan secara pasti. Istilah Nikah Siri (sebagaimana 
perkembangannya saat ini) sebetulnya tidak banyak dibahas 
dalam fikih munakahat (baca:fikih empat mazhab) dan bukan 
merupakan term yang dapat dijumpai dalam beberapa literatur 
keagamaan. Namun demikian, dalam sejarah pemerintahan 
Khalifah Umar bin Khattab, istilah “sirr” pernah disebutkan 
dalam sebuah riwayat. Ketika beliau diberitahu bahwa telah 
terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, 
Umar berkata: “Ini adalah Nikah Siri dan aku tidak 
membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku akan 
merajamnya”. Perkawinan tersebut dianggap sir (rahasia) 
karena persoalan saksi yang tidak memadai.157 Hal yang perlu 
digarisbawahi dari perkataan Umar tersebut adalah ketika 
berbicara tentang hukuman yang akan dia timpakan yang 
disejajarkan dengan hukum terjadinya perzinaan. Dan yang 
menjadi pangkal persoalan adalah karena tidak memadainya 
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saksi yang dihadirkan dalam pernikahan tersebut.158  Dari sini 
sebetulnya dapat dipahami bahwa pernikahan secara sirri akan 
sangat rentan terjerumus kepada perzinaan.   
Menurut Machasin (mantan Dirjen Bimas Islam 
Kemenag), fenomena Nikah Siri merupakan fenomena yang 
sudah sangat tua. Bahkan fenomena ini pernah booming di 
Yogyakarta sekitar tahun 1975-1985 dimana banyak dilakukan 
oleh mahasiswa yang berpacaran untuk menghalalkan hubungan 
seksual. 159  Persoalan ini mencuat di Indonesia setelah 
diundangkannya tentang pencatatan perkawinan pada sekitar 
tahun 1973 yang kemudian lahirlah Undang-Undang Perkawinan 
tahun 1974. 160  Setelah tahun 1974 maka tidak ada lagi 
perkawinan yang tidak tercatat. Adapun perkawinan yang terjadi 
sebelum itu, maka ada peluang mendaftarkan perkawinannya ke 
Pengadilan Agama untuk diisbatkan, yang biasa disebut dengan  
Isbat Nikah.161  
                                                 
158  Kasus pernikahan sirri Machica Mukhtar dengan Moerdiono 
dapat dikaitkan dengan pernyataan Umar bin Khat}ta>b ini karena dalam 
beberapa kali pernyataan Machica sendiri yang menegaskan bahwa pada saat 
pernikahan dilangsungkan tidak ada saksi dari pihak Moerdiono yang 
berakibat pada pengingkaran terhadap Muhammad Iqbal sebagai anak 
kandung Moerdiono, baik oleh Moerdiono maupun oleh keluarganya. Lihat 
pernyataannya dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), 19 Desember 2012 
dan 26 september 2017.   
159  Lihat dalam wawancara dengan Metro TV pada tanggal 22 
Maret 2015 dalam acara yang berjudul Fenomena Nikah Siri Online. 
www.youtube.com.  
160 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. (Cet. I; 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 30-31.  
161  Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 3 bahwa Isbat 
Nikah adalah penetapan perkawinan di Pengadilan Agama bagi yang belum 
tercatat disebabkan karena beberapa hal.  




c. Praktek Nikah Siri yang berkembang di Indonesia  
Pro-kontra tentang Nikah Siri masih terus menjadi 
perbincangan karena munculnya berbagai problem yang 
menyertainya; antara lain terkait dengan keabsahannya karena 
terbukti menimbulkan korban khususnya bagi perempuan. 
Demikian pula problematika dengan anak hasil perkawinan 
tersebut, polemik tentang pencatatan, ancaman pemidanaan bagi 
pelakunya serta masalah kewarisan yang merupakan persoalan 
yang akan muncul di kemudian hari sehingga tidak boleh 
diabaikan. Defenisi Nikah Siri itu pun sendiri telah mengalami 
pergeseran makna dari apa yang dideskripsikan oleh para fuqaha 
otoritatif (hasil ijtihad yang dibakukan sebagai pegangan dalam 
berfikih) dengan apa yang dipraktekkan oleh masyarakat.  
Secara literal Nikah Siri berasal dari bahasa Arab yang 
terdiri dari dua kosa kata yaitu “nika>h” dan “sirri>”. Nikah yang 
menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, 
dan digunakan untuk arti berhubungan intim (wat}’u). Kata 
“nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), 
juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata sirri berasal dari 
bahasa Arab “sirr” yang berarti rahasia. Dengan demikian 
beranjak dari arti etimologis, Nikah Siri dapat diartikan sebagai 
pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan.162 Dikatakan sebagai 
pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan 
semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai 
alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas 
keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi 
walimatul ursy secara terbuka untuk umum.  
Dalam konteks umat Islam di Indonesia, Nikah Siri yang 
berkembang selama ini163 adalah perkawinan yang dilaksanakan 
                                                 
162 Abd. Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>s}id 
alSyari’ah, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 181.  
163 Lihat misalnya dalam Nafilah Abdullah, “Menyoal Kembali 
Perkawinan Di bawah Tangan (Nikah Siri) di Indonesia” Musawa, Jurnal 




dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain 
dari kedua keluarga mempelai lalu tidak mendaftarkan 
perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak 
mempunyai legalitas formal dalam hukum positif. Selain itu juga 
perkawinan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan di 
daerah/kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan 
dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga mempelai laki-laki 
dan tanpa diakhiri dengan mendaftarkan perkawinannya ke KUA 
setempat. 164  Ada pula perkawinan yang dilakukan 
sembunyisembunyi oleh sepasang laki-laki perempuan tanpa 
diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar 
dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan 
saksinya. Pada kasus seperti ini para ulama Indonesia sepakat 
bahwa nikahnya tidak sah secara agama. Sedangkan perkawinan 
yang juga marak dipraktekkan dan menimbulkan polemik adalah 
pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri oleh 
kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi, disertai ijab dan 
qabul, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak, dianggap 
sebagai suatu perkawinan yang dirahasiakan (kawin di bawah 
tangan) dan tidak dicatatkan di KUA. Berbagai model 
perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut 
kesemuanya tidak ada yang dicatatkan kepada pejabat yang 
berwenang dan inilah yang menjadi pertentangan dengan 
undang-undang perkawinan.   
Sedangkan dalam konteks yang berkembang pada masa 
Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Nikah Siri dimaknai 
sebagai pernikahan yang tidak diumumkan, karena permintaan 
dari mempelai atau keluarga mempelai, atau pernikahan yang 
tidak dilakukan resepsi walau dengan sederhana, namun rukun 
                                                 
Studi Gender dan Islam. Vol. 12, No. 1 Januari 2013, h. 63-79., Syukri dan 
Vita, Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan, 
(Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1 April 2010), h. 1-22.  
164 Seperti perkawinan Machica yang tidak dihadiri oleh keluarga 
Moerdiono. Lihat kesaksian Machica dalam acara Indonesia Lawyer Club 
(ILC) yang ditayangkan oleh TVOne pada tanggal 22 Desember 2012.   




dan syaratnya telah terpenuhi. Dengan demikian Nikah Siri yang 
terjadi di masa ulama klasik ketika para Imam Mazhab hidup 
telah mengalami perubahan, seiring dengan waktu dan telah 
berlangsung selama beberapa abad sehingga model pernikahan 
secara siri di masa lampau dengan sekarang ini mengalami 
perkembangan sedemikian rupa.   
Praktek perkawinan tersebut di atas yang telah 
berlangsung lama di tengah masyarakat Indonesia, dalam 
konteksnya telah berubah seperti yang telah terjadi pada masa 
ulama ketika para imam mazhab hidup. Misalnya, dalam 
terminologi fikih Maliki, di mana Nikah Siri dimaknai 
sebagai:“Nikah yang atas pesan suami, para saksi 
merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun 
keluarga setempat”.165 Dalam hal ini maka Mazhab Maliki tidak 
membolehkan nikah siri seperti itu. Perkawinannya dapat 
dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had 
(dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara 
keduanya dan diakuinya, atau dengan kesaksian empat orang 
saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan 
nikah siri.   
Sementara itu menurut Hanbali, nikah yang telah 
dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (terpenuhi 
rukunnya; ada wali, saksi, kedua mempelai, ijab qabul dan 
mahar) adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua 
mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya 
makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab 
pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had. 
Nikah siri menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, 
sebab selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan 
hadis Nabi saw.166  
                                                 
165Lihat pandangan Imam Malik dengan mengutip ucapan Khalifah 
Umar bin Khattab dalam: Malik bin Anas, al-Muwat}t}a’, Jilid 3, hal. 767  
166Lihat dalam Malik bin Anas, al-Muwat}t}a’, Jilid 3, hal. 767.  






























ف ِه ِبالدُّ يم
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َعل .َواجم  
“Dari ‘A>isyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: Umumkanlah nikah, adakanlah di 
masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.”167  
Sedangkan di kalangan ulama Indonesia sendiri, Nikah 
Siri masih diperdebatkan, sehingga sangat sulit untuk 
menetapkan bahwa Nikah Siri itu tidak sah. Hal ini dikarenakan 
masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang 
menganggap bahwa Nikah Siri lebih baik dari perzinaan. Padahal 
kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri tampak 
lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada manfaatnya. 
Dalam pandangan (almarhum) Ali Mustafa Ya’qub (mantan 
Imam Besar Mesjid Istiqlal) bahwa pernikahan yang sakral dan 
menjadi syariat dalam menjalankan agama harus dilindungi 
negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 
sehingga menurutnya tidak boleh ada intervensi negara dalam 
menjalankan syariat agama termasuk dalam urusan pernikahan. 
Jika agama sudah menyatakan sah berarti mau tak mau negara 
juga harus menyatakan sah.168 Sementara itu Azyumardi Azra 
mengemukakan pendapatnya secara pribadi bahwa Nikah Siri 
seharusnya diharamkan namun demikian beliau juga 
menyampaikan bahwa dalam fikih munakahat yang dipedomani 
saat ini menunjukkan bahwa Nikah Siri tetap dibolehkan.169 Hal 
ini kemudian menurutnya yang menjadi problematika adalah 
                                                 
167Hadis tersebut melalui jalur sanad Ahmad bin Mani', Yazid bin 
Harun, yang telah diberitakan oleh Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim 
bin Muhammad. Lihat: Abu> ‘I><sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> al-Tirmizi>, al-Ja>mi’ 
alS}ah}i>h}, ed. ‘Abdul Wahha>b ‘Abdul Lat}i>f, Juz II (Cet.III; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 
1983), h. 142.  
168www.republika.co.id (21 Oktober 2015)  
169 Sebagaimana disampaikan Azyumardi Azra dalam diskusi di 
ILC (Indonesia Lawyer Club, 19 Desember 2012) ketika ditanya tentang 
hukum Nikah Siri.  




karena fikih munakahat yang berkembang masih menunjukkan 
kebolehannya. Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar 
hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa dalam Islam, nikah 
tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu 
nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya 
ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum 
dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga 
aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka 
pincang. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa 
pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui 
undangundang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat, selama ada 
dua orang saksi, tetap dinilai sah oleh hukum agama. Walaupun 
nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat 
mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar 
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur’an 
memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulil amri 
(pemerintah) selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. 
Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, 
tetapi justru sangat sejalan dengan semangat alQur’an.  
Sesungguhnya fenomena model pernikahan yang 
kontroversial seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal 
yang senada dengan term tersebut seperti yang dikenal di 
negaranegara Timur Tengah misalnya ada yang disebut dengan 
Nikah Misyar di Saudi Arabia dan Nikah ‘Urfi di Mesir.170 
Nikah Misyar adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang 
perempuan dengan akad yang sesuai dengan syari’at, rukun dan 
syaratnya pun sempurna, akan tetapi perempuan tersebut 
merelakan sebagian haknya, seperti tempat tinggal, nafkah dan 
giliran bermalam. Para ulama Saudi Arabia pun berbeda 
pendapat mengenai hukum keabsahan perkawinan tersebut.171 
                                                 
170www.wikipedia.com.  
171Syekh Abdullah bin Baaz membolehkan pernikahan Misyar jika 
melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at, adanya wali, 
suami istri setuju, adanya dua orang saksi yang adil, suami istri terhindar dari 




Sedangkan nikah ‘urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi 
syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh 
pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Term ini yang 
senada dengan Nikah Siri yang banyak dipraktekkan di Indonesia 
juga. Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan 
adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim 
sejak masa Rasulullah saw dan para sahabat, di mana mereka 
tidak perlu mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada 
permasalahan dalam hati mereka.172   
Dengan demikian substansi fenomena pernikahan seperti 
Nikah Siri sekalipun berbeda istilah namun memiliki kesamaan 
yang berpeluang terjadinya kerugian terhadap perempuan dan 
anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama dalam 
berbagai problem yang muncul yang menyertai nikah siri karena 
persoalan status hukum yang terkesan ambigu dan menggantung, 
sekalipun sah namun dilarang keras untuk menempuhnya 
sebagaimana diinstruksikan oleh para ulama. Implementasi 
hukum Islam di masyarakat tidak semata-mata bersifat 
institusional, namun demikian faktor intelektual juga turut 
                                                 
semua penghalang bolehnya menikah, hal ini berdasarkan keumuman sabda 
Nabi saw: “Syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah 
syaratsyarat yang dengannya dihalalkan bagi kalian farj (kemaluan wanita)”. 
Sedangkan Syekh Al-Albani tidak membolehkannya dengan alasan 
bertentangan dengan QS30:21 dan dampak buruknya pada anak karena akan 
ada jarak antara ayah dengan anak yang dilahirkan dari nikah Misyar yang 
berujung pada ketidak adilan. Dikutip dari https://islamqa.info/id/82390, 
www.wikipedia.com.  
172Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdillah Yusuf As-
Sidawi dalam https://moslemsunnah.wordpress.com/2010/02/26/menikah-
sirrinikah-urfi-antara-hukum-syari-undang-undang-negara/. Tulisan tersebut 
dikutip dari Usamah Umar Sulaiman al-Asyqor Mustajadda>t Fiqhiyyah fi> 
Qad}a>ya> al-Zawa>j wa al- T}ala>q, (Yordania: Da>r al-Nafa>is, 1425 H) dan Dr. 
Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, Az-Zawa>j Al-‘Urfi, (Cet. I; KSA:Da>r 
al‘Ashimah, 1426 H).  
  




memberi andil dalam pembentukan opini dalam 
pengaplikasiannya.  
d. Fenomena Nikah Siri di Indonesia  
Dalam berbagai pemberitaan media massa (cetak maupun 
elektronik), fenomena pernikahan siri publik figur Indonesia baik 
itu kalangan artis, pejabat maupun ahli agama menjadi 
perbincangan hangat dan menyita perhatian publik. Antara lain, 
kasus nikah siri Aceng Fikri (Bupati Garut, Jawa Barat)-Fani 
Oktora, Farhat Abbas (pengacara)-Regina, dan yang tak kalah 
heboh adalah kasus nikah siri Aisyah Mukhtar 
(Machica)Moerdiono (alm.) serta beberapa pernikahan siri lain 
yang marak dilakukan oleh publik figur. Sekalipun pernikahan 
Machica dengan Moerdiono telah lama usai (1993-1998) namun 
di tahun 2010 menjadi pemberitaan yang hangat karena gugatan 
Machica terkait status perkawinannya dan pengakuan pihak 
Moerdiono kepada anaknya (Muh. Iqbal Ramadhan).  
Pada tahun 2010; kasus Aisyah Mukhtar (Machica) yang 
memperjuangkan legalitas hukum atas anaknya (Muhammad  
Iqbal) buah dari pernikahan yang dilakukan secara sirri dengan 
Moerdiono 173  menarik perhatian publik. Hal tersebut 
dikarenakan perseteruan antara Machica dengan Moerdiono dan 
keluarga besarnya berlangsung cukup lama, bahkan setelah 
Moerdiono meninggal pun perseteruan tersebut belum mencapai 
kesepakatan.   
Machica yang lahir di Sengkang (Sulsel) pada tahun 1970 
menikah secara sirri dengan Moerdiono yang pada saat itu masih 
menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 20 
Desember 1993. Dari perkawinan tersebut lahirlah Muhammad 
Iqbal Ramadhan pada tanggal 5 Februari 1996. Namun 
                                                 
173 Mantan Menteri Sekretaris Negara era Soeharto, pernikahan 
secara sirri dilakukan pada tahun 1993 dan berakhir pada tahun 1998. Dikutip 
dari acara ILC yang ditayangkan pada tanggal 18 Desember 2012 dan 26 
September 2017.  




pernikahan tersebut hanya bertahan sampai pada tahun 1998, di 
mana sejak saat itu Muhammad Iqbal tidak pernah lagi bertemu 
dengan ayahnya. Seiring dengan waktu yang berlalu, sang anak 
sudah beranjak remaja namun tak kunjung mendapat pengakuan 
dari Moerdiono dan keluarga besarnya, sehingga Machica pun 
melakukan upaya hukum. Hal pertama yang dilakukannya adalah 
mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama Tigaraksa 
Tangerang. 174  Maka pernikahan sirri yang dilakukannya 
mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 
tanggal 18 Juni 2008.175 Kemudian pada bulan Juli 2008 keluarga 
besar Moerdiono mengadakan jumpa pers yang intinya tidak 
mengakui Muhammad Iqbal sebagai anak Moerdiono176. Sejak 
saat itulah perseteruan Machica dengan Moerdiono dan keluarga 
besarnya (bahkan sampai Moerdiono meninggal pada tahun 
2011) terus berlanjut. Machica beberapa kali kesempatan 
menyatakan bahwa dia akan terus berjuang demi anaknya agar 
mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak 
terutama pengakuan dari ayahnya.   
Maka pada tahun 2010 Machica melakukan peninjauan 
kembali (PK) tentang pengesahan anaknya dengan melakukan uji 
materil (judicial review) terhadap 2 hal, yaitu; pertama, pasal 2 
ayat (2) tentang pencatatan pernikahan, dimana dalam klausul 
permohonan uji materi, Machica menjelaskan bahwa secara 
konstitusional siapa pun berhak melaksanakan pernikahan 
sepanjang hal itu sesuai dengan ajaran agama dan 
                                                 
174Dikutip dari berbagai sumber: www.detikNews.com, Indonesia 
Lawyer Club (ILC) dipandu oleh Karni Ilyas yang ditayangkan pada tanggal 
18 Desember 2012.  
175 Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo (Wakil 
Rektor II UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dalam artikelnya yang berjudul 
“Menalar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 
Tahun 2010”, h. ??   Lihat dalam http://www.fshuinsgd.ac.id. (13 Desember 
2012).  
176 www.detikNews.com. (12 Mei 2015)  




kepercayaannya masing-masing. Dalam kaitan itu pemohon 
melaksanakan pernikahan sesuai dengan norma agama Islam dan 
telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam ajaran Islam, sekalipun tidak dicatatkan secara 
resmi di KUA. Dalam konteks inilah pemohon berpandangan 
bahwa keabsahan pernikahannya tidak mungkin dapat diredusir 
oleh norma hukum buatan manusia, sehingga pernikahan yang 
sah menjadi tidak sah. Akibat hukumnya pun menjadi sangat 
luas. Bukan saja status pernikahannya tidak jelas, tetapi juga 
terkait dengan status anak yang dilahirkannya menjadi tidak 
pasti.177  Kedua, pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
tentang kedudukan anak178 ke Mahkamah Konstitusi (saat itu 
dijabat oleh Mahfud MD).   
Sebelum putusan MK keluar, Moerdiono telah meninggal 
dunia pada tanggal 7 Oktober 2011. Namun hal itu tidak 
menyurutkan niat Machica untuk terus memperjuangkan hak 
anaknya. Maka Pada tanggal 13 Februari 2012, MK menetapkan 
putusan yaitu; pertama, menolak permohonan uji materi pasal 2 
ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, dan kedua, menerima uji 
materi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan 
menyatakan: “.....anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai 
hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 
dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
                                                 
177Pasal 2 ayat (2) UUP  
178Pasal 43 ayat (1) UUP   




lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.179   
Putusan MK ini kemudian menuai kontroversi di 
masyarakat karena dianggap memiliki konsekuensi yang luas 
yaitu walaupun di satu sisi berhasil menyelesaikan persoalan 
tentang perlindungan terhadap anak yang kepercayaannya 
teraniaya, tetapi juga bisa menimbulkan persoalan baru. Dalam 
pandangan Oyo Sunaryo Mukhlas180 bahwa “janganlah dengan 
alasan untuk melindungi dan mengakui anak suci yang lahir 
justru dibuka “pintu” kebebasan yang tanpa batas, termasuk 
perbuatan bejad orang tuanya. Hal itu kemudian memunculkan 
persoalan baru. Seakan-akan lepas dari “sarang macan” 
kemudian masuk ke “sarang buaya”. Dengan “diubahnya” pasal 
43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, maka semangat 
keagamaan yang melekat pada pasal 2 ayat (1) dan disebut-sebut 
sebagai pasal yang Islami, seakan-akan “dinafikan”. Padahal 
keberadaan pasal itu sebenarnya melekat dan merupakan 
“ikutan” atas pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Selama 
ini pasal tersebut sudah dipandang tepat dengan kultur bangsa 
yang agamis, yang menempatkan pernikahan sebagai pintu untuk 
menisbatkan anak yang ideal kepada ibu-bapaknya, sehingga 
posisi dan pengakuan anak bukan hanya “anak biologis, tetapi 
juga anak spiritual”. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika alasan 
dan pertimbangan utama lahirnya putusan MK itu demi 
melindungi anak (hifdz al-Nasl) supaya mendapatkan kepastian 
hukum mengenai hubungan keperdataan, bagi pelaku yang 
terlanjur kebablasan, dan menghasilkan anak dalam kandungan, 
yang merupakan argumentasi andalan hakim MK, yaitu dalam 
rangka melindungi anak, ada ruang untuk memberi perlindungan 
bagi anak yang dikandung ibunya, yaitu: melalui pasal 53 ayat 
(1) KHI, yang membolehkan kawin pada saat hamil: “Seorang 
                                                 
179Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012.  
180Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan Ketenagaan), UIN Sunan 
Gunung Djati, Bandung.  




wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya”. Lahirnya putusan MK adalah upaya 
pemerintah dalam memberikan perlindungan dan meminimalisir 
dampak buruk yang akan terjadi pada anak baik sebelum maupun 
pasca kelahiran, tumbuh kembang, pendidikan, psikologis, 
kewarisan dan semua hal yang terkait dengan kehidupannya, di 
mana peran orang tua tidak tergantikan oleh siapa pun.  
Awalnya putusan ini memberi angin segar tidak hanya 
kepada Machica Mukhtar tapi juga kepada banyak perempuan 
yang memiliki nasib yang sama dalam memperjuangkan 
anaknya. Dengan adanya putusan MK tersebut maka pada 24 
April 2013 Machica menggugat Moerdiono ke Pengadilan 
Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel) dengan permintaan 
perkawinannya diakui, dan Iqbal berhak mendapat nafkah. 
Hanya saja, Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya 
menyatakan M Iqbal Ramadhan adalah anak di luar nikah dari 
Machica-Moerdiono. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2013  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selanjutnya pada tanggal 22 
Juli 2014 MA menolak seluruh gugatan Machica. 181  Masih 
banyak lagi praktek pernikahan yang dilakukan secara siri yang 
kemudian berakhir dengan perpisahan.  
  
                                                 
181  www.detikNews.com (12 Mei 2015). "Dengan ditolaknya 
tuntutan pemohon kasasi mengenai pengesahan perkawinan di atas, maka 
tuntutan pemohon agar Muhammad Iqbal Ramadhan dinyatakan sebagai anak 
yang sah, maka harus ditolak," demikian putusan majelis dengan ketua majelis 
hakim agung Habiburrahman dan anggota Mukhtar Zamzami dan Abdul 
Manan.   




2. Penyebab dan Dampak Nikah Siri  
a. Penyebab Terjadinya Nikah Siri  
Dari beberapa penelitian tentang pernikahan yang 
dilakukan di masyarakat secara siri,182  ada multi faktor yang 
menyebabkan sehingga masyarakat masih cenderung menikah 
secara siri, yaitu secara umum dapat dikatakan karena faktor 
agama, sosial, ekonomi dan hukum (birokrasi yang berbelitbelit).   
1) Faktor Agama  
Secara internal, faktor agama menjadi alasan yang cukup 
kuat menjadi penyebabnya karena memang agama selalu 
mempunyai dua sisi yang selalu menjadi tantangan karena 
adanya batasan-batasan normatif dalam bertingkah laku dan 
sekaligus menjadi dasar pertimbangan yang selalu penjadi 
prioritas dalam melakoni hidup. Dalam hal penyebab maraknya 
nikah siri karena faktor agama dengan dalih  
(a) Menghindari zina. Tidak semua orang memiliki kesiapan 
mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor 
hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran 
(khalwat) yang berkepanjangan. Keterbatasan 
pemahaman syariat yang menjangkiti kebanyakan anak 
muda melahirkan pandangan bahwa khalwat merupakan 
bagian dari proses menuju jenjang pernikahan. Bahkan 
begitu melekatnya tradisi khalwat pada kehidupan anak 
muda itu, seakan-akan tidak mengenal ketentuan lain 
yang lebih mulia untuk dapat dijadikan jalan menuju 
perkenalan (ta’aruf). Khalwat yang berakhir dengan 
hubungan seksual pra nikah, biasanya membuka 
kemungkinan terjadinya nikah siri. Kenyataan 
menunjukkan bahwa nikah siri sering dijadikan media 
bagi sepasang kekasih yang ber-khalwat untuk 
melegalkan ikatan.   
                                                 
182  Lihat penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Vita di 
Yogyakarta pada tahun 2008.   




(b) Jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan 
suami istri  
(c) Di samping itu hal lain yang melatarbelakanginya adalah 
suka sama suka tetapi berbeda agama, ingin berpoligami 
namun aturannya yang sangat ketat sehingga menempuh 
jalur lain yang penting agama membolehkan  
(d) Bagi kalangan mahasiswa yang melakukan praktik 
pernikahan secara sirri tersebut juga karena pemahaman 
agama, misalnya terlibat dalam organisasi keagamaan 
dan memiliki peran khusus dalam organisasi keagamaan 
di rumah maupun di lingkungan kampus sehingga tidak 
menganut budaya pacaran atau mahasiswa yang memiliki 
latar belakang keluarga yang ketat dalam menganut 
ajaran Islam, maka nikah sirri pun menjadi solusi dari 
pada pacaran tanpa batas. Jadi di satu sisi hasrat seksual 
yang tidak dapat dikendalikan sementara di sisi lain juga 
tidak ingin melakukan pelanggaran agama apalagi 
perzinaan adalah termasuk perbuatan dosa dan keji, 
apalagi aktivitas seksual pra nikah merupakan barometer 
atau indikator untuk menjadi muslim yang baik atau 
dengan kata lain merupakan standar utama moralitas 
seseorang. Kondisi ini tentu berbeda dengan 
negaranegara yang menganut bahwa seks pranikah 
bukanlah suatu bentuk pelanggaran norma dalam 
masyarakat dan merupakan wilayah privasi setiap orang.   
(e) Nikah untuk bercerai (mut’ah) Perceraian pasca menikah 
ada yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak 
sejak dari permulaan akad seperti halnya nikah mut’ah, 
tetapi juga ada karena kematian salah satu pihak atau 
terjadi karena tuntutan salah satu pihak, baik dari lakilaki 
melalui talak maupun dari pihak perempuan melalui cerai 
gugat khuluk. Biasanya, orang yang mempunyai niat 
menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), 
ada kecendrungan akan mengambil jalan nikah siri. trend 
nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain 




lebih mudah dari segi prosedur, juga dapat membebaskan 
para pelakunya dari beban hukum.   
2) Faktor Sosial dan Ekonomi;  
(a) Tidak mendapatkan restu dari orang tua sehingga 
pernikahan dilakukan tanpa wali ataupun melalui wali 
hakim, adanya hubungan terlarang yang kemudian 
diresmikan dengan nikah siri serta mitos tentang perawan 
tua ikut menambah beban bagi perempuan khususnya 
dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tekanan secara 
sosial tidak dapat dihindari sehingga menimbulkan sikap 
untuk menempuh sesuatu yang tidak lazim, sekalipun 
demikian pelaku pernikahan secara sirri dengan 
lingkungan sekitarnya mejadi masalah tersendiri.   
(b) Karena tidak tahu menahu tentang prosedur hukum, hal 
ini biasa terjadi pada masyarakat yang wilayah desa 
terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. 
Apalagi jika ditambah dengan birokrasi yang berbelitbelit 
sehingga mencari jalan pintas yang penting menikah 
secara agama saja, pencatatan menyusul.   
(c) Memilih pasangan karena kelebihan dalam hal kondisi 
keuangan, ataupun perempuan memilih nikah siri karena 
ingin terjamin secara finansial sebab tidak dapat 
dipungkiri bahwa beban hidup yang semakin berat 
sementara lapangan kerja sulit sehingga keamanan 
finansial menjadi alasan untuk melakukannya. Lagi-lagi 
terlibat atau tidaknya perempuan dalam dunia kerja 
memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan yang 
terkait dengan kehidupan berkeluarga.  
(d) Keduanya merasa belum siap secara materi. Untuk 
diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat Indonesia, 
“harga sosial” dari sebuah perkawinan memang bisa 
membuat orang untuk menunda pernikahan jika kondisi 
keuangan belum memadai, karena begitu banyak 
rangkaian perkawinan sebelum dan sesudahnya yang 




harus dipenuhi, apabila hal-hal tersebut tidak dilakukan 
akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat bukan 
hanya kepada kedua calon mempelai tetapi juga bagi 
keluarga masing-masing (kedua belah pihak).183  
  
3) Faktor psikologi  
Faktor-faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya 
nikah siri merupakan faktor internal dari para pelakunya di mana 
mereka beralasan bahwa:  
(a) Perlunya penjajakan sebelum menikah resmi, jika telah 
merasa cocok baru dicatatkan di KUA, seperti yang 
diungkapkan oleh Ayu Azhari yang memilih nikah siri 
karena khawatir perkawinannya tidak langgeng atau 
dengan kata lain dicoba dulu dan ingin mengetahui 
apakah ada kecocokan atau tidak. 184  Dalam kaitan 
dengan ini maka nikah siri menjadi media uji coba 
sebelum perkawinan resmi.   
(b) Merasa tidak bahagia dengan pasangannya merupakan 
alasan psikologis yang juga membuat pelaku memilih 
jalur tersebut.  
(c) Pemenuhan hasrat biologis, alasan ini mungkin mirip 
dengan faktor menghindari zina (sebagaimana yang 
tertera pada faktor agama di atas) dimana dengan 
menikah ada ketenangan batin karena apa yang 
                                                 
183 Sebagai contoh bahwa dalam tradisi perkawinan masyarakat di 
Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) yang menelan biaya yang cukup banyak 
yang dikenal dengan “uang panai’ (bukan mahar, tetapi hampir tidak terjadi 
perkawinan jika syarat ini tidak ditunaikan, kultur yang sudah mendarah 
daging).  
184 Sebagaimana diungkapkan dalam acara ILC yang ditayangkan 
pada 18 Desember 2012 pada saat topik Machica Mukhtar menjadi 
pembicaraan hangat di masyarakat.  




dilakukannya tidak lagi melanggar norma-norma yang 
hidup di dalam masyarakat dan agama.  
  
b. Dampak Positif dan Negatif Nikah Siri  
Pernikahan secara sirri menjadi polemik berkepanjangan 
di masyarakat, karena dampak yang ditimbulkannya, terutama 
kemudaratan yang menimpa kaum perempuan. Meski secara 
agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang 
dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai 
pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap 
tidak sah di mata hukum.   
Adapun dampak positif dari nikah siri adalah:185  
1) Hemat biaya. Salah satu persoalan mendasar dari 
terlaksananya sebuah pernikahan yang resmi adalah 
biaya yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh adat 
istiadat yang terkait dengan prosesi nikah. Misalnya 
dalam tradisi Makassar yang dikenal dengan ‘uang  
panai’ yang dalam beberapa situasi mengalahkan dari 
mahar itu sendiri. Harga ‘sosial’ dari pelaksanaan 
perkawinan yang cukup tinggi. Harapan dari 
dibolehkannya nikah siri itu adalah agar membuat 
orang terhindar dari zina akibat dari sulitnya 
melangsungkan prosesi nikah.   
2) Birokrasi yang tidak berbelit-belit, tidak rumit dan 
bertele-tele. Karena tidak perlu mengurus izin dari 
negara. Kengganan sebagian orang untuk 
mencatatkan perkawinannya adalah karena pelayanan 
birokrasi yang biasa berbelit-belit.  
                                                 
185 Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>s}id 
alSyari>’ah, h.182-183.  




Namun demikian, dampak negatif yang ditimbulkan 
tidak sebanding dengan dampak buruknya, yang secara hukum 
dampak negatif dapat dilihat antara lain:  
1) Pihak isteri tidak dianggap sebagai isterinya yang sah. 
Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. 
Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas 
perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat 
dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa 
menuntut apa-apa.186  
2) Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum 
bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena secara 
hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, 
maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membuka 
peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri. Bila terjadi 
kekerasan terhadap isteri, baik kekerasan fisik, psikis, 
maupun kekerasan seksual, maka isteri tidak bisa 
mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum 
dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga.   
3) Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila 
terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri 
bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata 
berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar 
pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia 
dapatkan. Sementara pada umumnya anak hasil 
perkawinan sirri mengikut kepada ibunya.   
4) Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan 
jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri 
kedua, maka hak waris jatuh ke tangan isteri dan anaknya 
                                                 
186 Hal ini dapat dilihat dalam kasus Machica Mukhtar. Dimana 
keluarga besar Moerdiono melakukan pengingkaran terhadap Machica dan 
anaknya.   




yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara 
hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.   
5) Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas 
juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan 
siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak 
pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara 
hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk 
mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, 
sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-
kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat 
bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah 
prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa 
keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita 
lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak 
tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada 
akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, 
sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. 
Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya 
pendidikan dan hak waris dari ayahnya.   
6) Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian 
pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-
data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal 
ini dapat kita lihat dengan munculnya kasus pemalsuan 
buku nikah yang juga menjadi sorotan media pada awal 
tahun 2015, seiring dengan perdebatan panjang tentang 
kasus-kasus nikah siri.   
Dampak negatif tersebut bukan hanya secara hukum tetapi 
juga secara sosial, dimana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  
1) Stigma negatif dari masyarakat sebagai perempuan 
yang dinikahi secara sirri biasanya akan menyulitkan 
dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, 
yang pada akhirnya terjadi diskriminasi terhadap 
perempuan. Hamil sebelum nikah atau isteri 




simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang 
mengarah kepada pelecehan status perempuan. 
Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai 
penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, 
punya daya tarik karena banyak perempuan mau 
menjadi isterinya, dan anggapan-anggapan lain yang 
sangat patriarkis.   
2) Perempuan sebagai pihak yang seharusnya 
dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. 
Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, 
ditambah dengan beban psikis karena opini 
masyarakat yang memposisikannya secara tidak 
adil. Belum lagi kalau suami memperlakukannya 
secara tidak adil, beban itu akan menjerat terus 
sampai suami bersedia menceraikan, atau justru 
mengitsbatkan pernikahannya. Pada posisi ini 
perempuan hanya menunggu apa yang akan 
diputuskan dari suaminya.  
3) Beban sosial tersebut pastinya juga akan 
berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan 
merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai 
anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi di 
saatsaat usia sekolah. Ketidakjelasan statusnya 
secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan 
antar ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja 
sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak 
tersebut adalah bukan anak kandungnya.187   
Dengan berbagai dampak negatif yang muncul akibat 
dari pernikahan sirri tidak tercatat/di bawah tangan atau dengan 
kata lain pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, maka 
berbagai elemen masyarakat pun menginginkan untuk 
                                                 
187 Sebagaimana yang dilakukan oleh Moerdiono terhadap 
Muhammad Iqbal (anak hasil nikah sirrinya dengan Machica)   




membahas perihal keabsahan nikah siri itu sendiri secara agama. 
Namun demikian sebagian masyarakat juga masih menganggap 
bahwa akan sulit menyatakan perkawinan tersebut illegal karena 
apa yang dihalalkan oleh agama (fikih yang diperpegangi sekian 
abad yang merupakan buah dari ijtihad para ulama di masa lalu) 
tidak mungkin hukum negara dapat membuatnya menjadi haram. 
Dualisme inilah yang menjadi perdebatan yang tak berujung.   
Pembahasan selanjutnya akan membicarakan akar dari 
dualisme hukum yang membingkai perkawinan siri tersebut, 
sehingga persoalan yang sudah mengakar bahkan boleh 
dikatakan bahwa nikah siri sudah menjadi kultur Indonesia yang 
sangat sulit ditertibkan sekalipun berbagai undang-undang yang 
terkait dengan hal itu dikeluarkan.   
 
3. Problem Sosial Nikah Siri di Indonesia  
a. Nikah Siri Online  
Selama kurun waktu kurang lebih tiga dasawarsa setelah 
Kompilasi Hukum Islam (biasanya disingkat dengan KHI yang 
selanjutnya dalam tulisan ini menggunakan singkatan tersebut) 
menjadi undang-undang sebagai pedoman hukum keluarga 
(perkawinan), tidaklah cukup mengakomodir berbagai 
problematika perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. 
Fenomena maraknya Nikah Siri Online 188  yang ramai 
diperbincangkan di awal tahun 2015 menjadi bukti bahwa 
undang-undang tentang perkawinan yang masih memberi ruang 
terjadinya pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi 
oleh negara menjadikan Nikah Siri Online berkembang. 
Kementerian Agama merilis bahwa ada sekitar 45 situs yang 
menawarkan jasa Nikah Siri Online yang tersebar di pulau Jawa 
(Jakarta, Semarang, Yogya dan Surabaya), bahkan bisa lebih dari 
                                                 
188 Nikah Siri Online adalah pernikahan yang dilakukan secara sirri 
(rahasia) di mana calon suami-istri, wali, saksi tidak hadir dan bertatap muka 
dalam satu majlis dan melalui media online.  




itu sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag 
RI.189 Nikah Siri Online dianggap sebagai bentuk pelanggaran 
dan tidak dibenarkan oleh para ahli (agama maupun hukum 
negara) dan bahkan oleh beberapa kalangan menganggapnya 
sebagai prostitusi terselubung dalam bentuk perkawinan. 190 
Berbagai respon dan tanggapan muncul bukan hanya dari kaum 
perempuan tapi para ulama dan pejabat pemerintahan dan 
berbagai kalangan memberikan opini mengenai maraknya model 
pernikahan seperti itu yang cukup meresahkan masyarakat.   
Sementara itu perdebatan seputar hukum Nikah Siri itu 
sendiri tak kunjung mendapatkan solusi. Himbauan dari para 
ulama untuk tidak menempuh jalur Nikah Siri dan harus 
mencatatkan perkawinannya pada pejabat yang berwenang 
(dalam hal ini KUA) tidak sepenuhnya diindahkan. Hal tersebut 
boleh jadi disebabkan karena pandangan Ulama (baca: MUI)191 
sendiri yang tetap menganggap Nikah Siri itu sah yang penting 
rukunnya terpenuhi. Demikian pula walaupun undang-undang 
menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan 
                                                 
189Sebagaimana disampaikan oleh H.M. Jasin (Dirjen Bimas Islam) 
dalam wawancara di Metro TV pada tanggal 19 Maret 2015.  
190Sebagaimana disampaikan oleh Asrarun Ni’am (Ketua KPAI) 
dalam sebuah wawancara dengan Metro TV menyatakan bahwa: “ Nikah 
seperti itu tidak memenuhi standar fikih munakahat, tapi itu merupakan 
prostitusi berbalut pernikahan”. Lihat cuplikan wawancara di Metro TV, 
tanggal 20 Maret 2015.   
191  Fatwa MUI tahun 2006 tentang Nikah Siri: “Pernikahan di 
bawah tangan –baca:Nikah Siri- hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat 
dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak 
negatif”. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf 
Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006. 
Fatwa tersebut merupakan hasil Ijtima’ ulama se-Indonesia II yang 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 
pada tanggal 26-28 Mei 2006. Lihat: Nafilah Abdullah, “Menyoal Kembali 
Perkawinan Di Bawah Tangan (Nkah Sirri) Di Indonesia”. Musawa, Jurnal 
Studi Gender dan Islam. Vol. 12, No. 1 Januari 2013, h. 69   




bentuk pelanggaran, namun hal tersebut sulit untuk diberikan 
tindakan karena adanya kontroversi hukum. Polemik tentang  
Nikah Siri terus berkepanjangan sehingga berevolusi menjadi 
Nikah Siri Online 192  karena secara formal agama 
menganggapnya sah dengan merujuk pada terpenuhinya syarat 
dan rukunnya saja walaupun tidak tercatat. Sedangkan negara 
(dalam hal ini undang-undang perkawinan) telah mengatur 
bahwa perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga yang 
berwenang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap 
undang-undang. Demikian pula dalam prakteknya dampak 
negatif Nikah Siri semakin nyata yang berujung pada 
diskriminasi perempuan dan anak.193   
Pada awal tahun 2015 Nikah Siri Online menjadi 
pemberitaan yang hangat di kalangan masyarakat muslim 
Indonesia, oleh Asrarun Ni’am (Ketua KPAI dan sekaligus 
Sekretaris Komisi Fatwa MUI) disebutnya pernikahan seperti itu 
sebagai “prostitusi tersembunyi”.194 Nikah Siri selama ini yang 
masih dianggap sah oleh para ulama telah ‘bermetamorfosis’ 
menjadi Nikah Siri online. Pernyataan ketua KPAI tersebut 
menunjukkan bahwa antara pernikahan – perselingkuhan – 
prostitusi memiliki perbedaan yang sangat tipis. Hal ini 
disebabkan praktek pernikahan yang dilakukan secara 
sembunyisembunyi yang sudah tidak terkendali. Fenomena 
Nikah Siri Online itu juga merupakan konsekuensi logis dari era 
globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi yang 
                                                 
192Beberapa persoalan lain yang menyertainya seperti; pemalsuan 
buku nikah, trafficking dan lain-lain yang akan dijelaskan pada bagian evolusi 
problem sosial  
193 Lihat hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan 
persoalan Nikah Siri, antara lain: Problematika Nikah Siri dan akibat 
hukumnya bagi Perempuan yang dilakukan di Provinsi D. I. Yogyakarta pada 
tahun 2008 oleh Syukri dan Vita (Dosen Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta).  
194 Lihat wawancara di Metro TV, tanggal 23 Maret 2015.  




semakin gencar memasuki berbagai lini kehidupan. Situs-situs 
penyedia layanan jasa Nikah Siri Online pun juga semakin 
berkembang karena peminatnya yang terus berkembang, bahkan 
peredaran situs tersebut sebenarnya telah lama, namun dengan 
alasan kebebasan pers yang menjadi dalih sehingga mereka urung 
memblokir situs tersebut sampai kemudian Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan 
pengaduan yang ternyata telah meresahkan masyarakat 
banyak.195  
 Nikah Siri Online merupakan pernikahan yang dilakukan secara 
rahasia atau di bawah tangan dan tanpa pencatatan resmi dari 
negara, sama seperti nikah siri biasa hanya saja perbedaannya 
dalam masalah teknis dimana pelaksanaannya secara online. 
Artinya calon suami-istri, wali, saksi tidak hadir dan bertatap 
muka dalam satu majlis.196 Berbeda dengan praktek nikah siri 
yang selama ini, terkait dengan nikah siri online ini dengan tegas 
MUI (dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa) 
dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan siri online hanya 
soal pemenuhan nafsu semata dan mengkritik keras adanya 
kegiatan semacam ini. Lebih lanjut diungkapkan bahwa nikah itu 
bukan hanya sekedar menghalalkan tujuan seksual, tetapi ada 
tujuan yang lebih mulia yaitu membangun keluarga, pernikahn 
adalah ibadah yang tidak bisa dikomersialkan, mengambil 
                                                 
195 Kepala Pusat Informasi dan Humas, Ismail Cawidu, 
Kemenkominfo mengatakan bahwa:”Sudah tahu (ada situs Nikah Siri 
Online). Tapi kita ada kebebasan pers, kalau tanpa ada pengaduan langsung 
blokir, takut nanti yang tidak perlu juga ikut diblokir”. Hal tersebut 
diungkapkannya ketika ditemui Metrotvnews.com di kantornya 
Kemenkominfo, Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Jumat 20 Maret 
2015. http://news.metrotvnews.com/read (23 Maret 2015).  
196Sebagaimana disampaikan oleh Machasin (Dirjen Bimas Islam 
Kemenag). Kendati demikian lebih lanjut dikatakannya bahwa sebagian 
ulama membolehkan nikah siri online itu baik melalui video, telepon atau 
media lainnnya. http://news.metrotvnews.com (18 Maret 2015). 




untung dari kampanye jasa perkawinan saja tidak diperkenankan 
secara agama.197  
b. Tindak Pidana: Pemalsuan Buku Nikah dan 
Trafficking/Illegal Qa>di>  
Pemalsuan buku nikah merupakan rentetan panjang 
dari problem sosial yang ditimbulkan oleh praktek nikah siri 
yang terjadi di masyarakat. Maraknya peredaran buku nikah 
palsu membuat masyarakat resah. Selain dipastikan terjadinya 
pernikahan tidak sah di mata hukum negara, pemalsuan buku 
nikah merupakan tindak pidana karena memalsukan dokumen 
Negara. Menteri Agama (Lukman Hakim Saefuddin) dengan 
tegas menyatakan bahwa Buku nikah merupakan dokumen 
negara. Jadi siapapun yang terbukti terlibat dalam pemalsuan 
buku nikah akan dikenakan sanksi pidana. 198  Sementara itu, 
Kapolres Jakarta Selatan, Wahyu Hadiningrat mengatakan 
bahwa pemalsuan dilakukan dengan cukup rapi dan masyarakat 
agak sulit membedakan antara yang asli dengan yang palsu. 
“Pemalsuan dilakukan dengan rapi, meskipun jika dicermati 
dapat dibedakan mana yang asli dan palsu. Bahkan stempel KUA 
dipalsukan yang tidak bisa dibedakan antara stempel asli dan 
palsu, karena dapat dibuat di pinggir-pinggir jalan”, katanya.199 
Tindakan pemalsuan buku nikah ini sebenarnya adalah 
konsekuensi logis dari legalitas nikah siri itu sendiri. Pernikahan 
yang tanpa dokumen resmi negara akan menyulitkan dalam 
kehidupan bermasyarakat yang secara administratif harus 
tunduk di bawah peraturan negara. Undang-undang negara 
dengan secara jelas menjelaskan prosedur perkawinan yang 
diakui oleh negara. Desakan akan kebutuhan kelengkapan 
                                                 
197Pada beberapa kasus nikah siri online yang dilakukan dengan 
melalui jasa layanan, bahkan calon mempelai perempuan pun bisa disiapkan 
oleh jasa layanan tersebut.   
198http://news.metrotvnews.com. (18 Maret 2015)  
199 http://news.metrotvnews.com. (18 Maret 2015)  




administrasi sebagaimana layaknya sebuah keluarga, seperti 
kebutuhan akan akta kenal lahir dan berbagai dokumen lainnya 
menjadi tuntutan yang sangat mendesak. Sehingga jalan pintas 
dengan memalsukan buku nikah menjadi satu-satunya solusi 
agar sang anak misalnya bisa bersekolah.   
Pada dasarnya pernikahan siri tidak menjadi fenomenal 
andai tidak menimbulkan dampak yang nyata di masyarakat. 
Karena sejak zaman Rasulullah saw, pernikahan tidak pernah 
dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan, karena memang 
pencatatan itu dilakukan setelah masyarakat Islam mengalami 
proses dinamisasi dan sebagian besar wadah masyarakat 
menjelma menjadi sebuah negara, pernikahan mulai diatur dan 
dicatat negara. Formalisasi ajaran agama tentang nikah ke dalam 
perundang-undangan negara, ternyata tidak sepenuhnya diikuti 
masyarakat atau umat. Sebagian masyarakat tetap melakukan 
pernikahan menurut keyakinan agama tanpa mencatatkan diri 
secara administratif kepada negara. Pada gilirannya timbullah 
Nikah Siri, nikah diam-diam atau disamarkan dan semacamnya. 
Akibatnya, nikah siri menjadi praktek jamak atau lazim dan 
diterima masyarakat karena mereka menilai bahwa nikah siri 
adalah sah menurut ajaran agamanya.  
Selama ini kebolehan Nikah Siri selayaknya tidak hanya 
dilihat secara hukum an sich, tetapi perlu dilihat dari berbagai 
sudut pandang antara lain sebagai gejala sosial yang telah 
menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat nyata. 
Konsepsi agama tidak bisa dipisahkan dari konsekuensi sosial 
yang menyertainya, sehingga Nikah Siri tidak hanya dilihat dari 
segi terpenuhi rukunnya atau tidak. Namun yang paling penting 
untuk menjadi kritik terhadap problematika pernikahan tersebut 
adalah mengapa dengan dampak yang begitu nyata terutama bagi 
perempuan dan anak tidak juga menggugah supremasi hukum 
Islam yang sangat mengakomodir kemaslahatan umat manusia.   
c. Rancangan Kriminalisasi Pelaku Nikah Siri  




Persoalan Machica yang berlarut-larut, pada dasarnya 
bersumber dari kasus Nikah Siri yang dijalaninya, yang secara 
agama dianggap sah namun oleh negara dianggap ilegal dan 
bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu maka 
problem yang paling utama sebenarnya adalah problematika 
nikah siri itu sendiri yang tak kunjung usai. Oleh sebab itu untuk 
meredam praktek pernikahan siri, yang memiliki dampak negatif 
kepada perempuan dan anak, maka pemerintah (masih di tahun 
2010) membuat rancangan undang-undang kriminalisasi bagi 
para pelaku atau aktor Nikah Siri yang kemudian juga 
melahirkan kontroversi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan 
sebenarnya untuk mempertegas aturan mengenai pernikahan 
yang tidak tercatat, agar meminimalisir jatuhnya korban seperti 
yang telah dialami oleh Machica. Badriyah Fayumi mengatakan 
bahwa negara perlu memberikan perlindungan kepada 
perempuan dan anak melalui regulasi tersebut.200 Karena fakta di 
lapangan menunjukkan betapa banyaknya kasus penelantaran 
terhadap perempuan dan anak yang terberangus hak-hak sipilnya 
akibat pernikahan siri tersebut. Demikian pula adanya 
kecenderungan kaum laki-laki yang melakukan Nikah Siri 
(bawah tangan) hanya karena motivasi penyaluran hasrat seks 
semata. Mereka tidak punya niatan untuk membangun rumah 
tangga yang langgeng dengan istri dari pernikahan sirinya. Oleh 
karena itu, Pemerintah merasa yakin dan perlu untuk membuat 
regulasi tertentu, sehingga nikah-cerai secara liar itu dapat 
diupayakan langkah pencegahannya. 201  RUU Hukum Materiil 
Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA) yang masuk 
dalam Prolegnas DPR RI tahun 2010-2014, memuat berbagai 
aturan soal pernikahan. Aturan itu antara lain pelarangan nikah 
siri dan poligami yang memuat ketentuan pidana bagi 
                                                 
200 Lihat dalam wawancara dengan Badriyah Fayumi (Anggota 
Perempuan Kepala Keluarga [PEKA]). Http:www.puanamalhayati.or.id. (10 
Agustus 2010)  
201www.puanamalhayati.or.id. (10 Agustus 2010)  




pelanggarnya. Adapun bunyi rancangan undang-undang tersebut 
adalah:  
Pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan 
perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana 
dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam (6) bulan 
hingga tiga (3) tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 
12 juta. Selain nikah siri, draft RUU juga menyinggung kawin 
mut’ah atau kawin kontrak.  
Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah 
dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya 
batal karena hukum.   
Rancangan regulasi itu pun menuai kontroversi dan 
mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak. Sikap pro dan 
kontra terhadap regulasi tersebut muncul di kalangan 
masyarakat luas. Adapun tujuan dari adanya draft RUU tersebut 
adalah untuk menjadikan kewibawaan perkawinan agar tetap 
terjaga karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci, dan 
juga terkait dengan masalah kemanusiaan. Karena dengan 
adanya regulasi tersebut nantinya diharapkan akan 
mempermudah anak mendapatkan haknya seperti warisan, hak 
perwalian, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor 
serta tunjangan kesehatan dan lain-lain yang terkait dengan 
dokumen negara yang sangat diperlukan dalam meraih masa 
depan yang lebih gemilang tanpa adanya diskriminasi.   
Sikap kontra yang ditujukan pada rancangan tersebut 
karena adanya persepsi tentang tidak dilegalkannya nikah siri 
sementara perzinaan sama sekali tidak diatur atau tidak dipidana 
padahal perbuatan tersebut jelas-jelas perbuatan yang terlarang 
dalam Islam. Sehingga kekhawatiran beberapa pihak yang tidak 
pro kepada regulasi tersebut berpandangan bahwa free sex akan 
menjadi legal karena tidak adanya regulasi yang membatasi hal 
tersebut. Sedangkan nikah siri yang (masih dipandang sah oleh 
agama) malah akan dipidanakan. Persoalan nikah siri dalam hal 
ini adalah persoalan perdata, jadi seharusnya tindakan 




administratif saja, sebagaimana diungkapkan oleh K. H. Hasyim 
Muzadi. Lebih lanjut dikatakan bahwa seharusnya yang lebih 
dulu dipidanakan adalah yang tidak nikah (berhubungan seks di 
luar nikah) dan meyakini bahwa ada agenda tersembunyi untuk 
melegalkan seks bebas dan menyalahkan yang menikah.202  
Sikap penolakan juga datang dari Front Pembela Islam 
(FPI), Humaidi Hasan, Arwani Faisal (wakil ketua Lembaga 
Bahtsul Masail NU/LKBMNU). Arwani mengingatkan bahwa 
pernikahan adalah masalah perdata, karena itu Pemerintah akan 
menjadi zalim jika memenjarakan pelakunya. Dalam 
pandangannya, nikah siri memiliki berbagai dampak positif dan 
dampak negatif yang sama-sama besarnya. Ketua FPI Depok 
(Habib Idrus Al Gadr) mengatakan, anggota DPR seharusnya 
membuat aturan mengenai perzinaan dan pelacuran, sehingga 
tidak perlu mempersulit nikah siri. Habib Idrus memandang 
masalah ini dari kacamata hukum syariat Islam yang seharusnya 
tidak bermasalah jika nikah siri dilakukan berdasarkan keinginan 
bersama.203 Lagi-lagi jika menyimak dari apa yang disampaikan 
oleh ketua FPI tersebut semakin menegaskan bahwa salah satu 
solusi dari menghindari perzinaan adalah dengan menikah secara 
sirri>.   
Sementara itu Surahman (anggota komisi X DPR RI dari 
fraksi PKS), di sela-sela seminar nasional tentang Kontroversi  
Perancangan Undang-Undang tersebut memberikan 
pandangannya bahwa RUU ini perlu disinkronisasi baik secara 
vertikal untuk memastikan keselarasan dengan Pancasila dan 
UUD 1945 dan perlu sinkronisasi secara horizontal untuk 
memastikan keselarasan dengan undang-undang yang lain.204   
                                                 
202www.tribunnews.com (5 Juni 2013)  
203www.tribunnews.com. (4 Juni 2015)  
204www.tribunnews.com. (4 Juni 2015)   




Dari beberapa pandangan ulama maupun dari kalangan 
akademisi khususnya yang kontra terhadap rancangan 
UndangUndang tersebut, karena mengkontestasikannya dengan 
masalah perzinaan. Padahal masalah nikah siri dan masalah 
perzinaan pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda ranahnya.   
 
B. Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia   
1. Faktor Struktural  
Formalisasi Syariat Islam di era reformasi semakin 
gencar dilakukan seiring dengan angin segar demokrasi yang 
semakin berhembus di Indonesia di mana mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Tidak seperti halnya dengan fikih 
klasik, dimana fikih perkawinan mendapatkan porsi yang lebih 
banyak diulas oleh para ulama dibandingkan dengan 
permasalahan lainnya seperti kewarisan, wakaf, dan lain-lain, 
maka dalam pembaharuan atau modernisasi hukum Islam fikih 
perkawinan tidak begitu banyak menerima bentuk pembaruan 
sejak reformasi bergulir. Hal tersebut misalnya dapat dilihat 
dengan dibekukannya upaya yang telah dilakukan oleh tim 
CLDKHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam) untuk 
melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam pada sekitar tahun 2004.205 Di antara 
alasan penting tersebut adalah perlunya perumusan kembali 
tentang sejumlah pasal dalam KHI-Inpres yang sudah tidak lagi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
konvensi internasional yang telah diratifikasi, misalnya 
Deklarasi Universal tentang HAM. Demikian juga dari sudut 
metodologi, KHI-Inpres masih terkesan replika hukum fikih 
ulama masa dahulu (Timur Tengah/Arab) dan belum sepenuhnya 
                                                 
205Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tulisan Marzuki 
Wahid yang secara khusus meneliti tentang kontroversi CLD-KHI yang 
berjudul Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam buku Generasi Baru 
Peneliti Muslim Indonesia (Kajian Islam dalam Ragam Pendekatan-Program 
PIES 2008-2009), h. 14.   




dalam nuansa (fikih) ke-Indonesia-an.206 Walaupun UUD 1945 
telah diamandemen yang kemudian menghasilkan beberapa 
aturan dalam bentuk undang-undang yang menjamin 
perlindungan perempuan dan anak 207 , namun hal itu tidak 
memberikan perubahan hukum yang berarti terhadap 
problematika hukum Nikah Siri.    
a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
sebagai landasan pokok hukum perkawinan merupakan sumber 
otoritas dalam pengaturan dan penertiban perkawinan yang 
harus mengakomodir hukum-hukum perkawinan agama masing- 
masing (yang ada di Indoensia) yang juga diperpegangi secara 
kuat oleh para penganutnya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 
dan 2 UUP No.1 Tahun 1974 yang menitikberatkan pada 
keabsahan perkawinan jika dilakukan sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing. 208  Dengan demikian dari 
undang-undang itu dapat dipahami bahwa negara wajib 
memberikan kebebasan bagi orang Islam untuk melaksanakan 
perkawinan sesuai dengan syariat Islam (fikih yang berlaku). 
Kemudian pasal 2 ayat 2 UUP nomor 1 Tahun 1974 menekankan 
pada pentingnya pencatatan perkawinan yang berlaku bagi 
semua agama. Pencatatan, walaupun tidak menentukan sah atau 
tidaknya pernikahan tapi pencatatan merupakan penertiban 
                                                 
206Marzuki Wahid, Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam buku 
Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia (Kajian Islam dalam Ragam 
Pendekatan-Program PIES 2008-2009), h. 14.  
207Misalnya UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi 
manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari undang-undang 
tersebut.  
208 Jaih Mubarok. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia, (Cet. I; Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 78-79.  




hukum yang akan berimplikasi kepada persoalan administrasi 
negara seperti penerbitan akta kelahiran anak dan lain-lain. Oleh 
karenanya perkawinan yang tidak tercatat dianggap melanggar 
undang-undang, namun hanya bersifat perdata yang dikenai 
hukuman berupa denda. Adanya rancangan undang-undang 
kriminalisasi bagi pelaku Nikah Siri (tidak tercatat) yang 
digodok pada tahun 2010 bertujuan untuk menaikkan status 
hukuman terhadap perkawinan yang tidak tercatat sebagai 
pelanggaran pidana sehingga dapat dikenakan hukuman penjara 
dan denda (namun sampai saat ini belum ada penetapan).  
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 2004  
Demikian halnya dengan KHI, yang pada dasarnya tidak 
jauh beda dengan UUP nomor 1 tahun 1974 dan lebih bersifat 
menguatkan apa yang telah diatur dalam undang-undang 
tersebut. Pencatatan nikah tidak terkait dengan sah atau 
tidaknya pernikahan, karena pencatatan bukan peristiwa hukum 
tapi hanya sebagai peristiwa penting. Hal itu ditegaskan dalam 
Pasal 5 (Ayat 1 dan 2) KHI bahwa pencatatan perkawinan 
diperlukan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi 
masyarakat Islam dan dilakukan dihadapan Petugas Pencatat 
Nikah (PPN).  
Walaupun kedua sumber otoritas tersebut memisahkan 
antara hukum sahnya pernikahan dan pencatatannya merupakan 
dua peristiwa yang berbeda, namun keduanya menegaskan 
bahwa pencatatan itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari 
rangkaian peristiwa penting dari sebuah pernikahan 
(kelengkapan administrasi). Namun demikian dalam KHI 
sekalipun mencantumkan kata “harus” dalam pasal 5 yang dapat 
dimaknai betapa pentingnya pernikahan dicatatkan, namun 
masih memberikan ‘ruang’ akan terjadinya pernikahan secara 
sirri. Hal itu dapat kita lihat pada pasal 7 ayat 3 tentang isbat 
nikah. Isbat Nikah sebetulnya merupakan jalan keluar bagi 
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Tapi 
di sisi lain, hal ini bisa menjadi celah bagi terjadinya pernikahan 
secara sirri.   




Aturan mengenai bahkan penyebutan kata ‘Nikah Siri’ 
secara eksplisit tidak dapat kita temukan dalam kedua sumber 
hukum tersebut, baik UUP nomor 1 tahun 1974 maupun dalam 
KHI. Pembahasan tentang beberapa kasus Nikah Siri yang 
semakin marak terjadi adalah masih berupa tafsiran dari 
pasalpasal yang terdapat di dalamnya.  
c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2006  
Di tengah polemik tentang status hukum Nikah Siri 
fatwa ulama (MUI) yang dengan secara tegas menyatakan bahwa 
Nikah Siri (walau tanpa pencatatan di KUA) tetap sah hukumnya 
sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak menimbulkan 
mudarat. Fatwa ini kemudian menjadi pegangan yang kuat 
bahwa secara agama pernikahan secara sirri tetap sah di kalangan 
masyarakat sehingga masih tetap dipraktekkan. Entah mengapa 
fatwa MUI pada poin ini tidak begitu menuai resistensi di 
masyarakat, padahal keberadaan fatwa ini pulalah yang 
menyebabkan adanya kontroversi dalam rancangan 
undangundang pemidanaan pelaku Nikah Siri dan mandulnya 
penegakan undang-undang tentang pelanggaran terhadap 
beberapa hukum perkawinan, baik yang terdapat dalam hukum 
nasional maupun dalam KHI itu sendiri. Selain itu, yang tak 
kalah kontroversialnya, pada tahun 2005, MUI mengeluarkan 
fatwa pelarangan kepada masyarakat muslim untuk menganut 
paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. 209  Bagi 
kalangan yang memperjuangkan isme-isme tersebut percaya 
bahwa ketiganya merupakan pilar demokrasi yang jika 
ditiadakan akan meruntuhkan bangunan demokrasi di Indonesia.   
                                                 
209Menurut MUI sekularisme dianggap membahayakan akidah dan 
syari’at Islam karena mengajarkan relativisme agama, penafian dan 
pengingkaran adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan 
hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Adapun liberalisme mendorong 
pengikutnya untuk menafsirkan agama secara bebas dan tanpa kaidah 
penuntun. Sedangkan pluralisme disesatkan karena dianggap mengajarkan 
sinkretisme agama atau penyamaan kebenaran semua agama. www.mui.or.id.  




Kehadiran MUI (dan tentunya juga kehadiran 
fatwafatwanya), tidak dapat dipungkiri telah menuai kontroversi 
dan menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian menganggap 
adanya lembaga ini tidak ubahnya oase di padang kekeringan, di 
mana masyarakat muslim sebagai penganut agama mayoritas di 
Indonesia sangat membutuhkan keputusan-keputusan agama 
yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaannya, 
sebagian lain menganggap kelahiran lembaga ini justru sangat 
rentan akan politisasi di segala bidang seperti sosial, politik, dan 
hukum, dalam hal ini dapat kita lihat dengan adanya fatwa haram 
Golput210 pada tahun 2009, yang dikhawatirkan MUI bisa jadi 
gagal mengemban fungsi dan tugasnya sebagai pengayom 
masyarakat, karena persoalan tersebut dianggap tidak masuk 
dalam ranah hukum positif yang diatur oleh negara. Padahal 
Fatwa MUI tidak mengandung kekuatan hukum, hanya legal 
opinion. 211  Oleh karena itu, fatwa sah untuk tidak dipatuhi, 
termasuk fatwa kontroversial di atas. Namun karena sebagian 
masyarakat muslim dan pemerintah menganggap bahwa MUI 
adalah corong agama, maka bagi mereka fatwa MUI merupakan 
suara kebenaran yang harus disikapi, direspon dan direalisasikan.   
Adanya pro dan kontra lahirnya fatwa MUI setidaknya 
telah memberitahukan kepada kita bahwa MUI dalam 
kapasitasnya sebagai produsen hukum agama, diharapkan 
memiliki prinsip teguh dan benar-benar mengakomodir berbagai 
permasalahan kemanusiaan dalam tata cara mencarikan solusi di 
bidang agama sehingga tidak memicu kontroversi di kalangan 
masyarakat muslim Indonesia. Terkait dengan hal ini Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan dua (2) fatwa pada 
                                                 
210 Golput (singkatan dari Golongan Putih) adalah istilah yang 
digunakan dalam dunia politik bagi mereka yang tidak ingin menggunakan 
hak pilihnya atau tidak ingin memilih karena alasan-alasan tertentu.  
211  http://www.erlangga.co.id/agama/7066-mui-kontroversi-
fatwamui-dan-buku-himpunan-fatwa-mui.html (1 November 2011). Jaih 
Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 78-79.  




tahun 2003 dan tahun 2008. Dalam fatwa tersebut ditekankan 
tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan (nikah 
siri), pentingnya pencatatan resmi sebagai tindakan preventif, 
namun masih tetap menganggapnya sebagai pernikahan yang sah 
sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.212  
2. Faktor Intelektual  
Sebetulnya peran MUI sangat dominan untuk menekan 
praktik Nikah Siri, karena asal muasal kontroversi nikah secara 
sirri tersebut adalah karena adanya pandangan dari para ulama 
(fatwa ulama yang menyatakan secara eksplisit keabsahan 
pernikahan sirri), di mana para pelaku mempunyai alasan karena 
adanya fatwa yang menyatakan bahwa ‘secara agama tetap 
dianggap sah’.213 Kalimat ini menjadi kata kunci dalam berbagai 
argumen tentang keabsahan Nikah Siri dan menjadi semacam 
justifikasi. Bagi mereka (para pelaku dan yang terlibat di 
dalamnya) yang penting ada pembenaran dari sekelompok orang 
yang memiliki kontrol atau kaum otoritas, baik secara 
institusional maupun personal.  
a. Kejumudan dalam Fikih Munakahat  
Terkait dengan hal ini, dalam semua literatur empat 
mazhab hukum ini tak henti-hentinya diulangi pernyataan bahwa 
seseorang yang ingin bertindak sebagai penasehat hukum dalam 
prakteknya harus melalui suatu hirarki sumber-sumber otoritatif 
tertentu yang dapat mengubah pandangannya atau mungkin 
membatalkannya sama sekali. Karena pandangan tersebut sesuai 
dengan sistem pengadilan yang merupakan otoritas terakhir 
                                                 
212 Lihat lebih lengkap substansi fatwa MUI tahun 2003 dan 2008 
dalam Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, h. 78-79.  
213  Lihat beberapa hasil penelitian tentang penyebab terjadinya 
Nikah Siri, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang evolusi 
problem sosial nikah siri dalam pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini 
(bagian C)  




dalam memutuskan “argumen-argumen” yang dapat diakui dan 
yang tidak dapat diakui.214   
Memelihara sistem kontrol ini jelas krusial, untuk tidak 
mengatakan perlunya terus dipertahankan, bagi efisiensi struktur 
hukum pra modern. Sederhananya dapat dikatakan bahwa, tanpa 
kontrol ini tidak ada hukum yang layak diadministrasi atau 
diatur. Dan karena sistem ini bekerja dengan sangat baik, 
struktur hukum tetap utuh (bertahan) selama lebih dari 12 abad. 
Dalam kenyataannya hukum telah begitu berkembang dalam 
Islam dengan sangat berhasil sehingga tidak akan menjadi 
pernyataan yang di lebih-lebihkan untuk menggolongkan budaya 
Islam sebagai budaya hukum. Akan tetapi ‘berkah’ dari budaya 
pra modern ini berubah menjadi halangan dalam menghadapi 
modernisasi. Sistem yang telah melayani umat Islam dengan 
begitu baik di masa lalu ini sekarang berada dalam lintasan 
perubahan–sebuah perubahan yang terbukti menjadi begitu 
diperlukan dalam budaya abad ke-20 yang rawan kritik 
inimenuju beragam pengaruh dan tekanan dari luar yang tidak 
ada habis-habisnya.215 Sebagai contoh dalam kasus CLD KHI 
yang dicurigai oleh para penentangnya sebagai ide dari Barat 
yang ingin mengubah tatanan kehidupan umat Islam Indonesia 
khususnya dalam hukum keluarga.   
Sementara itu desakan atas doktrin-doktrin substantif 
yang otoritatif yang boleh jadi telah memiliki fungsi pembenaran 
yang tinggi di masa lalu, tidak dapat lagi melayani tujuan-tujuan 
masa kini. Bagaimanapun pada kenyataannya tetap saja bahwa 
otoritas dan prestise ini terkait dengan para pendahulu dan 
pendapat para fukaha ternama selanjutnya tetap terpelihara dan 
bahkan dipertahankan secara signifikan oleh banyak kaum 
                                                 
214Wael B. Hallaaq, A History of Islamic Legal Theory Terj. E. 
Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid dengan judul Sejarah Teori Hukum 
Islam (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 310-311.  
215Wael B. Hallaaq, A History of Islamic Legal Theory, h. 310.  




muslim modern. Syarat dan rukun nikah misalnya masih 
berpegang teguh pada apa yang telah digariskan oleh ulama 
Syafi’iyah sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab Syafi’iyah 
telah mengkristal di kalangan umat islam Indonesia. Pernyataan 
bahwa ‘perkawinan secara agama’ yang dimaksud adalah syarat 
dan rukun perkawinan yang disepakati oleh para ulama 
Syafi’i. 216  Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mazhab 
Syafi’i di Indonesia (di Asia Tenggara secara umum) telah 
mendominasi selama berabad-abad lamanya. Maka ketika tim 
CLD-KHI ingin melakukan rekonstruksi terhadap berbagai 
konsep perkawinan di mana salah satunya adalah dengan 
memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat 
pun mendapatkan penentangan dari berbagai pihak.217   
Dalam konsep yang ditawarkan oleh tim CLD-KHI 
dengan mengubah salah satu rukun syarat pernikahan yaitu unsur 
wali diganti menjadi pencatatan (dengan alasan bahwa 
perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang setara dalam 
perkawinan dan rumah tangga). Masalah pencatatan 
memperoleh perhatian utama dari tim CLD-KHI dengan alasan 
(1) pada dalil analogi hukum (qiyas awlawy) bahwa jika dalam 
persoalan hutang (QS al-Baqarah (Sapi Betina)/2: 282) saja 
wajib dicatatkan, maka apalagi dengan perkawinan sebagai 
                                                 
216  Lihat dalam beberapa kitab fikih, antara lain; Ibnu Rusyd, 
Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id dalam bab tentang Al-Nikah. 
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu>, Juz 7, h. 92.  
217  Terjadinya penentangan tersebut dalam pandangan Marzuki 
Wahid karena tim CLD-KHI menggunakan perspektif yang kurang lazim 
digunakan dalam merumuskan hukum Islam (demokrasi, pluralisme, hak azasi 
manusia dan keadilan gender). Perspektif ini dinilai sebagai intervensi 
pemikiran Barat (non-Islam) yang berarti tidak murni bersumber dari hukum 
Islam yaitu alQur’an dan Hadis. Lihat tulisan Marzuki Wahid, Pembaruan 
Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru dalam Pendekatan Politik: Studi 
Kasus CLD-KHI dalam Marzuki Wahid dkk, 2010. Kajian Islam Dalam 
Ragam Pendekatan. (Cet. I; Purwokerto: STAIN bekerjasama dengan An 
Australian Government Initiative).  




peristiwa hukum yang berimplikasi pada nasab/keturunan, 
kewarisan dan status sosial. Alasan mereka selanjutnya adalah 
(2) berdasarkan dalil sadd al-zari’ah (tindakan preventif) bahwa 
perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya 
perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, di mana status 
perkawinan dan kekerabatan218 serta dalam hal kewarisan juga 
sulit dibuktikan. Oleh karenanya perkawinan wajib dicatatkan.  
Sebenarnya ketika pencatatan ini menjadi syarat dari 
pernikahan maka secara otomatis akan meminimalisir terjadinya 
Nikah Siri, di mana para ulama pun pada umumnya sepakat 
untuk menghindari sebisa mungkin pernikahan semacam itu 
karena dianggap liar. Alasan para ulama untuk tetap 
menganggap sah pernikahan tersebut karena persyaratan dan 
rukun nikah yang berjumlah 5 item tersebut seakan-akan menjadi 
sebuah ‘teks’ yang tak dapat dibantah lagi. Karena selama 
berabad-abad hal itu menjadi pegangan yang kokoh dan bahkan 
telah menjadi undangundang baik dalam undang-undang negara 
maupun hukum Islam (KHI misalnya). Pemikiran tersebut telah 
dikonstruk dan terbentuk sekian lama, sehingga terkesan bahwa 
para ulama tidak ingin “melampaui teks”. Dalam hal ini apa yang 
telah ditetapkan oleh ulama terdahulu tentang syarat dan rukun 
nikah merupakan landasan mutlak dan sangat sulit untuk 
bergeser sekalipun dengan pertimbangan kemaslahatan itu 
sendiri.  
Padahal rukun dan syarat pernikahan merupakan ranah ‘fikih’ 
yang berarti sangat dinamis dan fleksibel, karena merupakan 
hasil pemikiran ulama yang sangat kontekstual dan dipengaruhi 
oleh kultur setempat dan konteks sosial politik suatu zaman.  
Hal ini sama sekali tidak lebih jelas dari pada 
metodemetode yang diadopsi untuk memperbaiki sistem hukum 
                                                 
218  Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Machica Mukhtar 
dengan anaknya Muh. Iqbal yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya 
dan keluarga besar ayahnya.  




Islam dalam hal status perseorangan (personal). Ketika menjadi 
jelas bahwa hukum tradisional itu tidak dapat lagi melayani 
masyarakat muslim di dunia modern terdapat usaha-usaha untuk 
memperkenalkan hukum-hukum Eropa secara keseluruhan, yang 
sebagian besar tidak memadai untuk masyarakat yang secara 
fundamental berbeda dengan masyarakat Barat di mana 
hukumhukum ini secara orisinil dirancang.   
Para negarawan muslim selanjutnya beralih kepada 
sarana-sarana lain yang diinspirasi oleh doktrin-doktrin Islam 
tradisional.219 Lebih lanjut dikatakan bahwa pelibatan analisis 
politik wacana ini meneguhkan pandangan bahwa hukum Islam 
sebagai hukum positif adalah konstruksi sosial politik, bukan 
semata-mata rumusan teologis. Selanjutnya dikatakan bahwa 
konstruksi hukum Islam yang hidup di tengah kenyataan 
negarabangsa yang berasaskan Pancasila secara logis 
dipengaruhi oleh faktor non teologis juga. Sehingga disetujui 
atau ditolaknya suatu rumusan hukum Islam sangat dipengaruhi 
oleh kemenangan konfigurasi politik aktor dominan dan mampu 
memeengaruhi legislatif dan Pemerintah selaku pembuat 
undang-undang dan publik sebagai kelompok penekan atau 
pendukung.220 Dalam lima (5) tahun terakhir ini di Indonesia ada 
berbagai fenomena yang menarik perhatian publik sebagai 
dampak buruk dari masih eksisnya pernikahan secara siri (bawah 
tangan) antara lain banyaknya kasus nikah siri para publik figur.  
 
b. Private Patriarki menuju State Patriarki  
                                                 
219  Wael B. Hallaaq, A History of Islamic Legal Theory 
diterjemahkan oleh E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid dengan judul 
Sejarah Teori Hukum Islam, h. 311-312.  
220 Sebagaimana diungkapkan oleh Marzuki Wahid dalam 
menyikapi penentangan dari rumusan tim CLD-KHI tersebut.   




Sebagaimana diungkapkan oleh Walby tentang enam (6) 
struktur dasar patriarki221, bahwa patriarki bekerja tidak hanya 
di publik tapi telah masuk ke ranah domestik. Hal itu dapat 
dilihat pada anggapan bahwa segala hal yang dilakukan 
perempuan dalam ranah domestik bukanlah sesuatu yang perlu 
dihargai dan diperhitungkan. Dalam rumah tangga, perempuan 
bekerja siang dan malam (pekerjaan yang tak kunjung usai) 
namun tetap dianggap tidak bekerja oleh kaum laki-laki dan 
perempuan itu sendiri. Dalam tinjauan ekofemisme inilah yang 
disebut dengan logika dominasi. Keberadaan patriarki sebagai 
sebuah ideologi lahir dari sebuah perjalanan panjang dan tidak 
terlepas dari sejarah peradaban manusia.222   
Bentuk nyata dari state patriarki dapat diidentifikasi 
dalam kaitannya dengan hukum atau undang-undang 
perkawinan, dengan menganalisa pasal-pasal yang cenderung 
                                                 
221Lihat pembahasan tentang enam struktur dasar patriarki dalam 
Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, h. 20.   
222Pada masa silam manusia mengantungkan hidup dengan berburu 
dan mengumpulkan makanan. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan 
ini dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan yang tinggal di rumah 
memanfaatkannya dengan menanam umbi-umbian dan biji-bijian di tanah 
datar. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan berburu dan mengumpulkan 
makanan tidak cocok lagi dilakukan karena kondisi alam yang berubah. Hal 
tersebut membuat laki-laki mengambil alih lahan produksi pertanian 
perempuan. Karena keharusan untuk mempertahankan hidupnya, manusia 
membuat perkembangan teknologi berlangsung dengan pesat di tengah 
masyarakat pertanian. Sejak saat itu, proses produksi yang sebelumnya 
dikerjakan bersama-sama (komunal), akhinya dapat dikerjakan secara 
sendirian (individual), sehingga proses komunal dalam menghasilkan sumber 
penghidupan berangsur-angsur tergantikan oleh proses individual dan 
menjadikan hasil produksi menjadi milik individu. Dari sinilah, sistem 
pertanian memperkenalkan kepemilikan pribadi pada umat manusia. Hal ini 
yang menjadi akar dari lahirnya sistem patriarki. Seperti yang dikatakan 
Engels dalam Budiman (1981:23), bahwa sistem patriarki dimulai ketika 
manusia mulai mengenal kepemilikan pribadi, di mana sistem kepemilikan ini 
juga menandai lahirnya sistem kelas. Lihat: Nunuk P. Murniati, Getar Gender 
(Buku Kedua), h.232.  




bias gender. Pasal-pasal tersebut antara lain dapat dilihat dalam 
UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 dalam bab tentang 
kedudukan anak bahwa: Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya223. Pasal ini semakin megokohkan 
berbagai bentuk kekerasan simbolik dalam ranah domestik, di 
mana tanggung jawab anak yang lahir dalam pernikahan siri 
misalnya menjadi beban moril bagi pihak ibu224 sedangkan pihak 
ayah sama sekali tidak dapat  tersentuh oleh hukum. (lihat kasus 
Machica). Padahal, perkembangan teknologi dewasa ini telah 
dapat mengidentifikasi ayah biologis dari setiap anak yang lahir 
sehingga tidak ada alasan sebetulnya bagi keberadaan pasal 
tersebut.   
Dalam kasus Machica Mukhtar misalnya menunjukkan 
bagaimana patriarki masih begitu kuat mendominasi dalam 
penyelesaian perkara nikah sirinya dengan Moerdiono. Karena 
sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 
undangundang tentang anak yang yang lahir di luar perkawinan 
tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dan 
perkawinannya telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan 
Agama, namun Muh. Iqbal tetap dinyatakan sebagai anak yang 
lahir di luar perkawinan lalu pada akhirnya seluruh gugatan 
Machica ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Indikasi 
masih kuatnya nilai patriarki dalam kasus ini, karena penetapan 
MK tentang kasus anak di luar nikah yang masih menimbulkan 
resistensi dengan argumentasi bahwa anak yang merupakan hasil 
perzinaan pun akan diakomodir sehingga bisa membuka ruang 
                                                 
223 Lihat: UUP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Cet. I; Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.   
224 Banyak kisah pilu yang terkait dengan beban ibu yang 
membesarkan anak sendirian yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari 
maupun yang yang disiarkan di berbagai media informasi. Lihat misalnya 
dalam acara Orang-orang terpinggirkan yang tayang di Trans TV. Lihat pula 
dalam penelitian, Aisyah Arsyad, Subyektivitas Perempuan Single Parent di 
Kota Makassar, (Makassar: Lemlit, UIN Alauddin, 2012).  




untuk semakin meningkatnya perzinaan atau kemaksiatan. 
Padahal putusan tersebut jelas-jelas hanya untuk mengikat ayah 
biologis yang selama ini dalam banyak kasus penelantaran anak 
disebabkan karena tidak adanya pengakuan dari ayah 
kandungnya, sehingga lagi-lagi perempuan dan anak yang 
menjadi korban.   
Pernikahan sebagai suatu ekosistem yang saling terkait 
satu sama lain, tidak hanya dilihat pada status hukumnya saja, 
atau keabsahan terhadap sesuatu terutama pada syarat dan 
rukunnya saja. Ketika menganalisa kasus nikah siri orang 
berpikir “minimalis”, hanya karena rukunnya terpenuhi, lalu 
mati-matian dibela dan mengatasnamakan agama serta dianggap 
mengharamkan yang halal padahal telah banyak dampak buruk 
yang ditimbulkan.  
3. Evolusi Pencatatan Perkawinan  
Masalah pencatatan perkawinan menjadi agenda penting 
dalam perubahan undang-undang yang terjadi di beberapa negara 
Islam. Dalam hal pencatatan perkawinan, persoalan penting yang 
menjadi sorotan adalah apakah perkawinan yang tidak 
dicatatkan dapat dianggap tidak sah secara agama. Pada 
umumnya masyarakat Islam masih cenderung menganggap 
bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi 
sebagaimana yang dikehendaki dalam kitab fikih, maka suatu 
perkawinan dianggap sah. Sebagai akibatnya banyak orang yang 
melakukan perkawinan di bawah tangan yang selanjutnya 
mengacaukan proses hukum yang terjadi berikutnya, seperti hak 
hukum anak yang dihasilkannya.   
Dalam konteks Indonesia jika ditelusuri mata rantai 
intelektual mengenai pencatatan perkawinan bahwa 
fiqhussunnah karya Sayyid Sabiq telah dipelajari dan dijadikan 
sebagai rujukan utama bagi para mahasiswa dalam mempelajari 
fikih munakahat di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.  




Dalam buku tersebut 225  diungkapkan mengenai anjuran 
pencatatan perkawinan. Maka menurut Jaih Mubarak (patut 
diduga) bahwa tulisan Sayyid Sabiq tersebut yang menginspirasi 
(akar intelektual) pentingnya pencatatan tersebut yang 
kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang nomor 22 
tahun 1946 dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 
1974. 226  Kata kunci dalam UU Nomor 22 tahun 1946 yang 
berhubungan dengan pencatatan perkawinan adalah pengawasan 
perkawinan.  
a. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang dan KHI  
2004  
Pemerintah Republik Indonesia atas persetujuan Badan 
Pekerja Komite Nasional, telah memberlakukan UU Nomor 22 
Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang 
berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.227  Kata kunci dalam 
undang-undang tersebut yang berhubungan dengan pencatatan 
perkawinan adalah adanya pernyataan yang menerangkan 
tentang pengawasan perkawinan, di mana dinyatakan secara 
eksplisit bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama. Namun demikian 
belum dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan yang tidak 
tercatat dianggap tidak sah. Klausul yang menyatakan bahwa 
pihak yang melakukan nikah wajib membayar biaya pencatatan, 
dapat ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan ijtihad 
                                                 
225Buku tersebut diterjemahkan oleh Agus Salim pada tahun 1972 
ke dalam bahasa Indonesia, alumni Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Lihat Jaih Mubarak, Pembaruan Hukum Perkawinan di 
Indonesia, h. 64-65.  
226 Pada tahun 1931 Mesir telah membentuk undang-undang 
perkawinan tentang pencatatan (nikah, talak dan rujuk). Di mana salah satu 
ketentuan yang terkandung di dalamnya bahwa perkawinan yang diakui 
adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi.  
227Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 
6465.  




kebahasaan isya>rat al-nas} atau dila>lat al-mafhu>m, yang 
menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memiliki 
semangat untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat sah nikah, 
talak dan rujuk (lihat pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 1946).228  
Selanjutnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan 
bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan 
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian 
pada ayat berikutnya ditetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 2.229 Dalam 
memahami UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal tentang pencatatan 
tersebut ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: 
pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran 
legisme (kebahasaan) dengan argumen bahwa perkawinan yang 
dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah 
pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan 
perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan hanya 
sebagai kelengkapan administrasi perkawinan. Kedua, ahli 
hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis 
(penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal 
yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan 
merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa 
pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. 
Oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di 
bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.   
Tidak jauh berbeda dengan UUP Nomor 1 Tahun 1974, 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penetapan mengenai 
pencatatan perkawinan dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
(2) yang menekankan pada ‘keharusan’ dicatatkannya 
perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan menegaskan 
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bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 230  Dibandingkan dengan 
ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ada dalam UU 
Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, maka ketentuan yang ada dalam 
UU Nomor 22 tahun 1946 memiliki semangat yang lebih hebat. 
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak terdapat 
ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa perkawinan yang 
tidak dicatat oleh PPN sebagai pelanggaran yang harus diberi 
sanksi denda atau kurungan; sedangkan dalam UU Nomor 22 
tahun 1946 ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak 
di bawah pengawasan PPN adalah pelanggaran yang harus 
dikenai sanksi pidana (denda atau kurungan).  
4. Kontroversi Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI)  
 Dari segi prinsip modernisasi, ketentuan-ketentuan yang 
termaktub dalam Counter Legal Draf KHI tahun 2004, dapat 
dikatakan sebagai ketentuan yang paling maju bahkan sangat 
liberal sehingga menimbulkan pro-kontra dari berbagai 
kalangan.231  Dalam Draf KHI terdapat klausul eksplisit yang 
menyatakan bahwa pencatatan perkawinan termasuk rukun 
nikah. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN 
masih kurang rukunnya sehingga perkawinannya (yang tidak 
dicatat oleh PPN) dianggap tidak sah. Dalam Draf tersebut 
ditetapkan bahwa “perkawinan dinyatakan sah apabila 
memenuhi rukun berikut yaitu; (1)calon suami; (2)calon istri; 
(3)ijab dan kabul; dan (4) pencatatan”. Namun dalam 
perkembangannya Draf KHI akhirnya ditolak dengan berbagai 
pertimbangan.  
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Dengan sejumlah kontroversi yang terjadi, Naskah 
CLDKHI menawarkan 23 ketentuan agenda pembaruan hukum 
keluarga Islam yang secara prinsip berbeda dengan ketentuan 
hukum keluarga sebelumnya. Dalam pengakuan tim CLD-KHI, 
rumusan ini didasarkan pada penafsiran atas al-Qur’an dan hadis 
dan pendapat ulama fikih dengan pendekatan kemaslahatan 
(maqa>s}id al-syari>’ah), akal publik dan kearifan lokal. Semua 
proses penalaran menggunakan perspektif demokrasi, pluralism, 
hak asasi manusia dan keadilan gender pada lanskap realitas 
keindonesiaan dengan seluruh tata peraturan 
perundangundangan yang berlaku.  
Studi ini menjelaskan bahwa penolakan akibat tim 
CLDKHI menggunakan perspektif yang kurang lazim digunakan 
dalam merumuskan hukum Islam, yakni demokrasi, pluralism, 
hak asasi manusia dan keadilan gender. Perspektif ini dinilai 
sebagai intervensi pemikiran Barat (non-muslim). Akibatnya, 
pemikiran yang dihasilkan pun dipandang tidak murni hukum 
islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Selain itu, 
sebagian tawaran pemikiran CLD-KHI tampak ‘mengejutkan’ 
karena secara prinsip berbeda dengan keumuman pemahaman 
ajaran Islam yang dianut masyarakat; menyalahi keumuman 
praktik ajaran Islam, khususnya bidang perkawinan yang berlaku 
di kalangan masyarakat muslim dan berbeda dengan yang 
tersurat dalam teks al-Qur’an dan al-hadis.232  
 Kemudian Marzuki Wahid dalam simpulan tulisannya 
menyikapi ‘kegagalan’ tim CLD-KHI meyakinkan Pemerintah 
dan DPR serta sebagian besar tokoh-tokoh umat Islam dalam 
memengaruhi kebijakan RUU HTPA dan revisi UU Perkawinan 
disebabkan beberapa kemungkinan, yaitu; pertama, tim 
CLDKHI tidak memiliki rancangan strategis advokasi yang 
rapih dan sistematis dengan pendekatan yang luwes dalam 
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rangka memengaruhi kebijakan publik. Kedua, gugusan gerakan 
konservatif masih sangat kuat memengaruhi MUI dan ormas  
Islam yang sangat agresif mengcounter dan menguasai media 
massa. Ketiga, tawaran pemikiran CLD-KHI terlalu sensitif 
menyentuh emosi keagamaan dan kemapanan pemahaman ajaran 
Islam sebagian besar umat Islam misalnya poligami dianggap 
hara>m li gairihi sementara kawin kontrak dibolehkan. Keempat, 
adanya konflik kepentingan internal Kemenag sendiri, di mana 
dua tahun sebelum CLD-KHI diluncurkan, Kementerian Agama 
(masih Depag pada saat iu) telah merumuskan RUU HTPA dan 
diajukan ke DPR untuk meningkatkan status KHI dari Inpres 
menjadi Undang-Undang. Dua rumusan draf hukum perkawinan 
Islam yang sebagian besar isinya saling bertentangan ini 
dilahirkan dari rahim yang sama, yakni Depag RI dan 
diluncurkan oleh menteri Agama yang sama tentu menjadi 
sasaran kritik publik. Namun demikian Marzuki Wahid 
menganggap bahwa CLD-KHI telah menambah khazanah 
pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia 
karena menjadi bahan kajian dan perbincangan akademis yang 
cukup serius di banyak perguruan tinggi.   
Oleh karenanya, pada bahasan berikut ini masalah Nikah 
Siri akan dielaborasi dengan mengaitkannya dengan konsep 
patriarki, dimana dalam analisis gender konsep ini mendapat 
kritikan yang tajam. Karena kesadaran terjadinya penindasan 
terhadap perempuan membuat tema patriarki menjadi salah satu 
persoalan paling besar yang digugat oleh tidak hanya kaum 
feminis tetapi juga oleh feminis Islam. 233  Sistem yang 
berdasarkan patriarki ini, biasanya mendomestifikasi 
perempuan, sementara itu pengasingan perempuan di rumah 
menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis dan 
selanjutnya tergantung secara psikologis yang selanjutnya 
berakibat pada ketidak mandirian perempuan.  
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C. Fikih Patriarki: Nilai Patriarki dalam Hukum Perkawinan  
Ada beberapa illustrasi yang dapat digambarkan 
bagaimana posisi perempuan dalam perkawinan lebih didominasi 
pada asas keharusan untuk tunduk ketimbang sebagai sebuah 
kehendak untuk melakukan atas kesadaran dirinya. Perkawinan 
menjadi sesuatu yang harus dijalani atas nama kekuasaan 
patriarki dengan melihat posisi perempuan yang lemah dalam 
sebuah pernikahan, antara lain;234  
1) Perempuan dalam perkawinan didasarkan untuk 
memperlakukan perempuan sebagai obyek seks laki-laki 
dan penghasil keturunan.  
2) Masih banyak perkawinan didasarkan pada perjodohan 
seperti kisah Siti Nurbaya sebuah contoh yang sangat 
baik untuk menggambarkan bagaimana posisi perempuan 
sangat rendah dan rentan sebagai makhluk yang bebas. 
Perempuan dalam konteks ini tidak mempunyai kekuatan 
untuk membela diri.  
3) Perempuan dalam perkawinan didasarkan pada mitos 
perawan tua. Banyak orang tua menginginkan anaknya 
untuk tidak menjadi perawan tua. Karena menjadi 
perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap 
sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri 
perempuan. Untuk itu dalam bayangan ketakutan yang 
tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan 
anaknya pada usia muda.  
Dalam situasi seperti yang digambarkan di atas ada 
banyak kedudukan perempuan yang tidak berdaya dalam 
menghadapi perkawinan baik secara fisik maupun secara 
psikologis. Sehingga perkawinan tidak ubahnya seperti sebuah 
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institusi atau lembaga formal yang sangat hirarkis dan kering 
dari nilai-nilai kekeluargaan. Dalam hubungan masyarakat 
seperti ini, kelompok yang berada di posisi atas sangat potensial 
melakukan tindak kekerasan atau menindas kelompok yang ada 
di bawahnya. Struktur dominasi ini terjadi dalam berbagai aspek 
kehidupan seperti dalam aspek ekonomi (kaya-miskin, 
majikanburuh), aspek sosial (pemerintah-rakyat), aspek sosial-
budaya (bangasawan-kaum papa, kota-desa, pandai-bodoh), 
aspek religius (agamawan-awam, saleh-pecundang), aspek umur 
(tuamuda, orang tua-anak-anak), aspek jenis kelamin 
(perempuanlaki).235 Kemudian pada akhirnya perkawinan tidak 
lagi sebagai sebuah ikatan batin yang kuat (mis}a>qan gali>zan) 
antara laki-laki dan perempuan, namun hanya formalitas belaka 
untuk pemenuhan status sosial.   
Sebagaimana diketahui bahwa KDRT muncul sebagai 
akibat dari ketidaksetaraan pola relasi sosial dalam keluarga 
antara suami dengan isteri. Posisi laki-laki lebih dominan, dan 
istri wajib menunjukkan submissivitas (prilaku ketaatan dan 
kepatuhan pada suami), sebagai dampak dari anggapan bahwa 
mentaati suami merupakan perintah Tuhan. Karena itulah maka 
isu KDRT ini sangat terkait dengan ketidaksetaraan gender, 
sehingga ia digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan 
berbasis gender (gender based violence).236  
 
1. Wacana bias gender dalam fikih klasik 
a. Fikih sebagai Diskursus laki-laki   
Dalam wacana Islam patriarki semakin populer ketika 
istilah tersebut mulai dikaitkan dengan wacana keagamaan Islam 
yang cenderung didominasi oleh laki-laki. Rif’at Hassan dalam 
salah satu tulisannya menggandengkan istilah teologi dengan 
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istilah patriarki, singkatnya menjadi teologi patriarki. 237 
Penggunaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan teologi yang 
penafsirannya didominasi oleh wacana laki-laki sehingga 
mengakibatkan struktur kehidupan yang amat timpang.   
 Kemudian Syafiq Hasyim 238  menggunakan istilah 
patriarki digandengkan dengan istilah fikih sehingga menjadi 
fikih patriarki. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggandengan ini 
bukan tanpa alasan karena dalam Islam bidang keilmuan yang 
paling didominasi oleh wacana laki-laki adalah fikih. Apalagi 
fikih perkawinan dalam literatur fikih klasik mendapat porsi 
yang cukup besar, namun pembaruan dalam fikih munakahat 
mengalami stagnasi sementara arus tantangan globalisasi 
semakin kuat yang berimbas pada hukum keluarga. Teologi 
memang terkena dampak patriarkis, tapi aspeknya tidak seluas 
fikih. Namun mengungkap fikih yang patriarkis berarti 
menggugat sebuah tradisi agung yang selama ini sangat 
dijunjung tinggi oleh umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, 
fikih selama berabad-abad sudah diposisikan sedemikian rupa 
dalam “mahligai” yang hampir tidak pernah mendapat gugatan 
yang serius. Apabila mau jujur, belum pernah ada gugatan 
terhadap fikih seserius gugatan terhadap teologi. Oleh karena itu, 
tidak heran apabila pembaharuan dalam fikih terkesan lambat 
dibandingkan dalam disiplin ilmu keislaman lainnya.239  
 Dalam kaitan dengan hal ini Hussein Muhammad 
menambahkan bahwa dibandingkan dengan kajian Islam yang 
lain, seperti kalam/teologi dan etika-moral/akhlak tasawuf 
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kajian bidang fikih mendominasi setiap wacana perbincangan 
problem aktivitas manusia. 240  Sementara itu fikih yang 
digunakan sampai hari ini masih berkutat pada produk-produk 
masa lampau dengan segenap permasalahan dengan logikanya 
sendiri-sendiri. Fikih pada akhirnya tidak lagi dipandang sebagai 
fatwa individual yang sesungguhnya sangat terbuka bagi analisis 
kritis, melainkan menjadi hukum agama yang sering sekali sulit 
disentuh oleh nalar kontekstual, sehingga hal ini menunjukkan 
bahwa fikih sudah final dan telah menjadi wacana yang 
konservatif dan bersifat doktriner. Padahal pada dasarnya ranah 
fikih adalah perubahan dalam bidang sosiologis, sehingga 
seharusnya bersifat kontekstual, maka konstruksi metodologis 
sangat penting dilakukan agar dapat menjawab berbagai 
permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan pada zaman 
dibukukannya fikih otoritatif yang ada saat ini.  
Ada beberapa contoh yang membuat kesan subordinasi 
perempuan, misalnya, keharusan perempuan taat kepada 
suaminya sepanjang tidak diperintahkan untuk melakukan halhal 
yang melanggar ketentuan Allah, tidak keluar rumah tanpa 
izinnya. Mayoritas ahli fikih juga berpendapat seorang istri tidak 
boleh berpuasa sunnah apabila suami tidak mengizinkannya, 
atau istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan 
hubungan intim berdasarkan hadis Nabi. Tidak ada penjelasan 
dalam kitabkitab fikih, bagaimana jika yang mengajak 
berhubungan intim itu adalah istri, atau istri meminta perhatian 
yang lebih (baca:kasih sayang, karena pada dasarnya keinginan 
seksual istri tidak hanya pada hubungan intim semata tapi 
kadang diekspresikan dengan meminta lebih curahan kasih 
sayang) dan suaminya menolak. Apakah juga dilaknat malaikat? 
Padahal dalam hal urusan rumah tangga, pada prinsipnya 
keempat imam mazhab berpendapat bahwa suami tidak boleh 
memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga, 
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karena akad nikah itu untuk saling bersenang-senang (istimta’), 
dan bukan untuk pelayanan dan diambil manfaat. 241 Tampak 
bahwa penafsiran terhadap pendapat para fukaha telah 
mengalami perubahan dari apa yang sesungguhnya dimaksud. 
Nilai-nilai ‘laki-lakisme’ telah begitu tertanam dalam budaya 
masyarakat secara umum, di \mana nilai patriarki telah terbangun 
jauh sebelum datangnya Islam, sebelum lahirnya berbagai 
mazhab yang dianut oleh umat Islam dalam beribadah dan 
bermuamalah. Gambaran tentang pemikiran patriarki tersebut 
dapat dipahami pada penafsiran ayat 34 sural al-Nisa> 
(perempuan) yang sering menjadi topik perdebatan.242 
َِّجاُل قَ  َِّما فَض  ٱلر  ءِّ ب
َِّسا  ُموَن لََعَ ٱلن  َّٰ َبۡعٖض و َّٰ ُ َبۡعَضُهۡم لََعَ َِّما  َل ٱَّلل  َوب
َِّما َحفَِّظ  ِّۡلَغۡيبِّ ب
َّٰنَِّتٌَّٰت َحَّٰفَِّظَّٰٞت ل  لَِّحَُّٰت َق َّٰ ِّهِّۡمۚۡ فَٱلص  َّٰل ۡمَو
َ
ْ مِّۡن أ نَفُقوا
َ
أ
ِتِّ ََتَافُوَن نُُشوزَُهن  فَعُِّظوُهن  َوٱۡهُجُروُهن  ِفِّ 
َّٰ ۚۡ َوٱل  ُ عِّ ٱَّلل  ٱلَۡمَضاجِّ
 
َ
ِّۡن أ ۖۡ فَإ ۡيهِّن  َوٱۡۡضُِّبوُهن 
ا َطۡعَنُكۡم فَََل َتۡبُغواْ َعلَ َ ََكَن َعلِّي ٗ  َسبِّيًَلُۗ إِّن  ٱَّلل 
 َكبِّرٗيا  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka 
(lakilaki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 
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Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka 
dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”243  
Salah satu problematika penafsiran adalah bahwa ayat 
tersebut dimaknai sebagai ayat tentang kekuasaan laki-laki atas 
perempuan dan sanksi. Padahal jika kita menganalisa hakekat 
dengan melihat pada teks qat}’i dan z}anni. Bahwa ayat tersebut 
(secara tekstual) bersifat z}anni> dengan melihat lafal qawwa>m 
sebagai lafal ‘a>m ataupun kha>s}. Dalam perspektif teori lafal á>m 
maka ayat 34 tersebut tidak dapat disebut sebagai teks yang 
qat}’i> karena selalu terbuka kemungkinan pemaknaan terhadap 
lafal tersebut. Dan itupun menyimpan problematika keluasan 
dan kesempitan makna pada saat yang sama.244   
 Dengan menitikberatkan pada kitab ‘Uqu>d al-Lujjayn 
karya Syekh Nawawi al-Bantani (yang selesai ditulis pada tahun 
1294 H/1877M) merupakan kitab klasik yang cukup dikenal 
karena dijadikan sebagai kurikulum di madrasah dan pesantren 
yang secara khusus membahas relasi laki-laki dan perempuan 
terutama relasi domestik.245 Dalam analisa Faqihuddin terhadap 
kitab ‘Uqu>d al-Lujjayn bahwa prinsip perilaku dan kasih sayang 
yang digambarkannya membawa pada daftar kewajiban yang 
lebih banyak dibebankan kepada perempuan, sehingga potret 
perempuan tampak lebih rendah dan lebih terbebani dibanding 
                                                 
243Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI, h.  ?? 
244Baca selengkapanya dalam Faqihuddin Abdul Qodir, Konsep 
Qat}’i> dan Z}anni> dalam Fiqh Relasi Perempuan dan Laki-Laki, h.210-211.  
245Faqihuddin Abdul Qodir, Konsep Qat}’i> dan Z}anni> dalam Fiqh 
Relasi Perempuan dan Laki-Laki:Kasus Pembacaan ulang terhadap Kitab 
‘Uqu>d alLujjayn, h. 190.  




laki-laki. Hal itu dapat dilihat dalam gambaran yang 
diungkapkan kitab tersebut bagaimana laki-laki sebagai 
pemimpin, pengayom, pendidik dan penanggungjawab atas 
segala hal yang ada pada perempuan atau isteri. Sebaliknya isteri 
digambarkan sebagai pribadi yang tidak independen dan 
bergantung sepenuhnya kepada suami sampai kepada tingkat 
bahwa seorang isteri harus memandang dirinya sebagai budak 
milik suami.246   
Penafsiran Syekh Nawawi seperti tersebut diatas tidak 
terlepas dari konstruksi sosial yang melingkupinya, dan 
pengaruh pemikiran ulama-ulama terdahulu. Penggambaran ini 
menunjukkan bahwa isu relasi perempuan dan laki-laki menjadi 
isu yang sensitif dan biasanya dihadapkan pada dualisme 
benarsalah, islami atau tidak islami dengan tidak menggali 
kompleklsitas berbagai macam pandangan, bagaimana 
pemikiran khazanah intelektual pada setiap zaman dan metode 
penggalian sumber-sumber hukum.  
b. Minimnya Peran Perempuan dalam Kodifikasi Fikih  
Kultur patriarki telah mengakar kuat di masyarakat 
sehingga juga memengaruhi sensitivitas isu relasi perempuan 
dan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sejarah kehidupan 
dan proses kreatif para pendiri fikih pun yang dimulai dari Abu 
Hanifah sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal nampak bahwa 
                                                 
246 Faqihuddin mengutip sebuah paragraf dari kitab ‘Uqu>d al-
Lujjayn (halaman 8 baris ke-19 dari atas) yang berbunyi: “(Dan sebaliknya) 
isteri (memahami dan memandang dirinya laksana budak) yang dimiliki (sang 
suami) atau seperti tawanan perang yang tunduk pada suami (maka, ia tidak 
boleh membelanjakan) mengeluarkan uang (berapa pun dari harta suami 
kecuali atas izinnya) maksudnya izin suami (bahkan banyak ulama yang 
mengatakan: isteri juga tidak diperkenankan membelanjakan hartanya sendiri 
tanpa seizin suami, sama seperti orang yang ditetapkan pengadilan untuk 
tidak membelanjakan hartanya kecuali atas izin walinya) seperti isteri, ia 
ditahan untuk membelanjakan hartanya sendiri, laksana orang-orang bangkrut 
karena hutang”. Lihat dalam Faqihuddin Abdul Qodir, Konsep Qat}’i> dan 
Z}anni> dalam Fiqh Relasi Perempuan dan Laki-Laki, h.196-197.   




mereka belum memiliki kesadaran akan persoalan gender equity. 
Hal tersebut boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor antara 
lain,247 bahwa:  
1) Secara keilmuan mereka memang belum berinteraksi 
dengan peran perempuan, karena peran perempuan dalam 
era ini sama sekali tidak terlihat, dengan tidak adanya 
rujukan sama sekali kepada kaum perempuan, atau  
2) Boleh jadi karena pencatatan sejarah transmisi keilmuan 
kita yang belum lengkap sehingga tidak terdeteksi 
adanya interaksi dengan guru perempuan.  
3) Atau mereka memang tidak memiliki guru perempuan 
pada zaman itu, ini menunjukkan bahwa era Nabi jauh 
lebih menghargai perempuan dari pada zaman 
pengkodifikasian fikih itu sendiri yang seharusnya jauh 
lebih berkembang,  
4) Atau mungkin pada masa itu berkenaan dengan 
merosotnya peranan perempuan dalam peta pemikiran 
Islam. Padahal seharusnya mereka dapat melihat peta 
pemikiran umat Islam pada masa sahabat.  
Dari beberapa kemungkinan yang dikemukakan oleh 
Syafiq Hasyim di atas seperti minimnya peran perempuan di era 
pengkodifikasian fikih dengan membandingkannya di era Nabi 
dan Sahabat di mana lahir beberapa ulama perempuan papan atas 
sesungguhnya menunjukkan bagaimana konstruksi sosial yang 
dibangun masyarakat (laki-laki) dalam berinteraksi dengan 
perempuan pada masa tersebut. Oleh sebab itu dalam mengkritisi 
semua hal di atas, masih menurut Syafiq Hasyim ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan:248  
                                                 
247Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak terpikirkan…, h. 132-134. 
248Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak terpikirkan…, h. 134.  




1) Aspek genealogi keilmuan, yaitu menyangkut belum atau 
tidak adanya kesadaran gender dalam proses lahirnya 
ilmu itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat akan lahir dan 
tumbuh kembangnya fikih itu sendiri yang berada di 
tangan laki-laki. Ini berarti fikih tumbuh dan berkembang 
dalam relasional kekuasaan laki-laki. Dalam perspektif 
filosofis, dimana saja memang terdapat wacana dominan 
yang sangat mungkin mempengaruhi publik. Sebaliknya 
wacana tidak dominan akan luput dari pencatatan 
sejarah. Secara metodologis fikih memang 
dikembangkan oleh kalangan laki-laki oleh karena itu 
grand narrativenya adalah wacana laki-laki. Mayoritas 
imam mazhab dan penulis kitab fikih adalah laki-laki. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Masdar F. Mas’udi 
bahwa fikih yang ada saat ini adalah fikih patriarki yakni 
fikih yang penuh dominasi dan penuh aturan yang berasal 
dari kaum laki-laki. Dalam rentang sejarah yang cukup 
panjang, sejak wafatnya Rasulullah saw dan 
sahabatsahabat terdekatnya, masa tabi’in dan seterusnya 
tidak satupun perempuan yang diekspos sebagai 
penulis. 249  Dan selanjutnya dikatakan bahwa fikih itu 
sendiri adalah produk budaya zamannya, yakni zaman 
pertengahan Islam yang sangat didominasi cita rasa 
budaya Timur Tengah yang sangat patriarkis.   
2) Transmisi keilmuan, proses terjadinya penyebaran fikih 
atau wacana Islam yang pada umumnya hanya disalurkan 
melalui jalur laki-laki. Murid dan guru sangat didominasi 
oleh laki-laki.  
                                                 
249Tidak satupun perempuan yang terekspos sebagai ulama yang 
melahirkan karya-karya besar di era pasa sahabat dibandingkan misalnya 
dengan kemampuan Aisyah R.A. yang menjadi rujukan para muhaddisin 
karena menjadi tokoh sentral dalam menghafal hadis, dan beberapa 
perempuan dalam bidang lain.   




3) Aspek budaya, para ulama pembentuk wacana fikih 
mayoritas hidup di wilayah geografis yang secara 
kultrural bercorak patriarkis, artinya corak masyarakat 
yang secara budaya, sosial dan politik mengagungkan 
aturan laki-laki. Menurut Schovill, secara idealitas ajaran 
Islam memang menjunjung tinggi nilai egalitarianisme. 
Namun ajaran demikian tercemar oleh kultur wilayah 
yang patriarkis sebagaimana yang terjadi di Timur 
Tengah, tempat imam-imam Mazhab yang 
mengembangkan wacana fikih. Menurut Hamilton A.R. 
Gibb, hukum-hukum fikih tentang perempuan banyak 
yang tidak didasarkan pada dasar al-Qur’an namun 
berdasarkan pada hadis-hadis yang mencerminkan adat 
suku Arab. Padahal setiap hukum al-Qur’an yang 
membahas perempuan pada umumnya merupakan 
perbaikan atas hak dan status kaum perempuan dan revisi 
terhadap adat suku-suku Arab pra Islam yang 
diskriminatif terhadap perempuan. Jadi secara umum 
dapat dikatan bahwa sikap diskriminatif fikih terhadap 
perempuan dilatarbelakangi oleh persoalan yang sangat 
kompleks. Dan pada akhirnya sikap diskriminatif inilah 
yang melahirkan ketidak adilan dalam fikih.   
4) Aspek penulisan sejarah yang androsentris, karena 
wacana ini ditulis oleh laki-laki dan juga oleh ide-ide 
yang patriarkis, maka aspek ini dapat diduga juga 
memengaruhi citra perempuan dalam wacana tertulis. 
  
2. Interpretasi Bias Kesetaraan gender dalam Nikah Siri  
a. Determinasi Kultur Patriarki dalam Nikah Siri   
Dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tampak 
determinasi kultur patriarki seperti interpretasi ‘kebolehan 
dalam memukul’ yang telah terjadi dalam sejarah masyarakat 
muslim. Pada konteks ini kita mendapati pandangan-pandangan 
fikih yang ekstrim, yang membenarkan praktik pemukulan 




hampir tanpa batas, dan ada kecenderungan mempermudah 
‘kebolehan’ ini dengan melepaskan suami melakukan kekerasan 
terhadap istri kemudian tafsiran agama dijadikan sebagai 
justifikasi. Hal tersebut dapat dilihat misalnya respon beberapa 
ulama seperti Hussein Muhammad dan Masdar F. Mas’udi 
terhadap kitab ‘Uqu>d al-Lujjayn (karya Syekh Nawawi)250 yang 
dianggap diskriminatif dan tidak mencerminkan prinsip keadilan 
Islam di samping itu tidak lagi memenuhi tuntutan partisipasi 
perempuan.   
Dalam kaitan dengan nikah siri, determinasi kultur 
patriarki dapat dilihat pada dampaknya yang tidak 
memperhatikan keadilan bagi perempuan. Kultur patriarki telah 
mendukung pelestarian nikah siri, karena dalam sejarah 
perkembangannya terbukti telah banyak memberikan dampak 
negatif namun tak kunjung ada solusi, sekalipun pernikahan 
dengan model bawah tangan tersebut dianggap sebagai win-win  
solution. Bahkan sampai saat ini para ulama dan cendekiawan 
yang bergelut dalam disiplin keilmuan fikih atau pun hukum 
positif sepakat menyatakan bahwa nikah siri tidak dapat 
dipungkiri telah banyak menimbulkan dampak negatif dan telah 
banyak menelan korban. Namun ironisnya tidak ada langkah 
maju yang diambil baik oleh pemuka agama maupun negara 
(undang-undang, peraturan pemerintah yang tegas tentang nikah 
siri) bahkan rancangan pemidanaan pelaku nikah siri pun 
akhirnya mengalami kebuntuan karena dianggap lebih 
merugikan pihak perempuan.251   
                                                 
250Sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin dalam tulisannya yang 
secara khusus menyoroti kitab tersebut dengan judul Konsep Qath’iyy dan 
Dhanny Dalam Fiqh Relasi Perempuan dan Laki-Laki: Kasus Pembacaan 
Ulang terhadap Kitab ‘Uqu>d al-Lujjayn Karya Syekh Nawawi Banten, hal, 
206-232.  
251 Sampai tulisan ini dibuat masih hangat diperbincangkan 
munculnya website sebagai penyedia layanan nikah siri yang dianggap lebih 
sebagai salah satu model trafficking (perdagangan manusia). Lihat diskusi 




Salah satu konsep dari pernikahan siri adalah bahwa 
pernikahan tersebut merupakan hasil dari ketidaksiapan individu 
dalam menjalani konsep rumah tangga, di mana ketidak siapan 
itu tersebut menyangkut usia, kondisi mental serta kondisi yang 
berhubungan dengan faktor kemapanan ekonomi. 252  Dalam 
penelitian Sri Hilmi Pujiastuti tentang nikah siri di kalangan 
mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun para pelaku nikah siri 
itu dinyatakan sah secara agama untuk menikah, namun konsep 
rumah tangga yang mereka jalani tidak diperkuat dengan 
tuntutan hak dan kewajiban antara suami istri yaitu hak 
menyangkut nafkah lahir batin, karena mereka menjalankan 
rumah tangga tidak di bawah satu atap. Keadaan seperti ini tentu 
saja dapat memicu berbagai problem yang tidak diinginkan, 
misalnya rentan konflik internal karena masih terlibatnya 
keluarga secara langsung ataupun ketergantungan kepada orang 
tua masing-masing yang akhirnya memupuk ketidak mandirian 
sekalipun telah berkeluarga.  
b. Biner Patriarki dalam Nikah Siri  
Ideologi biner patriarki dalam studi gender yang 
berpangkal dari persepsi tentang dualisme (dualistic thinking) 
baik pada manusia maupun di luar diri manusia yang telah 
mengkristal, kemudian melahirkan opresi. Rumitnya karena 
opresi tersebut dialami biasanya oleh perempuan karena adanya 
persinggungan atau interaksi dengan kaum laki-laki. Sehingga 
satu pihak selaku korban dan pihak lain dianggap sebagai 
penyebab terjadinya opresi tersebut karena sudah terbentuk 
menjadi sebuah sistem yaitu biner patriarki. Istilah-istilah yang 
muncul dari terjadinya nikah siri seperti nikah resmi-nikah siri, 
istri sah-istri siri, anak sah-anak siri ini menunjukkan bagaimana 
ideologi biner patriarki telah melembaga dalam institusi sosial 
                                                 
Indonesia Lawyer Club (ILC) di TVOne pada tanggal 26 September 2017, 
tema tentang nikah siri juga sudah pernah diangkat oleh media tersebut pada 
tahun 2012 juga.   
252Sri Hilmi Pujiastuti, Nikah Siri di Kalangan Mahasiswa  




(masyarakat). Dualisme tersebut dalam prakteknya saat ini 
dianggap sebagai hal yang biasa saja, padahal dengan adanya 
dualisme term ‘sah’ dan ‘siri’ atau ‘resmi’ atau ‘tidak resmi’ 
setiap saat menimbulkan ‘luka’ bagi perempuan dan anak yang 
lahir karenanya. Bahkan korban dari nikah siri ini sesungguhnya 
merupakan opresi tingkat tinggi yang dalam konsep 
ekofeminisme disebut sebagai logika dominasi253. Hal tersebut 
disebabkan dalam beberapa kasus nikah siri yang terjadi 
perempuan secara sadar menempuh jalur tersebut dan memahami 
dampak buruk yang akan timbul di kemudian hari, namun tetap 
melakoninya. Ketika kekerasan telah me’wujud’ atau 
melembaga seperti terjadinya pernikahan maka akan terjadi 
multi opresi, karena pelaku kekerasan adalah keluarga 
(baca:suami atau ayah) sendiri. Kekerasan dalam keluarga bagai 
‘statistik tak berwajah’. 254  Karena biasanya membicarakan 
problematika rumah tangga sering dianggap sebagai hal yang 
tabu (privat) untuk dibicarakan. Negara pun tidak banyak 
berkutik ketika berhadapan dengan doktrin teologis yang pada 
dasarnya perdebatan keabsahan pernikahan yang merugikan 
salah satu pihak sebagai sebuah konstruksi sosial itu dapat 
dikritisi. Mengkritisi dualisme hukum seperti itu sebetulnya 
bukanlah menggugat ajaran pokok atau prinsip utama dalam 
agama, bahkan yang lebih parahnya jika masih dianggap sebagai 
hal yang bersifat privat sehingga tidak pantas untuk 
diperbincangkan di publik. Dengan situasi demikian tampak 
bahwa ideologi biner patriarki telah menjadi kultur sehingga 
butuh upaya yang kuat untuk membuat perubahan yang 
signifikan demi melindungi harkat martabat perempuan dan anak 
(manusia). Adanya dualisme sah secara agama namun tidak legal 
                                                 
253 Warren (lahir 10 September 1947, salah seorang tokoh 
ekofeminisme) adalah seorang penulis, ilmuan dan professor dalam bidang 
filsafat di Macalester University, USA dan salah seorang tokoh 
ekofeminisme, menganggap bahwa konsep logika dominasi sebagai highest 
oppression (opresi tingkat tinggi). Karren J. Warren,   
254Nurul Ilmi Idrus, Suaraku Ekspresiku, h.182.  




menurut undang-undang, seakan bersaing berebut hati umat 
Islam untuk memilih salah satu dari kedua sumber hukum 
tersebut. Ketika agama harus head to head dengan negara 
terhadap suatu masalah maka masyarakatlah yang akan menjadi 
korban. Inilah yang terjadi pada kasus Machica dengan anaknya 
untuk melihat bagaimana dualisme dan logika dominasi 






















BAB IV  
REKONSTRUKSI METODOLOGIS 
HUKUM PERKAWINAN  
 
  
A. Reinterpretasi Hukum Perkawinan di Indonesia  
1. Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan  
a. Upaya  Rekonstruksi  Metodologis  dalam 
Hukum  
Perkawinan  
Dalam rangka menuju hukum Islam yang berkarakter 
Indonesia, maka perlu melihat kembali kelompok-kelompok 
yang mendominasi corak pemikiran hukum Islam yang ada di 
Indonesia dalam beberapa abad belakangan ini seiring dengan 
perkembangan dunia yang semakin global. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa kelompok Islam Indonesia sebagian besar adalah 
penganut tradisi Islam teologi Asy’ariyah dan mazhab fikih 
Syafi’i yang dikenal sebagai kelompok Islam tradisionalis yang 
memiliki kekuatan dan kelemahan. Karena sifatnya yang 
akomodatif, mazhab Syafi’i mampu “masuk” ke dalam 
lingkungan masyarakat Indonesia yang mengutamakan 
harmonisasi antara nilai-nilai ajaran Islam dan tradisi yang 
berkembang dalam masyarakat. Mazhab ini tidak bersifat frontal 
menolak amalan-amalan yang berkembang, tetapi memberi 
muatan dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga mudah diterima 
oleh masyarakat.  
Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan 
perubahan zaman yang disertai dengan berbagai problem 
kontemporer yang mengiringinya, maka dalam pandangan 
beberapa pemikir Islam perlu upaya reformulasi fikih yang sesuai 
dengan tuntutan zaman, antara lain dengan melakukan 




interpretasi ulang terhadap teks (dalam hal ini interpretasi 
terhadap hasil ijtihad ulama yang kemudian diperpegangi secara 
kuat oleh masyarakat). Desakan untuk melakukan interpretasi 
ulang tersebut datang dari berbagai kalangan, karena interpretasi 
yang ada selama ini masih sarat dengan nilai-nilai patriarki 
terutama yang terkait dengan hukum keluarga dalam hal ini 
problematika dalam perkawinan. Fikih meskipun berawal dari 
sebuah panggilan keagamaan tapi bukan berarti fikih steril dari 
unsur subyektifitas dan dari pengaruh nilai-nilai tertentu baik itu 
ideologi, politik, ras maupun budaya secara keseluruhan. Bahkan 
Marzuki Wahid dalam simpulan tulisannya menyatakan bahwa 
hukum Islam di Indonesia sebagai hukum positif adalah 
konstruksi sosial politik, bukan semata-mata rumusan 
teologis.255 Faktor-faktor non teologis merupakan konsekuensi 
logis dari bangunan hukum Islam yang hidup di tengah-tengah 
kenyataan negara-bangsa yang berdasarkan Pancasila dan 
dijustifikasi oleh keputusan politik negara. Dengan demikian, 
disetujui atau tidak suatu rumusan hukum Islam dalam proses 
legislasi bukan karena benar atau salah secara teologis, 
melainkan karena kemenangan konfigurasi politik aktor 
dominan yang berada dan mampu memengaruhi legislatif dan 
pemerintah selaku pembuat undang-undang dan publik sebagai 
kelompok pendukung atau penekan. 256  Undang-undang 
perkawinan yang dirumuskan pada tahun 1973 misalnya 
merupakan hasil konsolidasi politik antara kelompok nasionalis 
dan Islamis terutama pada pasal yang menyangkut tentang 
poligami, setelah melalui perdebatan yang alot dan panjang.  
                                                 
255 Marzuki Wahid, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pasca 
Orde Baru dalam Pendekatan Politik dalam Generasi Baru Peneliti Muslim 
Indonesia (Kajian Islam dalam Ragam pendekatan), h. 68.  
256 Marzuki Wahid, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pasca 
Orde Baru dalam Pendekatan Politik, h. 67.  




Demikian halnya dengan polemik hukum nikah siri yang 
merupakan  problematika  perkawinan  yang  bercita 
 rasa  
Indonesia, perlu mendapatkan solusi yang sifatnya ke-
indonesiaan pula atau dengan kata lain fikih yang bercorak 
pemikiran Islam Indonesia. Pertarungan ideologis dan politis 
antara hukum agama dan negara dalam menyikapi nikah siri tak 
kunjung menemukan titik temu. Karena harus diakui bahwa 
pernikahan seperti itu sekalipun memberikan kerugian tetapi 
juga menguntungkan beberapa pihak, sehingga akan tetap 
langgeng sekalipun korban yang berjatuhan semakin nampak di 
masyarakat.  
b. Tantangan Modernitas: Formalisasi Fikih Oleh 
Kelompok Dominan  
Dalam pandangan Syafiq Hasyim bahwa fikih yang 
berkembang selama ini khususnya dalam masalah perkawinan 
masih bercorak patriarki yang disebutnya dengan Fikih Patriarki. 
Tendensi patriarkis masih begitu nampak terutama dalam 
kaitannya dengan perkawinan misalnya relasi suami istri. 257 
Demikian pula apa yang disampaikan Masdar F. Mas’udi bahwa 
fikih yang ada saat ini adalah fikih patriarki yakni fikih yang 
penuh dominasi dan aturan yang berasal dari kaum laki-laki (cita 
rasa laki-laki). Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam rentang 
sejarah yang cukup panjang, sejak wafatnya Rasulullah saw dan 
sahabat-sahabat terdekatnya, masa tabi’in dan seterusnya tidak 
dikenal perempuan-perempuan yang diekspos sebagai penulis 
                                                 
257Tendensi patriarki menurut Syafiq Hasyim dapat dilihat dalam 
beberapa indikasi, antara lain:1) bahasa Arab (sebagai bahasa al-Qur’an) 
secara leksikal patriarki menjadi bahagian dari bahasa ini, 2) pendiri fiqh yang 
kebanyakan laki-laki. Jelaslah bahwa subjektivitas laki-laki memiliki peran 
yang berpengaruh dalam proses penyampaian narasi fikih, 3) kecenderungan 
fikih patriarki dapat dilihat pada model transmisi dan penyebaran ilmu agama 
Islam, yang pada umumnya dikendalikan oleh laki-laki. Di Indonesia, 
pesantren, pusat-pusat pendidikan Islam dan forum Islam, yang berfungsi  




dibandingkan peran perempuan di masa Rasulullah saw dan 
Khulafaurrasyidin. Padahal, fikih itu sendiri adalah produk 
budaya zamannya, yakni zaman pertengahan Islam yang sangat 
didominasi cita rasa budaya Timur Tengah yang sangat 
patriarkis. 258  Dengan demikian persoalan kontemporer dalam 
dunia Islam dimana telah menyebar di hampir seluruh benua dan 
negara, tentu tidak bisa dielakkan adanya asimilasi antara ajaran 
Islam dengan nilai-nilai budaya setempat. Sehingga setiap 
negara sangat berpeluang untuk memunculkan 
persoalanpersoalan lokal yang tidak ada sebelumnya pada negara 
atau budaya yang lain.  
Demikian halnya dengan tarik ulur tentang rancangan 
undang-undang pemidanaan para pelaku nikah siri (dalam hal ini 
mereka yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya di 
KUA) dianggap dilematis karena di satu sisi pemerintah (selaku 
pembuat undang-undang) dianggap mengekang kebebasan 
dalam menjalankan ajaran agama namun di sisi lain membiarkan 
pelanggar undang-undang tidak diberi tindakan sementara 
dampak negatif nikah siri tersebut sangat tampak di masyarakat. 
Meminjam istilah Marzuki Wahid tersebut di atas bahwa ‘aktor 
dominan’ dalam perkembangan fikih di Indonesia khususnya 
yang terkait dengan fikih munakahat masih male dominated 
sehingga hasilnya pun terkesan “laki-lakisme” atau “male 
oriented”. Sehingga nuansa patriarki dalam problematika hukum 
nikah siri sangat jelas, dan dualisme hukum nikah siri bukanlah 
persoalan hukum halal-haram an sich, namun lebih kepada faktor 
non teologis. Apalagi jika melihat argumentasi para ulama yang 
menyatakan bahwa dari pada melakukan zina maka lebih baik 
                                                 
258sebagai tempat untuk perumusan dan penyebaran wacana Islam 
didominasi oleh laki-laki. Lihat dalam Syafiq Hasyim dalam bukunya: Hal-
Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam, h. 
81-91.  
258Sebagaimana dikutip Syafiq Hasyim dalam bukunya: Hal-Hal 
ang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam, h. 81.  




menempuh jalur yang halal sekalipun dihimbau untuk tidak 
menempuh jalur tersebut, ditambah lagi dengan izin poligami 
yang sangat ketat.259 Maka setali tiga uang, ketika izin poligami 
yang begitu sulit didapatkan lalu ada peluang melakukan 
pernikahan secara sirri, maka ini menjadi angin segar dan 
menjadi solusi meskipun bersifat temporal. Diakui atau tidak, 
faktor seksualitas menjadi argumen yang kuat terjadinya 
pernikahan tersebut.260   
Oleh sebab itu perlu upaya reformasi fikih menjadi fikih 
realitas (fiqh al-waqi’) dan fikih prioritas (fiqh al-awlawiyyah), 
yaitu fikih yang dapat dijadikan sinaran baru bagi problem 
kemanusiaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena 
problem kemanusiaan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Oleh 
karenanya al-Qur’an tidak turun sekaligus tetapi dalam rentang 
waktu yang cukup lama bahkan periode pewahyuan adalah sejak 
Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul sampai beliau 
wafat. Demikian pula dengan sunnah misalnya, yang tidak 
muncul dalam suatu waktu tetapi hadir secara priodik mengikuti 
fenomena yang berkembang di masyarakat.261   
Dalam hal ini, syariat diharapkan tidak lagi bercorak 
vertikalistik (teosentrisme) tetapi juga bersifat antroposentrisme 
dengan menyentuh masalah atau isu-isu kesetaraan gender yang 
                                                 
259Lihat pendapat para ulama tentang nikah siri dalam berbagai 
media massa (cetak maupun elektronik). Misalnya diskusi yang ditayangkan 
oleh TVOne dalam acara ILC pada tanggal 18 Desember 2012 yang dihadiri 
berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan persoalan Nikah Siri dan 
beberapa ulama.  
260Lihat beberapa hasil penelitian tentang nikah siri antara lain 
penelitian di Yogyakarta tahun 2008, dimana salah satu motivasi yang 
melandasi orang melakukan nikah siri adalah karena menghindari perzinahan. 
(Lihat kembali Bab 3 tentang faktor penyebab terjadinyana Nikah Siri).  
261 Lihat dalam Muammar Bakry, Fiqh Prioritas (Konstruksi 
Metodologi Prioritas Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum 
Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 46-47.  




oleh Zuhairi Misrawi disebut dengan fiqh al-Mar’ah, namun 
penulis lebih cenderung dengan istilah fikih gender karena juga 
mencakup eksistensi laki-laki, ketatanegaraan (al-dawlah), 
kewarganegaraan (al-muwat>}anah). Dari sini tampak bahwa 
mendinamisasikan fikih merupakan langkah awal guna 
mendekonstruksi syariat dari wajahnya yang statis, eksklusif dan 
diskriminatif menjadi syariat yang dinamis, inklusif dan 
egalitarianistik. Dalam upaya mendinamisasikan fikih yang 
inklusif dan egaliter maka pembacaan alternatif terhadap 
sumber-sumber Islam tentang isu gender menjadi hal yang tak 
terelakkan dengan menggunakan beberapa pendekatan (kajian 
teoritis),262 yaitu:   
1) Menggunakan Teori Maqa>si}d, Untuk menyelaraskan 
prinsip Islam dengan prinsip kesetaraan gender, maka 
teori Maqa>s}id dianggap sangat representatif dan telah 
digunakan oleh para ulama secara berkesinambungan 
sejak zaman klasik hingga sekarang ini terutama pada 
cabang ilmu Usul Fikih. Al-Juwayni Abu al-Ma’a>li>  
(w.478 H.) dalam salah satu kitabnya yang berjudul 
alBurha>n fi> Us}ul> al-fiqh menyatakan bahwa: “barang 
siapa yang tidak pandai memahami terjadinya maqa>s}id 
(tujuantujuan) dalam hal perintah dan larangan maka 
orang itu  
tidak mengerti terjadinya syari’ah.”263   
2) Teori Gerakan Ganda yang dipelopori oleh Fazlur 
Rahman 264  yang merupakan modifikasi dari dua hal 
                                                 
262Syafiq Hasyim, Bebas Dari Patriarkhisme Islam, h. 53-72.   
263Dikutip oleh Syafiq Hasyim dari al-Juwaini abu al-Ma’a>li, al-
Burha>n fi> Usu}>l al-Fiqh, (Cet.2; Kairo: Da>r al-Ans}a>r), Vol. I, h. 290.  
264 Seorang pemikir modernis asal Pakistan yang mencoba 
menghubungkan asal-usul al-Qur’an dengan konteks dan penafsirannya. Lihat 
dalam Syafiq Hasyim, Bebas Dari Patriarkihisme Islam, h. 58-61, yang 
dikutip dari Farid Esack, Qur’an, Liberation, and Pluralism; An Islamic 




dalam pembacaan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yakni 
pendekatan tekstual dan kontekstual (latar belakang 
sjarah dan sosial kemasyarakatan). “Gerakan Ganda” 
yang dimaksudkan adalah yaitu; pertama, gerakan 
memahami al-Qur’an secara menyeluruh sebagai wahyu 
yang diturunkan secara khusus pada masa tertentu dalam 
merespon peristiwa dan kejadian tertentu, dengan cara 
mengkaji situasi sejarah dan moral etiknya untuk 
mengantar pada teks dan melakukan generalisasi 
jawaban-jawaban khusus tadi dam mebuat kerangka 
peernyataan tujuan sosial secara umum. Gerakan Kedua 
adalah melaksanakan tujuan-tujuan umum yang telah 
dicapai dalam sejarah sosial yang konkrit di masa 
mendatang.  
3) Ta’wil dan Hermeneutika. Pada dasarnya ta’wil dan 
hermenutika merupakan dua metode penafsiran pada 
disiplin keilmuan yang berbeda, namun memiliki 
persamaan dalam beberapa hal. 265  Kesamaan tersebut 
antara lain; (a) sama-sama menjadikan teks sebagai 
obyek kerjanya; (b) sama-sama menjadikan teks sebagai 
perantara untuk mendapatkan makna yang sebenarnya 
(hakiki) dibalik teks; (c)sama-sama mempertimbangkan 
dibalik faktor-faktor di luar teks sebagai unsur yang 
memegang peranan penting dalam memberikan makna 
sebuah teks.   
Beberapa teori di atas merupakan upaya konkrit agar 
fikih tidak statis dan rigid terhadap berbagai persoalan 
kontemporer. Teori Maqa>s}id misalnya mendapatkan perhatian 
yang cukup besar dari para juris Islam, karena memang pada 
dasarnya teori tersebut telah digunakan oleh para ulama dari 
                                                 
Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression, Oxford: One 
World, 1997.  
265Baca dalam Syafiq Hasyim, Bebas Dari Patriarkhisme Islam, h. 
6173.  




masa ke masa dalam rangka memecahkan kebuntuan hukum. 
Dengan demikian menuju fikih maqashid sebagai fikih yang 
lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti 
kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan yang bersifat 
komprehensif dari pada hukum-hukum yang bersifat partikular 
merupakan suatu keniscayaan. Kemaslahatan yang dimaksud 
bukan hanya untuk Tuhan dan penguasa semata, melainkan 
kemaslahatan bagi manusia di seantero alam, apapun agama, 
suku dan rasnya266 serta jenis kelaminnya.   
Karena itu mendefinisikan kembali perkawinan, rukun 
dan syaratnya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, 
sebab nikah siri yang marak dilakukan sekarang ini (sekalipun 
terpenuhi secara administratif syarat dan rukunnya) namun 
efeknya menunjukkan adanya desakralisasi akan nilai-nilai 
perkawinan itu sendiri. Syarat dan rukun nikah masih dipahami 
secara statis dan rigid oleh banyak masyarakat muslim yang 
terbukti menimbulkan diskriminasi kepada perempuan dan anak. 
Karena sekalipun seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi 
namun tetap masih lemah secara hukum jika tidak tercatatkan, 
karena pencatatan inilah satu-satunya barometer utama yang 
dipedomani oleh negara terhadap keabsahan hubungan laki-laki 
dengan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan.  
 
2. Fikih Maqa>s}id sebagai tujuan utama 
Fikih Maqa>s}id merupakan fikih yang lebih 
mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti 
kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan dari pada hukum-hukum 
yang bersifat partikular. Hal yang utama dalam membangun 
kerangka pikir demi kemaslahatan umat adalah bagaimana 
membangun paradigma terhadap sumber otoritas fikih yang 
                                                 
266 Zuhairi Misrawi, Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat 
(Fundamentalisme, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi). (Cet. I; Jakarta: 
KIKJ bekerjasama dengan Ford Foundation, 2003), h. 58-59.  




selama ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. 
Karena kehadiran karya-karya berupa hasil ijtihad terhadap 
berbagai problematika kontemporer belum tampak.  
a. Paradigma berpikir terhadap teks  
Dalam kaitan dengan persoalan kontemporer dalam 
dunia globalisasi sekarang ini Maqa>s}id al-Syari>’ah sebagai salah 
satu metode dalam istinba>t hukum menjadi sangat urgen karena 
merefleksikan nilai-nilai universal namun tetap dalam koridor 
syari’at. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 
menangkap kemaslahatan terhadap permasalahan yang 
berkembang di masyarakat. Untuk itu perlu cara pandang yang 
baru terhadap agama untuk menentukan kemaslahatan yang ada. 
Zuhairi Misrawi merefleksikan tentang menangkap 
kemaslahatan dengan menekankan pada bagaimana membangun 
pemikiran terhadap agama, yaitu:267  
1. Keterbukaan dalam memahami dan membaca teks suci. 
Al-Qur’an adalah teks otonom, artinya teks yang terdapat 
di dalam al-Qur’an tidak akan bermakna apa-apa jika 
tidak ditafsirkan secara terbuka oleh pembacanya.  
2. Menempatkan manusia sebagai subyek penafsiran dalam 
rangka memperpendek jarak antara teks dan realitas. 
Selama ini, pemahaman keagamaan yang dihadirkan ke 
tengah-tengah masyarakat selalu berangkat dari teks 
yang kemudian diturunkan menjadi produk hukum untuk 
memberi status hukum terhadap suatu realitas.  
3. Memberikan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan. 
Jika selama ini agama hanya terkesan teosentrisme 
(agama yang melangit-vertikal), maka perlu ada 
terobosan baru dengan mengalihkan perhatian kepada  
antroposentrisme (persoalan kemanusiaan-horizontal).   
                                                 
267Zuhairi Misrawi, Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat, h. 64-
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Cara pandang terhadap agama di atas merupakan upaya 
untuk menginklusifkan syariat dari wajahnya yang statis mejadi 
lebih dinamis dan fleksibel untuk memberikan jawaban atas 
berbagai persoalan yang mengemuka, terutama jika dampak 
buruk yang ditimbulkan sangat nyata seperti kasus-kasus 
perkawinan secara sirri. Jika melihat pada dampak yang 
ditimbulkan oleh nikah siri maka persoalan tersebut tidak bisa 
lagi dianggap sebagai persoalan di ruang domestik atau privat 
atau beberapa istilah domestifikasi yang membuat para 
pemangku kepentingan seakan menutup mata pada berbagai 
dampak negatif yang ditimbulkannya, tetapi merupakan 
persoalan kemanusiaan. 268  Maka kesan teosentrisme (agama 
yang melangit-vertikal) harus dialihkan menjadi 
antroposentrisme. Dalam hal ini piranti-piranti metodologis 
sangat dibutuhkan untuk mengulik persoalan yang muncul di 
masyarakat.  
b. Reformulasi Fikih   
Dalam rangka membangun fikih yang responsif terhadap 
perubahan maka perlu upaya yang bersifat paradigmatik dan 
metodologis sehingga bukan hanya mereproduksi 
pandanganpandangan klasik tanpa melakukan persenyawaan 
dengan problem kemanusiaan yang senantiasa berkembang dan 
semakin menantang. Dalam pandangan Zuhairi Misrawi, karya 
al-Syat> }ibi> lebih sebagai kerangka metodologis dalam 
memahami syariat dari pada berisi kesimpulan-kesimpulan 
hukum (istinbat hukum). 269  Hal ini dikemukakan demikian 
karena seakan-akan fikih secara umum hanya dipahami sebagian 
kalangan sebagai kebenaran kognitif (al-haqi>qah fi> al-adzhan), 
bukan sebagai kebenaran praksis (al-haqi>qah fi> al-a’ya>n). Fikih 
                                                 
268Lihat misalnya Sa’i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i> ketika membahas tentang 
bagaimana pengaruh zaman dalam perubahan hukum dalam bukunya: 
D}awabit} al-Mas}lahah fi al-Syari>’ah al-Isla>miyyah, h. 244.   
269Zuhairi Misrawi, Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat, h. 58-
59.  




disakralkan sebagai pandangan yang kebenarannya tidak bisa 
ditafsir dan diperdebatkan. Oleh sebab itu peran akal sebagai 
sumber hukum sangat penting agar dapat menangkap persoalan 
kemanusiaan yang semakin berkembang.   
Dalam kaitan dengan ini, Harun Nasution mengklaim 
bahwa manusia dengan akalnya telah dapat menjalankan 
hidupnya di dunia ini sebab akal dapat membedakan antara 
perbuatan jahat dan baik. Oleh karena itu manusia dapat 
menciptakan peraturan hukum dan sanksi-sanksinya. Dengan 
kemampuan akal membedakan budi pekerti, manusia dapat 
membuat norma-norma akhlak yang harus dipatuhi sesama 
manusia, sehingga mereka tidak perlu menunggu wahyu untuk 
mengatur hidup kemasyarakatannya. Wahyu turun untuk 
menyempurnakan peraturan yang telah dibuat oleh manusia.270 
Hal yang senada diungkapkan Munawir Sadzali bahwa dalam 
rangka menentukan hukum dan perubahan serta dasar 
pertimbangan ke arah tersebut, Allah telah memberikan 
kewenangan untuk mempertimbangkannya pada akal budi 
manusia. Dia mendasarkan pendapatnya ini kepada Muhammad 
Abduh yang menyatakan bahwa untuk memperbaharui 
pemahaman agama yang harus dilakukan adalah membebaskan 
dari belenggu taklid dan kembali kepada metode pemahaman 
sebelum terjadinya ikhtilaf. 271 Untuk itu hal pertama yang harus 
dilakukan adalah menggunakan akal sebagai salah satu kekuatan 
utama yang dimiliki manusia. Untuk menghindari bahaya anarki 
berpikir, Munawir mengusulkan hendaknya pemanfaatan akal itu 
dilakukan secara kolektif, dengan melibatkan para ulama dan 
ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang terkait. Dalam 
memahami ajaran Islam tidak terkait dengan arti harfiah dari 
ayat dan hadis dengan tetap mengacu pada maqasid al-tasyri’ 
                                                 
270Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis. 
(Cet. I ; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.153.  
271Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis. 
h.155.  




yang bertalian dengan penegakan dan pemerataan keadilan serta 
kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Oleh sebab 
itu Zuhairi Misrawi membagi kepada tiga (3) level dalam upaya 
mereformulasi fikih sehingga fikih tetap mampu bersenyawa 
dengan zaman, antara lain:272  
1. Level Metodologis, perlunya interpretasi terhadap 
teksteks fikih secara kontekstual, bermazhab secara 
metodologis dan verifikasi antara ajaran yang pokok 
(ushul) dan cabang (furu’) tanpa harus membabat habis 
akar-akar fikih klasik. Ibarat hutan belantara khazanah 
fikih adalah khazanah yang luas dan kaya, sehingga 
diperlukan pembaruan yang bersumber dari tradisi fikih. 
Pada level ini banyak kesamaan antara pembaruan ulama 
fikih yang lain.   
2. Level Etis, khazanah fikih yang terlanjur berkembang 
ditengah-tengah masyarakat adalah khazanah yang 
seakan-akan menyediakan sesuatu yang baku dan siap 
saji. Akibatnya produk fikih yang formalistik dan 
legalistik. Menurutnya, al-Syatibi menghendaki agar 
pembaruan fikih dapat menghadirkan fikih sebagai etika 
sosial. Fikih tidak hanya membahas soal halal-haram, 
melainkan membahas panca jiwa fikih (al-kulliyyat al- 
khamsah)  
3. Level Filosofis, menurut Misrawi pada level ini sejatinya 
fikih terbuka terhadap filsafat dan teori-teori sosial 
kontemporer. Selama ini kita tahu bahwa fikih hanya 
bersumber dari “wahyu”, di masa mendatang fikih 
semestinya bisa menjadikan teori-teori sosial modern 
sebagai rujukan dalam mengenal sebuah hukum.   
                                                 
272Zuhairi Misrawi, Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat, h. 62-
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Dalam pandangan penulis ketiga level tersebut saling 
terkait satu sama lain dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan 
dikemas dalam istilah Maqa>s}id al-syari >’ah itu yang merupakan 
kerangka metodologis, etis dan filosofis dalam mencapai 
kemaslahatan umat manusia. Nikah siri yang tidak memiliki 
basis hukum secara eksplisit dalam fikih munakahat, dapat 
didekati dengan menggunakan kerangka berfikir di atas. Dampak 
buruk yang ditimbulkan sangat nyata dan telah menjadi 
problematika selama puluhan tahun, bahkan pada dasarnya 
fenomena ‘perkawinan tidak resmi’ tersebut terjadi di beberapa 
negara Islam. Batasan garis keras dalam Islam mengenai 
larangan hubungan seksual sebelum menikah menjadi problem 
yang tidak sederhana. Ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi sangat 
tegas melarang adanya hubungan seksual sebelum menikah, 
bahkan itu menjadi diferensiasi dengan agama lain yang tidak 
begitu ketat dalam pengaturan masalah seksual tersebut. 
Sehingga satu-satunya cara untuk memenuhi hasrat tersebut 
harus ditempuh melalui perkawinan. Maka jika dalam 
pelaksanaan perkawinan mengalami kesulitan maka modifikasi 
terhadap bentuk atau model perkawinan sebagai solusi, yang 
boleh jadi hanya bersifat temporal dengan tujuan bahwa 
justifikasi teologis dapat mengurangi rasa berdosa (bersalah) 
karena hubungan tersebut telah halal, sekalipun ilegal menurut 
negara.   
Namun perlu diketahui bahwa di Indonesia fenomena 
nikah siri semakin meluas setelah diundangkannya masalah 
pencatatan nikah yang menjadi salah satu pasal dalam 
undangundang perkawinan pada tahun 1973. Paradigma 
pemikiran tentang penertiban secara administratif ini yang 
masih dianggap bukan sebagai sesuatu yang taken for granted 
karena dibuat oleh manusia, padahal perkawinan sesungguhnya 
adalah ibadah muamalah di mana unsur kemanusiaan sangat 




dominan (dikategorikan sebagai urusan duniawi) di dalamnya.273 
Dalam konteks demikian maka perubahan yang bersifat esensial 
pun sangat mungkin dilakukan jika bertujuan untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang tidak bertentangan 
dengan mas}lahah mu’tabarah.274 Dengan demikian pendekatan 
mas}lah}ah dengan menggali hakikatnya dalam problematika 
perkawinan harus menjadi skala prioritas dalam pembaruan 
(reformulasi) fikih.  
 
B. Mas{lah}ah sebagai Konsep Dasar dalam Rekonstruksi 
Hukum Perkawinan  
1. Urgensi Mas}lah}ah dalam Upaya Rekonstruksi Hukum 
Perkawinan  
Dalam definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali 
bahwa al-Mas}lah}ah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat 
dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan 
syara’. 275  Penjelasan tersebut memberikan suatu pemahaman 
bahwa suatu kemaslahatan harus berkesesuaian dengan tujuan 
disyariatkannya sesuatu, karena kemaslahatan manusia tidak 
selamanya berdasar pada kehendak Syar>i’ tetapi sering 
didasarkan pada interest pribadi. Lebih lanjut pengertian 
tersebut dapat dipahami bahwa al-maqa>s}id dan al-mas}lahah 
merupakan dua bentuk penamaan dengan satu makna, karena 
almas}lahah menurutnya adalah segala sesuatu yang mengarah 
kepada penjagaan dan pemeliharaan tujuan syara’ dan penolakan 
                                                 
273Lihat pernyataan ulama syafi’iyah dalam Wahbah Zuhaili, Usu}>l 
al-Fiqh al-Islami>, Juz 2, h. 35.   
274Mas}lahah mu’tabarah adalah kemaslahatan yang eksistensinya 
ada pada sesuatu sehingga dilegalkan oleh sya>ri’ maka tidak boleh 
bertentangan dengan hukum yang akan ditetapkan kemudian. Lihat 
penjelasannya lebih lengkap dalam Muammar Bakry, Fiqh Prioritas, h. 90-91.  
275Abu> Ha>mid al-Gaza>li, al-Mustas}fa> Min ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, (Cet. 
I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1997), h. 331.  




terhadap segala sesuatu yang mengantar pada kemafsadatan. 
Pemeliharaan dan penolakan tersebut merupakan esensi dari 
maqa>s}id al-syari>’ah. Demikian pengungkapan beberapa term 
yang sifatnya teknis yang semakna dengan maqa>s}id. Tujuannya 
adalah untuk mendekatkan sebuah pemahaman kepada para 
peneliti bahwasanya maqa>s}id al-syari>’iah itu menggunakan 
term yang pada inti dan substansinya adalah kemaslahatan. 
Kemaslahatan itu bermuara pada pencapaian sebuah nilai 
manfaat (kebaikan) dan penolakan segala yang membawa kepada 
kemudaratan terlepas dari terminologi apapun yang digunakan 
baik itu hikmah maupun illat dan sebagainya.276 Dalam kaitan 
dengan hal ini al-Syat> }ibi> yang dikenal sebagai ‘bapak’ dari 
maqa>s}id al-syari>’ah memaknai fikih sebagai sumber etika sosial 
dan kemaslahatan, memiliki beberapa tingkatan:277  
1) Kemaslahatan Premier (الضروريات), kemaslahatan yang 
menjadi acuan utama bagi implementasi syariat. Setiap 
manusia mesti menghargai keberagamaan orang lain, 
menghormati jiwa, menghargai kebebasan berpikir dan 
berpendapat, menjaga keturunan (hak-hak reproduksi), 
menghargai kepemilikan harta setiap orang. 
Kemaslahatan premier merupakan inti semua ajaran dan 
agama.  
2) Kemaslahatan sekunder (الحاجيات), kemaslahatan yang 
menyebabkan tidak ambruknya tatanan sosial dan 
hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan 
bagi pelaksanaan sebuah hukum. Contoh; rukhsah, qashar 
shalat karena ada hambatan. Pesan yang terkandung 
adalah dalam pelaksanaan ibadah pun diberikan beberapa 
keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan 
                                                 
276Abd. Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maq>sid al-
Syari>’ah, h. 54.  
277Zuhairi Misrawi, Dari Syariat Menuju Maqa>s}id al-syari’ah, h. 
58-59.  




kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan 
beribadah tidak merasa adanya keberatan dan 
keterpaksaan.  
3) Kemaslahatan yang bersifat suplementer (التحسينيات), 
yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada 
masalah estetika dan etiket, contoh; ajaran tentang 
kebersihan, berhias, s}adaqah dan bantuan kemanusiaan 
(penyempurna kemaslahatan primer dan sekunder).  
Terkait tiga kemaslahatan yang dikemukakan oleh al-
Sya>tibi> di atas menjadi basis ijtihad dalam maqa>s}id al-syari’ah 
karena dianggap responsif terhadap persoalan kontemporer 
dibandingkan dengan hanya interpretasi tekstual dan kontekstual 
yang ada selama ini 
a. Mas}lah}ah: Jalan Menuju Fikih Yang Dinamis  
Persoalan kekinian dan membutuhkan perangkat 
metodologis dalam fikih untuk mengkaji realitas yang sarat 
dengan perubahan membutuhkan analisa secara mendalam. Oleh 
sebab itu, menurut Zuhairi Misrawi bahwa mendinamisasikan 
fikih merupakan langkah awal guna mendekonstruksi syariat dari 
wajahnya yang statis, eksklusif dan diskriminatif menjadi syariat 
yang dinamis, inklusif dan egalitarianistik. Lebih lanjut 
menyatakan bahwa salah satu langkah kolosal ulama 
kontemporer adalah menjadikan syariat sebagai sumber nilai dan 
etika sosial bukan hanya sebagai sumber hukum.278  
Dengan demikian untuk menghasilkan sebuah fikih yang 
lebih dinamis sekurang-kurangnya ada tiga komponen dasar yang 
saling berhubungan dan berkolaborasi satu sama lain dalam 
proses kelahiran fikih279, yaitu fiqh al-nus}u>s} yang nerupakan 
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teks-teks wahyu yang berdimensikan hukumhukum operasional, 
fiqh al-wa>qi’ (pemahaman terhadap realitas) dan fiqh al-tanzi>l 
(pemahaman mekanisme penempatan makna teks terhadap 
konteks). Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas jika dikaitkan 
dengan tantangan modernitas dalam hukum perkawinan, maka 
wacana fikih realitas (fiqh al-wa>qi’) sebagai bagian yang tak 
terelakkan mendapatkan porsi perhatian yang besar dalam upaya 
reformasi hukum. Pengembangan Hukum Islam sebagaimana 
diungkapkan oleh Qodri Azizy perlu dilakukan reposisi yaitu 
mengembalikan kodrat hukum Islam yang selama ini telah salah 
dipersepsikan dengan melakukan beberapa hal;280  
1) Humanisasi hukum Islam, yaitu menempatkan hasil-hasil 
ijtihad para ulama terdahulu pada proporsinya. Hasil 
ijtihad mereka bukanlah doktrin yang tidak bisa disentuh 
dan dipertanyakan tetapi juga tidak harus dibuang sama 
sekali.  
2) Kontekstualisasi hukum Islam, sehingga menjadi hidup 
dan mempunyai nilai, karena adanya perbedaan latar 
belakang sejarah, sosial budaya dan waktu yang berbeda 
ketika sebuah ijtihad dihasilkan.  
3) Reaktualisasi hukum Islam, kemampuan interpretasi 
terhadap hasil-hasil ijtihad masa lalu dan reinterpretasi 
sesuai dengan pendekatan multidisipliner, seperti ilmu 
sosial humaniora.  
Dalam upaya rekonstruksi hukum Islam tersebut di atas, 
Qodri Azizy menekankan pada reaktualisasi hukum Islam 
dengan menggunakan beberapa metode yaitu; a) konsep 
mas}lahah, b) reinterpretasi nas}, c) revisi kaidah fiqhiyyah yang 
mempertentangkan mas}lahah ‘a>mmah dengan mas}lahah 
kha>s}s}ah, d) redefenisi konsep qat}’i dan z}anni> dan, e) 
                                                 
2005). Lihat dalam Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis 
Maqa>s}id alSyari>’ah, h. 148.  
280Muh. Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, h. 195-196.  




penggunaan sains modern sebagai landasan pengambilan hukum. 
Dengan demikian salah satu konsep yang ditawarkan adalah 
mas}lahah untuk mengaktualisasikan hukum Islam sehingga 
dapat memberikan sinaran bagi persoalan kontemporer yang 
tidak memiliki nas} ataupun hasil ijtihad para ulama di masa lalu 
terutama di masa para Imam mazhab hidup.   
Yusuf Qaradawi pun menyatakan hal yang hampir sama 
bahwa upaya reformasi fikih menjadi fikih realitas (fiqh alwa>qi’) 
dan fikih prioritas (fiqh al-awlawiyah)281, yaitu fikih yang dapat 
dijadikan sinaran baru bagi problem kemanusiaan yang muncul 
di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, syariat diharapkan 
tidak lagi bercorak vertikalistik (teosentrisme) tetapi juga 
bersifat antroposentrisme dengan menyentuh masalah atau isu-
isu kesetaraan gender (fiqh al-Mar’ah), ketatanegaraan 
(aldawlah), kewarganegaraan (al-muwa>t}anah).282Dengan cara 
berfikir demikian diharapkan kerusakan dapat diminimalisir 
sebagaimana dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa: 
َرُر ُيَزال     الضَّ
“Kerusakan harus dihilangkan”.  
Pandangan beberapa ulama tersebut di atas baik ulama 
klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa mas}lah}ah 
tidak hanya menjadi tujuan utama dari diturunkannya syariat, 
tetapi harus diimplementasikan sebagai kerangka metodologis 
daripada berupa kesimpulan-kesimpulan hukum (istinbat 
hukum) dalam memahami syariat sebagaimana langkah 
monumental al-Syat> }ibi> dalam membangun kerangka fikih 
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maqa>s}id al-syari>’ah. Hal ini dipahami oleh sebagian kalangan 
bahwa fikih seakan-akan sebagai kebenaran kognitif (al-haqi>qah  
fi al-adzhan), bukan sebagai kebenaran praksis (al-haqi>qah fi 
ala’ya>n). 283 Fikih lalu disakralkan sebagai pandangan yang 
kebenarannya tidak bisa ditafsir dan diperdebatkan. Akibatnya, 
masih menurut Misrawi, umat Islam mengalami kemiskinan 
paradigmatik dan metodologis, karena yang dilakukan para 
ulama saat ini hanya sekedar reproduksi pandangan-pandangan 
klasik tanpa melakukan persenyawaan dengan problem 
kemanusiaan yang senantiasa berkembang dan semakin 
menantang. 
Problematika nikah siri sebagai problem 
kemanusiaan/persoalan kontemporer (khususnya bagi 
perempuan dan anak di Indonesia) merupakan realitas yang 
tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat 
Indonesia yang memerlukan cara pandang hukum Islam yang 
berkarakter Indonesia, di mana kondisi sosial budaya tentu akan 
sangat berpengaruh. Sinergitas fiqh al-nus}u>s} yang merupakan 
teks-teks wahyu yang berdimensikan hukum-hukum operasional, 
fiqh al-wa>qi’ (pemahaman terhadap realitas) dan fiqh al-tanzi>l 
(pemahaman mekanisme penempatan makna teks terhadap 
konteks) dapat dijadikan dasar dalam melihat problem 
kontemporer yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu 
nikah siri harus dilihat sebagai sebuah realitas yang ada dan 
hidup di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan perangkat 
dalam mengurai dan mengonstruksi fikih yang lebih dinamis dan 
berkeadilan terutama bagi perempuan dan anak.  
b. Hakikat Fikih: Tekstual dan Kontekstual 
Kondisi realitas menuntut adanya keyakinan penuh bagi 
orang yang ingin menginterpretasi dan menganalisis realitas 
bahwa pengaruh zaman dan ruang merupakan elemen yang 
sangat mendasar dalam kerangka memberikan batasan jenis 
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pengetahuan terhadap realitas bahkan dalam berinteraksi 
dengannya. Karena setiap realitas, ada kondisi tertentu yang 
terdapat di dalamnya dan merupakan sebuah kesalahan 
metodologis kalau hanya memandang kepada realitas yang ada 
tanpa melirik kondisi ruang dan waktu yang mengitari realitas 
itu. Imam al-Qarafi mengatakan:  
إنَّ إِْجَراَء اأْلَْحَكاِم الَّتِى ُمْدِرُكَها اْلعََوائِدُ َمَع تََغيُِّر تِْلَك 
ْيِن، َبْل  ُكلُّ َما َيتَّبُِع اْلعََوائِدَ اْلعََوائِِد ِخالَُف اإِْلْجَماعِ َوَجَهالَةٌ فِى الد ِ
إِلَى َما تَْقتَِضْيِه  فِى الشَِّرْيعَِة َيتََغيَُّر اْلُحْكُم فِْيِه ِعْندَ تََغيُِّر اْلعَادَةِ 
ُ ، َلْيَس َهذَا تَْجِدْيدًا ِلاِلْجِتَهاِد ِمَن اْلُمقَل ِ  دَة ُ اْلُمتََجد ِ ِدْيَن َحتَّى اْلعَادَة
ٌ اْجتََهدَ فِْيَها اْلعُلََماُء يُْشتََرَط فِْيِه أَْهِليَ  ةُ ااِْلْجِتَهاِد ، بَْل َهِذِه قَاِعدَة
 َوأَْجَمعُْوا َعلَْيَها ، فََنْحنُ  َنتَّبِعُُهْم فِْيَها ِمْن َغْيِر اْستِئْنَاِف اْجِتَهاد  .284 
“Memberlakukan beberapa kebijakan hukum yang 
pemerolehannya adalah adat istiadat bersamaan dengan 
berubahnya adat istiadat tersebut, maka ia menyalahi 
konsensus dan kebodohan dalam agama, bahkan seluruh yang 
mengikuti adat dalam syariat akan berubah sesuai dengan 
perubahan adat yang ada ke adat yang lebih baru lagi. Ini 
bukanlah berarti bahwa ini merupakan sebuah pembaruan 
ijtihad bagi mukallid hingga dipersyaratkan adanya kapasitas 
kemampuan berijtihad, akan tetapi ini adalah sebuah kaedah 
(patokan dasar) yang di dalamnya sudah diupayakan dan 
disepakati oleh para ulama, kami mengikuti mereka tanpa 
harus memulai ijtihad baru lagi.”  
Dari penjelasan al-Qarafy di atas, dapat dipahami 
bahwa teori al-‘urf285 mengajak kita untuk tidak stagnan dalam 
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sebuah kebijakan hukum yang diformulasi berdasarkan adat 
istiadat, jika adat istiadat itu mengalami perubahan. Oleh karena 
itu, perbedaan penetapan hukum terhadap sebuah realitas 
terkadang hasil dari perbedaan kondisi yang mengitarinya. Jadi, 
setiap tindakan atau aktifitas pembebanan yang disyariatkan 
atau yang diperbolehkan dalam ruang dan waktu tertentu, bukan 
merupakan suatu kemestian dan keniscayaan dari sebuah produk 
hukum itu untuk diterapkan dan diberlakukan dalam setiap ruang 
dan waktu yang berbeda. Karena ruang dan waktu keduanya 
memiliki pengaruh dalam mengondisikan antara hukum syar’i 
dan realitas yang merupakan objek kajian.   
Abdul Maji>d al-Najja>r mengemukakan bahwa jika 
seseorang ingin memperdalam fikih realitas, maka hendaknya 
melihat kondisi ril kaum muslimin melalui dua cara yang saling 
melengkapi yaitu:  
1) Analisis global kaum muslimin tentang garis besar yang 
hendak dijalankan dan faktor-faktor yang 
mendukungnya, serta kondisi umum yang menimpa 
mereka, tabiat interaksi, baik dari sisi internal maupun 
eksternal. Dengan demikian, akan tercapai sesuatu yang 
menggambarkan tentang kaedah-kaedah umum untuk 
memahami lebih jauh dan lebih dalam permasalahan 
kaum muslimin. Ini semua akan membantu untuk 
memahami kondisi dan fenomena yang sifatnya parsial.   
2) Analisa awal secara detail dari sisi-sisi kehidupan kaum 
muslimin sesuai dengan macam-macamnya seperti 
ekonomi, politik dan budaya. Kemudian melihat 
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masalah itu secara lebih rinci dari fenomena dan 
peristiwaperistiwa tertentu dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan kondisi waktu dan ruangnya. 
Analisis ini hendaknya diakhiri dengan menentukan 
hakekat dan sebab-sebab serta dampak apa saja yang 
akan muncul dari akibat peristiwa dan fenomena itu.286  
Sudah bisa dipastikan bahwa melakukan studi realitas 
dengan cara seperti ini memerlukan sarana kajian yang baik. Hal 
ini dilakukan dengan mendatangkan sumber daya manusia 
berkualitas dari berbagai macam bidang seperti para ahli dalam 
bidang sosiologi dan psikologi serta disiplin keilmuan lainnya. 
Sarana ini akan berdaya guna jika dipergunakan secara 
proporsional dan professional. Jika tidak, maka penerapan 
syariah akan mengalami kendala dan hambatan.   
Sementara itu Husein Muhammad memaparkan secara 
gamblang dalam salah satu wawancaranya dengan Marzuki 
Wahid ketika membincang tentang membaca ‘jenis kelamin’ 
fikih perempuan bahwa fikih selama ini sering dipahami sebagai 
doktrin keagamaan, sangat normatif sehingga 
keputusankeputusannya tidak boleh dikritisi bahkan sebagian 
menganggapnya “pamali” atau tabu.287 Baginya, fikih memiliki 
dua substansi yang mendasar yaitu bahwa fikih adalah hukum 
agama, karena memang ia diambil dari teks-teks agama. Dan di 
lain pihak fikih sebenarnya merupakan interpretasi orang 
terhadap teks-teks suci itu, bukan teks suci itu sendiri. 
Interpretasi orang tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak 
hal yang turut memengaruhinya. Pemahaman orang terhadap 
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suatu masalah pasti terkait dengan tempat dan kapan masalah itu 
dipahami dan siapa yang memahami. Faktor sosiologis dan 
kultural memiliki peran penting dalam proses reproduksi hukum 
melihat betapa pluralnya pikiran-pikiran yang ada dalam 
kitabkitab fikih. Fikih yang dikaji selama ini merupakan produk 
pemikiran ahli fikih pada masa lalu. Dan mereka adalah para 
pemikir besar. Fikih yang ada dalam kitab-kitab telah 
berabadabad dipahami dan diamalkan masyarakat muslim 
hingga sekarang dalam konteks sosial yang sesungguhnya adalah 
berbeda dan berubah. Perbedaan dan perubahan ini sudah sangat 
jauh. Oleh karena itu menurutnya mengkritisi kembali fikih 
perempuan merupakan suatu keniscayaan dengan pertimbangan 
realitas sosial.   
 
2. Pemikiran Ibnu ‘A<syu>r tentang Mas}lah}ah  
Teori maqa>s}id al-syari>’ah telah dikenal sejak masa 
klasik, dimana telah disinggung oleh para ulama mutakallimin 
misalnya al-Juwayni (478 H) dalam kitabnya al-Burha>n fi> Us}ul> 
al-Fiqh, lalu Imam al-Gaza>li> (505 H) yang menitikberatkan pada 
persoalan al-mas}lah}ah dan dila>lah al-maqs}u>d (indikasi makna 
yang dimaksud) dan al-Ra>zi> dalam kitabnya al-Maus}u>l fi> ‘ilm 
al-Us}ul>. Demikian pula dari fukaha seperti ‘Izzuddi>n 
‘Abdussala>m (660 H), al-Qara>fi> (685 H), al-Tu>fi (716 H) yang 
berargumen bahwa untuk mencapai mas}lah}ah harus melihat 
maqa>s}id dan wasa>ilnya. Setelah itu Ibnu Taimiyyah (728 H), 
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (751 H) juga dikenal sebagai 
pengembang dari teori maqa>s}id ini dan kemudian al-Syat> }ibi> 
(790 H) dengan kitabnya al-Muwaf>aqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah 
dianggap sebagai babak baru dalam Us}ul> al-Fiqh karena berhasil 
meletakkan paradigma us}u>liyyah dalam bentuk yang sangat 
sempurna.288 Walaupun alSyat> }ibi dianggap sebagai babak baru 
dalam ilmu Usul Fikih karena telah berhasil meletakkan 
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paradigma baru (maqa>s}idiyyah) dalam bentuk yang lebih 
sempurna, namun dalam perkembangannya konsep maqa>s}id 
stagnan dan tidak mengalami kemajuan berpikir yang 
paradigmatik.   
Sampai kemudian muncul Ibnu ‘A<shu>r di sekitar akhir 
abad 18 (1879 M/1296 H-1973 M/1393 H) yang menggali 
kembali tentang maqa}s}id al-syari>’ah dalam sebuah karyanya 
yang cukup fenomenal yaitu Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyah 
dan bahkan dikenal sebagai Bapak Maqa>s}id al-Syari>’ah yang 
kedua setelah al-Syat> }ibi>.289 Beliau merupakan seorang ulama 
yang mengembangkan mas}lah}ah} sebagai basis utama dalam 
mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam. Hal 
menarik dari Ibnu ‘As< yu>r bahwasanya bentuk aplikasi dari teori 
maslahah itu selalu dihubungkan dengan persoalan-persoalan 
kontemporer yang menggeliat di zamannya yang sedikit berbeda 
dengan contoh yang pernah dikemukakan oleh para 
pendahulunya.290  
a. Peta Konsep Ibnu ‘À>shu>r Tentang Mas}la>hah  
Dalam peta konsep maqasid al-syari>’ah, Ibnu ‘Asyur 
mengklasifikasikannya pada dua hal; yaitu maqa>s}id al-‘a>mmah 
dan maqa>s}id al-‘kha>s}s}ah terutama dalam bidang muamalah. 
Penetapan pokok-pokok yang mencakup kaidah-kaidah umum 
ajaran Islam (tah}di>d us}u>l ja>mi‘ah li kulliyya>t al-Isla>m) adalah 
langkah awal dalam mengurai maqa>s}id al-syari’ah 291 . 
                                                 
289Muhammad Thahir Ibn ‘A<syu>r atau lebih dikenal dengan Ibnu 
‘A<syu>r (1879 M/1296 H-1973 M/1393 H) yang lahir di Tunisia dikenal 
sebagai Bapak Maqa>s}id al-Syari>’ah II setelah Abu> Ish}a>q al-Sya>t}ibi> yang 
dikenal melalui karya besarnya Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyah.Abdul 
Wahid Haddade. Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>sid al-Syari>’ah. (Cet. I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2014, h. 12-16.  
290Abdul Wahid Haddade. Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>sid 
alSyari>’ah. (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014, h. 12-16.  
291Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A<syu>r, Usu}>l al-Niz}a>m al-Ijtima’i> fi> 
alIsla>m (Tunisia; al-Syirkah al-Tu>nisiyah li al-Tawzi’, 1985), h. 21.  




Alkulliyya>t (universalitas) yang ia maksud di sini tidak hanya 
terbatas pada al-kulliyya>t al-khams saja, yaitu penjagaan 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun kelimanya 
dianggap sebagai prinsip penting dalam membangun us}u>l 
tersebut, namun membatasinya hanya pada lima hal itu saja tentu 
dirasa masih kurang untuk membuat sebuah pedoman berijtihad 
yang mampu menghasilkan sebuah pemahaman yang qat}‘i> atau 
paling tidak mendekatinya.  
Dalam pandangan Ibnu ‘A<syu>r, kemaslahatan itu 
merupakan titik tolak dari basis teorinya. Menurutnya 
kemaslahatan itu dibagi dalam tiga kategori dasar. Pertama, 
kemaslahatan berdasarkan pengaruhnya dalam meluruskan 
urusan umat. Kemaslahatan ini dibagi dalam tiga hal yaitu: (1) 
Da}ru>riya>t (2) Ha}>jiya>t, (3) Tah}siniya>t. Kedua, kemaslahatan 
berdasarkan korelasinya dengan persoalan umum atau persoalan 
personal. Ini dibagi dalam dua kategori yaitu Kulliyah dan 
Juziyyah. Ketiga, kemaslahatan berdasarkan tercapainya 
kebutuhan dalam rangka meluruskan urusan umat atau personal. 
Ini dibagi dalam tiga kategori yaitu (1) Qat’iyyah (2) Zanniyah  
(3) Wahmiyah.292   
Ibnu ‘A<syu>r yang hidup di zaman kontemporer berupaya 
untuk menghubungkan teori maqa>s}idnya dengan 
persoalanpersoalan yang menggeliat di zamannya. 293  Pada 
                                                 
292Ibnu ‘Asyur, Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyah (Cet. I; Yordania; 
Dar al-Nafais, 1999), h. 218-219.  
293Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh latar belakang yang 
membentuk intelektualitasnya, yaitu bahwa Secara garis besar, ada tiga faktor 
utama yang membentuk aspek intelektualitas Ibnu ‘Asyūr: 1) Kemampuan 
dan bakat kecerdasan yang dibawanya sejak lahir, seperti yang dikemukakan 
oleh teman sejawatnya, al-Syaikh Khad}r Husain (Syaikh al-Azhar), ketika 
Ibnu ‘Asyūr terpilih sebagai Syaikh Ja>mi’ al-Zaytu>nah. Al-Syaikh Khad}r 
memujinya sebagai tokoh yang sejak dini telah memiliki kecerdasan luar biasa 
dan daya intelektual yang menyala-nyala serta orang yang ambisius untuk 
menjadi orang besar dan terkenal. 2) Lingkungan keluarga yang agamis. 




dasarnya definisi yang dikemukakan oleh Ibnu ‘As< yu>r 
subtansinya sama seperti yang dikemukakan oleh para 
pendahulunya seperti alSyat> }ibi> meskipun ungkapan bahasa atau 
redaksi yang digunakannya berbeda. Abdul Wahid Haddade 
dalam penelitiannya menemukan ada beberapa prinsip utama 
(mafa>him asa>siyah) dalam bentuk pengembangan yang 
dijadikan Ibnu ‘A<syu>r sebagai landasan utama dari proyek 
maqa>s}id al-syari>’ah yang dibawanya yaitu; Al-Fit}rah (Fitrah), 
al-Musa>wah (Egalitarianisme), Al-Sama>h}ah (Kemudahan), Al-
Hu}rriyah (Kebebasan), Al-Ha}q wa al-‘Ada>lah (Kebenaran dan 
Keadilan). Dalam membangun konstruksi maqa>s}id al-syari>’ah 
maka kelima asas tersebut di atas semacam ‘bahan bakar’ yang 
harus digunakan karena tanpa itu maka ‘ruh’ atau semangat yang 
dibawa oleh al-di>n (agama) selaku pembawa kepada 
kemaslahatan tidak akan mungkin terwujud.294  
Sementara itu Zuhairi Misrawi dalam mereproduksi 
pandangan Ibnu ‘A<syu>r ketika membahas tentang al-Qur’an 
sebagai sumber ajaran mengenai toleransi menekankan pada 
aspek al-Fit}rah (kesucian), al-Sama>hah (toleransi) dan 
alMas}lah}ah yang dianggapnya sebagai pemikiran yang cukup 
mendapat perhatian, karena menegaskan dan meneguhkan visi 
                                                 
Kakeknya dari dua belah pihak merupakan tokoh pendidikan dan birokrasi di 
Tunisia. Keluarganya yang sangat terpandang memiliki beberapa 
perpustakaan, di antaranya, perpustakaan ‘A<syūriyah yang mengoleksi 
beberapa manuskrip langka dalam bidang sastra, agama, dan perundang-
undangan. 3) Peran dan pengaruh para gurunya, terutama kakeknya, Bu> ‘Attu>r 
dan tiga guru utama di lembaga al-Zaytu>nah yang telah disebutkan 
sebelumnya. Lihat: Abdul Wahid Haddade dalam Konstruksi Ijtihad Berbasis 
Maqa>sid al-Syari>’ah, yang dikutip dari beberapa sumber antara lain 
Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A<syūr, Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyah, ed. 
Muh}ammad al-T}a>hir al-Maysa>wi> (Cet. I; Yordania: Da>r al-Nafa>is, 1999), h. 
18., Belqa>sim al-Ga>li>, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir bin 
‘A<syu>r; H}aya>tuhu wa A<sa>ruhu> (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibn H}azm, 1996), h. 40.  
294Abdul Wahid Haddade. Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>sid 
alSyari>’ah, h. 121. 




kemanusiaan dalam Islam. 295  Dengan demikian, rupanya 
pemikiran Ibnu ‘A<syu>r ini telah menarik perhatian beberapa 
pemikir sebagai basis pemikiran pembaruan dalam fikih.  
b. Konsep Fitrah dan al-Hurriyyah Menurut Ibnu 
‘As>hur>  
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan 
alternatifalternatif pemikiran yang kreatif dan produktif harus 
mengambil langkah yang komprehensif dengan tetap 
mempertahankan nilainilai lama yang baik sebagaimana 
diwariskan oleh para ulama terdahulu melalui kitab kuning, tura>s 

























“Senantiasa menjaga kemaslahatan yang telah ada (terdahulu) 
dan mengambil kemaslahatan yang lebih baru.”  
Ibnu ‘Asyur dianggap telah melakukan penyempurnaan 
atas apa yang telah dicapai oleh ulama terdahulu seperti 
alGazali, al-Syat> }ibi>, al-Tu>fi>, al-Syaukan> i> yang sudah 
meletakkan paradigma substansi diturunkannya al-Qur’an yaitu 
adanya kesadaran sosial, kesadaran antroposentris (berpusat 
pada manusia) dan kesadaran humanis (kemanusiaan).   
Lebih lanjut Zuhairi Misrawi mengungkapkan bahwa 
Ibnu ‘A<syu>r mencoba untuk melihat al-Qur’an sebagai sumber 
dalam membumikan kebajikan sosial dalam konteks peradaban 
dan keadaban Islam kontemporer, dengan berpijak pada konsep 
fitrah. Pandangan ini menurutnya patut mendapat perhatian 
serius karena manusia pada hakikatnya mempunyai fitrah dan 
watak yang memungkinkan manusia untuk menjadi manusia. 
                                                 
295 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi:Tafsir Tematik 
Islam Rahmatan lil ‘A<lami>n, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), h. 52-55.  
296 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi:Tafsir Tematik 
Islam Rahmatan lil ‘A<lami>n, h. 52-55.  




Dengan fitrahnya manusia lebih mungkin untuk memanusiakan 
manusia sebagaimana dalam QS al-Ru>m/30: 30 Allah swt 
menyatakan:  
ِتِّ َفَطَر ٱنل اَس َعلَۡيَهاۚۡ 
ِّ ٱل  ۚۡ فِّۡطَرَت ٱَّلل  ِّينِّ َحنِّيٗفا ِّل  قِّۡم وَۡجَهَك ل
َ
فَأ
ُِّم َوَلَّٰ  ِّيُن ٱۡلَقي  َِّك ٱل  َّٰل ِّۚۡ َذ َۡلقِّ ٱَّلل  يَل ِلِّ ۡكََثَ ٱنل اسِّ ََل ََل َتۡبدِّ
َ
ن  أ كِّ
 َيۡعلَُموَن  
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 
menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. tidak ada peubahan 
pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.”297  
Para ulama menurut Ibnu ‘Asyur, berbeda pendapat 
dalam persoalan fitrah, al-Ra>zi dan al-Baida>wi berpendapat 
sesuai dengan konteks ayat sebelumnya, di mana dalam ayat 
tersebut fitrah adalah anonim dari politeisme atau syirik. 298 
Karena fitrah manusia adalah ketauhidan, kepasrahan dan 
kepatuhan.   
Ibnu ‘Atiyyah menegaskan bahwa fitrah adalah watak 
yang telah disediakan Tuhan kepada setiap manusia untuk 
mengenal Tuhan dan syari’at-Nya. Sedangkan Zamakhsyari 
berpendapat bahwa fitrah merupakan ciptaan Tuhan agar 
manusia dapat menerima ketauhidan dan agama Islam.   
Dari pandangan tersebut Ibnu ‘A<syu>r menyimpulkan 
bahwa ‘fitrah’ adalah watak atau sistem nilai yang telah 
dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan telah 
menciptakan akal dan jasad, lahir dan batin. Dengan demikian 
                                                 
297Kementerian Agama  Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI, h. 407.  
298Dikutip Zuhairi Misrawi dari Ibnu A<syu>r dalam Zuhairi Misrawi, 
Al-Qur’an Kitab Toleransi:Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil ‘A<lami>n, h. 54.   




setiap manusia secara intrinsik telah mempunyai modal fitrah 
untuk melakukan kebaikan. Ibnu ‘A<syu>r mengutip QS al-Ti>n 
(Buah Tin)/95: 4-6. Menurutnya yang dimaksud dengan “bentuk 
yang paling sempurna” yaitu akal dan akidah sebagai sumber 
ideologi yang benar dan amal saleh. Jadi fitrah yang dimaksud 
sesungguhnya adalah yang mengantar manusia untuk 
memadukan iman dan amal, keyakinan dan perubahan sosial di 
mana iman akan mengantarkan pada penegakan prinsip nilai 
kemanusiaan yang berkeadilan.   
Syariat Islam sesungguhnya adalah agama yang 
senantiasa menyerukan pemeluknya untuk terus mereformasi 
fitrah, menjaga amalnya dan menghidupkan hal yang hilang dan 
terbaur. Menikah dan menyusui adalah fitrah, toleransi dan 
saling menghargai adalah fitrah dan berbagai hal lainnya yang 
merupakan hak yang asasi yang berlaku secara mutlak bagi 
semua manusia. Menjaga keberlangsungan keturunan adalah 
fitrah (karenanya LGBT jika dengan alasan tidak sesuai dengan 
fitrah maka harus dicegah). Peradaban, ilmu pengetahuan, 
temuan baru adalah fitrah. Dalam fitrah terdapat cinta terhadap 
hal-hal yang dilahirkan dari watak. Demikian halnya dengan 
prinsip al-Sama>h}ah (prinsip persamaan). Islam adalah agama 
yang memiliki semangat toleransi yang tinggi, moderat, adil dan 
wasat} (umat yang tidak ekstrim dan tidak radikal).299 Hikmah 
toleransi dalam syariat, bahwa Tuhan telah menjadikan syariat 
sebagai agama fitrah dan hal-hal yang berkaitan dengan fitrah 
dikembalikan kepada karakter dan watak kemanusiaan.   
Dengan demikian jika pembedaan gender (diskursus 
gender) berdasarkan fitrah maka akan terbuka ruang yang elastis 
tentang peran dan fungsi yang selama ini sering dibakukan 
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pertengahan (bisa disebut moderat namun makna wasat} dalam ayat tersebut 
tidak cukup hanya dimaknai dengan moderat saja, banyak makna yang 
tercakup di dalamnya).   




dengan menggunakan standar kultur tertentu. Karenanya penting 
menggali nilai-nilai yang qur’ani dan berdasar pada apa yang 
menjadi substansi dari hadis atau sunnah Rasulullah, sebagai 
teks terbuka yang akan memberikan kesempatan kepada banyak 
pihak untuk mengambil hikmah dan inspirasi bagi perubahan 
sosial menuju tatanan hidup yang toleran, damai dan harmonis.   
Interpretasi terhadap ayat dan hadis tidak lagi dalam 
kerangka subjektivitas ideologis-politis, yang seringkali 
dijustifikasi secara teologis sebagai sesuatu yang bersifat 
mutlak. Tetapi yang perlu dibangun adalah kerangka 
subyektivitas peradaban dan keadaban yang pernah dilakoni 
ulama terdahulu yang sejatinya perlu dikembangkan dengan 
melihat problematika kontemporer. Adapun hal yang terpenting 
dari fitrah adalah menolak ekstremitas atau kekerasan.300   
Allah menghendaki agar syariat Islam menjadi syariat 
yang universal yang berlaku umum dan abadi. Karenanya ia 
harus mudah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, dan hal 
itu akan terwujud jika dapat terhindar dari sesuatu yang ekstrim 
dalam syariat.  
Di antara prinsip utama yang lain dalam bentuk 
pengembangan yang dijadikan Ibnu ‘A<syu>r sebagai landasan 
utama dari proyek maqa>s}id al-syari>’ah yang dibawanya, antara 
lain adalah Al-H}urriyah atau kebebasan. Al-h}urriyah 
(kebebasan) dapat dimaknai sebagai suatu tindakan bebas yang 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral (kepantasan di 
masayarakat), intelektual (logika manusia), dan spiritual 
(berdasarkan nilai agama). Lebih lanjut Ibnu ‘A<syu>r menegaskan 
kembali bahwa risalah yang dibawa Islam adalah sebentuk 
konsep teologi pembebasan, baik berupa fisik maupun non fisik. 
Islam datang ketika hukum perbudakan merupakan suatu 
pranata sosial yang diterima publik secara luas, mulai kekaisaran 
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Romawi kuno, kerajaan Persia, sampai peradaban Yunani.301 Ia 
mencoba meminimalisir munculnya kecenderungan baru 
perbudakan dan memberikan solusi kongkrit dengan 
memerdekakan budak sebagai salah satu kafa>rat (denda) dari 
berbagai pelanggaran syariat seperti; membunuh tanpa sengaja, 
berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, dan 
sebagainya.302  
Sementara perbudakan yang bersifat non fisik meliputi 
adanya sebentuk pemaksaan otoritas tertentu yang hendak 
memonopoli suatu mazhab ideologi seraya meminggirkan 
pihakpihak lain yang berseberangan, pengekangan kebebasan 
bersuara dan berserikat, serta pengebirian akan nilai-nilai 
demokrasi yang mana di mata Ibnu ‘A<syu>r merupakan wujud 
perbudakan yang hendak dibebaskan oleh Islam. Perbuatan 
seseorang yang tidak dilandasi dengan kebebasan penuh sang 
empunya di mata Tuhan bernilai nol.   
Kebebasan ideal yang terjadi di tiga kurun awal Islam.303  
Ketika itu, masyarakat bebas memilih mazhab dan hasil 
penalaran ijtihad yang sesuai dengan keadaannya. Setiap sarjana 
yang mempunyai kapabilitas dalam proses afirmasi hukum 
(istinba>t}) berhak untuk merumuskan hasil ijtihadnya sendiri 
tanpa ada intervensi dari pihak asing. Tidak ada hegemoni satu 
mazhab pemikiran atas pihak-pihak lain di luar mereka.   
Contoh terbaik dalam hal ini adalah apa yang diperankan 
oleh Malik bin Anas ketika menolak permintaan khalifah Abu 
Ja’far untuk mempromosikan dan memformalisasikan mazhab 
fikih Maliki. Di mata Malik, masing-masing masyarakat sudah 
                                                 
301Abdul Wahid Haddade. Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>sid 
alSyari>’ah, h. 121.  
302Ibn, ‘A<syu>r, Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h. 290-292.  
303 Maksudnya di era pasca khulafaurrasyidin (sahabat), 
kekhalifahan Bani Umayyah.  




mempunyai pegangan dalam memutuskan apa yang dianggap 
baik oleh mereka, justru dengan melakukan hegemoni satu nalar 
pemikiran tertentu dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas 
sosial masyarakat.304   
Upaya-upaya reformasi dalam kaitan dengan 
problematika nikah siri yang ingin menjadikan pencatatan 
sebagai rukun nikah seakan menentang ‘teks’ yang tidak dapat 
lagi diganggu gugat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pihak 
yang memiliki otoritas menolak tindakan progresif tersebut.   
Demikian pula dengan reformulasi dalam fikih terutama 
fikih munakahat sebenarnya hal-hal tersebut di atas merupakan 
implementasi dari kebebasan berpendapat atau bermazhab. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa fikih yang berkembang di 
Indonesia adalah fikih Syafi’i di mana corak pemikiran fikih 
yang ada bersifat homogen, sehingga ketika ada pendapat yang 
berbeda akan menimbulkan reaksi dari masyarakat ataupun 
berbagai pihak. Rekonstruksi terhadap rukun dan syarat 
pernikahan misalnya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 
tim CLD-KHI seharusnya mendapat respon positif. Rukun dan 
syarat pernikahan yang ada selama ini merupakan hasil 
pemikiran fukaha klasik yang perlu peninjauan kembali namun 
tidak secara frontal dan itu berarti bukanlah sesuatu yang 
bersifat final.   
Dalam pandangan penulis apa yang dilakukan oleh Tim 
CLD KHI dengan melakukan gugatan secara menyeluruh 
terhadap KHI memang sangat berpotensi menimbulkan 
resistensi dari berbagai kalangan terutama dari kalangan ulama 
sendiri karena karakter masyarakat muslim yang didominasi oleh 
satu mazhab telah terbentuk sekian lama atau dengan kata lain 
adanya kristalisasi pemikiran dominan. Lalu, strategi yang 
digunakan dengan melakukan semacam “pembongkaran” 
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terhadap fikih yang sudah sangat mapan memang akan 
berpotensi terjadinya penolakan. Apalagi perspektif yang 
digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah 
keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi di 
mana perspektif berpikir seperti itu kurang diterima dalam 
rangka reformasi fikih (di mana pada tahun 2005 misalnya, MUI 
telah mengeluarkan fatwa haram tentang sekulerisme, 
pluralisme dan liberalisme).305 Sehingga upaya mengantisipasi 
dampak buruk dari hukum perkawinan, akhirnya tidak tercapai 
karena mengalami penolakan secara menyeluruh dan memiliki 
nuansa politik. Dan tampaknya para ulama di Indonesia sangat 
sulit untuk bergeser dari ketetapan tersebut.   
Sementara itu perumusan tentang rukun, syarat nikah 
dan hal lain yang berkaitan dengan itu terjadi di masa para imam 
mazhab hidup. Dalam catatan Syafiq Hasyim bahwa sejarah 
kehidupan dan proses kreatif para pendiri fikih yang dimulai dari 
Abu Hanifah sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal tampak 
bahwa mereka belum memiliki kesadaran akan persoalan gender  
equality.306  Sedangkan perbincangan tentang gender equality 
saat ini dari waktu ke waktu semakin menguat seiring dengan 
terlibatnya perempuan secara aktif dalam berbagai lini 
kehidupan.  
 
C. Menuju Fikih yang Berkesetaraan Gender berbasis Mas}lah}ah   
1. Landasan Teologis Kesetaraan Gender dalam Fikih   
a. Fitrah: Basis Epistemologi Gender dalam Islam   
Term fitrah ini menggelitik penulis ketika membaca 
pemikiran Ibnu ‘As< yu>r yang menjadikannya sebagai basis 
kerangka maqa>s}id al-syari>’ah yang dibangunnya dan 
                                                 
305Lihat fatwa MUI tahun 2006 dalam www.mui.org.id  
306 Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak terpikirkan tentang 
Perempuan, h. 32.  




dianggapnya sebagai ‘bahan bakar’ dari syari’at. Hal ini 
membawa penulis pada perdebatan panjang tentang nature dan 
nurture (sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 2 dalam 
tulisan ini). Istilah fitrah ini sering menjadi ‘penenang’ dalam 
perdebatan tentang identitas perempuan dan laki-laki mengenai 
apa yang pantas dan tidak pantas bagi keduanya, ataupun 
menjadi jawaban atas kebuntuan dalam memahami apa yang 
dianggap sebagai yang kodrati dan tidak kodrati.  
Istilah ini pun telah menjadi bahasa Indonesia karena 
tidak memiliki terjemahan Indonesia yang tepat untuk dapat 
mewakili makna yang terkandung dalam term tersebut. Term ini 
biasa disandingkan dengan istilah “kodrat”, “alami atau 
alamiah”, ‘hukum alam’ dan lain-lain. Namun untuk 
mendapatkan makna fitrah maka tentu saja sebaiknya merujuk 
kepada al-Qur’an dan hadis sebagai rujukan utama. 307  Dari 
berbagai bentuk yang terdapat dalam al-Qur’an maka istilah 
“fitrah” sering dimaknai dengan “suci dan potensi”. Secara 
etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fit}rah (فطرة) 
jamaknya fit}ar (فطر), yang memiliki banyak arti antara lain 
perangai, tabiat, watak, kejadian, asli, agama (Islam), ciptaan, 
menciptakan sesuatu tanpa contoh, natural, atau keadaan yang 
dihasilkan dari penciptaan. 308  Al-Ragib al-As}fahani> 
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mendefenisikannya dengan ‘mewujudkan sesuatu lalu 
membentuknya dalam bentuk sesuai yang diinginkan-Nya, jadi 
fit}ratullah berarti ‘segala apa yang difokuskan dengan 
menggunakan segala kekuatan dalam rangka mencapai 
keimanan, dan itulah yang diisyaratkan tentang makna tersebut’. 
Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata fit}rah terambil dari akar 
kata al-fat}r yang berarti belahan, dan dari makna ini lahir 
maknamakna lain antara lain misalnya penciptaan atau 
kejadian.309   
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fit}rah 
memiliki dua makna; 1) sedekah wajib berupa bahan makanan 
pokok (beras, gandum, dan sebagainya) yang harus diberikan 
pada akhir bulan Ramadan (waktunya malam, sebelum tanggal 1 
Syawal sampai sebelum dimulai salat ‘Id), dan 2) sifat asal, 
kesucian, bakat dan pembawaan. Pada makna etimologi yang 
kedua ini lebih diperluas lagi arti dari kosa kata tersebut.  
Sedangkan secara terminologi, sulit untuk menemukan 
definisi secara umum karena para ulama masing-masing 
memberikan pengertian yang berbeda-beda karena secara bahasa 
pun arti dari “fitrah” sangat bervariasi sehingga kalangan 
mufassir misalnya memberikan definisi yang berbeda-beda pula, 
antara lain: al-Qurtubi memaknainya dengan “kesucian jiwa dan 
rohani” 310 , sementara itu al-Maraghi yang kemudian banyak 
diikuti oleh filosof dan fukaha memahaminya dengan 
“kecenderungan untuk menerima kebenaran” atau “potensi dasar 
atau alat untuk mengabdi dan bermakrifat kepada Allah”311. Dari 
kalangan sahabat berdasarkan dari beberapa hadis yang 
menjelaskan tentang fit}rah mengartikannya sebagai “ketetapan 
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atau kejadian asal manusia mengenai kebahagiaan dan 
kesesatannya”. 312  Dari beberapa makna yang dikemukakan di 
atas fit}rah dapat dipahami sebagai ketentuan Allah yang melekat 
pada diri manusia sebagai makhlukNya, atau potensi dasar 
manusia yang memiliki sifat kebaikan dan kesucian untuk 
menerima rangsangan atau pengaruh dari luar untuk mencapai 
kebenaran dan kesempurnaan.  
Dalam pengertian yang dikemukakan oleh para sahabat 
sedikit berbeda karena mengandung arti potensi untuk menjadi 
baik dan potensi untuk menjadi buruk, sementara dari beberapa 
arti yang dikemukakan tentang “fit}rah” berarti sesuatu potensi 
manusia yang suci dan semacamnya.   
Dari beberapa pengertian di atas, penulis cenderung 
untuk memahami bahwa fitrah adalah potensi dasar atau 
kecenderungan yang mengarah pada kebaikan yang 
dianugerahkan oleh Allah swt kepada setiap makhluk-Nya. Hal 
tersebut dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an maupun hadis 
yang menunjukkan hakikat dari penciptaan makhluk (baca: 
manusia) adalah untuk melakukan penyembahan terhadap Tuhan 
Sang Pencipta. Potensi dasar tersebut merupakan sesuatu yang 
bersifat alamiah dan memberikan pengaruh pada perkembangan 
manusia selanjutnya. Dengan demikian istilah “fit}rah” sulit 
untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain karena bersifat 
multiple meaning sehingga term ini digunakan apa adanya 
sesuai dengan kosa kata aslinya tanpa mengalihbahasakannya.  
Dalam kaitannya dengan perbincangan tentang laki-laki 
dan perempuan, istilah ini sangat erat kaitannya dengan ‘kodrat’. 
Di mana kodrat dipahami sebagai sesuatu yang alami, mutlak, 
pasif dan tidak mengalami perubahan, misalnya kodrat 
perempuan adalah menstruasi yang berimplikasi pada aktivitas 
reproduksi seperti melahirkan dan menyusui. Ketiga hal tersebut 
                                                 
312Pendapat ini diperpegangi oleh Ibnu Abbas, Ka’ab bin Qurodhi, 
Abu Sa’id al-Khudriy dan Ahmad bin Hanbal.  




dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kodrat perempuan 
karena tidak mungkin diperankan oleh jenis kelamin yang lain 
(baca: laki-laki). Sementara itu peran-peran yang menyertai 
kegiatan-kegiatan yang bersifat ‘kodrati’ tersebut dipahami 
sebagai sesuatu yang ‘bukan kodrati’ karena dapat 
dipertukarkan. Dalam analisis gender perdebatan tentang hal 
inilah yang memicu polemik panjang teori nature dan teori  
nurture.   
Membahas tentang kodrat atau pun fitrah perempuan 
maka tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang penciptaan 
perempuan karena persoalan tersebut menjadi polemik yang 
berkepanjangan terutama ketika dikaitkan dengan persoalan 
gender. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun ayat yang 
secara tegas menceritakan tentang penciptaan Hawa. 
Satusatunya ayat yang menjadi pegangan adalah yang terdapat 
dalam QS al-Nisa> (Perempuan)/4: 1 yang menjelaskan secara 
umum penciptaan manusia dari nafs wa>hidah (jiwa yang satu) 
dimana ayat tersebut tidak juga menyebut nama Adam secara 
eksplisit.  
Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia seharusnya 
bersikap dan bertindak sesuai dengan kodratnya. Dalam 
AlQur’an (QS al-Qamar (Bulan)/54: 49) dijelaskan bahwa kata 
“qadar” dalam ayat tersebut diartikan sebagai “ukuran-ukuran, 
sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu”, itulah 
kodrat. Mengutip pendapat Mahmud Syaltut, lebih jauh tentang 
penjelasan kodrat: “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan 
perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah 
menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana 
menganugerahkan kepada laki-laki kepada mereka berdua 
dianugerahkan oleh Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup 
untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua 
jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang 
bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum 
syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini 
(lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, 




melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang 
itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, 
mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta 
menuntut dan menyaksikan”.313  
Quraish Shihab dalam pembahasannya mengenai kodrat 
manusia kemudian menghubungkannya dengan asal muasal 
penciptaan manusia (baik laki-laki maupun perempuan) yang 
menjadi salah satu perdebatan dan polemik di kalangan mufassir 
maupun para penggiat gender terutama pada lafaz “nafs  
wahidah” (satu jiwa) sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa> 
(Perempuan)/4: 1. 
َدةٖ وََخلََق  ِّن ن ۡفٖس َوَّٰحِّ ِّي َخَلَقُكم م  ْ َرب ُكُم ٱل  َها ٱنل اُس ٱت ُقوا يُّ
َ
َّٰٓأ يَ
ِّي مِّۡنَها َزوَۡجَها وَ  َ ٱل  ْ ٱَّلل  ُقوا ۚۡ َوٱت  َِّسا ٗء َبث  مِّۡنُهَما رَِّجاَٗل َكثِّرٗيا َون
 َ َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِّيٗبا  ت ۚۡ إِّن  ٱَّلل  رَۡحاَم
َ
ِّهِۦّ َوٱِۡل  َسا َءلُوَن ب
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. 
Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu.”314   
Interpretasi mufassir terhadap lafaz nafs wa>h}idah 
dimaknai sebagai asal mula terciptanya Adam dan Hawa, di 
mana Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam (dalam hadis 
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RI, h. 100.  




disebutkan dengan tulang rusuk yang paling bengkok), namun 
hadis tersebut seharusnya dipahami dengan pendekatan majazi 
(kiasan) sebagaimana diungkapkan oleh Quraish Shihab. Dalam 
kitab tafsirnya Quraish mengutip pendapat Rasyid Rid}a> bahwa 
ide kelahiran Hawa dari tulang rusuk Adam timbul dari apa yang 
termaktub dalam kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22).315 
Dari penafsiran inilah, teori yang bersifat historis-teologis yakni 
teori yang beranggapan bahwa sejak semula status perempuan 
lebih rendah dari laki-laki dengan menelusuri asal-usul kejadian 
dan citra perempuan (Hawa) yaitu sebagai subordinasi dari 
lakilaki. Kemudian dikaitkan dengan citranya sebagai penggoda 
Adam yang menyebabkan keduanya terusir dari surga. Dan ini 
menjadi salah satu embrio bahwa perempuan sejak awal lebih 
rendah dari laki-laki yang kemudian mendapatkan legitimasi dari 
berbagai sudut pandang termasuk dalam ilmu pengetahuan.   
Menarik untuk dikaji bagaimana sesungguhnya al-
Qur’an menempatkan faktor perbedaan jenis kelamin (gender) 
dalam konsep pranata sosialnya, apakah seperti teori pertama 
(nature) yang menekankan hubungan kekhususan biologis 
dengan status dan peran sosial, atau seperti teori kedua (nurture) 
yang lebih menekankan pada hubungan lingkungan budaya 
dengan status dan peran sosial, atau seperti teori ketiga yang 
menekankan interaksi berbagai faktor, khususnya faktor biologis 
dan faktor budaya yang menentukan status dan peran sosial di 
dalam masyarakat.316  
Dalam perspektif Ibnu ‘As< yu>r, fitrah dianggap landasan 
paling penting dalam kajian maqa>s}id al-syari>’ah. Ibnu ‘A<syu>r 
memberi definisi fitrah itu dengan mengatakan:  
                                                 
315Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian 
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316Zaitunah Subhan, Memposisikan Kodrat, h. 92-94.  




















































“Fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada 
setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah 
apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan 
jasmani dan akalnya.”  
Untuk lebih mempertegas definisi yang 
dikemukakannya, Ibnu ‘A<syu>r mencontohkan bahwa manusia 
yang berjalan dengan menggunakan kakinya adalah fitrah 
jasadiahnya sementara upaya untuk berjalan dengan 
menggunakan kedua tangannya adalah menyalahi fitrahnya.318  
Diposisikan demikian, karena fitrah berarti sebuah 
kondisi yang ditentukan Tuhan atas manusia sejak diciptakan, 
sehingga ia mencakup segala kecenderungan alami manusia. 
Islam sering disebut fit}ratulla>h karena pada hakekatnya 
pokokpokok agama ini berasal dari nilai-nilai fitrah manusia 
yang secara alami telah ada dalam dirinya. Nilai-nilai universal 
yang terkandung dalam ajaran Islam dianggap berkesesuaian 
dengan fitrah manusia.  
Dari penjelasan beberapa pakar dan begitu pula apa yang 
terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah masih bersifat abstrak 
dan universal sehingga masih sulit mendeteksi yang mana 
sesungguhnya yang dimaksud dengan fit}rah. Dengan demikian 
terbuka untuk ditafsirkan dan diperdebatkan sesuai dengan 
disiplin ilmu pengetahuan untuk mencapai apa yang menjadi 
tujuan yang dimaksud oleh sya>ri’ (maqas}id al-syari’ah) dalam 
berbagai hal yang terkait dengan fit}rah apalagi jika 
menggunakan analisis gender.   
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1) Fitrah sebagai landasan utama dalam Maqasid alSyari’ah 
menurut Ibnu ‘A<syu>r  
Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, Karena keterbatasan 
manusia untuk mengetahui fitrah secara tepat, maka satusatunya 
cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan 
terhadap pengaruh yang ditimbulkannya dalam tempat dan 
waktu yang berbeda.319 Pembacaan induktif itulah yang akan 
memberikan kesimpulan akan adanya nilai-nilai tetap yang 
terdapat dalam sekian banyak fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat. Hal ini tentu saja menuntut adanya kajian secara 
mendalam terkait dengan keilmuan yang lain misalnya penelitian 
dalam perspektif psikologi dan lain-lain disiplin ilmu yang dapat 
mengungkap secara mendalam tentang fit}rah.  
Fitrah juga bisa disepadankan dengan tabiat 
kemanusiaan (al-t}abi>‘ah al-basyariyyah) seperti yang sering 
digunakan dalam kajian ilmu filsafat dan kajian ilmu sosial. 
Hanya saja dalam perspektif tersebut, terminologi ini sering 
dipahami sebatas tingkah laku manusia dalam dimensi sosio-
kulturalnya saja. Artinya, manusia diposisikan hanya sebatas 
makhluk bumi yang keberadaannya diukur dengan standar 
materi. Padahal menurut Ibnu ‘A<syu>r, pengertian fitrah juga 
diambil dari hasil pembacaan terhadap teks wahyu. Hal itu 
mengingat fitrah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 
jiwa manusia yang berdimensi spiritual. Adanya ikatan yang 
kuat antara Islam dan fitrah manusia menunjukkan bahwa 
ajaran-ajaran agama ini mengajak pemeluknya untuk 
mengembalikan fitrah sebagaimana fungsi asalnya, 
membangkitkan bagian dari fitrah tersebut yang selama ini 
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hilang sekaligus membersihkannya dari unsur-unsur luar yang 
telah mengotorinya.320   
Dengan berdasar pada konsep fitrah ini, Ibnu ‘A<syu>r 
lantas berusaha mengembangkan teorinya. Ia menjelaskan 
bahwa asas fitrah adalah asas yang paling adil dibagikan kepada 
seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama dan letak 
geografis. Oleh karena fitrah manusia berlaku sya>mil 
(universal/komprehensif) kepada seluruh manusia, maka syariah, 
sebagai entitas yang bekerja dengan bahan bakar fitrah juga 
mengandaikan universalitas (syumu>liyah) hukum Tuhan, baik 
bersifat zama>ni> maupun maka>ni>. Ia umum zama>ni> berarti tidak 
bersifat temporal sebatas masa tertentu dan juga umum maka>ni> 
yang berarti ’memaksa’nya menembus sekat-sekat kesukuan, ras 
dan kawasan geografis tertentu.   
Untuk lebih mendalami pemahaman akan pentingnya 
pemeliharaan fitrah dalam kehidupan manusia, Ibnu ‘A<syu>r 
mengatakan bahwa pernikahan dan penyusuan merupakan 
bagian dari fitrah manusia. Memelihara jiwa dan keturunan 
adalah fitrah. Peradaban yang benar (al-h}ada>rat al-h}aq) juga 
merupakan bagian dari fitrah karena ia bisa berpengaruh 
terhadap pergerakan akal yang merupakan bagian dari fitrah 
manusia itu sendiri. Oleh karena itu, secara singkat dapat 
dikatakan bahwa tujuan tasyri‘ adalah melakukan pengawasan 
terhadap fitrah serta menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak 
kemurniannya. Apa saja yang bisa merusak fitrah itu, maka 
dianggap sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama dan apa saja 
yang dilakukan untuk memelihara eksistensi fitrah itu dianggap 
sebagai sebuah kewajiban dalam ajaran agama.321 
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Dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ashur tersebut di 
atas paling tidak pengertian fitrah mencakup tiga hal pokok yang 
menjadi dasar dalam membincang tentang kedua teori besar 
tersebut, yaitu:  
1) Fitrah dalam arti nature atau sering juga disebut 
dengan kodrat.   
2) Fitrah  disebut  juga  dengan 
 konsep tabi’ah basyariyah/human character atau 
karakter manusia.  
3) Fitrah juga berarti human right atau hak-hak yang 
bersifat asasi yeng terdapat pada setiap individu/manusia tanpa 
melihat latar belakang warna kulit, ras, jenis kelamin, etnis, dan 
lain-lain yang dapat dianggap sebagai diskriminasi.   
Pada pengertian pertama dimana fitrah disepadankan 
dengan konsep nature dalam perbincangan para mufassir dan 
ulama sering diistilahkan dengan kodrat dan terjadi perdebatan 
yang berkepanjangan tentang konsep tersebut di kalangan 
ulama Islam itu sendiri, terutama apabila dikaitkan dengan 
pembagian peran domestik dan publik. Fitrah dalam arti t}abi>’ah 
basyariyah yang secara harfiah berarti karakter manusia. Hal ini 
sangat terkait erat dengan konsep nurture yang menganggap 
bahwa faktor lingkungan sangat menentukan dalam gender 
differences. 
Sedangkan pada makna yang ketiga adalah fitrah 
sepadan dengan makna human right. Hal tersebut dapat 
dipahami dari ungkapan Ibnu ‘A<shu>r yang menyatakan bahwa:  
“asas fitrah adalah asas yang paling adil dibagikan 
kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, 
agama dan letak geografis. Oleh karena fitrah manusia 
berlaku sya>mil (universal/komprehensif) kepada seluruh 
manusia, maka syariah, sebagai entitas yang bekerja 
dengan bahan bakar fitrah juga mengandaikan 




universalitas hukum Tuhan, baik bersifat zama>ni> 
maupun maka>ni>.”  
Terkait dengan pembahasan tentang fitrah tersebut satu 
hal yang menjadi catatan penting dalam pandangan Ibnu Ashur 
bahwa realitas empiris menjadi suatu keniscayaan, sebagaimana 
dinyatakan:   
“Sekurang-kurangnya yang harus dilakukan oleh para 
cendikiawan muslim pada era ini -untuk tujuan ilmiah ini- 
adalah mereka harus berusaha untuk menyatu dalam 
sebuah lembaga riset ilmiah yang dihadiri oleh pakar-pakar 
terkemuka dari seluruh dunia Islam dari seluruh penganut 
mazhab yang berbeda-beda untuk memaparkan akan 
kebutuhan umat Islam dan berusaha semaksimal mungkin 
untuk mengeluarkan beberapa hasil keputusan yang 
dihasilkan secara mufakat tentang agenda aksi umat Islam 
ke depan. Dan mereka menyebarluaskan hasil-hasil 
keputusan itu ke seluruh dunia Islam. Dan saya yakin 
bahwa tak seorang pun yang tidak mau mengikuti hasil 
keputusan para cendikiawan itu.”322  
Oleh karena itu pemahaman yang mendalam terhadap 
konsep fitrah perlu dilakukan sebagai basis epistemologi dalam 
maqasid al-Syariah demi tercapainya kemaslahatan manusia 
terutama dalam persoalan ketidakadilan gender. Dengan 
menggunakan pendekatan Maslahah maka interpretasi terhadap 
nas-nas tidak hanya bersifat tekstual, tetapi harus lebih konkrit 
dan realistis. Pertimbangan realitas tentu meniscayakan adanya 
riset-riset tentang sebuah masalah, interdisipliner (melibatkan 
berbagai disiplin keilmuan) dan lokal karakteristik akan sangat 
mewarnai interpretasi teks. Dengan demikian diharapkan akan 
lahir makna kesetaraan gender berbasis pada asas manfaat dan 
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berbasis Maqasid al-Syari’ah (disertasi), h. 141.  




mafsadah yang menjadi spirit dan tujuan dari adanya tasyri’ 
dalam mencapai mas}lah}ah. 
b. Mencapai kesetaraan melalui Konsep Azwa>j 
Keberpasangan)  
  Perbedaan biologis maupun psikologis pada laki-laki dan 
perempuan terutama dalam memerankan fungsinya 
masingmasing menurut para feminis adanya dualisme yang 
kemudian melahirkan ideologi ‘biner’ yang merupakan embrio 
dari munculnya dualisme ketidaksetaraan adalah salah satu 
bentuk operasi dalam relasi gender. 323  Ideologi biner 
memunculkan rivalitas konsep diri perempuan dan laki-laki 
terutama dalam mengeksplorasi persepsi tentang maskulinitas 
dan feminitas sebagai penentu peran yang harus dimainkan oleh 
kedua jenis kelamin tersebut.  
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas ideologi biner 
(dualisme) dapat dihubungkan dengan konsep azwa>j dalam 
alQur’an yang disebutkan berulangkali.324  
Azwa>j yang berarti ‘keberpasangan, atau 
berpasangpasangan’ memberikan makna yang senada dengan 
istilah dualisme dalam analisis gender, namun arti azwa>j lebih 
dimaknai sebagai ‘saling melengkapi sebagai komplementer dan 
sebagai wujud ketidaksempurnaan makhluk’ yang bermuara 
pada peringatan kepada manusia akan keesaan Allah swt 
(ketauhidan). Al-Qurt}u>bi> ketika menafsirkan ayat 36 Surah 
Yasin misalnya menjelaskan tentang keberpasangan makhluk 
menunjukkan kesucian Allah atas yang lainnya. Seperti yang 
                                                 
323 Lihat kembali penjelasan tentang konsep dualisme di Bab 2 
dalam disertasi ini. Lihat juga: Walby, Teorizing Patriarchy, h. 39-40.  
324Dalam al-Qur’an ada 3 hal kategori yang diciptakan berpasangan 
(azwaj>), yaitu; 1) Penciptaan segala sesuatu berpasangan (QS 51:49); 2) 
Penciptaan manusia dan hewan berpasang-pasangan (QS 42:11), manusia dan 
tanaman (36:36); 3) Penciptaan manusia secara berpasangan yang dapat 
dalam QS 30:21 dan ditegaskan lagi dalam QS 75:39.   




sering ditudingkan oleh orang kafir yang melakukan 
pengagungan kepada hal-hal yang membuat mereka takjub 
karena nikmat yang mereka dapatkan. Materialisme telah 
membutakan sebagian manusia sehingga menjadi kafir maka 
pada ayat tersebut diingatkan bahwa apa yang dianggap sebagai 
karunia yang mereka agung-agungkan hanyalah makhluk yang 
tidak sendiri atau dengan kata lain memiliki ‘pasangan’ 
sedangkan yang benar-benar tunggal, esa, tiada duanya hanyalah 
Allah SWT. 325  Dengan demikian ayat-ayat yang berbicara 
tentang keberpasangan makhluk merupakan penegasan tentang 
ketauhidan. Senada dengan penjelasan di atas, Ibnu ‘A<syu>r pun 
memberikan pemaparan bahwa segala nikmat yang terdapat pada 
setiap ciptaan Allah di atas bumi ini semuanya 
berpasangpasangan dan bermacam-macam jenisnya, warna dan 
rasanya.  
Hal itu menunjukkan bahwa ciptaan-ciptaan tersebut tidak 
dapat dibandingkan dengan Sang Pencipta seluruh makhluk yang 
tidak ada duanya, tidak ada species yang sama dengan-Nya. 
Sedangkan manusia ingkar karena sering terpukau oleh ciptaan 
Allah dan mengabaikan Yang menciptakannya. 326  Lebih jauh 
Ibnu ‘As< yu>r memberikan analisa tentang keberpasangan sebagai 
barometer akan keberlangsungan sesuatu, laki-laki dan 
perempuan diciptakan berpasangan agar tidak terjadi kepunahan 
umat manusia. Hari kebangkitan yang sering didakwahkan 
kepada orang kafir sering mereka ingkari, bahwa kelak manusia 
akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan balasan atas 
segala tindakannya di atas bumi.   
Oleh sebab itu dengan penciptaan manusia, hewan 
ataupun tanaman yang berpasangan menandakan adanya 
kontinuitas atau kelestarian kehidupan, bahkan kehidupan itu 
sendiri pun selalu berpasangan (suka-duka, bahagia-derita, 
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326Ibnu ‘A<syu>r, al-Tahri>r wa al-Tanwi>r, Juz 27, h. 17.  




hidup-mati, tua-muda, lama-baru dan lain-lain). Makhluk baru 
yang terlahir menggantikan yang sudah tiada menunjukkan 
adanya kebangkitan, keberlangsungan sesuatu itu sendiri 
merupakan kebangkitan dalam pandangan Ibnu ‘A<syu>r sehingga 
seharusnya mereka (orang-orang kafir itu) dapat mengambil 
pelajaran dari ayat tentang azwa>j yang tersebar dalam beberapa 
tempat dalam al-Qur’an. Ungkapan Ibnu ‘A<syu>r tersebut dapat 
dilihat sebagai berikut: 
ْستاْدَِلُل َعلَ  ُدوَن َكْيفايَّاتاها َوأَْطَواَرهُ ُكلََّما لَفَتُوا َوَهَذا اِلا ْم باَخْلٍق يَُشاها ْيها
ْنُهَما إاْنشَ  اُء أَْبَصاَرُهْم، َوقََدُحوا أَْفَكاَرُهْم، َوُهَو َخْلُق الذََّكرا َواْْلُْنثَى لايَُكوَن ما
يٍد يَْخلُُف َما َسلَفَهُ، َوَذلا  ْنَشاءا اْلَخْلقا بَْعدَ َخْلٍق َجدا ا  327. اْلفَنَاءا َك أَْقَرُب تَْمثايٍل ِلا
“Hal ini menjadi argumen ilmiah bagi mereka dengan adanya 
penciptaan, di mana mereka menyaksikan bagaimana 
penciptaan itu berlangsung dan perkembangannya setiapkali 
mereka memikirkan dan memerhatikannya, yaitu adanya 
penciptaan laki-laki dan perempuan dengan tujuan bahwa 
keduanya menggantikan ciptaan sebelumnya. Illustrasi seperti 
ini merupakan tamsil yang sangat dekat maknanya tentang 
adanya penciptaan setelah ketiadaan.” 
Dalam al-Qur’an secara jelas disebutkan, seluruh 
makhluk yang diciptakan Allah swt mempunyai pasangan 
sebagai bukti keseimbangan alam semesta yang diciptakan dan 
berada dalam pemeliharaan Allah swt sebagai wujud ke-
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“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”328  
Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa makhluk yang 
diciptakan Allah swt secara berpasangan ternyata tidak hanya 
manusia, tetapi juga seluruh jenis makhluk. Hewan ada yang 
jantan dan betina, tumbuhan juga ada jantan dan betina, sampai 
kepada benda hidup dan benda mati.   
Jika kita memerhatikan ayat-ayat al-Qur’an maka 
banyak sekali ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menerangkan 
suatu objek secara berpasangan. Misalnya, Allah swt selalu 
merangkai kata hidup dan mati dan mengulangnya dalam 
Alquran sebanyak 145 kali secara berimbang. Perbuatan baik dan 
buruk diulang sebanyak 167 kali. Allah menyebut dunia dan 
diikuti dengan pasangannya akhirat sebanyak 115 kali. Allah 
juga menyebut malaikat dan setan sebanyak 88 kali, faedah dan 
kerugian sebanyak 50 kali, kesusahan dan kesabaran sebanyak 
114 kali, laki-laki dan perempuan sebanyak 24 kali, musibah dan 
syukur sebanyak 75 kali, dan seterusnya. Penyebutan tersebut 
terjadi secara simultan dan berimbang yang menunjukkan 
keberpasangan sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan pun 
demikian juga adanya, misalnya dalam ilmu botani setiap 
tumbuhan ada jantan dan ada betina. Keabadian/kelestarian atau 
dengan kata lain ketidakpunahan makhluk dapat terjadi karena 
adanya sistem keberpasangan tersebut.  
Dari pemaparan di atas sepintas konsep azwa>j yang 
diungkap dalam al-Qur’an seiring dengan konsep dualisme yang 
menjadi sasaran kritik dari para kaum feminis karena mereka 
menganggap ideologi ini terbukti menimbulkan dampak buruk 
bagi kemanusiaan. Antara konsep azwa>j (dua sesuatu yang 
berpasangan) dengan konsep dualisme memang cenderung sulit 
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Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI, h. 522.  




untuk memisahkan antara keduanya. Seperti al-zakr (laki-laki) 
dan al-uns{a> (perempuan) dengan secara tegas al-Qur’an 
menyatakan akan ke’berpasang’an keduanya, yang dalam 
penelitian ilmiah menunjukkan adanya potensi (nature) yang 
berbeda tanpa ada yang overlap (tidak ada yang superior atas 
lainnya). Namun dalam konstruksi sosial telah terjadi ketidak 
adilan yang dialami oleh salah satu jenis kelamin dalam kurun 
waktu yang panjang. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan tersebut 
bahkan telah berubah menjadi institusi sosial, seperti nikah siri 
yang merupakan evolusi sosial dalam model perkawinan.  
Dari segi faktor struktural, pernikahan secara sirri yang 
selama ini menjadi polemik adalah karena adanya dual legal  
system di mana undang-undang (negara) berkontestasi dengan 
hukum agama. Sekalipun dalam dunia modern sekarang ini tidak 
dapat dihindari adanya dualisme sistem namun dalam kaitan 
dengan hukum pernikahan di Indonesia (fenomena nikah siri), 
sistem ini menimbulkan evolusi problem sosial. 329  Hukum 
agama dan hukum negara (UUP No.1/1974) menganut sistem 
dualisme dan bukan azwa>j dalam arti bahwa agama dan negara 
berkontestasi dan bukan saling melengkapi dalam rangka 
melindungi perempuan. Padahal penganut (obyek) atau sasaran 
dari aturan dalam agama dan undang-undang tersebut adalah 
sama bukanlah obyek yang berbeda yaitu umat Islam. Karena 
mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam yang 
mencapai sekitar 84%. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa 
pasal yang terdapat dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam Tahun 2004 (yang menjadi panduan 
Pengadilan Agama (lihat kembali Bab 3 tentang faktor 
struktural dan intelektual dalam polemik pencatatan nikah siri).   
                                                 
329Di akhir-akhir penulisan disertasi muncul lagi problem sosial 
akibat masih eksisnya nikah siri yaitu adanya website penyedia layanan bagi 
yang ingin melakukan nikah siri; yaitu www.nikahsiri.com yang dianggap 
oleh pemerintah sebagai wadah prostitusi.  




2. Landasan Metodologis Fikih yang Berkesetaraan Gender  
Membangun landasan metodologis fikih gender berbasis 
mas}lahah menuntut kerangka kajian us}ul fiqh sebagai piranti 
untuk menemukan metode yang pas. Kendatipun para ulama 
terdahulu telah menetapkan berbagai macam kaidah-kaidah us}ul  
fiqh dan fikih yang membahas berbagai macam persoalan 
kemanusiaan, namun dalam penerapannya belum maksimal 
dilakukan. Hasil kajian ulama dahulu dalam bidang fikih lebih 
dianggap sebagai sebuah ‘hasil’ atau ‘produk’ ijtihad dan bukan 
sebagai sebuah metodologi.330 Sehingga tidak ditemukan solusi 
terhadap beberapa persoalan kontemperor, seperti masalah 
Nikah Siri yang secara periodik memunculkan masalah baru.331 
Bahkan masalah Nikah Siri sesungguhnya bukanlah persoalan 
hukum an sich (sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 3) 
tetapi faktor sosial politik sangat kuat memengaruhi kegaduhan 
pernikahan secara siri tersebut. Problema utama dalam persoalan 
nikah siri adalah perdebatan tentang pencatatan nikah sebagai 
salah satu syarat sah perkawinan yang kemudian menimbulkan 
perdebatan antara hukum agama dengan undang-undang sebagai 
kebijakan pemerintah.   
Di antara ayat al-Qur’an sebagai sumber otoritatif 
hukum Islam yaitu al-Qur’an (QS al-Baqarah/2: 282) yang sering 

























                                                 
330Sebagaimana dikritisi oleh Syafiq Hasyim ketika menanggapi 
pandangan Riffat Hassan.   
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di Indonesia yaitu adanya website yang menjadikan nikah siri sebagai model 
pornografi dengan dalih nikah siri.   




“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya....”332  
Secara eksplisit ayat tersebut di atas secara tegas 
menjelaskan tentang hukum dalam bermuamalah yaitu dalam hal 
utang piutang untuk jangka waktu tertentu. Ayat ini sangat 
masyhur di kalangan ulama (fukaha) bahkan di masyarakat, 
karena menjadi dasar dalam beberapa persoalan hukum  
(muamalah). Demikian halnya dengan hukum perkawinan, 
sekalipun tidak disebutkan secara jelas tentang pentingnya 
pencatatan untuk peristiwa nikah, namun ayat ini sering 
dijadikan landasan dalam masalah pencatatan. Oleh karenanya, 
polemik pencatatan dalam perkawinan oleh beberapa pemikir di 
Indonesia dapat berupaya untuk menaikkan status pencatatan 
sebagai salah satu rukun nikah333  (ibadah muamalah) dengan 
menggunakan metode Qiya>s334.  
a. Metode Qiya>s  
Qiya>s yang dalam istilah lain dikenal dengan analogi 
merupakan pola dasar dalam membentuk argumentasi hukum 
dan merupakan bagian integral dari metodologi berijtihad.335 Hal 
                                                 
332Kementerian Agama  Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI, h. 48. 
333Lihat Marzuki Wahid, Kajian Ragam...., Lihat pula makalah 
yang disampaikan Sabri Samin dalam seminar  
334Secara etimologi, qiya>s berarti persamaan, pengetahuan atau 
i’tibar dan pengukuran. Dalam terminologi us}u>l qiya>s berarti menyamakan 
sesuatu yang tidak memiliki nas} (far’un/cabang) kepada sesuatu yang punya 
nas} (as}l: dasar) dalam satu hukum tertentu karena sama dalam ‘illat (alasan 
hukum)nya. Dapat dikatakan bahwa qiya>s itu berfungsi sebagai metode 
penyingkap (kasyf), penjelas (idzha>r) dan penentu (itsba>t). Sementara obyek 
masalah adalah sesuatu yang tidak memiliki nas} dan sebagai patokannya 
adalah ‘illat. Muammar Bakry, Fiqh Prioritas, hal. 75-76.  
335Muammar Bakry, Fiqh Prioritas, hal.76  




itu dapat dilihat di mana para mufti dan fukaha di sepanjang 
abad dan di berbagai pelosok wilayah muslim telah 
menggunakannya tanpa ada suara yang mayoritas menolaknya. 
Menggunakan  
qiya>s sama juga dengan menggunakan semangat yang dibawa 
alQur’an, baik analogi didasarkan pada al-Qur’an sendiri, hadis 
ataupun konsensus ulama. Karena itu dapat dikatakan bahwa 
otoritas qiya>s bersifat mutlak. Salah satu bentuk qiya>s adalah 
Qiya>s Awlawi>.  
Qiya>s Awlawi> dalam kapasitasnya sebagai analogi 
hukum yang ‘illatnya disebutkan dalam nas} ataupun tidak 
disebutkan namun sangat atau lebih jelas terkandung dalam 
masalah baru dibanding ‘illat yang terdapat dalam masalah yang 
telah dilegalkan oleh nas}.336  Karena itu ‘illat yang ada pada 
qiya>s ini paling dekat pada teks-teks dan jelas dengan sendirinya. 
Dalam pengertian lain, Qiya>s Awlawi> mengantar far’un kepada 
as}l dengan menyatakan ‘illat yang ada pada masalah baru lebih 
besar dari pada yang ada pada as}l. Sebagai contoh, hal tersebut 
dapat dilihat pada prosesi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 
Pada QS al-Baqarah/2: 197 Allah swt menyatakan larangan 
untuk berbantah-bantahan, bertengkar pada saat melaksanakan 
prosesi ibadah haji maupun umrah. Berbantah-bantahan adalah 
perbuatan yang masih rendah tingkatannya dibanding dengan 
perkelahian sekalipun tidak dinyatakan secara tekstual. Namun 
demikian dengan menggunakan qiya>s awlawi> dipahami bahwa 
‘illat pertengkaran fisik lebih berat dari pada pertengkaran mulut 
(berbantah-bantahan). ‘Illat yang dapat ditimbulkan antara lain 
memutuskan silaturrahim, dapat mencederai fisik bahkan nyawa. 
Karena itu, pertengkaran fisik lebih tinggi tingkat 
keharamannnya dari pada berbantah-bantahan. Demikian pula 
dengan rafas} (ucapan yang menggairahkan syahwat) dilarang 
dalam ihram sekalipun kepada pasangan sah suami istri. Jika 
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pada pasangan suami istri dilarang berkata porno dalam prosesi 
ibadah haji dan umrah tentu akan lebih tinggi keharamannya 
berkata yang menggairahkan syahwat kepada yang bukan 
pasangan resmi, sebab baik di dalam maupun di luar prosesi haji 
tetap dilarang. Dalam ayat di atas tidak ditemukan secara 
tekstual pelarangan mengadakan jima’ (hubungan seks) namun 
indikasi itu dapat ditemukan dari pengharaman berbicara porno 
dengan dasar bahwa sedangkan bicara porno dilarang tentu akan 
lebih haram lagi mengadakan hubungan seksual. Hal yang lebih 
tinggi lagi adalah berzina. Sebab berjima’ pun dengan pasangan 
resmi dilarang apalagi melakukan tindakan perzinahan. Hukum 
di atas dan segala proses metodologisnya juga berlaku pada 
ibadah puasa yang membatasi gerak dan tingkah laku manusia 
pada batasan haram yang sebelumnya dihalalkan jika tidak 
dalam berpuasa.337   
Dalam kaitan dengan nikah siri memang secara tekstual 
tidak ada ayat yang memerintahkan untuk mencatatkannya dan 
menjadikannya sebagai salah satu unsur terpenting dalam 
pernikahan. Namun dalam salah satu ayat dijelaskan secara 
eksplisit bahwa perkawinan itu merupakan ikatan yang sangat 
kuat (lihat QS al-Nisa>’ (Perempuan)/4: 21). Sebagai sebuah 
ikatan dapat dianggap kuat jika ada legitimasi secara hukum, 
sehingga ada konsekuensi hukum apabila salah satu pihak yang 
melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut. Perintah 
pencatatan diperintahkan dalam hal bertransaksi tentang utang 
piutang yang memiliki jangka waktu tertentu, karena 
dikhawatirkan adanya pelanggaran dari perjanjian tersebut. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedangkan perjanjian 
mengenai harta benda saja diwajibkan untuk dicatat apalagi 
transakasi yang berhubungan dengan manusia. Perkawinan, 
diakui atau tidak merupakan transaksi ‘seksualitas’ yang 
memiliki nilai-nilai yang transenden dan melibatkan tidak hanya 
kedua belah pihak (suami-istri) tetapi juga dua keluarga dan 
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masyarakat secara umum. Lagi pula jika perkawinan tidak 
memiliki landasan hukum maka akan sangat berdampak negatif 
bagi generasi yang akan dilahirkan, misalnya status anak yang 
dilahirkan secara politik (hukum negara) menjadi tidak jelas 
yang berdampak banyak pada masa depan seorang anak yang 
terlahir dalam pernikahan siri.  
Dengan demikian pencatatan dalam perkawinan dapat 
dianggap sebagai qiya>s awlawi> karena lebih urgen lagi 
memberikan rasa aman kepada manusia dari pada selainnya. 
Nilai kemanusiaan (yang terdapat dalam perkawinan) tidak 
dapat diukur dengan apa pun. Oleh karenanya legalitas hukum 
perlu menjadi fokus perhatian para juris dan fukaha dalam rangka 
penertiban hukum perkawinan. Perkawinan merupakan pintu 
gerbang dalam membangun masyarakat sehingga pijakan dari 
institusi perkawinan perlu memperhatikan legalitas formalnya 
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jika sebuah perkawinan 
tidak tercatat maka secara hukum formal perkawinan tersebut 
tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kasus penelantaran anak 
dan istri sudah cukup sebagai bahan pertimbangan yang kuat 
dalam merekonstruksi pilar-pilar utama dalam perkawinan.   
 Sementara itu, hadis sebagai sumber otoritatif yang kedua 
setelah al-Qur’an pun sebenarnya terdapat sabda Rasulullah saw 
yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merekonstruksi hukum 
perkawinan, yang dengan secara tegas memerintahkan agar 
supaya setiap peristiwa perkawinan diumumkan kepada 
khalayak ramai bahkan dalam redaksi yang berbeda 
pengumuman tersebut disertai dengan d}ufuf> (tabuhan gendang 
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  338" ك
“Dari ‘A>mir bin ‘Abdullah bin al-Zubair, dari ayahnya, 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Umumkanlah 
pernikahan (kepada publik)” 
Hadis tersebut di atas dipahami secara berbeda oleh para 
ulama tentang apa yang dimaksud dengan ‘mengumumkan 
pernikahan’. 339  Imam Syafi’i dan Abu Hanifah menyatakan 
bahwa jika telah ada dua (2) orang laki-laki yang ‘a>dil sebagai 
saksi (Abu Hanifah menambahkan boleh jika hanya satu orang 
laki-laki dan dua orang perempuan) maka pernikahan tersebut 
tidak lagi dikategorikan sebagai pernikahan yang sirr (rahasia 
atau tersembunyi). Mereka menganggap bahwa persaksian 
mereka itu sebagai bentuk al-i’la>n atau pengumuman 
pernikahan. Sedangkan ulama dari kalangan Malikiyah 
berpendapat bahwa nikah sirr itu adalah adanya pesan termasuk 
kepada para saksi untuk menyembunyikan pernikahan, oleh 
sebab itu menurutnya pengumuman tersebut adalah fardu} atau 
wajib hukumnya, dan tidak cukup hanya dengan adanya saksi. 
Lebih lanjut ulama Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan 
yang disembunyikan adalah ba>t}il (tidak sah). Pendapat Imam 
Malik ini dipertegas lagi dalam al-Muwat}t}a’ bahwa nika>h al-sirr 
merupakan perkawinan yang terlarang. Dengan kata lain 
pendapat ulama Malikiyah ini menentang pendapat Syafi’i dan 
Abu Hanifah yang menganggap bahwa keberadaan saksi 
merupakan wujud dari al-I’la>n (pengumuman), sehingga jika 
saksi telah hadir maka pengumuman tidak perlu. Perbedaan 
tafsiran hadis dari para ulama tersebut di atas seharusnya 
                                                 
338Abdullah berkataAbu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin 
H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, 
ditahqiq Syu‘aib al-Arnau>t}, ‘A<dil Mursyid, dkk., Juz XXVI (Cet. I; t.t.: 
Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), h. 53.  
339Lihat dalam Faid} al-Qadi>r, Juz 1 hal.10  




menjadi acuan yang kuat untuk menganalisa nikah siri yang telah 
merajalela di Indonesia dan pelakunya bahkan dari berbagai 
kalangan termasuk kelompok agamawan.   
 Ketidaksepakatan para ulama tentang kebakuan rukun 
nikah sudah terjadi sejak para Imam Mazhab, seperti Imam 
Hanafi yang berpendapat bahwa perkawinan sah tanpa wali dan 
saksi, kecuali perkawinan wanita yang belum mukallaf yang 
harus memerlukan wali dan saksi. Perkawinan orang dewasa 
(mukallaf) tidak perlu saksi dan wali, 340 karena Imam Hanafi 
tidak mengamalkan hadis:  
َمَد  حم
َ
ُن أ َنا َعِليُّ بم
َ

















ُن  َنا َعِديُّ بم
َ




ُن أ َيى بم َنا َيحم
َ
ث ٍب ، َحدَّ ِبي َحرم
َ













ِن خ ِن َماَن بم ٍر ، َعِن ابم ِن ُجَبيم يِد بم


















ٍل ، اِهَديم َعدم
َ
 .…َوش
“Dari Ibn ‘Abbas, berkata: Rasulullah saw bersabda, “ tidak sah 
nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil….”341 
Hadis ini dianggap Imam Hanafi sebagai hadis yang tidak 
masyhur. Oleh karena itu, Hanafi mendahulukan qiya>s daripada 
hadis yang tidak masyhur. Itulah sebabnya perkawinan mukalaf 
disamakan jual beli. Wanita dewasa dapat menawarkan diri dan 
dapat diajak menikah tanpa wali dan saksi. Namun pandangan 
seperti ini memungkinkan munculnya poligami liar yang tidak 
terkontrol dan tidak tercatat. Pelaksanaan perkawinan dalam 
                                                 
340Al-Ra>zi> Al-Jas}s}a>s}, Tafsi>r Ahka>m li al-Jas}s}a>s }, Beirut: Da>r Ih}ya>’ 
al-Tura>s al-‘Arabi>, 1992 M/1412 H, Juz 2, h. 100.  
341Hadis tersebut dari riwayat Ibn ‘Abbas melalui jalur sanad ‘Ali 
bin Ahmad bin Haitam al-Bazzazu, dan Muhammad bin Ja’far al-Mutairi, 
dari ‘Isa bin Abi Harb, Yahya bin Abi Bukair, ‘Adi bin al-Fadl, ‘Abdillah bin 
‘Usman bin Khutaim, Sa’id bin Jubair. Lihat: Abu> al-H{asan ‘Ali> Ibn ‘Umar 
al-Da>ruqut{ni>, Sunan al-Da>ruqut{ni>, Juz VI (Cet: I, Beiru>t; Muassasah al-
Risa>lah, 2004 M/1424 H), h. 315. 




perspektif fikih itu tidak memerhatikan sistem administrasi yang 
berkembang di dunia modern. Sesungguhnya peraturan 
perundang-undangan di Indonesia telah mengatur hal itu, tetapi 
tidak menetapkan konsekuensi dari pengabaian terhadap 
pencatatan setiap pelaksanaan perkawinan. Sementara di dalam 
al-Qur’an tercantum kata yudabbir al-amr pada empat tempat, 
Antara lain: QS Yunus/10: 3. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang 
sistem administrasi dan prinsip-prinsip administrasi dalam 
Islam.342  
Dalam pandangan penulis pencatatan nikah dapat 
dianalogikan kepada perintah walimah dari Rasulullah sebagai 
kontrol sosial untuk menghindari dampak buruk di kemudian 
hari. Karenanya pencatatan pada pejabat yang berwenang atau 
apa pun istilahnya, tetapi yang terpenting adalah bahwa setiap 
peristiwa perkawinan harus memiliki kekuatan hukum yang kuat  
(baca:negara). Oleh sebab itu ketika upaya untuk menambahkan 
‘pencatatan’ sebagai rukun nikah (sebagaimana telah 
dirumuskan oleh tim CLD-KHI) adalah implementasi dari 
konsep kemaslahatan umat dalam menegakkan keadilan bagi 
perempuan dan anak dan menjadi ‘ruh’ dalam hukum Islam.  
b. Metode Sadd al-Zari>’ah  
Sadd al-Zari>’ah merupakan salah satu metode istinbat 
hukum yang dapat dijadikan dalam menghadapi persoalan 
kontemporer karena wataknya yang futuristik. Karena, kata 
Sadd yang menurut bahasa bermakna “menutup”, dan kata al-
Zari>’ah yakni “wasilah” berarti “jalan ke suatu tujuan”, maka 
arti tersebut menunjukkan adanya tindakan preventif sebelum 
ada dampak hukum yang menyertai suatu masalah yang dapat 
                                                 
342Untuk mendalami sistem administrasi dalam Islam dapat dibaca 
buku Muhammad A. al-Buraey, Administratif Development: an-Islamic 
Prespective, terj. Achmad Nashir Budiman, Islam: Landasan Administrasi 
Pembangunan (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 229-394.   




mengarah pada kebinasaan atau kerusakan. Seperti dikemukakan 












ِع ال ُه ِمنم َباِب َمنم نَّ
َ
 أ
“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau 
kejahatan.”  
 Metode ini merupakan salah satu dalil hukum yang 
dianggap oleh para ulama Us}ul> sebagai al-adillah al-mukhtalafu  
fi>ha >(dalil hukum yang diperselisihkan oleh para ulama), karena 
perbedaan mereka dalam metode ijtihad yang digunakannya atau 
karena sedikit atau banyaknya fukaha yang menggunakannya.344 
Namun dengan bermunculannya permasalahan yang tidak 
ditemukan dalil hukumnya yang qat}’i> baik dalam al-Qur’an, 
hadis ataupun ijma’ ulama maka hal ini meniscayakan untuk 
menggunakan perangkat metodologis yang digunakan oleh para 
ulama (Us}u>liyyu>n), seperti metode Sadd al-Zari>’ah ini. Seperti 
perbuatan yang dapat menjurus kepada kebinasaan atau pun 
kerusakan (langsung atau tidak langsung) maka 
perbuatanperbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan 
yang menjadi obyek metode ini, oleh Abdul Karim Zaidan, 
dibagi kepada dua macam:  
1) Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia 
sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi 
esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena 
itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk 
kedalam kajian sadd al-zari>ah.  
                                                 
343 ‘Abd al-Kari>m al-Zaida>n, al-Waji>z fi> ‘Usu>l al-Fiqh, (Cet.I; 
Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1423 H/2002 M), h.245-246. Lihat pula defenisi 
selengkapnya tentang sadd al-Zari>’ah dalam Wahbah Zuhaili, Usu}>l al-Fiqh 
alIsla>mi>, Juz 2, h. 873-874.  
344Lihat dalam Wahbah Zuhaili, Usu}>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 
733.  




2) Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), 
namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan 
sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.  
Perbuatan seperti ini dikemukakan oleh Wahbah al- 
Zuhaili terbagi kepada empat macam:345  
a) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan 
kebinasaan. Misalnya menggali lubang di tempat 
yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalulintas 
orang umum yang dapat dipastikan akan menjebak 
siapa yang melaluinya. Perbuatan seperti ini, 
menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah perbuatan 
terlarang dan jika ada orang yang cedera disebabkan, 
pelakunya dapat dituntut dan dimintai 
pertanggungjawabannya.  
b) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun 
kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang. 
Misalnya, menggali sumur pada sesuatu yang tdak 
bisa dilalui orang. Atau menjual buah anggur kepada 
orang yang tidak terkenal sebagai produsen Khamr 
atau minuman keras. Perbuatan seperti ini, demikian 
dijelaskan Wahbah al-Zuhaili, boleh dilakukan, 
karena kemungkinan akan membawa kepada 
kebinasaan sangat sedikit dibandingkan dengan 
manfaat yang akan diraih. Sedangkan syari’at islam 
dalam menetapkan hukum selalu 
mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar 
dalam kondisi yang demikian kemudaratan yang 
ringan tidak lagi menjadi pertimbangan.  
                                                 
345Sebagaimana dikutip Satria Effendi dari Wahbah Zuhaili dalam 
Ushul Fiqh, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 172-175. Lihat juga dalam 
Wahbah Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 877-879.  




c) Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah namun 
kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan 
lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang 
akan diraih. Contohnya, menjual senjata kepada 
musuh pada waktu perang, menyewakan rumah pada 
pihak yang dikenal bandar judi atau kepala germo, 
mencaci maki atau mengejek sesembahan 
orangorang musyrik dan menjual buah anggur pada 
pihak produsen minuman keras. Perbuatan seperti 
itu, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-
Zuhaili, dilarang, masa hukumnya dengan jenis 
pertama di atas, karena keras dugaan akan digunakan 
untuk sesuatu yang diharamkan agama.  
d) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena 
mengandung kemaslahatan, tetapi disamping itu 
dilihat pelaksanaannya ada kemungkinan membawa 
kepada sesuatu yang dilarang.346   
                                                 
346 Misalnya semacam akad jual beli yang mungkin digunakan 
sebagai upaya mengelak dari riba, dengan cara si A menjual suatu benda 
dengan harga satu juta rupiah dengan cara berutang kepada si B, dan ketika 
itu benda tersebut dibeli kembali oleh A seharga delapan ratus ribu rupiah 
dengan cara tunai, sehingga hasilnya, dengan perantaraan jual beli arloji, 
pihak B mengantongi uang delapan ratus ribu rupiah dan nanti pada waktu 
yang telah di tentukan harus dibayar sejuta rupiah. Jual beli seperti ini dikenal 
dengan bai’i al-‘ainah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ulama sepakat 
tentang dilarangnya perbuatan seperti ini jika kelihatan tanda-tanda bahwa 
mereka berniat untuk melakukan riba, dan mereka berbeda pendapat dalam 
hal tidak kelihatan jelas tanda-tanda bahwa maksud kedua belah pihak 
melakukan jual beli tersebut sebagai hi>lah untuk mengelak dari perbuatan 
riba. Namun demikian para ulama juga berbeda secara tehnis dalam beberapa 
hal, misalnya kalangan Malikiyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu 
termasuk jual beli yang dilarang. Alasan mereka, masalah dilarang atau tidak 
dilarangnya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan bentuk formal dari 
suatu perbuatan, melainkan juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. 
Sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli seperti itu juga fasid (rusak) namun 
bukan atas dasar sadd al-zari>ah, tetapi atas dasar bahwa pihak penjual dalam 
contoh di atas tidak sah membeli kembali barang yang telah dijualnya 




Sementara itu terkait dengan jenis atau pembagian sadd al- 
Zara>i’ Zuhaili merangkum dua pendapat ulama yang berbeda 
perspektif, dimana Ibnu Qayyim al-Jauzi 347  dan al-Syat}ibi348 > 
dalam memandang suatu perbuatan yang dapat dikategorikan 
sebagai obyek kajian sadd al-Zara>i’, yaitu:349 dengan berbasis 
pada outcome atau hasil yang bersifat umum dan sejauh mana 
perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan. Ibnu Qayyim 
mengklasifikasikan kepada dua macam; yaitu adanya perbuatan 
tersebut secara nyata memang berdampak pada mafsadat 
(kerusakan) seperti mengkonsumsi hal-hal yang dapat 
memabukkan, ataupun perbuatan yang pada dasarnya mubah 
atau boleh namun dapat berakibat kepada kerusakan baik itu 
memang dimaksudkan demikian ataupun tidak. Secara detail 
Ibnu Qayyim bahkan memilah-milah kualitas dan kuantitas 
dampak buruk dan baik suatu perbuatan.  
 ̀ Salah satu contoh yang diungkapkan sebagai kajian dari 
Sadd al-Zara>i’ adalah akad nikah yang dilaksanakan hanya 
bertujuan untuk menghalalkan yang kemudian beliau 
gandengkan dengan seperti jual beli yang mengantar kepada 
riba. Menarik untuk dicermati dari contoh yang dikemukakan 
oleh Ibnu Qayyim mengenai akad nikah tersebut, sekalipun tidak 
                                                 
tersebut sebelum pihak pembeli melunasi harganya. Adapun kalangan 
Syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah. Di antara 
alasannya, bahwa dalam sebuah akad yang menjadi ukuran sahnya adalah 
syarat dan rukunnya. Selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, maka jual 
beli dianggap sah. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi di balik yang 
lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak 
berpengaruh kepada sahnya akad jual beli. 
347Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam 
kitabnya sendiri yaitu, I’la>m al-Muwaqqi’i>n, Juz 3, h.148 (sebagaimana 
dikutip oleh Wahbah Zuhaili).   
348Al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Usu}>l al-Syari>’ah, (Saudi Arabia: 
Wiza>rah al-Syu’u>n al-Di>niyyah wa al-Awqa>f, t.th), Juz 4, h.143.  
349Lihat dalam Wahbah Zuhaili, Usu}>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 
883-888.  




disebutkan secara eksplisit tentang nikah siri namun dari 
berbagai motivasi yang melandasi terjadinya nikah siri yaitu 
untuk menghindari zina atau dengan kata lain dari pada terjebak 
dalam dosa maka lebih baik menikah untuk menghalalkannya, 
maka menurutnya ini merupakan obyek sadd al-Zara>i’.\  
Term al-nika>h al-sirr memang tidak banyak ditemukan 
pada ulama klasik (maza>hib al-arba’ah) kecuali Imam Malik 
yang membahas tentang pernikahan secara sirr dianggapnya 
sebagai sesuatu yang terlarang. Namun dari apa yang 
diungkapkan oleh Ibnu Qayyim di atas ketika menguraikan 
tentang metode Sadd al-Zara>i’ sangat tampak bahwa nikah siri 
dapat terlarang jika menggunakan kaidah ini.   
Sementara itu al-Sya>t}ibi} ketika membahas tentang 
pembagian Sadd al-Zara>i’ lebih melihat kepada quwwah 
alnati>jah (kualitas hasil dari suatu perbuatan yang dapat 
berdampak buruk atau tidak, artinya sejauh mana kerusakan 
perbuatan tersebut). 350  Dalam kaitan dengan ini al-Syat> }ibi 
membedakannya menjadi empat (4) kategori, yaitu (a) apakah 
kerusakan yang ditimbulkan bersifat qat}’i (permanen), atau (b) 
jarang/kerusakannnya besifat temporal, (c) sangat jarang tetapi 
jika terjadi maka akan banyak kerusakan yang timbul karenanya, 
(d) atau perbuatan tersebut berdampak pada kerusakan namun 
sangat jarang dan tidak umum hal tersebut terjadi, seperti jual 
beli yang tertunda.  
Jika kaedah ini dihubungkan dengan kasus Machica 
Mukhtar dari rentang waktu mulai menikah di tahun 1993 
sampai sekarang ini (tahun 2017) masih memperjuangkan 
hakhak anaknya (Muhammad Iqbal Ramadan), yang berarti lebih 
dari 20 tahun merasakan dampak buruk dari nikah sirinya 
tersebut. Maka tentu kerusakan ini yang telah berlangsung 
                                                 
350Wahbah Zuhaili, Usu}>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 885. Lihat pula 
dalam Al-Muwa>faqa>t, Juz 2, h. 358-359, 361  




sekian lama sebagai sesuatu yang urgen untuk disikapi, terutama 
dari kajian hukumnya, sebagai muara dari persoalan nikah siri.   
Terkait dengan nikah siri, walaupun Ibnu Qayyim tidak 
secara eksplisit menyebut term sirr ketika memberi pemisalan 
mengenai obyek kajian metode sadd al-zara>i’ ini, namun sangat 
jelas ada titik temu antara motif orang melakukan nikah siri 
dengan penjelasan Ibnu Qayyim di atas tentang ‘aqd li al-tah}li>l 
(akad yang bertujuan hanya untuk menghalalkan). Alasan 
penghalalan ini juga yang sering menjadi argumen bagi yang 
memberi toleransi adanya pernikahan sembunyi-sembunyi 
tersebut, baik dari kalangan pelaku, keluarga dan bahkan 
kalangan cendekiawan.351  
c. Mas}lah}ah} Mursalah  
Dalam pembahasan tentang klasifikasi mas}lah}ah dalam 
konteks legalitas formal 352  dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; 
Pertama, Mas}lah}ah} Mu’tabarah adalah eksistensi mas}lah}ah} 
yang ada pada sesuatu yang dilegalkan oleh syari’ah (nas}) yang 
bermuara pada pemeliharaan lima hal pokok. Jenis kemaslahatan 
ini merupakan yang paling utama didahulukan. Kedua, 
Mas}lah}ah} Mursalah merupakan maslahat yang tidak didukung 
oleh nas} tetapi keberadaannya sesuai dengan konsep maqa>s}id al-
syari>’ah seperti pencatatan nikah. Ketiga, Mas}lah}ah} Mulgah 
yaitu kemaslahatan yang tidak diakui oleh syari’ah seperti 
melihat atau memandang tubuh wanita (lawan jenis) dengan 
alasan seni atau dengan alasan menikmati ciptaan Tuhan.  
                                                 
351Lihat acara ILC yang tayang pada tanggal 18 Desember 2012 dan 
9 Oktober 2017.  
352Pembahasan Mas}lah}ah} sebagai skala prioritas dalam penetapan 
hukum (Mas}lah}ah} awlawiyyah) dapat dilihat melalui empat (4) indikator, 
yaitu 1) Mas}lah}ah} ditinjau dari konsekuensi hukum, 2) Mas}lah}ah} ditinjau dari 
segi objek cakupannya, 3) Mas}lah}ah} ditinjau dari sudut nilai, dan 4) Mas}lah}ah} 
dari konteks legalitas formalnya. Fiqh Prioritas, h.84-91.  




 Dalam kaitan dengan problematika nikah siri sebagaimana 
telah didiskusikan pada bab ini, bahwa nikah siri walaupun 
memiliki maslahat namun banyak menimbulkan mafsadat yang 
bersifat permanen dan berimbas pada selain pelakunya yaitu 
anak. Kemaslahatan nikah siri hanya pada mempermudah 
terjadinya perkawinan, kemudahan ini pun (dalam beberapa 
kasus misalnya kasus nikah siri yang dilakukan oleh Farhat 
Abbas-pengacara) bisa berakibat pada menggampangkan 
terjadinya perkawinan. Sedangkan mafsadatnya yang paling 
tampak adalah menyebabkan terjadinya pernikahan secara liar 
(lihat Bab 3 Bagian A No.2 Sub c) dan yang paling parah adalah 
karena tidak memiliki landasan hukum sehingga berbuntut pada 
kesulitan dalam urusan administrasi yang lain. Maka, penetapan 
hukum nikah siri dengan menjadikan pencatatan sebagai syarat 
sah pernikahan tersebut merupakan obyek dari Mas}lah}ah} 
Mursalah karena tidak disebutkan secara tegas oleh nas}. Karena 
jika agama tidak menyatakan secara tegas bahwa tanpa 
pencatatan sebagai salah satu prasyarat sahnya pernikahan maka 
inilah yang membuka ruang bagi terjadinya pernikahan secara 
liar yang berbuntut kerugian pada perempuan dan anak. 
Sehingga menjadikan perkawinan tidak memiliki kekuatan 
hukum.   
Sedangkan dalam al-Qur’an maupun hadis banyak dalil 
yang menunjukkan kewajiban untuk melindungi perempuan 
terutama anak. Maka jika nikah siri memberikan mudarat pada 
perempuan dan anak tentu ini harus menjadi skala prioritas. 
Apalagi dari dampak yang ditimbulkan oleh model pernikahan 
tersebut (lihat kasus Machica Mukhtar) menjadikan eksistensi 
nikah siri bertentangan dengan nilai-nilai perkawinan itu sendiri 
yang ditegaskan dalam al-Qur’an.  
3.  Landasan Etis Fikih yang ber-Kesetaraan Gender Berbasis 
Mas}lah}ah  
a. Dekonstruksi Rukun Nikah  
1) Rekonseptualisasi perkawinan  




Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang 
laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan 
seksual, musaharah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui 
perkawinan), meneruskan keturunan, membentuk keluarga dan 
menempuh kehidupan bersama. Kondisi seperti ini yang dalam 
bahasa al-Qur’an disebut sebagai mi>s}aqan gali>z}an yang berarti 
kesepakatan yang kuat di antara kedua belah pihak atas dasar 
kepercayaan, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa>’/4: 21, 
yang berbunyi:  
َخۡذَن مِّنُكم 
َ





ِّيَثًَّٰقا َغلِّيٗظا    م 
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 
mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”353  
Dalam kaitan dengan konsep perkawinan dengan 
fenomena maraknya nikah siri, maka patut dipertimbangkan apa 
yang dikemukakan oleh Shahrur tentang konsep perkawinan 
bahwa ada dua pondasi utama dalam membangun konsep 
perkawinan, yaitu; pertama, hubungan seksual (mihwar 
al‘alaqah al-jinsiyah). Dalam hubungan ini ada dua (2) 
kemungkinan yaitu antara pasangan suami dengan istri dan 
kemungkinan antara milk al-yami>n dengan dua jenis kelamin 
tersebut (laki-laki dan perempuan). Terhadap dua (2) 
kemungkinan tersebut yang mempersatukan semuanya adalah 
hubungan seksual. Istilah milk al-Yami>n (kepemilikan 
berdasarkan dengan sumpah) sangat terkait erat dengan al-riqq 
(budak), mengingat bahwa sistem perbudakan telah berlaku 
umum pada abad-abad yang lampau. Kedua, landasan hubungan 
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Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI), h. 81.  




kemanusiaan dan bermasyarakat (mihwar> al-‘ala>qah 
alinsa>niyyah wa al-ijtima>’iyyah) seperti yang tertera dalam QS 
alNahl (Lebah)/16: 72. Keadaan yang demikian dinamakan 
sebagai kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang 
perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian, 
‘iddah 354  dan waris. Sedangkan pada milk al-yami>n tidak 
ditemukan hukumhukum yang demikian. Bahkan berkenaan 
dengan hal tersebut, Shahrur menemukan hukum-hukum lain 
yang berbeda dengan hukum-hukum perkawinan.355 
Dari apa yang dikemukakan oleh Shahrur di atas menarik 
untuk dicermati tentang adanya istilah milk al-yami>n yaitu 
adanya ikatan atau hubungan yang dilandasi dengan suatu 
perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Istilah tersebut 
sangat terkait dengan kultur masyarakat Arab secara umum yang 
pada saat itu sangat akrab dengan masalah perbudakan (al-Riqq). 
Masalah perbudakan sudah berlaku secara umum pada 
masayarakat sejak berabad-abad sebelumnya. Maka hakikat 
perkawinan bukan hanya mengikat dua manusia tetapi yang 
terpenting juga adalah memanusiakan manusia dengan segala 
aturan yang menyertainya.   
Sebagai contoh dalam hal ini nikah misyar tidak sama 
dengan syarat-syarat perkawinan resmi pada umumnya karena 
tujuannya bukanlah menjalin hubungan kekeluargaan, 
meneruskan keturunan dan membina keluarga, tetapi murni 
hubungan seksual dan tidak termasuk kategori perkawinan resmi 
meskipun pada saat yang sama ia tidak haram. Menurut Shahrur 
kondisi seperti itu adalah kasus milk al-yami>n kontemporer, dan 
menyebutnya dengan ‘perjanjian integritas atau perjanjian 
hubungan seks’ sebagai ganti istilah ‘perjanjian kawin kontrak’ 
                                                 
354‘Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang telah ditinggal 
mati oleh suaminya atau karena perceraian dalam masa tertentu.  
355Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, h. 
434-439.  




atau perkawinan mut’ah. Dan jika kita melihat beberapa alasan 
ulama yang masih menganggap sah nikah siri adalah karena 
menghindari perzinaan, maka illustrasi yang digambarkan oleh 
Shahrur tersebut tentang milk al-yami>n sangat erat kaitannya 
dengan problematika nikah siri mengingat hubungan seksualitas 
menjadi alasan yang menyebabkan keabsahannya. 356  Bahwa 
beberapa kasus nikah siri yang terjadi alasan menghindari 
perzinaan sebagai argumen yang kuat untuk terlaksananya 
sebuah pernikahan. Hal ini juga sebetulnya bertentangan dengan 
apa yang telah ditetapkan baik melalui nas} ataupun dalam UUP 
bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (perjanjian 
yang kuat) yang landasannya bukan hanya karena persoalan 
hubungan seksualitas namun yang tak kalah pentingnya adalah 
untuk menghasilkan generasi-generasi umat manusia yang akan 
menjalankan tampuk kekhalifahan di muka bumi.  
Sebenarnya pemikiran yang dikonstruk oleh Shahrur 
tersebut di atas senada dengan konsep yang telah dikemukakan 
oleh Tim CLD-KHI bahwa perkawinan harus dilakukan atas 
dasar (pasal 4 RUU tentang Hukum Perkawinan Islam CLD-
KHI); kerelaan (al-taradhi), kesetaraan (al-Musawah), Keadilan 
(al-‘adalah), kemaslahatan (al-Maslahah), pluralisme (al-
Ta’addudiyah), demokratis (al-Dimuqrathiyyah). Atas dasar 
inilah sehingga rukun perkawinan pun berubah menjadi: 
a) Calon istri,  
b) Calon suami  
c) Ijab kabul 
d) Saksi 
e) Pencatatan oleh Pemerintah  
Pencatatan oleh Pemerintah dimasukkan ke dalam rukun 
perkawinan dengan alasan; 1) berlandaskan pada dalil analogi 
                                                 
356 Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ulama sehingga 
keabsahan nikah siri masih dipertahankan dengan alasan menghindari zina. 
Lihat dalam diskusi ILC misalnya.  




hukum (qiyas awlawy). Jika hutang saja yang melibatkan dua 
orang wajib dicatat apalagi perkawinan sebagai peristiwa hukum 
yang akan berimplikasi terhadap nasab (kekerabatan), kewarisan 
dan status sosial, 2) berdasarkan dalil sadd al-dzara>i’ bahwa 
perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya 
perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. 357  Ketiadaan 
perlindungan hukum inilah yang telah menjadi kegelisahan 
banyak pihak, terutama bagi para penggiat gender yang 
menuntut kesetaraan dan keadilan dalam berbagai bidang. Fikih 
sebagai sumber acuan dalam menyikapi berbagai persoalan 
kontemporer yang mencuat di masyarakat bersifat dinamis, 
karena dihasilkan dari daya nalar para 
ulama/fukaha/cendekiawan muslim yang mampu ‘membaca’ 
tuntutan zaman. Salah satu metodologi istinbat hukum yang 
sangat respon terhadap perkembangan adalah dengan 
menggunakan konsep maslahah. Upaya rekonstruksi fikih masa 
lampau yang telah terbangun selama berabad-abad lamanya yang 
telah digunakan oleh umat Islam sekian lama tentu 
meniscayakan metode-metode yang sesuai dengan tuntutan 
perubahan zaman. Monopoli mazhab harus diakui telah 
menggurita sehingga yang sejatinya fikih sangat terbuka akan 
perubahan namun berubah menjadi doktrin (sekalipun para 
pendiri mazhab tersebut tidak menginginkan hasil pemikirannya 
dijadikan sebagai fikih yang statis).  
2) Wali dan Saksi  
Persoalan berikutnya yang cukup mendasar dalam 
perkawinan adalah wali dan saksi yang merupakan prinsip utama 
dalam terjadinya sebuah peristiwa pernikahan, sehingga dalam 
fikih munakahat yang dianut sekarang ini kedua komponen 
tersebut masuk sebagai rukun nikah. Rukun nikah sebagai pilar 
utama pernikahan bukanlah sebuah teks yang komplit dari 
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Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru dalam Pendekatan 
Politik, hal. 19-23.  




Rasulullah saw, namun merupakan hasil ijtihad dari para ulama 
yang kemudian ditetapkan sebagai sumber otoritas dalam hukum 
perkawinan. Abu Yasid secara naratif mengungkapkan 
bagaimana eksistensi wali bagi terlaksananya pernikahan dan 
perdebatan para imam mazhab dalam menyikapi posisi wali 
nikah.358 Karena dalam evolusi problem sosial nikah siri, salah 
satunya adalah munculnya illegal Kadi (orang-orang yang 
bertindak sebagai penghulu yang tidak memiliki dasar untuk 
bertindak sebagai wali nikah).   
Para imam mazhab pun tidak sepakat mengenai 
eksistensi wali dalam suatu pernikahan. Dalam persoalan wali ini 
pun sebagai salah satu rukun nikah tetap masih menyisakan 
berbagai problem tentang siapakah wali itu? Bagaimana 
ketentuannya? Apakah orang tua (dalam hal ini ayah kandung) 
dengan serta merta dapat bertindak sebagai wali ataukah ada 
persyaratan-persyaratan teologis yang harus dimiliki, sehingga 
sekalipun masih memiliki orang tua (baca: ayah kandung) kalau 
prasyarat tersebut tidak dimiliki apakah masih tetap dapat 
menikahkan anaknya atau tidak? Dapatkah ibunya menjadi wali 
bagi anaknya? Apalagi fenomena sekarang ini menunjukkan 
banyaknya perempuan sebagai kepala rumah tangga (PEKA), 
yang telah mengambil alih peran suami atau ayah (single 
parent). Dapatkah perempuan-perempuan tersebut menjadi wali 
bagi anaknya? Mengingat peran mereka yang sangat sentral 
dalam mendidik dan membesarkan anaknya bahkan hingga 
setelah menikah pun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
(bercerai misalnya) maka merekalah yang akhirnya menjadi 
penanggung jawab kembali. Sekalipun misalnya memiliki nasab 
yang punya hak menjadi –wali- sebagaimana yang tertera dalam 
fikih yang ada selama ini, namun porsi terbesar dari tanggung 
jawab tersebut masih dipegang oleh ibunya sendiri. Dalam 
situasi seperti itu tidakkah posisi untuk menjadi wali tidak lagi 
                                                 
358 Abu Yasid, Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang 
Modern), (Buku Ketiga; Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th.), h. 91-99.  




sekedar penentuannya berdasarkan jenis kelamin tapi lebih 
kepada nilai atau profesionalisme dari konsep wali itu sendiri.   
Wali digambarkan sebagai orang yang memiliki hak 
kuasa untuk menikahkan seseorang, walau terkadang hak itu bisa 
diberikan kepada orang lain dengan seizinnya.359 Penjelasan ini 
dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa 
tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan, 
hanya saja bukan hal yang mudah untuk menjadi wali karena ada 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam kaitan dengan 
hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab 
Hanafiyah, seorang wali harus akil-balig, merdeka dan seagama 
dengan perempuan yang dikawinkan. 360  Sedangkan mazhab 
Malikiyah mensyaratkan wali harus akil-balig, merdeka, 
seagama, laki-laki, tidak sedang melakukan ihram haji dan 
umrah serta tidak dipaksa. Ulama dari kalangan Syafi’iyah dan 
Hanabilah memberikan kriteria seorang wali harus akil-balig, 
merdeka, seagama dengan perempuan yang hendak dinikahkan, 
laki-laki, adil dan dewasa (rusyd).361 Jika memperhatikan adanya 
prasyarat tersebut maka peran wali dalam pernikahan sangat 
sentral dan mayoritas ulama berpendapat bahwa wali menjadi 
penentu sah atau tidaknya akad. Hal ini pun dengan tegas 
dinyatakan dalam al-Qur’an (QS al-Baqarah/2: 232) yang 
kemudian menjadi dasar tentang wali:  
                                                 
359Secara terstruktur Abu Yasid mengurutkan orang-orang yang 
dapat bertindak sebagai wali karena adanya pertalian darah (kekerabatan) 
berdasarkan beberapa literatur fikih, yaitu; (1) ayah, (2) kakek dan terus ke 
atas, (3) saudara laki-laki seayah-seibu, (4) saudara laki-laki seayah, (5) anak 
laki-lakinya seayah-seibu, (6) anak laki-lakinya seayah, dan seterusnya yang 
disebut ada 20 kerabat yang bisa menjadi wali namun kesemuanya adalah 
lakilaki. Lihat dalam Abu Yasid, Fiqh Today, h.95-96.  
360Abu Yasid, Fiqh Today 3, h. 93. Lihat pula dalam al-Jas}s}a>s}, 
Ahka>m al-Qur’a >n, (Beirut: Da>r Ihya> al-Tura>s{ al-‘Arabi>, 1992), Juz 2, h. 100-
101.   
361 Abu Yasid, Fiqh Today 3, h. 93.  

































































































“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 
terdapat kerelaan di antara mereka. Itulah yang dinasehatkan 
kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada 
Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”362  







ِن أ َيى بم ُن َيحم َنا َسِعيُد بم
َ
ث ِل ِكَتاِبِه ، َحدَّ صم
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ُهَو َباِطٌل ، ف
َ
  363.ف
“Dari ‘Aisyah, bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata: tidak 
sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang 
adil, pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat ini 
maka dihukumi bathil (tidak sah), bagi yang tidak mempunyai 
wali maka hakim yang menjadi walinya.”  
                                                 
362Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama 
RI, h. 37  
363Hadis tersebut berdasarkan riwayat Aisyah melalui jalur sanad 
‘Umar bin Muhammad al-Hamdani, Sa’id bin Yahya bin Sa’id al-Umawi, 
Hafz bin ‘Iyas \, dari ibn Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari 
‘Urwah. Lihat: Muh{ammad Ibn H{ibba<n al-Busti>, S{ah{i>h{ Ibn H{ibba>n, Juz XVII 
(Cet; II, Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1993 M/1414 H). h, 386.  




Ketika para ulama berselisih pendapat mengenai 
persyaratan wali dan bolehnya atau tidaknya perempuan menjadi 
wali serta hal-hal yang terkait dengannya, maka hal ini 
menunjukkan betapa pembahasan tentang pilar utama 
pernikahan senantiasa terbuka untuk menerima ijtihad atau 
pembaruan di dalamnya apalagi jika hal tersebut sudah 
membawa pada kemafsadatan.   
 Sedangkan persoalan berikutnya adalah saksi dalam 
pernikahan. Jika belajar dari kasus Machica Mukhtar 
sebagaimana dipaparkan berkali-kali dalam beberapa wawancara 
di media bahwa tidak satupun hadir dari keluarga Moerdiono. 
Hal ini mengindikasikan bahwa saksi dari pihak Moerdiono tidak 
valid sehingga pengingkaran yang terjadi di kemudian hari tidak 
dapat dicegah karena memang substansi dari saksi itu sendiri 
tidak memenuhi persyaratan. Dan sampai saat ini pun persoalan 
krusial yang dialaminya adalah perkawinan sirinya sudah 
mendapatkan isbat (penetapan pengesahan dari Pengadilan 
Agama), namun anaknya tetap dianggap sebagai anak di luar 
nikah. Padahal logikanya adalah jika perkawinannya sudah 
dianggap sah maka seharusnya anak yang lahir dari perkawinan 
pun seharusnya sah. Atau jika anak tersebut tetap dianggap 
sebagai anak di luar nikah maka seharusnya perkawinan tersebut 
tidak mendapatkan pengesahan. Kasus Machica ini pun masih 
belum menjadi polemik sampai saat ini karena adanya 
ambivalensi yang merupakan konsekuensi logis dari dualisme 
hukum perkawinan yang tak kunjung ada titik temunya.  
Dalam kaitan dengan saksi pun demikian, siapakah 
sesungguhnya yang dapat menjadi saksi? Sehingga dengan 
demikian kedudukan saksi ini memiliki tanggung jawab secara 
hukum dan moral. Kesaksian merupakan komponen utama dalam 
hukum sehingga seseorang bisa diterima argumennya karena 
memiliki saksi yang memiliki integritas. Di mana jika ada 
masalah di kemudian hari maka keberadaan saksi-saksi tersebut 
memiliki otoritas tentang legal atau tidaknya perkawinan 
tersebut. Dalam banyak kasus nikah siri, saksi tidak memiliki 




kekuatan hukum, karena yang diminta adalah dokumen resmi 
(pencatatan oleh negara). Dalam KHI pun pasal mengenai saksi 
telah mengalami distorsi di mana dalam pasal 25 KHI disebutkan 
bahwa “Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah 
ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, balig, tidak terganggu 
ingatanya dan tidak tuna rungu atau tuli”364. Sementara ayat 
yang dijadikan sebagai landasan mengenai saksi baik dalam jual 
beli ataupun muamalah lainnya diakomodir kebolehan 
perempuan menjadi saksi.365  
b. Pencatatan: Kontrol Sosial dan Politik  
Masalah pencatatan perkawinan menjadi agenda penting 
dalam perubahan undang-undang yang terjadi di beberapa negara 
Islam. Dalam hal pencatatan perkawinan, persoalan penting yang 
menjadi sorotan adalah apakah perkawinan yang tidak 
dicatatkan dapat dianggap tidak sah secara agama. Pada 
umumnya masyarakat Islam masih cenderung menganggap 
bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi 
sebagaimana yang dikehendaki dalam kitab fikih, maka suatu 
perkawinan dianggap sah. Sebagai akibatnya banyak orang yang 
melakukan perkawinan di bawah tangan yang selanjutnya 
mengacaukan proses hukum yang terjadi berikutnya, seperti hak 
hukum anak yang dihasilkannya.366   
 Pada beberapa negara Islam yang menganut sistem 
pencatatan seperti di Indonesia antara lain Iran, Yaman dan 
Brunei. Di Iran misalnya, setiap perkawinan harus dicatatkan 
pada lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan 
ini akan dihukum dengan hukuman penjara selama satu hingga 
enam bulan. Aturan tentang pencatatan perkawinan termasuk 
                                                 
364Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Keempat 
tentang Saksi Nikah Pasal 25.   
365Lihat QS al-Baqarah/2: 282.   
366Atho Muzhar, Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern, h. 211-
212.  




pembaharuan yang bersifat regulatory atau administratif. Sebab 
pelanggarnya hanya dikenai hukuman fisik, sementara 
pernikahannya tetap dipandang sah. Peraturan seperti ini tidak 
dijumpai dalam pemikiran hukum klasik, baik dalam mazhab syi’ 
i maupun sunni.367  
Hampir seluruh negara-negara Islam telah 
memberlakukan keharusan pencatatan perkawinan meskipun 
dalam intensitas yang berbeda-beda. Kebanyakan negara 
menetapkan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah masalah 
administrasi dan tidak terkait dengan keabsahan perkawinan. 
Secara tegas dinyatakan bahwa menurut hukum keluarga ini, 
pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan 
perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar kewajiban 
administratif belaka. Istislah dan Sadd al-zari’ah 368  sering 
dijadikan referensi teoritis untuk memahami penambahan 
persyaratan administratif tersebut sebagai landasan 
usuliyahnya.369  
Sedangkan di Brunei Darussalam, orang yang 
mendaftarkan pernikahan adalah Kadi Besar dan Imam mesjid 
(Kadi-Kadi) yang diberi tauliah (perwalian) untuk menjalankan 
setiap akad nikah. Perkawinan dianggap sah walaupun tidak 
dicatatkan tetapi diharapkan hendaknya segera didaftarkan, 
sedangkan perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak 
mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak.   
                                                 
367Atho Muzhar, Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern, h. 59.  
368Penggunaan metode ini telah digaungkan oleh beberapa pihak 
baik individu maupun secara kolektif (Tim CLD-KHI misalnya). Lihat dalam: 
Sabri Samin, Hukum Islam di Indonesia, antara Peminggiran dan Perebutan 
(yang disampaikan pada Seminar/Penyuluhan Hukum Islam bagi Penghulu 
dan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Gowa di Sungguminasa pada 
tanggal 20 April 2012).  
369Atho Muzhar, Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern, h. 72.  




Sementara itu di Indonesia (sebagaimana telah dijelaskan 
bagaimana pencatatan menjadi problem utama adanya nikah siri) 
pasal yang mengatur tentang perkawinan dalam KHI tidak jauh 
berbeda dengan apa yang telah diatur dalam UUP tahun 1974. 
Dalam KHI ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam, setiap perkawinan harus 
dicatat oleh PPN dan dilangsungkan di hadapan dan di bawah 
pengawasan PPN, serta perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara 
itu dalam upaya untuk menertibkan perkawinan dengan 
membuat rancangan undang-undang tentang kriminalisasi bagi 
pelaku nikah siri sebenarnya undang-undang nomor 22 tahun 
1946 telah menjelaskan secara rinci dan hal itu juga 
mengakomodir pernikahan secara siri bahwa perkawinan yang 
dilakukan tidak dalam pengawasan PPN adalah pelanggaran 
yang harus dikenai sanksi denda atau kurungan.370 Menurut Jaih 
Mubarak bahwa meskipun RUU HTPA tahun 2010 memiliki 
semangat yang sama dengan undang-undang nomor 22 tahun 
1946 namun ada perbedaan dalam hal konsepsi tentang 
pelanggaran. 371  Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 
perkawinan yang tidak dibawah pengawasan PPN hanya 
dianggap sebagai pelanggaran biasa sehingga hanya 
diberlakukan sanksi denda, sedangkan dalam RUU HTPA 
tindakan seperti itu dianggap sebagai pelanggaran pidana 
sehingga pelakunya pun dikenai pasal tentang pelanggaran 
pidana yaitu berupa kurungan penjara maksimal 3 tahun dan 
denda maksimal 3 juta rupiah. Upaya lain yang lebih maju dalam 
rangka menertibkan perkawinan adalah apa yang dilakukan oleh 
para pemrakarsa Counter Legal Draft (CLD) KHI pada tahun 
2004 yang menjadikan pencatatan sebagai salah satu rukun 
                                                 
370 Baca lebih lanjut dalam Jaih Mubarak, Pembaruan Hukum 
Perkawinan di Indonesia, h. 69-71  
371Jaih Mubarak, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 
69-71. 




perkawinan. Namun mengalami penolakan dari berbagai elemen 
masyarakat372 dan Pemerintah pun akhirnya membekukannya.373  
Dalam konteks Indonesia jika ditelusuri mata rantai 
intelektual mengenai pencatatan perkawinan bahwa 
fiqhussunnah karya Sayyid Sabiq telah dipelajari dan dijadikan 
sebagai rujukan utama bagi para mahasiswa dalam mempelajari 
fikih munakahat di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. 
Dalam buku tersebut 374  diungkapkan mengenai anjuran 
pencatatan perkawinan. Maka menurut Jaih Mubarak (patut 
diduga) bahwa tulisan Sayyid Sabiq tersebut yang menginspirasi 
(akar intelektual) pentingnya pencatatan tersebut yang 
kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang nomor 22 
tahun 1946 dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. 
Pada tahun 1931 Mesir telah membentuk undang-undang 
perkawinan tentang pencatatan (nikah, talak dan rujuk). Di mana 
salah satu ketentuan yang terkandung di dalamnya bahwa 
perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dibuktikan 
dengan akta perkawinan yang resmi.375  
Mengingat beberapa negara Islam pun menjadikan 
pencatatan sebagai satu-satunya bukti legalitas sebuah peristiwa 
                                                 
372Salah satu alasan penolakan tersebut disebabkan karena dasar 
berpikir tim tersebut yang menggunakan perspektif demokrasi, pluralisme, 
hak asasi manusia dan keadilan gender. Lihat selengkapnya dalam Marzuki 
Wahid, Kajian Islam dalam Ragam pendekatan; Pembaharuan Hukum 
Keluarga Islam Pasca Orde Baru dalam Pendekatan Politik, h. 17, 66-67. 
373Lihat selengkapnya sejarah tentang perjuangan tim CLD KHI 
dalam Marzuki Wahid, Kajian Islam dalam Ragam pendekatan; Pembaharuan 
Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru dalam Pendekatan Politik, h. 60. 
374Buku tersebut diterjemahkan oleh Agus Salim pada tahun 1972 
ke dalam bahasa Indonesia, alumni Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Lihat Jaih Mubarak, Pembaruan Hukum Perkawinan di 
Indonesia, hal. 64-65.  
375 Jaih Mubarak, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 
6465.  




pernikahan yang diakui oleh negara, maka patut menjadi 
pertimbangan untuk meningkatkan status pencatatan tidak 
hanya menjadi alat legalitas bagi negara tapi juga bagi agama. 
Sehingga dualitas hukum tentang nikah siri tidak lagi menjadi 
polemik berkepanjangan yang terbukti telah menimbulkan 
berbagai problem sosial. Namun demikian patut menjadi catatan 
bahwa kebanyakan negara Islam (beberapa negara tersebut di 
atas) menganggap bahwa persoalan pencatatan tidak menjadi 
syarat dan rukun nikah dan merupakan masalah administratif 
belaka.   
Hal ini menunjukkan sebagaimana Coulson membuat 
catatan penting tentang konflik dalam jurisprudensi Islam bahwa 
hukum Islam dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus sebagai 
hukum yang dilahirkan oleh para fukaha.376 Artinya keabsahan 
nikah sebagai wilayah Tuhan (ibadah) yang sama sekali unsurnya 
harus ada, sedangkan legalisasi berdasarkan negara (pencatatan 
sebagai syarat administratif) karena merupakan wilayah manusia 
maka jika pun dilanggar maka tidak mengurangi nilainya di 
hadapan Tuhan sehingga tetap dianggap sah. Filosofi dualisme 
berpikir demikian semakin menguatkan bahwa dalam hukum 
Islam selalu ada wilayah wahyu dan wilayah akal.   
 Pernikahan sebagai suatu ekosistem yang saling terkait 
satu sama lain, tidak hanya dilihat pada status hukumnya saja, 
atau keabsahan terhadap sesuatu terutama pada syarat dan 
rukunnya saja. Ketika menganalisa kasus nikah siri orang 
berpikir “minimalis”, hanya karena rukunnya terpenuhi, lalu 
mati-matian dibela dan mengatasnamakan agama serta dianggap 
                                                 
376Noel J. Coulson, Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence 
(Terj. Drs. H. Fuad Zein, M.A. dengan judul Konflik dalam Yurisprudensi 
Islam, Yogyakarta: Penerbit Navila, 2001), h.4. Dalam buku tersebut Coulson 
menguji adanya enam sifat berlawanan sebagai hakekat hukum Islam, yaitu; 
wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritas dan keragaman, idealisme 
dan realisme hukum dan moralitas serta stabilitas dan perubahan. Hal tersebut 
diungkapkan oleh penerjemah buku tersebut (Drs. H. Fuad Zein, M.A.) dalam 
pengantarnya. 




mengharamkan yang halal padahal telah banyak dampak buruk 
yang ditimbulkan.  
Apalagi dalam struktur kepegawaian dalam Kementerian 
Agama RI ada posisi yang secara khusus ditugaskan untuk 
mengurus segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan nikah 
yaitu Penghulu yang terdapat dalam setiap Kantor Urusan 
Agama (KUA) dan telah tersebar sampai ke seluruh pelosok 
negara Indonesia. Berdasarkan data Kemenag tahun 2010, 
jumlah Penghulu di Indonesia mencapai 5.773 orang di 33 
propinsi, Pembantu penghulu 60.977 orang dan Badan 
Penasehat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP 4) berjumlah 
8.228 orang. 377  Oleh karena itu dualisme hukum perkawinan 
‘secara agama’ dan ‘negara’ seharusnya tidak menjadi polemik 
lagi, ketetapan agama dan negara sejatinya sejalan dan tidak 
berbeda pada hal yang bersifat substantif.   
Perkawinan merupakan peristiwa hukum maka sejatinya 
terdokumentasi secara resmi yang memiliki kekuatan hukum 
agama maupun negara. Perkembangan umat Islam di zaman 
Rasulullah dan masa kekhalifahan Islam (dari masa sahabat 
sampai pada perkembangan mazhab-mazhab dalam fikih) belum 
sepelik sekarang ini yang membutuhkan nalar untuk mengatasi 
berbagai persoalan keumatan.  
  
  
                                                 
377Lihat Kemenag dalam Angka www.kemenag.go.id/2010  




BAB V  
PENUTUP 
  
Konsep kesetaraan gender bersifat subyektif karena 
dipengaruhi oleh agama, sosial budaya, ekonomi, dan politik 
sehingga sulit untuk menentukan secara teknis aturan yang baku 
dan dapat berlaku serta menjadi standar umum dalam merespons 
persoalan kontemporer. Problematika makna kesetaraan gender 
yang terjadi di kalangan feminis pun menunjukkan bagaimana 
gender dan implementasinya sangat sulit jika menggunakan 
standar tertentu. Problematika makna tersebut bermuara pada 
perdebatan nature dan nurture sebagai konsep dasar dalam 
gender. Perdebatan nature dan nurture di kalangan feminis dan 
ilmuwan gender menggiring peneliti untuk mengaitkannya 
dengan apa yang digagas oleh Ibnu ‘A<syu>r dalam membangun 
kerangka maqa>s}id al-syari>’ahnya yaitu konsep Fitrah. Asas 
Fitrah yang dicanangkan oleh Ibnu Asyu>r sebagai basis 
epistemologinya dalam membangun maqa>s}id al-syari>’ah, 
merupakan konsep tentang kejadian manusia yang termuat 
dalam al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu maka seharusnya 
penelusuran kesetaraan gender dalam Islam berbasis pada 
interpretasi dan pengembangan makna dari konsep Fitrah 
tersebut.  
Dalam tinjauan ekofeminisme kesetaraan tidak hanya 
antara laki-laki dengan perempuan tetapi juga dengan alam. 
Sehingga untuk mengetahui sejauh mana opresi terhadap alam 
berlangsung dapat menjadi barometer kekerasan terhadap 
perempuan, karena perempuan sering dipersonifikasi sebagai 
alam (bumi). Secara teologis pun penggambaran perempuan 
dengan alam dapat ditemui dalam (QS al-Baqarah (Sapi 
Betina)/2: 223). Sehingga ada titik temu antara ekofeminisme 
dengan syariah dalam hal melihat bagaimana relasi antara 
sesama manusia (perempuan-laki-laki) dan antara manusia 




dengan alam dan antara Sang Pencipta dengan makhluk-Nya, 
karena ekofeminisme juga menekankan pada pentingnya faktor 
spiritualitas.   
Dengan menggunakan konsep opresi dalam menganalisa 
nikah siri dapat ditemukan adanya stereotipe tentang nikah 
resmi-nikah siri, istri sah-istri siri, dualisme hukum nikah siri 
(hukum agama vs hukum negara) dan adanya dominasi atas 
perempuan di mana perempuan itu sendiri yang ingin menempuh 
jalur nikah siri. Hal tersebut menunjukkan konstruksi yang 
patriarkis dan berkembang menjadi ideologi biner patriarki.  
Konstruksi patriarki dalam memengaruhi ketimpangan 
gender dalam nikah siri juga dapat dilihat pada evolusi problem 
sosial yang terjadi di Indonesia terutama di sepanjang tahun 
2010-2015, yaitu adanya nikah siri online, tindak pidana 
pemalsuan buku nikah, trafficking, dan illegal qa>d}i >. Hal ini 
menunjukkan bahwa nikah siri memiliki dampak kemudaratan 
secara terstruktur karena menjadi penyebab dari berbagai 
problematika umat. Tidak adanya gerakan yang progresif 
menyangkut nikah siri yang secara nyata berdampak negatif 
pada perempuan dan anak, membuktikan bahwa sistem patriarki 
telah mendarah daging.  
Nikah siri telah menimbulkan dampak negatif secara 
hukum dan sosial. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan 
yaitu; 1) Pihak isteri tidak dapat dianggap sebagai istri yang sah, 
yang berakibat pada suami mempunyai kebebasan secara hukum. 
2) Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila 
terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 3) Pihak isteri tidak 
berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau 
perceraian. Sementara anak hasil perkawinan sirri mengikut 
kepada ibunya. 4) Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan 
hak warisan jika suami meninggal dunia. 5) Semua dampak 
hukum yang menjadi beban istri di atas juga berlaku pada anak 
yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. 6) Dampak yang 
mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri 




berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan 
akta kelahiran anak.   
Adapun dampak negatif secara sosial adalah; 1) Stigma 
negatif dari masyarakat sebagai perempuan yang dinikahi secara 
sirri biasanya akan menyulitkan dalam bersosialisasi dengan 
masyarakat sekitar, yang pada akhirnya terjadi diskriminasi 
terhadap perempuan. 2) Hamil sebelum nikah atau isteri 
simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada 
pelecehan status perempuan. 3) Perempuan sebagai pihak yang 
seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. 
Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan 
beban psikis karena opini masyarakat yang memosisikannya 
secara tidak adil. 4) Beban sosial tersebut pastinya juga 
berpengaruh kepada anak. Sementara manfaat yang ditimbulkan, 
yaitu hemat biaya dan birokrasi yang tidak berbelit-belit tidak 
berbanding lurus dengan mafsadatnya. Maka nikah siri dengan 
berdasar pada dampak negatif tersebut (asas maslahat dan 
mafsadat) tidak sah secara agama karena menimbulkan dampak 
negatif yang terstruktur dan bertentangan dengan prinsip agama 
(al-Qur’an dan hadis) dan prinsip perkawinan itu sendiri atau 
dengan kata lain bertentangan dengan fitrah agama dan manusia.  
Oleh karenanya, untuk mencegah kemudaratan dalam 
perkawinan maka rekonstruksi yang harus dilakukan adalah 
dengan menambahkan pencatatan sebagai salah satu rukun nikah 
(kontrol negara) dan pengkajian ulang terhadap wali dan saksi 
(mengenai kompetensinya masing-masing, bukan standar yang 
umum) sebagai penanggung jawab secara sosial (kontrol sosial) 
dalam setiap akad nikah. Dengan demikian, perkawinan sebagai 
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan menjadi ikatan yang kuat (mi>s{a>qan galiz}a>) ketika 
ada kontrol secara sosial dan politik.   
Konstruksi patriarki yang telah melembaga dari level 
individu sampai menjadi negara yang patriarkis ikut 
menyuburkan ketimpangan sehingga ada keabsahan sosiologis, 
ideologis, dan teologis. Hal tersebut dapat dilihat secara 




struktural, di mana UUP No.1 Tahun 1974, KHI dan fatwa MUI 
yang tidak memiliki sinergitas dalam menyikapi nikah siri. 
Demikian pula dengan pasal 25 KHI menutup pintu atau tidak 
mengakomodir perempuan sebagai saksi, padahal dalam 
alQur’an secara tegas perempuan pun diberi wewenang untuk 
menjadi saksi. Dengan disebutkannya jenis kelamin dalam 
persyaratan saksi, maka secara struktural mengindikasikan fikih 
munakahat yang patriarkis. Secara intelektual tidak ada 
progresifitas (langkah yang konkrit) dalam merespon evolusi 
problem sosial dari nikah siri yang menunjukkan kejumudan 
dalam fikih munakahat sementara problematika perkawinan dan 
yang terkait dengannya terus mengalami perkembangan. 
Karenanya penting untuk membangun fikih yang berkesetaraan 
gender.  
Rekonstruksi fikih yang berkesetaraan gender dapat 
ditempuh dalam berbagai level, yaitu:   
1) pada level teologis, gender harus dimaknai 
berdasarkan dari sumber hukum Islam itu sendiri dengan 
menggali al-Qur’an dan hadis, dengan berdasar pada konsep 
fit}rah dan azwa>j yang harus dijadikan sebagai landasan berfikir 
mengenai relasi lakilaki dan perempuan. Azwa>j yang berarti 
berpasangan atau komplementer berbeda dengan dualisme 
sistem yang menjadi sasaran kritik oleh para feminisme. Hakikat 
Azwa>j adalah dua sesuatu yang saling melengkapi dan memiliki 
potensi yang berbeda, namun bukan berarti perbedaan tersebut 
mengindikasikan ada yang lebih mulia dan seterusnya (yang 
dikenal dalam sistem patriarki sebagai ideologi biner). Sehingga 
istilah superior-inferior, dalam konsep azwa>j seharusnya tidak 
ada, namun yang ada adalah keunikan dari masing-masing 
ciptaan yang dalam prinsip ekofeminisme dikenal dengan istilah 
‘the uniqueness of biological’. Maka, hak asasi manusia 
menjadi sangat urgen untuk dikaji dalam rangka mencapai 
kesetaraan di antara manusia.   
2) Pada level metodologis, upaya rekonstruksi 
dilakukan dengan menggunakan qiya>s awlawi> (QS al-Baqarah 




(Sapi Betina)/2: 282) di mana dalam transaksi barang/materi, 
pencatatan diperintahkan secara tegas dan jelas apalagi dalam 
transaksi untuk menghalalkan sesuatu yang terlarang di mana 
hukum asalnya adalah haram. Qiya>s awlawi> tersebut didukung 
oleh hadis tentang perintah mengumumkan pernikahan. 
Selanjutnya dengan menggunakan konsep sadd al-zari>’ah, 
karena nikah siri sudah terbukti memiliki dampak negatif yang 
terstruktur maka perlu tindakan preventif agar tidak ada lagi 
nikah siri, demikian pula dengan pendekatan maslahah 
mursalah, bahwa sekalipun nikah siri tidak disebutkan secara 
eksplisit namun dampaknya sangat bertentangan dengan 
semangat keadilan yang dibicarakan dalam al-Qur’a dan hadis.   
3) Sedangkan pada level etis, integrasi hukum 
agama dan hukum negara harus dilakukan dan menghilangkan 
dikotomi agama vs negara (dualisme hukum) dalam merespon 
masalah nikah siri yang semakin hari semakin menimbulkan 
problem sosial.   
Tulisan ini diharapkan memberikan implikasi pada:  
Pertama, berkembangnya riset-riset ilmiah tentang 
konsep fit}rah dan azwa>j sebagai dasar dalam memahami gender 
dalam Islam. Karena al-Qur’an memuat konsep yang sangat 
responsif terhadap persoalan keumatan, hanya saja belum digali 
secara sistemik dan mendalam.  
Kedua, karena akar dari perseteruan agama dan negara 
adalah dalam hal legalitas dari pencatatan, maka pencatatan 
dalam hukum Islam harus dipercakapkan ulang kembali oleh para 
juris Islam (baca: ulama dan ahli hukum negara) apakah seperti 
yang diusulkan Tim CLD-KHI di mana pencatatan dimasukkan 
sebagai salah satu rukun nikah, sehingga tidak ada lagi 
perkawinan yang tidak memiliki dasar hukum baik secara agama 
maupun secara negara, karena nikah siri tetap eksis disebabkan 
oleh adanya dikotomi agama vs negara. Jika dikotomi tersebut 
tetap ada maka masyarakatlah (baca: perempuan dan anak) yang 
akan menjadi korban.   




Ketiga, jika pun pencatatan tidak dapat menjadi salah 
satu rukun nikah, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk 
‘hadir’ pada setiap transaksi suci yang dilakukan oleh sepasang 
laki-laki dan perempuan. ‘Kehadiran’ negara dalam setiap 
peristiwa nikah harus memiliki status yang jelas. Dalam hal ini 
terwujud dalam bentuk mencatatkan atau dengan kata lain 
memberikan legalitas secara resmi dari negara dalam bentuk 
apaupun yang terpenting bahwa perkawinan tersebut memiliki 
kekuatan hukum. Secara politik negara seharusnya memiliki 
sikap dan tindakan yang tegas pada nikah siri, tidak hanya 
terhadap pelaku (kedua mempelai) tetapi juga pada komponen 
yang terlibat dalam pernikahan, yaitu saksi, wali dan/atau 
penghulu yang memiliki kewenangan sebagai ‘wakil Tuhan’ 
untuk menghalalkan sesuatu yang hukum dasarnya adalah 
haram. Negara (baca: para ulama dan ahli hukum negara) harus 
tegas mengenai kompetensi yang secara khusus dapat bertindak 
sebagai saksi, wali dan penghulu.  
Keempat, melakukan restrukturisasi terhadap pasal-
pasal mengenai Wali dan Saksi baik yang terdapat dalam 
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI 
sebagai komponen utama perkawinan yang berfungsi sebagai 
dasar hukum.  
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